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ABSTRAK

Disertasi ini di latar belakangi oleh fenomena figh Muhammadiyah yang
tidak tunggal tetapi mencerminkan multi wajah. Sejak terbentuk Majelis Tarjih
tahun 1927 hingga sekarang, dalam perjalanan historitasnya setelah melintasi
beberapa fase dan pada fase tertentu telah melahirkan karakteristik figh yang
berbeda dengan fase lainnya, seperti corak figh tekstual, rigid, purifikasi,
subtansialis, dan kontekstual.

Untuk menganalisis fenomena diatas telah digunakan pendekatan magasid
al-shari’ah perspektif Ibn Bayah dan teori usul figh Hassan Hanafi diaplikasikan
sebagai alat pembacaan dalam evolusi metode ijtihad Majelis Tarjih. Dalam
penelitian ini menjawab tiga rumusan: 1) Bagaimana pandangan Majelis Tarjih
tentang magqasid?; 2) Bagaimana implementasi ijtihad magqgasidr?; 3) Bagaimana
evolusi metode ijtihad dalam Majelis Tarjih?

Hasil penelitian ini adalah: Pertama, tokoh Majelis Tarjih memiliki persepsi
sama bahwa magasid dalam ajaran Islam membawa kemaslahatan untuk manusia.
Mereka berbeda dalam cakupannya dan metode mengungkap magasid. Sebagian
tokoh memaknai magasid dalam lingkup magasid klasik saja yang bersumber dari
dalil zahir nas saja. Sejak tahun 1995 di Majelis Tarjih memandang dan
mengembangkan magasid menuju cakupan konten magasid kontemporer. Kedua,
ijtihad magqasidi diaplikasikan dalam masalah muamalah kontemporer, ijtihad
hukum pada masalah tersebut menggunakan metode tekstual dan kontekstual.
Ketiga, evolusi metode ijtihad dalam manhaj tarjih telah melintasi 3 fase yaitu: a)
metode mono disiplin, sejak tahun 1927- 1964 corak ijtihad dengan interpretasi
langsung dari sumber hukum al-Qur’an dan al-Sunnah.Tanpa melibatkan
instrumen atau metode yang dibangun para usul, produk figh tentang keimanan
dan ibadah mahdah. b) ijtihad hukum dari al-Qur’an dan al-Sunnah, serta
menggunakan metode paratekstual, seperti giyas dan lainnya sebagai alat
pengungkap hukum, produk figh tentang muamalah, c¢) multi disiplin yakni
metode ijtihad tidak hanya menggunakan al-u/um al-shar’iyyah tetapi o juga
disiplin ilmu lain sebagai parameter ijtihad seperti sejarah, sosiologi, antropologi
dan kedokteran sebagai respon terhadap kompleksitas masalah yang dihadapi.

Penelitian ini berimplikasi munculnya pergeseran paradigma dalam manhaj
Majelis Tarjih dari mono disiplin menuju multi disiplin sekaligus melahirkan
tipologi fighnya yang beragam dari satu ke fase lainnya karena antara metode
ijtihad dan corak figh selalu ada korelasi. Dengan demikian Majelis Tarjih yang
telah mengembangkan dan menggunakan manhaj tarjih multi disiplin diharap
terus melakukan tajdid manhajnya senafas dengan dinamika zamannya. Karena
produk figh yang bercorak kontekstual, maslahat umum seperti figh air, lahir dari
manhaj multi disiplin.

Kata Kunci: evolusi metode ijtihad ,maqasid shariah, manhaj tarjih



ABSTRACT

This dissertation inspired from the phenomenon of Muhammadiyah figh
which is not single but reflects multiple faces. Since the formation of the Tarjih
Council in 1927 until now, in the course of its historicity after crossing several
phases and at certain phases which has given rise to characteristics of figh that are
different from other phases, such as textual, rigid, purification, substantial, and
contextual features.

To analyze the phenomenon above the maqasid al-shari *ah approach will

be used, Ibn Bayah's perspective and Hassan Hanafi's figh theory applied as a
reading tool in the evolution of the Tarjih Assembly ijtihad method. In this study,
it answers the formulation of three questions: 1) What is the view of the Tarjih
Council about maqasid ?; 2) How is the implementation of ijtihad maqasidi ?; 3)
What is the evolution of the ijtihad method in the Tarjih Assembly?
The results of this study are: First, Tarjih Majelis figures have the same perception
that magasid in Islamic teachings bring benefit to humans. They differ in their
scope and method of revealing magasids. Some figures interpret magasid in the
scope of classical magasid which originates from the argument of gat'i. Since
1995, the Tarjih Assembly has seen and developed magasid towards the scope of
contemporary magasid content. Second, ijtihad magasidi is applied in
contemporary muamalah problems, the legal status of the problem uses textual
and contextual methods. Third, the evolution of ijtihad method in tarjih manhaj
has crossed 3 phases, namely: a) mono disciplinary method, since 1927-1964
istinbat style with direct interpretation from the source of the law of the Qur'an
and al-Sunnah. Without involving instruments or methods are built by the
proposals, the product of figh is about the faith and worship of the Mahdah. b)
istinbat law from the al-Qur'an and Sunnah, and using paratextual methods, such
as giyas and others as a means of law disclosure, figh products about muamalah,
c¢) multi-disciplinary namely the method of istinbat not only using al-ulum al-shar
'iyyah but also other disciplines such as history, sociology, anthropology as a
response to the complexity of the problems faced.

This research has implications for the emergence of a paradigm shift in the
management of the Tarjih Council from mono-discipline to multi-disciplinary
while giving birth to diverse figh typologies because between istinbat methods
and figh patterns there is always a correlation. Thus the Tarjih Council which has
developed and used the multi-disciplinary tarjihmanhaj is expected to continue to
perform tajdid in line with the dynamics of his time. Because figh products are
contextual in nature, general benefits are born from multi-disciplinary
management.

Keywords: evolution of ijtihad method, magasid shariah, manhaj tarjih
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu masyarakat dalam perspektif sosiologi adalah komunitas atau
kelompok orang yang pada suatu saat akan mengalami perubahan. Tak satu pun di
dunia ini sebuah masyarakat yang tidak mengalami perubahan. Dalam perspektif
sosiologi perubahan masyarakat adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga
kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial
termasuk di dalamnya mencakup nilai, sikap-sikap dan pola perilaku diantara
komunitas-komunitas dalam masyarakat’. Dengan perubahan masyarakat, maka
akan diikuti pula oleh perubahan nilai yang ada didalamnya seperti ideologi
madhab sebagai nilai bagi masyarakat tersebut. la bergerak subjektif di
lingkungannya mengikuti dinamika makna subjektif individual, yakni mengikuti

motif-motif, nilai tradisi dan ideologi yang mendasarinya.?

Dalam konteks organisasi kemasyarakatan, Paul Doyle Johnson
sebagaimana dikutip Lukman Hakim, menyatakan bahwa ia akan mengalami
perkembangan dan perubahan seiring dengan perkembangan dan perubahan
situasi, masa, konteks sosialnya (termasuk menyangkut nilai-nilai yang berlaku di
lingkungan internalnya).® Dalam teorinya, perubahan nilai dalam masyarakat
dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor menentukan seperti tension (ketegangan)

internal, tuntutan modernitas, demokrasi, kontak dengan budaya luar,

! Soerjono Soekanto,Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Yayasan Penerbit FE Ul, 1971), 237.
2 Lukman Hakim, Perlawanan Islam Kulturl (Surabaya: Pustaka Eurika, 2004), 12.
*H. A. R. Gibb, Modern Trend in Islam (New York: Octagon Books, 1978), 17.



perkembangan iptek, munculnya sikap terbuka, toleransi dan lain-lain.* Dalam
perspektif sosiologis, perubahan yang terjadi dalam sebuah masyarakat setidaknya
mencakup tiga dimensi, yaitu dimensi struktural, dimensi kultural dan dimensi
interaksional. Terutama perubahan dalam dimensi kultural mengacu kepada
perubahan kebudayaan dalam masyarakat, seperti adanya penemuan (discovery)
dalam berpikir, pembaharuan hasil (invention) teknologi kontak dengan
kebudayaan lain yang menyebabkan terjadinya difusi dan peminjaman
kebudayaan.®

Eksistensi organisasi Muhammadiyah yang menjadi representasi sebagian
umat Islam Indonesia, dalam perjalanannya, sejak berdiri hingga sekarang tidak
bisa lepas dari faktor perubahan. Meski faktor diatas yang ikut
mempengaruhinya berbeda dari sisi kualitas dan kuantitas. Realitas konteks sosial,
yakni perubahan zaman dan tuntutan kebutuhan masyarakat ikut mendorong
adaptasi dan interpretasi baru untuk melahirkan pembaharuan atas tradisi atau
manhaj yang selama ini dijadikan pegangan dalam berorganisasi. Dalam bahasa
Hassan Hanafi, antara tradisi dan pembaharuan (a/-turast wa al-tajdid) selalu

terjadi pertautan dialektis secara dialogis-interaktif dan perlu diapresiasi.®

* Soeyono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Raja Grafindo, 1999), 363. Dalam teori
perubahan sosial, ada tiga penyebab utama (faktor determinan) terjadinya perubahan sosial, yaitu:
(a) faktor biologis (terutama faktor demografis) seperti pertambahan penduduk dan migrasi, (b)
faktor kebudayaan, yang meliputi sistem nilai, kepercayaan, norma, aturan, kebiasaan, dan
pendidikan, (c) faktor teknologi dengan berbagai penemuan dan inovasi baru di bidang teknologi.
Sudharto Ph,”Penelahaan Teori tentang perubahan sosial”, Muhammad Rusli Karim (ed), Seluk
Beluk Perubahan Sosial (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), 48-50.

> Mustafa Kamal, Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam, (Yogyakarta: Persatuan, 1998),49.

® Hassan Hanafi, a/-Turats wa al-Tajdid Maugifuna Min al-Turast al-Qadim, dan al-Turast wa al-
Tajdid Maugifunna Min Turast al-Gharbi Muqgaddimah fi ‘llm al-Istighrab (t. Tp : Dar al-
Fanniyyah, t.t), 9-11.



Organisasi Muhammadiyah dalam ber-istidial ber-agama dengan cara
berlandaskan langsung kepada Al-Qur’an dan Hadis sebagai sumber utama ajaran
Islam. " Dengan tidak mengikatkan diri kepada suatu madhab tertentu, tetapi
pendapat-pendapat imam madhab dapat menjadi bahan pertimbangan dalam
menetapkan hukum. Demikian juga metode-metode lain seperti giyas, istihsan
dan metode-metode yang lain kedudukannya sebagai perangkat untuk
mengungkap hukum bukan sebagai sumber hukum.® Selain itu Muhammadiyah
juga berusaha untuk purifikasi ajaran Islam yang dipengaruhi oleh khurafat,
bid’ah, dan takhayul dengan cara mengembalikan langsung kepada Al-Qur’an
dan Hadis.’

Kedudukan Majelis Tarjih dalam organisasi Muhammadiyah adalah
sebagai lembaga fatwa dan penentu hukum tentang perkara-perkara yang
diperselisihkan oleh umat Islam, apakah itu menyangkut bidang agama ataupun
perkara lain di luar bidang agama. Suatu prinsip yang mendasari Majelis Tarjih
Muhammadiyah bahwa pendapat atau pemikiran apapun mengenai suatu masalah
didasarkan atas al-Qur’an dan al-Sunnah.'® Sehingga warga Muhammadiyah

terhindar dari ikhAtilafiyah yang cenderung menyebabkan perpecahan umat.

"Lihat pembahasan masalah lima: agama, dunia, ibadah, qiyas dan sabilillah, dalam PP
Muhammadiyah, Himpunan Putusan Majelis Tarjih, (Yogyakarta: Persatuan, tth), 278.

® Asjmuni Abdurrahman, Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metode dan Aplikasinya (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2017), 58.

9Hadis menurut pengertian ulama hadis adalah segala ucapan, perbuatan, dan keadaan nabi.
Sedang menurut para usuli hadis adalah perkara yang terkait dengan hukum shara’. T. M. Hasbi
Ash- Shiddieqy, Sejarah dan Pengantar IImu Hadis, cet V | ( Jakarta : Bulan Bintang, 1999), 19.
' pengertian Sunnah menurut Muhaddisin adalah segala yang dinukilkan dari Nabi baik berupa
perkataan, perbuatan, maupun berupa taqrir, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup baik
sebelum nabi diangkat menjadi rasul maupun sesudahnya. Ibid, 21.

" 0iyas sebagai metode penetapan hukum pada dasarnya diterima oleh Muhammadiyah, dengan
catatan tidak mengenai masalah ibadah mahdah. Sedangkan dalam masalah muamalah warga
Muhammadiyah tidak satu kata tentang penggunan giyas dalam masalah-masalah hukum.



Langkah Muhammadiyah dalam gerakan tajdid yang berorientasi  kepada
reformasi dan dinamisasi serta purifikasi agama, diwujudkan melalui usahanya
melembagakan kajian pemikiran Islam dengan membentuk Majelis Tarjih yang
diputuskan di kongres pada tahun 1927 di Pekalongan.'> Maksud pembentukan
lembaga tersebut adalah untuk mengeluarkan fatwa atau kepastian hukum
sehingga kedudukannya menjadi putusan resmi serta pendapat organisasi yang
dijadikan pedoman oleh para pemimpin dan anggota Muhammadiyah.*?
Masalah-masalah yang dihadapi Majelis Tarjih pada fase-fase awal sesuai
dengan bobot konteks zamannya sehingga metodologi yang digunakan untuk
memecahkan masalah sangat sederhana yaitu dengan kembali kepada Al-Qur’an
dan al-Sunnah. Kasus-kasus seperti ibadah mahdah dan keimanan adalah contoh
kasus yang mendominasi pada periode awal. Demikian juga kajian-kajian yang
diangkat Majelis Tarjih tentang tema-temanya secara subtansial tidak berbeda
dengan kajian yang telah dibahas oleh teologi skolastik yang berkembang di
kalangan firgah Ash’ariyah.** Seiring dengan tuntutan zaman dan persoalan yang
berkembang, MajelisTarjih tidak hanya menghadapi isu-isu figh klasik saja,
melainkan merambah pada persoalan figh muamalah dan kemasyaraktan termasuk
isu-isu kontemporer. Konsekuensinya Majelis Tarjih juga mengkaji persoalan

metodologis atau perangkat ijtihad manhaj tarjih yang selama ini telah digunakan

Fathurrahman Djamil, Metode Majelis Tarjih Muhammadiyah (Jakarta: Logos Publishing House,
1995),75.

2 M. Rusli Karim, Muhammadiyah dalam Kritik dan Komentar (Jakarta: Rajawali, 1986), 76.
Y Fathurrahman Djamail, Metode Majelis Tarjih Muhammadiyah ( Jakarta: Logos Publishing
House,1995),63.

YKajian Arbiyah Lubis memberikan simpulan bahwa karekteristik teologi yang diambil oleh
Muhammadiyah mempunyai kesamaan dengan Ash’ariyah, atau bahkan dalam bagian-bagian
tertentu  bercorak Jabariyah. Teologi Muhammadiyah bukanlah teologi rasional ‘Abduh
sebagaimana pandangan sebagian sarjana. Lihat “ kitab al-Iman” dalam Himpunan Putusan
Tarjih.



untuk memutuskan hukum. Slogan yang sudah populer “al-ruju”’ ila al-Qur’an
wa al-Sunnah ”, secara literal menghadapi kritikan, dipertanyakan dan dikaji lagi,
ketika dihadapkan pada masalah kontemporer yang terus berkembang.

Dalam perjalanan dakwah Muhammadiyah lewat gerakan pemurnian
ajaran Islam pernah dituduh sebagai organisasi yang tidak ramah dengan
perkembangan atau tradisi yang ada di masyarakat termasuk budaya lokal.™
Akibat pola pikir yang didominasi pendekatan bayani’® yakni pengambilan
hukum secara literalis tanpa memperhatikan konteks berakibat mempersempit
ruang gerak Muhammadiyah. Pendekatan bayani saja tidak cukup karena
terkadang tidak didapat penjelasan teks yang berkaitan dengan perkembangan
baru terkait sosial budaya di masyarakat, sekalipun ada teks normatif namun
penjelasan teks tersebut sangat terkait dengann konteks sejarah, sosiologis
sehingga tidak cukup dengan pendekatan bayani saja.*’

Oleh karena itu menurut Syamsul Anwar diperlukan pendekatan lain yang
lebih bersifat terbuka, luwes dan toleran yang mengarah kepada pendekatan
burhani, salah satu prosedur Kinerja burhani adalah dengan penerapan analisa
rasional, filosofis, analisa konteks, kemasyarakatan, politik dan ideologis. *®
Dengan asumsi pendekatan tersebut maka respon terhadap permasalahan

kemanusiaan atau sosial tidak selalu dilakukan dengan introduksi norma-norma

"> Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Himpunan Putusan Tarjih
Muhammadiyah 3( Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018),129.

' pendekatan Bayani merespon permasalahan dengan titik tolak pada teks dan mengarus
utamakan kepada teks saja tanpa melibatkan konteks seperti analisis rasional, sabab nuzul,
perkembangan sosial politik budaya. Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Himpunan
Putusan Tarjih 3 (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2019),142.

"71bid , 130.

' Syamsul Anwar,”Konsep Maqasid Shari’ah dan Perkembangan ~Metode Ijtihad
Muhammadiyalh” Makalah disampaikan pengajian Ramadhan Pimpinan Pusat Muhammadiyah
tanggal 1-3 Juni 2017 di Kampus Muhammadiyah Yogyakarta.



konkrit (hanya dilihat dari aspek hukum taklifi halal, haram dan wajib) tetapi juga
menggali asas-asas ajaran agama dan nilai-nilai dasar yang menyemangati
aktifitas kehidupan.*®

Dalam penelitian Mulkhan punya persepsi lain mengenai dinamika epistem
sepanjang perjalanan Muhammadiyah bahwa setelah otoritas fatwa keagamaan
dilembagakan pasca masa Ahmad Dahlan menjadi Majelis Tarjih berdampak
pada paham keagamaan Muhammadiyah berkembang menjadi purifikasionisme®
atau revivalisme? baik dalam bidang teologis maupun hukum. Kuatnya faham ke
arah revivalisme ini ditandai dengan parameter legalistik terhadap suatu
perkembangan baru yang tidak terdapat dalam ajaran agama sehingga cenderung
menolak daripada mengakomodasi atau mencarikan landasan yuridisnya %
Pemahaman dengan orentasi ke arah revivalisme pernah mendominasi dalam
Muhammadiyah dengan tujuan purifikasi agidah dari segala jenis takhayul, bid’ah
dan khurafat. Dinamika pemikiran keagamaan dalam Muhammadiyah sepanjang
sejarahnya telah mengalami tahapan-tahapan sebagaimana pendapat Mulkhan
yang menyatakan bahwa persyarikatan ini telah melalui empat fase: fase kreatif-

inklusif, fase ideologis, fase spiritualisasi, atau sufistisasi shariah, dan fase

" Syamsul Anwar, Manhaj Tarjih Muhammadiyah (Yogyakarta: Panitia Musyawarah Nasional
Tarjih Muhammadiyah XXX, 2018), 26.

*0 purifikasionisme adalah lahir dari gerakan pembaharuan dari dunia Islam yang muncul abad ke
14.Denga latar belakang kesadaran untuk melakukan tranformasi secara mendasar guna
mengatasi kejumudan serta pembersihan dari pemikiran dan amaliyah yang tidak bersumber dari
al-Qur’an dan al-Sunnah. Awad Bahason, “Gerakan Pembaharuan Islam: Interpretasi dan Kritik”
dalam Prisma, No. 0106-0129, 109-122.

*! Revivalisme adalah gerakan pemikiran keagamaan kontemporer yang berusaha mengembalikan
pemahaman dan pengamalan Islam sebagaimman dicontohkan oleh rasulullah saw dan kaum salaf
diantaratokohnya adalah Abu A’la Al Maududi, Hasan Al-Banna. Murkilim, New Revivalisme
Islam, Nuansa vol X, No 2, Desember 2017. 165.

2 Abdul Munir Mulkhan,” Pendahuluan,” dalam Api Pembaharuan Kiai Ahmad Dahlan, ed. Robert
W. Hefner, Sukidi Mulyadi, Abdul Munir Mulkhan (Yogyakarta: Multi Pressindo, 2008), 18-20.



romantisme ideologis. Paparan pendapatnya, pertama, pada fase kreatif-inklusif
orentasi pemecahan masalah-masalah yang muncul baik masalah sosial maupun
masalah budaya sesuai dengan pemecahan ijtihad. Kedua, ideologis ditandai
dengan gerakan yang mengarah purifikasi agidah dan praktik keagamaan yang
menyimpang dari jenis takhayul, bid’ah dan khurafat. Orientasi pemahaman figh
yang skriptural juga kuat pada masa ini. Ketiga, fase pemahaman terhadap
shariah secara spiritual atau sufistik, disertai dengan reformulasi metodologi
ijtihad yang lebih terbuka. Keempat, fase romantisme puritanisme dan wahabisme
setelah muktamar 2005 di Malang.?

Dari paparan Mulkhan di atas ada hal yang perlu digaris bawahi bahwa
identitas figh Muhammadiyah sangat beragam secara historis, antropologis dan
sosiologis tidak tunggal dan monolitik, identitas citra figh yang multi wajah yang
pernah ditampilkan sepanjang periodenya yakni menampilkan figh moderat,
purifikasi, tekstual dan kontekstual yang telah terekam dalam lembaran perjalanan
Muhammadiyah. Diatas itu semua citra figh yang tidak tunggal sesungguhnya ada
alasan yang kuat yang mendasari yaitu telah terjadi proses evolusi metode istinbat
di tubuh Majelis Tarjih dalam setiap periodisasinya serta apresiasi dan interpretasi
yang berbeda terhadap sumber utama al-Qur’an dan al-Sunnah dalam
implementasi kehidupan sehari-hari. Upaya perumusan pemikiran manhaj tarjih
yang diawali pemikirannya sejak tahun 1935 tentang “masalahh lima” kemudian
menjadi bahan muktamar tarjih pada tahun 1954 dan ditanfidzkan pada tahun

1964. Selanjutnya dilakukan penyempurnaan menjadi manhaj tarjih pada tahun

2 1bid, 19.



1986 ** dan pada fase berikutnya terjadi lompatan tajdid yang fundamental
terhadap manhaj tarjih yakni pada masa tarjih yang diketuai oleh Amin Abdullah
mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan monodisipin menjadi multi
disiplin.? Historitas manhaj tarjih dalam setiap episodenya yang telah dilalui
dengan parameter tantangan dan konteks yang beragam telah melahirkan corak
manhaj tertentu serta latar belakang aktor-aktornya beragam yang duduk
didalamnya telah memberikan corak wajah figh Muhammadiyah yang tidak
tunggal tetapi multi wajah sekaligus mencerminkan dinamika yang terjadi pada
manhajnya.?® Kesamaan yang ada dalam setiap fase periodisasi kepemimpinan
yang berbeda adalah semangat perubahan yang ditafsirkan untuk merespon
tantangan zaman guna mencarikan solusi setiap permasalahan. Perbedaan epistem
atau paradigma tentang metode istinbatterjadi dalam setiap fasenyakarena latar
belakang konteks dan background intelektual yang melatarinya.?’

Dalam realitanya organisasi ini semakin menyadari bahwa tantangan bagi
agama pada abad sekarang ini adalah perjumpaannya dengan masalah-masalah
kontemporer, yang identik dengan tuntutan zaman. Tantangan di era global
mencakup berbagai aspek, termasuk politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun
ilmu pengetahuan. Masalah seperti tatanan demokrasi, hak asasi manusia,
hubungan mayoritas-minoritas dan lintas agama dalam suatu negara, perkara

kepemimpinan, etnisitas, gender, pluralisme,etika global dan lain-lain, kini harus

* Asjmuni Abdurrahman, Manhaj Tarjih Muhammadiyah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2012),12.

» Himpunan Putusan Tarjih 3, 159.

* M. Amin Abdullah, Fresh Ijtihad Manhaj Pemikiran Keislaman Muhammadiyah di Era
Disrupsi, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2019),x.

7 Taufik Abdullah, Islam dan Masyarakat , (Jakarta: LP3ES, 1987), 31.



menjadi perhatian bukan saja ilmuwan tapi juga agamawan.?® Banyak problem
yang tak terbayangkan sebelumnya, kini telah terjadi dan menunggu peran agama
untuk menyelesaikannya, sehingga agama dapat membuktikan relevansinya bagi
setiap tempat dan masa.

Ketika kasus-kasus kontemporer dan isu-isu global belum pernah
dibicarakan oleh al-Qur’an dan al-Sunnah maupun dalam ketetapan-ketetapan
para mujtahid, maka yang dipertanyakan adalah apakah organisasi
Muhammadiyah tetap mempertahankan pendekatan terhadap ajaran Islam dengan
metode konvensional yang selama ini telah digariskan dalam organisasinya, tanpa
melakukan evolusi dalam metode istinbat. Tajdid terhadap metode atau manhaj
adalah asasi yang tidak bisa ditawar lagi jika yang diharapkan adalah interpretasi
terhadap ajaran Islam yang relevan sehingga melahirkan hukum agama (figh)
yang responsibel, adaptif, mau tidak mau harus melakukan evolusi terhadap
metode ijtihad.

Terhadap lembaga forum figh Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam arus
perubahan tidak lepas dari kritikan karena pendekatan pemahaman agama pada
fase tertentu cenderung konservatif. Muhammadiyah yang dikenal dengan gerakan
tajdid mulai dipertanyakan. Dari aspek pembaharuan pemikiran, organisasi ini
mulai dipertanyakan karena tidak mampu lagi mengadakan terobosan-terobosan

baru dalam pemikiran keislaman. Bahkan Muhammadiyah dianggap sebagai

%8 Abdullah Saeed, Interpreting the Qur’an: Towards a Contemporary Approach (New York NY:
Routledge, 2006),2.



10

gerakan neo-konservatisme,? lebih dari itu pada aspek tertentu Muhammadiyah
dijuluki sebagai gerakan tradisional bukan gerakan modern.*

Kini tidak cukup lagi mengandalkan pemikiran klasik yang berbasis pada
teks yang bercorak legalistik yang sudah dikodifikasi sebagai hasil ketetapan-
ketetapan yang bersumber dari nusus saja, tetapi harus ada lompatan metodologis
untuk menjawab problem-problem kontemporer. Lompatan metodologis tersebut
menjadi pijakan untuk melahirkan pemikiran baru sebagai kelanjutan dari metode
klasik yang cenderung tekstual dan legalistik berubah menuju kontekstual.
Pendekatan kontekstual ini menekankan pada pentingnya konteks, dalam
memahami suatu teks agama ** Oleh karena itu pendekatan ini dikatakan
kontekstual, tujuannya adalah menangkap spirit nilai utama nilai-nilai universal,
nilai-nilai etis yang paling dasaryang termuat dalam magasid al-shari’ah.**

Upaya pengembangan metode istinbat atau evolusi metode,manhajuntuk
tujuan pengembangan figh, sebetulnya adalah meneruskan mata rantai apa yang
telah dilakukan oleh ulama generasi klasik. Para mujtahid pada masa lalu telah
melakukan evolusi metode istinbat, hal ini tergambar dengan jelas pada setiap
periode mereka, sumber zashri’ senantiasa mengalami evolusi. Pada masa sahabat

sumber tashri’ selain al-Qur’an dan al-Sunnah ditambah metode Ijma’>* pada

¥ Rusli Karim (E.D), Muhammadiyah dalam Kritik dan Komentar, (Jakarta: Rajawali, 1986), 17.
30 Kritik ini disampaikan oleh Harun Nasution, Lihat, “Dicari Kesamaan Konsepsi tentang
Pembaharuan”, Suara Muhammadiyah, No 2475, (Desember 1990), 23.

' M. Amin Abdullah,” Memaknai Al-Rujii ila al-Qur’an wa al-Sunnah dari Qiraah Taqlidiyah ke
Tarikhiyvah Magqasidiyali’ dalam Fikih Kebinekaan,ed wawan Gunawan ,Muhammad Abdullah
Daraz (Bandung: Mizan Media Utama,2015),49.

32 Hassan Hanafi, Dirasah Islamiyah, (Kairo: Dar al-Quba’ li al-Tiba’ah wa al-Nasr, 1997), 301.

3 Manna’ al-Qattan, Tarikh al-Tashri’ al-Islamy (Riyad: Maktabah al-Ma’arif lil Nashr wa al-
Tawzy’, 2002), 231.
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masa tabi’in selain tiga sumber tersebut bertambah dengan metode givas®* hingga
tiba masa kematangan figh. Metodologi penetapan hukum pada masa imam
madhab mengalami evolusi cukup pesat dan beraneka ragam antar fase para
imam madhab seperti pada masa Imam Hanafi, ** Imam Malik, ** Imam
Shafi’i,*’dan Imam Hanbali,® karena persoalan kondisi sosial budaya yang
berbeda antar mereka.>® Evolusi metode istinbat pada masa sahabat, tabi’in, atba’
tabi’in berjalan seiring dengan perkembangan figh itu sendiri.

Menurut pandangan A. Qodri Azizi dalam perkembangan madhab
tersebut semuanya telah terjadi eklektisisme (saling mempengaruhi dan saling
mengisi atau menambah) karena perbedaan latar belakang seperti daerah, tradisi,
perbedaan usia atau karena perbedaan waktu.*® Sekalipun dalam madhab Hanbali
yang dikenal ketat berpegang pada nass namun dalam perkembangan berikutnya

telah terjadi evolusi istinbat al-ahkam. Salah satu pengikut Hanbali, 1bn al-Qoyim

* Ibid, 232.

3 Evolusi metode istinbat hukum pada madhab Hanafi yaitu secara berturut-turut Abu Hanifah
mengambil Al-Qur’an, al-Sunnah, dan pendapat para sahabat. Ketika tidak menemukan
ketiganya, maka Abu Hanifah melakukan ijtihad. Adapun ijtihad yang dilakukan Abu Hanifah
ditempuh dengan cara menggunakan metode qiyas, istihsan dan ‘urf. Lihat ‘Ali Jum’ah
Muhammad ‘Abd al-Wahab, al-Madkhal ila Dirasat al-Madhahib al-Fighiyyah, (Kairo: Dar al-
Salam, 1422 H/ 2001 M), 92. Manna’ al-Qattan, 7arikh al-Tashri’ al-Islami, (Riyad: Maktabah
al-Ma’arif, 2002),331.

% Evolusi istinbat hukum pada madhab Maliki yaitu menurut al-Qarafi ada sebelas dalil yang
digunakan Imam Malik yaitu al-Qur’an, al-Sunnah, ijma penduduk Madinah, qiyas, pendapat
sahabat, maslahah mursalah, ‘urf, sadd dhari’ah, istishab dan istihsan. Lihat, Qahtan ‘Abd al-
Rahman al-Duri, Manahij al-Fuqaha’ fi Istinbat al-Ahkam (Beirut: Books Publisher, 14232/ 2011
M), 29.

3" Evolusi istinbat di madhab Shafi’i sesuai urutan yaitu al-Qur’an, al-Sunnah, Qawl/ al-Sahabi,
giyas. Manna’ al-Qattan, Tarikh al-Tashri al-Islami, 371-376.

¥ Evolusi istinbat hukum pada madhhab Hanbali yaitu urutan yang dilakukan oleh Imam Ahmad
yaitu al-Qur’an, fatwa sahabat, seleksi terhadap fatwa sahabat jika terjadi perselisihan,
mengambil hadis mursal dan da’if selama tidak ada athar dan ijma yang menyalahi hadis
tersebut. Ketika cara-cara tersebut tidak bisa ditempuh maka Imam Ahmad menggunakan
giyas. Manna’ al-Qattan, 7arikh al-Tashri’ al-Islami, 385-392..

* Ibid, 325.

* A. Qodri Azizy, Reformasi Bermazhab, (Jakarta: Teraju, 2003), 47.
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al-Jawziyyah mempertimbangkan tradisi atau kebiasaan sebagai faktor perubahan.
Dalam buku 7’/am al-Muwagqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin, ia menulis satu bab yang
berbunyi Taghayur al-Fatawa wa Ikhtilafuha bi Hasabi Taghayur al-Azminah wa
al-Amkinah.* (perubahan fatwa dan perbedaannya tergantung pada perubahan
waktu dan tempat, keadaan, niat dan tradisi).

Disini tampak jelas sekali adanya perkembangan dari yang begitu ketat
terhadap teks sampai pada penerimaannya dalam metode istinbat, menerima
pengaruh hal-hal di luar teks. Jika pada masa Ibn al-Qoyim saja telah menjadikan
tradisi atau kebiasaan sebagai contoh salah satu landasan yang berpengaruh
terhadap esensi hukum Islam, tidak ada yang menyangkal bila di era global ini
telah terjadi perubahan yang dahsyat terkait dengan globalisasi dan dampak-
dampaknya. ** Dari faktor inilah evolusi metode istinbat al-ahkam tidak bisa
dihindarkan karena sebuah tuntutan dan bila yang diharapkan dari perangkat
tersebut adalah figh yang adaptif, responsif dan tentunya sebagai problem
solving.

Dalam menyelesaikan permasalahan kontemporer seperti demokrasi, hak
asasi manusia, negara-bangsa, sosial, politik, ekonomi dan lainnya jika hanya
kembali kepada makna harfiah teks, slogan a/-ruju’ ila al-Qur’an wa al-Sunnah
secara literal dan dengan metodologi yang stagnan, tanpa tajdid manhaj maka

akan berdampak kepada sesuatu yang tidak memberikan solusi bahkan menjadi

* Ibn al-Qoyim al-Jawziyyah, I’/am al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin (Beirut: Dar al-Kutub
al-Hadithah, tt),145.
2 Abdullah Saeed, Interpreting the Qur’an: Towardz a comtemporary approach, (New York:
Roulledge, 2006),2.
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masalah tersendiri, yakni teralineasinya Islam dari dinamika kehidupan.* Maka
solusi yang tepat adalah menangkap prinsip-prinsip dasar, makna-makna universal
dan tujuan-tujuan yang terkandung di dalamnya untuk  kemudian
diimplementasikan dalam kemasan baru dengan spirit kemaslahatan umum.**
Signifikansi ~ pendekatan, metodologi atau manhaj yang mengalami up
grade *° adalah faktor yang menentukan untuk implementasi dari magasid
shari’ah.*®

Jika diamati dengan seksama, pangkal perbedaan termasuk citra figh yang
multi wajah*’ dalam Muhammadiyah itu adalah bersumber perbedaan mereka
para fagih di Majelis Tarjih dalam memahami prinsip-prinsip dasar metodologi
penetapan hUkum (istinbat). Perbedaan manhaj ini lahir akibat perbedaan cara
pandang, yang selanjutnya berkonsekuensi perbedaan cara penetapan hukum dan
selanjutnya produk hukum itu sendiri.*® Menjadikan magasid sebagai pendekatan
dalam istinbat hukum berarti pembacaan terhadap Majelis Tarjih berangkat dari
orlentasi kemaslahatan yang dilandasi al-giyam al-asasiyah dan al-usul al-
kulliyah sebagai paradigma dalam penetapan hukum. Perbedaan produk fatwa di

suatu komunitas yang sama baik tempat dan masa karena lebih mengutamakan

* Ahmad Imam Mawardi, Figh Minoritas Figh Al-Agalliyat dan Evolusi Magashid al-Shari’ah
dari Konsep ke Pendekatan, (Yogyakarta: LKIS, 2010), 178.

*“ M. Amin Abdullah, Fresh [jtihad Manhaj Pemikiran Keislaman Muhammadiyah di Fra
Eisrupsi, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2019),59.

* Ibn Bayah, ‘Alagah Maqasid al-Shari’ah bi Usul al-Figh (London: al-Furqan Islamic Heritage
Foundation, 2006), 67.

7 Pemahaman keagamaan yang berkembang di Muhammadiyah yaitu: 1. Kreatif inklusif
orentasi pemecahan permasalahn kehidupan, 2. Idelogis ditandai oleh orentasi pemurnian aqidah
dari takhayul, bid’ah dan khurafat,3. Spiritiulisasi shari’ah atau sufistik, 4. Romantisme
puritanisme dan wahabisme. Abdul Munir Mulkhan, “Pendahuluan,” dalam Api Pembaharuan
Kiai Ahmad Dahlan, eds. Robert W. Hefner, Sukidi Mulyadi, Abdul Munir Mulkhan
(Yogyakaarta: Multi Pressindo, 2008), 18-19.

* Ibid, 69.
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metode wilayah istinbat hukum dari semantik (dilalah al-alfaz) daripada
maqasid. ¥ Menjadikan magasid ~ sebagai titik tolak ijtihad mempunyai
kelebihan-kelebihan bisa menghindari perbedaan figh yang tajam akibat
mengutamakan  maslahat juz’iyah yang bercorak golongan, ta’ifiyvah dan
mengesampingkan maslahat yang lebih luas. Seringkali alat analisis entitas
berpikir yang bertumpu pada manhaj yang sama serta sumber utama yang sama
yaitu al-Qur’an dan al-Sunnah, tetapi dalam tataran implementasi pada kasus-
kasus tertentu tidak jarang terjadi pertentangan, berbenturan bahkan
berseberangan karena lebih menekankan pada orientasi metode harfiyah yang
mengutamakan dalil juz iyyah serta mengabaikan korelasi dengan dalil-dalil kully

yang menjadi titik tolak kinerja dari magasid al-shari’ah.>®

B. Identifikasi dan Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang pada point pendahuluan, maka identifikasi
masalah dalam penelitian ini yaitu:
1.  Magqasid al-shari’ah dalam pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah.
2. Implementasi ijtihad maqasidi terhadap figh kontemporet di majelis tarjih
Muhammadiyah
3. Evolusi metode ijtihad al-ahkam dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah
4. Konsistensi Majelis Tarjih Muhammadiyah terhadap manhaj atau metode

yang telah mereka gariskan dalam organisasi.

¥ Muhammad al-Tahir ibn ‘Ashur, Magasid al-Shari’ah al-Islamiyah (Beirut: Dar al-Kutub al-
Lubnan, 1433), 166.

%“Abd Allah bin Bayah, Tanbih al-Maraji’ ‘ala Ta’sil Figh al-Wagqi’, ( Jedah: Dar al-Tajdid,
2004), 8.
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5. Signifikansi magasida shari’ah sebagai pendekatan dalam istinbat al-
ahkam di tengah perkembangan kontemporer dalam memecahkan
masalah-masalah kontemporer.

Penelitian yang telah dilakukan lebih fokus dan terarah pada persoalan
yang dibatasi pada bahasan evolusi metode ijtihad al-ahkam yang terjadi di
manhaj Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam periodisasinya. Adapun objek
penelitian yakni keputusan Tarjih Muhammadiyahyang terkait figh kontemporer
beserta metode manhajnya. Tidak dikhususkan pada tahun atau periode tertentu
tetapi tahunnya bersifat fluktuatif karena berkaitan dengan evolusi manhaj tarjih

dan produk figh kontemporer Majelis Tarjih Muhammadiyah.

C. RumusanMasalah
Berdasarkan identifikasi masalah penelitian diatas, maka terdapat fokus
penelitian yang dijabarkan dalam rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang magasid
shari’ah ?
2. Bagaimana implementasi pendekatan ijtihad magqasidi dalam keputusan
figh kontemporer di Majelis Tarjih Muhammadiyah?
3. Bagaimana evolusi metode 7jtihad al-ahkam dalam manhaj Majelis Tarjih

Muhammadiyah ?
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D. Tujuan Penelitian

Untuk tujuan penelitian dalam proposal ini dapat diringkaskan sebagai

berikut:

1.

Menjelaskan langkah-langkah lembaga Majelis Tarjih dan Tajdid
Muhammadiyah seiring dengan dinamika perkembangan dan perubahan
kehidupan dalam berbagai aspeknya, apakah ada upaya-upaya melakukan
evolusi atau stagnasi dalam metode ijtihad.

Menjelaskan pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang
maqasid shari’ah.

Menjelaskan pendekatan ijtihad maqasidi dalam mengambil keputusan

hukum dalam forum Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.

E. Manfaat Penelitian

Diantara manfaat dan kegunaan yang dapat diperoleh melalui penelitian

yang akan dilakukan ini adalah :

Pertama, manfaat yang bersifat teori.Manfaat ini terkait dengan kontribusi

secara teori dalam kajian metodologi hukum Islam yang dioperasionalkan untuk

produk-produk fatwa.Hasil penelitian ini akan memperkaya studi hukum Islam

yang berkenaan dengan metodologi hukum Islam dengan spesifik manhaj magasid

shari’ah sebagai pendekatan sekaligus memetakan corak produk figh dari

organisasi tersebut antara orentasi magqasidi dan produk figh yang berorentasi

literalis.
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Kedua, manfaat yang bersifat praktis, memberikan kontribusi tentang
kajian maqasid shari’ah sebagai pendekatan dalam metode Jjjtihad al-ahkam
terutama pada masalah kontemporer yang belum pernah dibahas dalam figh
klasik. Keluwesan dan fleksibilitas serta universalitas ajaran-ajaran Islam lebih

mudah diterima dan dinalar melalui legitimasi pendekatan magqasid shari’ah.

F. Kerangka Teoritik

Untuk menerangkan perkembangan pemikiran keagamaan tentang evolusi
metode ijtihad al-ahkam sebagai pijakan keputusan masalah figh kontemporer
yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah, disertasi ini menggunakan
kerangka teori pemikiran Hassan Hanafi tentang usul fighnya dan konsep magasid
shari’ah menurut 1bn Bayah.

Dalam teori usul figh Hassan Hanafi menekankan urgensi maqasid
shari’ah dalam proses istinbat hukum. Teori Hassan Hanafi ini didasarkan pada
tiga dasar keilmuan utama: pertama, al-wa’y tarikhi kesadaran sejarah yaitu
sumber-sumber hukum Islam yang empat, kedua, al-wa’y al-nazari yaitu
kesadaran konseptual yakni kesadaran konseptual mengkaji  kalimat dan
konteksnya,ketiga, al'wa’yu al-amali yaitu tujuan hukum dan ketentuan hukum
itu sendiri.>* Kesadaran sejarah dalam usul figh bekerja menentukan otentitas dan
validitas teks dalam tradisi lisan. Kesadaran teoritis menghasilkan teori
kebahasaan untuk menangkap makna implisit maupun eksplisit sehingga teks

mampu berbicara secara rasional. Kesadaran praksis menjadikan makna teks

> Hassan Hanafi, Min al-Nas ila al-Wagi® (Libya: Dar al-Midar al-Islami, 2005),681.
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sebagai landasan teoritis bagi tindakan dan mengantarkan wahyu bagi tujuan
akhir dalam kehidupanmanusia berupa macam-macam hukum. Pada level
kesadaran praksis, usul figh dengan segenap metodologinya, menurut Hassan
Hanafi tidak berpretensi menangkap makna awalnya pada teks yang sudah
menyejarah dengan muatan subjektifitas. Tujuan usul figh adalah proses produksi
makna yang bisa jadi tidak ditemukan dalam makna awalnya. Usul figh Hanafi
secara metodologis menjadikan pembaharuan sebagai tujuan dan tradisi sebagai
perantara.>?

Dalam pandangan Hanafi, usul figh mempunyai dua elemen yaitu,
pertama elemen statis, kedua elemen dinamis. Elemen statis terletak pada al-
Qur’an dan al-Sunnah sebagai sumber pengetahuan, sedangkan komponen
dinamisnya tercakup dalam metodologi seperti ljma, giyas, istihsan dan al-
masalih al-mursalah, metodologi ini disebut sebagai penalaran bebas ( al-istidial
al-hurr). Elemen dinamis ini yang akan mengubah sumber pengetahuan yang
terbatas menjadi tak terbatas. Pada kesadaran praksis, Hanafi mengedepankan
analisis tujuan-tujuan universal maqasid shari’ah setelah elemen ini tenggelam
dalam usul figh klasik.>®

Manhaj Tarjih menetapkan bahwa sumber utama dalam ber-istid/al dengan
al-Qur’an dan al-Sunnah, sedangkan giyas, istihsan dan metode lainnya sebagai

54

perangkat untuk mengungkap hukum. Pokok-pokok manhaj Tarjih

Muhammadiyah secara konsepsional ini selaras dengan teori usul figh Hanafi

>> Hassan Hanafi, Dirasat Islamiyah, (Kairo : Maktabah Anglo Misriyah,1987), 60.

Hassan Hanafi, Manahij al-Tafsir fi “Ilm Usul Figh (Kairo : Maktabah Anglo Misriyah,
1987),439.

> Asjmuni Abdurrahman, Manhaj Tarjih Muhammadiyah, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012),
13.
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yang mengklasifikasi istidlal menjadi dua yakni elemen statis dan elemen
dinamis. Sedangkan dalam manhaj Majelis Tarjih mengklasifikasi menjadi dua
katagori yaitu sumber utama istid/al yang mencakup al-Qur’an dan Sunnah, dan
paratekstual atau instrumen yang mengungkap hukum, seperti giyas, istihsan dan
lainnya dalam teori usul figh Hanafi disebut elemen dinamis. Ketika Majelis
Tarjih menghadapi masalah kontemporer yang belum ada teksnya dengan
mengoptimalkan istid/al dinamis melalui sistem Kerja giyas, istihsan, istishiah
dan metode lainnya maka tidak akan terjadi tawaquf dalam hukum figh karena
eksistensinya sebagai legitimasi hukum dan memberikan makna fleksibilitas,
murunah dan responsif.

Sementara itu, konsep magasid shari’ah perspektif Ibn Bayah dalam
kajiannya yang mencakup jangkauan magqasid, hierarki magqgasid dan instrumen
magqasid shari’ah. Atas dasar tuntutan dan tantangan sesuai dengan konteks
sekarang, pespektif lbn Bayah bahwa konsep magasid tidak boleh statis tetapi
harus dinamis. Konten magasid Klasik yang terbatas pada al-kulliyah al-khamsah
( menjaga keturunan, menjaga kehormatan; menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga
agama, dan menjaga harta) adalah hasil ijtihad ulama klasik yang didasari dengan
istiqgra’ nusus sehingga menghasilkan dalil-dalil pada level gat’i yang mencakup
lima esensi tersebut. Bagi Ibn Bayah mengembangkan konten magasid adalah
sebuah keniscayaan. Konten magasid dalam kajiannya selain mengembangkan
makna magqasid klasik juga memperluas jangkauan konten magasid yang meliputi
keadilan, persamaan, kebebasan, dan hak-hak politik dalam kehidupan berbangsa

dan bernegara.
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Faktor penting lain dalam konsep magasid lbn Bayah adalah instrumen
atau metode menggapai maqgasid. Keluasan dan jangkauan maqgasid tidak bisa
dipisahkan dengan instrumen magqgasid sebagai sarana yang mengantarkan kepada
magqasid shari’ah. Instrumen magasid adalah paratekstual yang menjadi tema-
tema dalam kajian usul figh. Ibn Bayah termasuk ulama yang menentang keras
terhadap kelompok yang berupaya independensi magasid shari’ah dari usul figh.
Baginya antara maqasid dan usul figh harus integrasi tidak bisa dipisahkan karena
keduanya saling melengkapi dalam merumuskan metode istinbat.

Kedua teori yang diusung Hassan Hanafi dan Ibn Bayah sebagai alat baca
terhadap dinamika pemikiran keagamaan yang terkait evolusi metod ijtihad
Majelis Tarjih Muhammadiyah terdapat kesamaan dalam penekanan kajian yaitu
pergeseran paradigma ke arah teori magasid yang kontemporer. Dari makna
menjaga ke arah mengembangkan dan kontekstualisasi al-daruriyah al-khams
yang bekerja sesuai prinsip-prinsip universal. Oleh karena itu bagi keduanya
memiliki persepsi yang sama bahwa magqasid shari’ah harus didukung instrumen
magqasidi bagi Hassan harus ada elemen dinamis sedangkan menurut Ibn Bayah
harus ada poros instrumen maqgasid yang mencakup qiyas, istihsan, istislah dan
sadd al-dhara’i.

Pada masa awal pembentukan Majelis Tarjih Muhammadiyah dilatari oleh
perkara-perkara seputar ibadah mahdah dan masalah agidah sehingga cukup
direspon dengan marja’ kembali kepada al-Qur’an dan al-Sunnah secara literal,
atau cukup dengan elemen statis dalam teori usulnya Hassan Hanafi. Seiring

dengan perkembangan zaman dan dinamika persoalan yang terus berkembang
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tidak terbatas pada masalah ibadah mahdah dan aqgidah saja tetapi
Muhammadiyah menghadapi persoalan-persoalan kontemporer yang mencakup
sosial,politik, ekonomi, kedokteran dan budaya. Faktor-faktor ini semua tentu
belum dijumpai pada masa lalu dan memerlukan manhaj atau metode baru atas
kepastian hukumnya dalam setiap kasusnya.

Istidlal al-hurr dalam konsep Hassan Hanafi yang mencakup giyas,
istihsan dan istislah adalah perangkat dan solusi yang tepat untuk dijadikan
sebagai metodologi elemen dinamis dalam manhaj Majelis Tarjih
Muhammadiyah.Tuntutan persoalan yang mendesak untukdiselesaikan inilah
yang mendorong evolusi dari manhaj tekstual literal kemudian pada berikutnya
dilengkapi  paratekstual, dan akhirnya menuju kontekstual dengan multi
pendekatan. Sikap membuka diri Majelis tersebut terhadap perkembangan-
perkmbangan baru sehingga tidak cukup dengan dalil primer saja, melainkan
perlu melibatkan elemen dinamis yaitu dalil sekunder (qiyas dll) untuk
menyelesaikan kasus-kasus baru. Melalui perangkat istidlal al-hurr dalam bahasa
Hassan Hanafi, Majelis Tarjih dalam menghadapi persoalan-persoalan baru seperti
kasus-kasus diatas bisa mendapatkan landasan yuridis ketika tidak menemukan
legetimasinya dalam kedua sumber utama yaitu al-Qur’an dan al-Sunnah.*®

Sebuah keniscayaan untuk melakukan evolusi metode ijtihad yang
dituangkan dalam pokok-pokok manhaj Majelis Tarjih. Bahwa al-ruju’ ila al-
Qur’an wa al-Sunnah adalah harus dibarengi elemen-elemen dinamis sebagai

istidlal al-hurr seperti perangkat metode giyas, istihsan, sadd al-dhari’ah dan

% Hassan Hanafi, Dirasah Islamiyah, (Kairo: Maktabah Anglo Misriyah,1987),441.
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‘urf. °° Implementasi dari pengembangan metode istinbatakan memperkaya
landasan yuridis terhadap problematika kontemporer yang tidak bisa diselesaikan
dengan satu sudut pandang disiplin keilmuan saja. Tetapi harus melibatkan
cabang-cabang keilmuan lainnya termasuk metodologinya dalam menetapkan

hukum.®’

G. PenelitianTerdahulu

Popularitas Muhammadiyah sebagai organisasi sosial keagamaan telah
memantik banyak peneliti menjadikan bahan kajian. Para peneliti telah mengkaji
organisasi  tersebut berbagai aspek baik peneliti dari dalam maupun luar
negeri.Tema-tema yang dibahas pun beragam mencakup peran organisai
Muhammadiyah dan kiprah para tokoh dalam sosial, politik atau faham ajaran
yang dianutnya dari organisasi Muhammadiyah.®® Sedangkan penelitian yang
membahas tentang Majelis Tarjih Muhammadiyah masih terbatas terutama yang
berkenaan dengan metode istinbat al-ahkam.. Kajian terhadap organisasi yang
dilakukan para peneliti sebagian mengkaji dan meneliti tentang Majelis Tarjih
Muhammadiyah yang berkaitan dengan metode ij¢tihad dan istinbat.

Diantara karya penelitian yang penting untuk disebut dalam melakukan

penelitian terhadap metode ijtihad manhaj Tarjih Muhammadiyah yaitu:

% Fathurrahman Jamil, Metode ljtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah (Jakarta: Logos Publishing
House, 1995), 86.

*’ Hassan Hanafi, “Magqasid al-Shari’ah wa Ahdaf al-Ummah Qiraah fi al-Muwafaqat li al-
Shatibi.” A/-Muslim al-Mu’asir, Vol, 103 Maret, 2002, 65.

%8 Buku dan artikel tentang Muhammadiyah diantaranya: Muslich Shabir, The Educational Reform
ofThe Muhammadiyah Movement in Indonesia: A Reflection of Muhammad Abduh’s Influence
(1991), Alwi Shihab , The Muhammadiyah Movement and is Controversy with Christian Mission
in Indonesia (1995), Abdul Munir Mulkhan, Gerakan’Pemurnian Islam” di Pedesaaan (Kasus
Muhammadiyah Kecamatan Wuluhan Jember Jawa Timur) (2000), Ahmad Jainuri, Ideologi Kaum
Reformis Melacak Pandangan Keagamaan Muhammadiyah Pereode Awal (2002).
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Karya Rifyal Ka’bah,“Hukum Islam di Indonesia Perspektif
Muhammadiyah dan NU>°. Karya ini merupakan disertasi untuk memperoleh
gelar Doktor dalam ilmu hukum yang dipertahankan dihadapan sidang terbuka
senat guru besar Universitas Indonesia pada tanggal 23 November 1998 dengan
yudisium Cumlaude. Penelitian ini merupakan studi menyeluruh tentang
pemikiran keagamaan Muhammadiyah tetapi hanya konsentrasi seputar isu-isu
figh kontemporer yaitu Asuransi, Wanita, Keluarga Berencana, Kesehatan,
Ekonomi, dan Keuangan. Dan istilah-istilan yang digunakan dan format
keputusan, metodologi, kompilasi hukum serta antisipasi terhadap tantangan
masa depan.

Selanjutnya adalah Radino dalam penelitiannya berjudul, “Metode
Istinbath Hukum dalam Muhammadiyah dan NU: Studi tentang perbandingan
terhadap keputusan Majelis Tarjih pada masalah-masalah Figh kontemporer”.*°
Dalam hasil penelitiannya berupaya melakukan komparasi metode istinbat hukum
dengan menganalisa metode-metode  istinbat hukum yang digunakan
Muhammadiyah dalam proses istinbat terhadap persoalan-persoalan  figh
kontemporer.Hasil penelitian ini mendiskripsikan metode yang dilakukan oleh
Muhammadiyah dalam menemukan dan menyelesaikan persoalan figh
kontemporer yang muncul di tengah masyarakat.

Penelitian yang dilakukan Fathurrahman Jamil dengan judul,”Metode
Majelis Tarjih Muhammadiyah”, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

Muhammadiyah menjadikan al-Qur’an danal-Sunnah sebagai sumber hukum

> Disertasi Doktor pada Universitas Indonesia, Jakarta, tahun 1998.
% Tesis pada IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, tahun 1991.
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Islam. Kemudian dalam menyelesaikan masalah muamalah kontemporer,
organisasi ini telah mencoba menggali tujuan hukum dalam Islam, dengan cara
menelusuri aspek kemaslahatan yang merupakan inti dari maqgasid shariah. Hasil
penelitiannya tentang Majelis Tarjih, selama itu bukan ibadah mahdah, aspek
maslahah menjadi landasan utama dalam bidang muamalah. Diantara penemuan
dalam penelitian tersebut adalah bahwa Muhammadiyah melalui Majelis
Tarjihnya dalam metode menetapkan hukum untuk tujuan menggapai maslahat
dengan cara giyas, istihsan, dan sadd al-dhari’ah. Penelitian ini memberi
gambaran yang lengkap tentang mekanisme Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam
menetapkan hukum namun belum menjelaskan tentang bagaimana evolusi
metode istinbat hukum yang terjadi di Majelis Tarjih Muhammadiyah dari satu
masa ke masa dengan dinamika persoalan yang terus berkembang.

Penelitian yang dilakukan Asjmuni Abdurrahman dengan judul, ”"Manhaj
Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi”, (2004). Penelitian ini
berupaya memaparkan kajian tentang manhaj Tarjih Muhammadiyah dari segi
konsep, pengembangan dan implementasi. Kajian dalam buku ini memberikan
penjelasan secara rinci terhadap perangkat-perangkat atau metodologi yang
digunakan Majelis Tarjih untuk mengungkap hukum yang ada dalam al-Qur’an
dan al-Sunnah.

Penelitian lbnu Syaifurrahman, “Koreksi Kitabul Iman Himpunan
PutusanMajelis Tarjih Muhammadiyah: Penolakan Hadith Ahad dan Pengaruh
Asy’ariyah,” (2006). Penelitian ini berupaya menjelaskan kesalahan manhaj dan

pemahaman yang ada dalam buku Himpunan Putusan  Majelis Tarjih
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Muhammadiyah, terutama berkaitan dengan Kitabul Iman, ditinjau dari
perspektif Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah.

Penelitian yang dilakukan oleh Kasman, “ljtihad Muhammadiyah
dalammenentukan Kehujjahan Hadis: Studi tentang Manhaj dan Hadis-hadis
bidangAgidah danlibadah dalam putusan-putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah
tahun1929-1972. Disertasi Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya,
2010. Penelitian ini mengkaji ijtihad Muhammadiyah dalam wadah Majelis Tarjih
tentang kehujjahan hadis, baik dalam tataran teoritis maupun praktis sebagaimana
yang terdapat dalam putusan-putusan Majelis Tarjih tahun 1929-1972. Dengan
fokus pada bidang agidah dan ibadah. Dengan analisis takhrij al-hadits dan
koherensi, diperoleh hasil: pertama, secara teoritis Muhammadiyah berhujjah
terhadap khabar mutawatir dalam persoalan agidah, dan al-sunnah al-
sahihahdalam persoalan ibadah, dengan  corak yang lebih ketat dalam
persoalanzabit dalam periwayat. Kedua, ditemukan redaksi matan hadis yang
berbeda dengan kitab mukharrij yang disebutkan oleh Majelis Tarjih dalam hadis
tersebut. Ketiga, dalam tataran teori, kaidah-kaidah yang dirumuskan terlihat
kosistensi meskipun mengandung kelemahan dalam operasionalsasinya, karena
masih bersifat umum.

Selanjutnya penelitian yang memberikan acuan dan pijakan untuk
penelitian selanjutnya yang penulis lakukan adalah penelitian yang dilakukan
oleh Ahmad Nur Fuad meski tidak memfokuskan pada Majelis Tarjih yaitu
dengan judul penelitian,”Kontinuitaas Dan Diskontinuitas Pemikiran Keagaman

Dalam Muhammadiyah (1923-2008): Tinjauan Sejarah Intelektual. Disertasi
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Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2010.
Meskipun judul disertasi tersebut tidak fokus mengkaji Majelis Tarjih tetapi
dalam bahasannya ada bab tertentu yang mengungkap epistem yang berbeda
dalam internal Majelis Tarjih yang telah terekam selama perjalanan
Muhammadiyah dalam setiap episodenya. Dalam kajian disertasi ini, diantara
temuannya berhasil memberikan penjelasan dan sebab-sebab yang melatari
terjadinya epistem-epistem yang berbeda atau manhaj yang berkembang dalam
setiap episode dalam perjalanan Muhammadiyah.

Adapun penelitian diatas mengenai Majelis Tarjih Muhammadiyah dengan
ragam tema-tema yang telah diangkat terdapat kesamaan yaitu penelitiannya
seputar metode dan konten. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh
Fathurrahman Jamil dengan judul, “Metode Majelis Tarjih Muhammadiyah ”,
temuan dalam penelitiannya bahwa aspek maslahah menjadi landasan utama
dalam bidang muamalah selama itu bukan masalah ibadah mahdah. Dalam kajian
Fathurrahman bahwa Majelis Tarjih Muhammadiyah mendasarkan sumber hukum
hanya dua, yaitu al-Qur’an dan al-Sunnah. Sedangkan untuk mengungkap atau
menemukan hukum bisa dengan cara giyas, istihsan dan sadd al-dhari’ah.

Penelitian-penelitian terdahulu yang mengambil objek kajian Majelis
Tarjih Muhammadiyah memfokuskan kajiannya berkenaan dengan konten dan
metode. Dari sekian penelitian yang telah dilakukan terhadap forum figh tersebut
belum menyinggung masalah yang akan penulis lakukan. Yaitu penelitian dengan
judul, ” Pendekatan Maqasid dalam Figh Indonesia:Studi tentang Evolusi Metode

Istinbat al-Ahkam di Majelis Tarjih Muhammadiyah. Setelah menginventarisir
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terhadap penelitian terdahulu dalam disertasi, tesis ataupun jurnal-jurnal ilmiah
belum ada penelitian yang mengangkat tema yang penulis bahas sehingga kajian
dengan judul tersebut merupakan hal baru dalam penelitian dan merupakan
penelitian lanjutan dari penelitian terdahulu.

Posisi penelitian ini menggunakan magasid shari’ah sebagai parameter
untuk membaca evolusi metode istinbat dan produk figh kontemporerditengahdua
kutub yang berlawanan.Kelompok literalis yang berpegang teguh pada teks-teks
nass secara zahir dan lebih menekankan dalil juz’/ saja dan mengesampingkan
apa yang terkandung dalam nass seperti ‘i/lat, makna dan hikmah-hikmah.
Sedangkan kelompok leberalis yang berupaya menginterpretasi ajaran —ajaran
Islam hanya berdasar nalar yang berorientasi substansionalis semata dengan
berpayung dalil kulli untuk menyuarakan ide liberalnya namun mengesampingkan
dalil-dalil juz’i. Dengan pendekatan magasidi berupaya untuk moderasi antara dua
kubu yang berlawanan dan harmonisasi antara dalil kulli dan juz’i dengan
memahami dan memposisikan secara proporsional.

Posisi penelitian ini sekalipun berbeda dengan studi-studi terdahulu, baik
dari segi ruang lingkup kajian dan metodologi yang digunakan, namun disertasi
ini telah berpijak pada temuan-temuan hasil penelitian terdahulu. Kajian
penelitian ini dilakukan berdasarkan asumsi bahwa meskipun Majelis Tarjih
Muhammadiyah pada masa awalnya ada ketetapan dalam garis organisasinya
yaitu kembali langsung kepada al-Qur’an dan al-Sunnah tanpa merumuskan
bagaimana metodenya.. Namun dalam sejarah perkembangan pemikiran

berikutnya pada masa dewasa ini telah .muncul kelompok-kelompok dalam tubuh
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organisasi mempertanyakan metode pengambilan hukum secara literal tersebut
sehingga dalam perjalanan tajdid dan ijtihadnya menyentuh juga pada wilayah
jantung dari sebuah metode yang menentukan corak produk hukum yaitu manhaj
ijtihad Majelis Tarjih. Kajian tentang evolusi metode ijtiha dalam Majelis Tarjih
tersebut menemukan relevansi dan urgensinya karena sebagai bentuk respon
Majelis Tarjih terhadap perkembangan dan tuntutan zaman, dan itu telah dan

sedang terjadi proses dalam perjalanan waktu yang mengiringinya.

H. Metode Penelitian

1. Metode dan Pendekatan

Berdasarkan bidang keilmuan, jenis penelitian ini adalah penelitian
keagamaan, Vyaitu pengkajian akademis terhadap agama dan keber-
agamaan. ® Sehingga penelitian ini termasuk dalam katagori penelitian
kualitatif. Hal ini dikarenakan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan
prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa dokumen-
dokumen dan catatan-catatan yang berkaitan dengan makna, serta nilai.
Penelitian ini memfokuskan kajiannya dalam hal aspek intelektual agama atau
pemikiran keagamaan yang dipandang sebagai realitas sosial sebagaimana

pandangan Kleden®® dan Nur Syam.®®

% Imam Suprayogo dan Tobroni, Metodologi Penelitian Sosial ~Agama (Bandung: Rosdakarya,
2001), 109-110.

62 Kleden, mengutip pendirian Weber mengungkapkan bahwa ketika nilai atau norma dijadikan
sebagai sasaran penelitian, maka hal itu harus dipanndang sebagai realitas sosial. Lihat Ignas
Kleden, “Teori Sosial Sebagai Variabel Sosial”, dalam Prisma, No, 6 ,1983.

% Dalam pandangan Nur Syam, kajian tentang agama dapat dikatagorikan menjadi dua hal, yaitu
what is relegion dan what does religion. Bagian pertama terkait dengan makna agama bagi
manusia dan bagian kedua terkait dengan fungsi agama bagi manusia. Melalui klasifikasi ini maka
yang dijadikan sasaran penelitian adalah terkait dngan bagian pertama, yaitu teks-teks yang berisi
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Fokus penelitian keagamaan yang menjadi objek dalam kajian disini
ialah evolusi metode ijtihad hukum vyang terjadi di Majelis Tarjih
Muhammadiyah. Serta proses-proses ketetapan atau keputusan hukum terutama
yang terkait dengan figh kontemporer serta metodologi ijtihad yang digunakan
oleh Majelis Tarjih dalam menetapkan keputusan-keputusan figh kontemporer
tersebut. Maka penelitian ini atas kasus-kasus tersebut termasuk penelitian
hukum. Dengan pisau analisis sejarah memandang agama dan keber-agamaan
dalam hal ini yang berkaitan dengan metode ijtihad hokum adalah produk
sejarah.®* Melalui sejarah dapat dilacak asal mula situasi yang melahirkan
pemikiran, pendapat, atau sikap mengenai metode ijtihad hukum yang
dilakukan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah. Melalui sejarah pula dapat
dilacak implementasi karakteristik manhaj yang telah digariskan oleh Majelis
Tarjih Muhammadiyah.

Terhadap data-data yang sudah terkumpul dilakukan analisis,
kemudian diverifikasi yang meliputi orisinalitas, kredebilitas maupun
relevansinya.®® Kemudian dikombinasikan dengan kerangka teori yang telah
disebutkan diatas, untuk memperoleh dan mengklasifikasi format tentang dalil-
dalil yang digunakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah sepanjang perjalanan
historitas dalam evolusi metode ijtihad, sekaligus yang akan memproyeksikan

tipologi figh pada setiap fasenya.

ajaran dan interpretasi seseorang. Baca Nursyam, Bukan Dunia Berbeda: Sosiologi Komunitas
Islam (Surabaya: Pustaka Eureka, 2005), 59.

% David Pailin, Pendekatan Filosofis” dalam Canolly, Peter (ed), Aneka Pendekatan Sosial Agama
Yogyakarta: LkiS, 2002), 167.

% Lihat Atho Mudzhar, Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 1998), 47-57.



30

Sedangkan kajian dengan pendekatan magasid shari’ah adalah sebagai
parameter untuk menganalisis terhadap keputusan-keputusan dalam forum
Majelis Tarjih Muhammadiyah dengan memetakan terhadap fatwa-fatwa
kemudian diklasifikasi antara fatwa-fatwa yang berorentasikan magasid
shariah dan hasil fatwa yang semata-mata diputuskan secara literal saja tanpa
mempertimbangkan kondisi yang melatarinya dan dampak dari fatwa tersebut.
Keputusan-keputusan hukum tersebut mencakup problematika persoalan umat
yang berkaitan dengan sosial, ekonomi, politik, hukum dan budaya. Demikian
juga kajian dengan magasid shariah sebagai parameter untuk menganalisis
evolusi metode istinbat al-ahkam yang terjadi dalam forum tersebut dari satu
metodologi berevolusi ke metodologi lainnya. Peran magasid shariah sebagai
landasan utama yang melatari perubahan hukum dan perubahan metodologi
yang digunakan.

Kajian magqasid shariah sebagai pendekatan atau metode kajian yang
berfungsi sebagai marja’ untuk membaca terhadap keputusan hasil tarjih serta
evolusi metode istinbat yang digunakann dalam majelis tersebut. Selama ini
kajian yang banyak dilakukan terhadap Majelis Tarjih Muhammadiyah terkait
dengan manhaj dan karakteristik keputusan Majelis Tarjih belum mengungkap
tentang pendekatan maqgasidi. Dalam perkembangan magasid shariah yang
semula sebatas konsep nilai, pemikiran atau tujuan hukum kemudian
berevolusi menjadi sebuah pendekatan. Diantara karya-karya yang mengkaji
magqasid al-shariahsebagai pendekatan atau metode kajian dalam hukum

semisal karya Jamal al-Din ‘Atiyah yang berjudul NahAwa Taf’il Maqasid al-
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Shari’ah.”” Kemudian karya Ibn Bayah, ” Itharat Tajdidiyah fi Huqul al-Usul®’
dan Jasser Auda yang berjudul Magasid al-Shari’ahas Philosophy of Islamic

Law A Systems Approach.®®

2. Data dan Sumber Data

Metode penelitian ini merupakan penelitian empiris literal di mana
data-data yang dikumpulkan merupakan data kepustakaan. Jenis data yang
dikumpulkan ada dua macam dalam riset ini, yaitu data primer dan data
sekunder. Data primer berhubungan dengan dokumen-dokumen yang berisi
produk-produk keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Lembaga Majelis
Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Keputusan-keputusan produk hukum dari
lembaga tersebut yang telah dibukukan sangat membantu penulis untuk
melakukan riset karena keputusan yang telah dikodifikasi dalam bentuk buku
yang telah diterbitkan sebagai objek kajian untuk menjadi sumber data primer.

Penelitian terhadap produk-produk hukum lembaga Majelis Tarjih
Muhammadiyah merujuk beberapa dokumen primer seperti Himpunan Putusan
Majelis Tarjih dan Tajdid, dokumen yang berisi metode ijtihad Majelis Tarjih
Muhammadiyah, Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah. Sumber-sumber
tersebut telah terdokumentasi dan telah diterbitkan oleh Penerbit
Muhammadiyah. Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah yang

menjadi dokumen adalah Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah ke-20 di

% Jamal el-Din ‘Atiyah, Nahwa Taf’[l Maqasid al-Shari’ah (‘ Amman: Al-Ma’had al-Islami li al-
Fikr al-Islami, 2001).

®’< Abd Allah bin al-Shaykh al-Mahfud bin Bayah, Itharat Tajdidiyah fi Huqul al-Usd, (Dubai:
al-Imarat al-Muttahidah, 2017), 71.

%8 Jasser Auda, Maqashid al-Shari’ah as Philoshopy of Islamic Law A Systems Approach (London,
Washington: 11T, 2008).
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Garut, ke 21 di Klaten dan ke 22 di Malang. Putusan-putusan Tarjih yang
menjadi dokumen primer adalah adalah tiga buku kumpulan fatwa Tarjih yang
diterbitkan secara resmi oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dari enam jilid
yang telah diterbitkan. Buku-buku tersebut adalah fatwa-fatwa tarjih: Tanya
jawab Agama 1, Cetakan ke 6 (Yayasan Penerbit Pers” Suara
Muhammadiyah”, 2003), Fatwa-fatwa Tarjih Tanya jawab Agama 2, Cetakan
ke 7, (Yayasan Penerbit Pers”Suara Muhammadiyah”, 2003), Fatwa-fatwa
Tarjih: Tanya jawab Agama 4 Cetakan ke 3 (Yayasan Penerbit Pers” Suara
Muhammadiyah” 2004) sumber lain yang menjadi data adalah Qaidah Lajnah
Tarjih Muhammadiyah, (Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih
Muhammadiyah, 1971) dan Pokok-pokok Manhaj Majelis Tarjih
Muhammadiyah yang diterbitkan oleh  Pimpinan Pusat Muhammadiyah,
Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah 3 (Majelis Tarjih dan Tajdid
Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2018). Manhaj Gerakan Muhammadiyah,
Ideologi, Khittah dan Langkah (Suara Muhammadiyah), Muhammadiyah
Gerakan dan Pembaharuan (Suara Muhammadiyah).

Fatwa- fatwa yang telah diterbitkan oleh Muhammadiyah akan menjadi
objek kajian. Pendekatan yang digunakan untuk membaca dan menganalisa
adalah pendekatan maqgasid shari’ah. Keputusan Majelis  Tarjih
Muhammadiyah yang terkait figh komtemporer dianalisis dengan tolak ukur
pendekatan magqgasidi melalui penelitian ini akan mengungkap mekanisme
ijtihad yang dilakukan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dan evolusi

metode 7jtahad al-ahkam..
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I. SistematikaPembahasan

Disertasi ini ditulis berdasar sistematika pembahasan yang terdiri dari
bagian depan penelitian, bagian subtansi dan bagian belakang. Bagian disertasi
terdiri dari halaman judul, pernyataan keaslian, halaman persetujuan promotor,
halaman pengesahan tim penguji, pedoman transliterasi, abstrak, pernyataan
keaslian, ucapan terimakasih, daftar isi.. Bagaian substansi disertasi akan
diuraikan berdasarkan bab pendahuluan, bab landasan pendekatan, bab
pembahasan, dan penutup.

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari uraian latar belakang
penelitian yang menggambarkan tentang evolusi metode 7jtihad al-ahkam yang
terjadi dalam historitas perjalanan manhaj Majelis Tarjih Muhammadiyah.
Kemudian sebab yang melatari proses evolusi manhaj ijtihad. Signifikansi
pendekatan magqasidi, identifikasi masalah dan batasan masalah, tujuan penelitian,
manfaat penelitian,dan kerangka teoritik.

Bab kedua membahas tentang kerangka teoritis yang mencakup magasid
shari’ah perspektif Ibn Bayah dan teori usul figh Hassan Hanafi sebagai
pendekatan atau metode dalam menetapkan hukum. Bab ini akan mencakup awal
kemunculan magasid sebagai pemikiran dan nilai sampai pada perkembangannya
sebagai metode istinbat al-ahkam. Dalam bab ini juga menjelaskan tentang
eksintensi magasid yang banyak direspon oleh ulama kontemporer sebagai
pendekatan sekaligus mengungkap alasan pro-kotra eksintensi magasid dari
masing-masing kelompok. Magasid shari’ah dan cara mengungkap magqasid

shari’ah. Disamping itu pula mengangkat teori pemikiran dalam bidang istinbat
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hukum vyaitu teori usul figh Hassan Hanafi dan pemikiran maqgasid ulama
kontemporer yaitu Ibn Bayah.

Bab ketiga membahas Majelis Tarjih dan Dinamika Internal di
Muhammadiyah, yang meliputi sub-sub bab: a. Kedudukan Majelis Tarjih dalam
organisasi Muhammadiyah, yang mencakup latar belakang pembentukan Majelis
Tarjih, fungsi Majelis Tarjih dan perkembangan Manhaj Tarjih b. Perkembangan
Ijtihad Hukum Dalam Majelis Tarjih c. Keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid yang
meliputi, 1) Zakat profesi,2), Migat jamaah haji di Bandara King Abdul aziz 3),
Ibadah Haji berulang kali 4), Fatwa tentang rokok 5), Bunga Bank 6), Wanita
boleh jadi pemimpin 7), Figh Air 8), Tuntunan seni dan budaya, 9), Keputusan
tentang Pornografi dan Pornoaksi, 10), Figh anti Korupsi d.Wujuh istidlal
keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang masalah fighiyah kontemporer.

Bab keempat adalah temuan hasil penelitian dibahas dalam bab
pembahasan yang berfungsi menghubungkan, mengaitkan dan mengkritisi
sebagian ketetapan figh yang literalis dari kacamata pendekatan magasidi. Serta
mengungkap magqasid shari’ah perspektif Majelis Tarjih, implementasi ijtihad
magqasid dalam keputusan hukum oleh Majelis Tarjih dan evolusi metode istinbat
al-ahkam dari paradigma monodisiplin menuju multi disiplin keilmuan manhaj
Majelis Tarjih  Muhammadiyah. Bab ini juga membahas eksplorasi multi
pendekatan magqasidi sebagai metode ijtihad dalam Majelis Tarjih dan Tajdid
Muhammadiyah.

Bab kelima berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dikaji

mengenai pandangan Majelis Tarjih tentang maqgasid shari’ah, implementasi
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ijtihad magasid shariah dalam keputusan-keputusan mengenai masalah-masalah
kontemporer. Serta proses terjadi evolusi manhaj Majelis Tarjih. Dari metode
ijtihad mono disiplin menuju multi disiplin dalam manhaj tarjih Muhammadiyah.
Implikasi teoritis pendekatan magqasid shari’ah. Keterbatasan studi dan saran-

saran bagi para praktisi ijtihad hukum.



BAB I1

KONSEP MAQASID AL-SHART’AHSEBAGAI PENDEKATAN
DALAM IJTTHAD HUKUM ISLAM.

A. Magqgasid al-Shari’ah : Penjelasan dan Definisi dari Ulama
Kontemporer.

Magqasid shari‘ah terdiri dari dua kata, yaitu magasid (2alie)

dan al-shari’ah (@)ﬂ\) sebagai pengantar pembahasan lebih lanjut

mengenai kajian dan perkembangan magasid, bahasan ini akan diawali
dengan pengertian masing-masing dari kedua kata terlebih dahulu.
Sebelum memberikan pengertian ketika keduanya setelah menjadi satu
ungkapan atau frasa tersendiri yaitu magqgasid al-shari’ah.
1. Magqasid
Kata magqasid adalah bentuk plural dari kata magsad dan magsid
yang memiliki arti gasd atau qusud. Kata gasd memiliki beberapa arti
yaitu: menghadap suatu arah, berkehendak, tujuan, tengah-tengah,
adil, menuju suatu arah, tujuan, dan tidak melampui batas.! Serta
memiliki arti istigamah al-tarig (jalan yang lurus). Makna-makna
tersebut merupakan pengembangan dari kata gasada’ Kata al-gasd
dan derivasinya termuat dalam al-Qur’an memiliki beberapa arti yaitu

bersandar, menghadap dan jalan yang lurus dan sedang-sedang saja.

' Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria, Mu’jam Maqayis al-Lughah Juz 11 (T.tp: Dar al-
Fikr 1i al-Tiba’ah wa al-Nasr wa al-Tawzi’, 1979), 95.Mu’jam al-Wasit, 2/738

* Fayruz Abadi, al-Qamus al-Muhit (Beirut: Mu’asasah al-Risalah, 1987), 396. Abu al-Fadl Jamal
al-Din Muhammad bin Mukrim, Lisan al-‘Arab , vol 3 ( Beirut: Dar Shadr, 1990), 353-354

36
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Q.S. al-Taubah: 42.

Y foemld iy Gy U IS 3

Artinya: Sekiranya (yang kamu serukan kepada mereka) ada

keuntunggn yang mudah diperoleh_dar! perzjalanan yang tidak

seberapa jauh, niscaya mereka mengikutimu.

Al-Qurtubi (w. 671) menjelaskan bahwa makna gasdan di dalam
ayat adalah al-zariq sahlun ma’lumun ( jalan yang mudah diketahui).*
Berdasarkan paparan arti secara bahasa diatas maka bisa diartikan
bahwa magqgasid adalah menuju kemudahan, hukum yang dikehendaki,
petunjuk, tujuan, jalan lurus dan moderat.

Di dalam hadis nabawi juga terdapat banyak kata al-gasd

ditemukan, diantaranya hadis berikut ini:
ﬂ\émﬂ‘dy)&ém\ﬁdﬁawwyhuc
Dari Jabir bin Samurah, dia berkata,” Aku pernah shalat bersama
rasulullah saw, shalatnya itu gasdan dan khutbahnya juga gasdan
(HR, Muslim).’

Al-Nawawi (w. 676 H) di dalam Sharah Sahih Muslim

menjelaskan bahwa makna gasdan pada hadis ini adalah bain al-tawl

* Al-Qur’an Dan Terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia, 1999.

* Al-Qurtubi, Tafsir Jami’li Ahkam al-Qur’an, 8 (Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiyah, 1999),153.

® Muhammad bin ‘Abd Allah al-Hakim al-Naisaburi, Sahih Muslim, Kitab al-Jum ah, bab Takhfif
al-Salah wa al-Khutbah, hadis no. 41 Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-l1Imiyah, 1990), 591.
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al-zahir wa al-takhfif al-mahig (maksudnya sedang-sedang saja tidak
terlalu lama dan tidak terlalu singkat).°
Shari’ah

Secara etimologi dalam kamus bahasa Arab kata shari’ah
memiliki beberapa makna yaitu:al-din, al-millah, al-minhaj, al-
tarigah dan al-sunnah, surat al-Shura : 13. Kata shari’ah memiliki arti
jalan yang lurus disebut dalam surat al-Jatsiyah :18, kata shir’ah dan
minhaj ada pada surat al-Maidah : 48. Kata shari’ah memiliki arti
tempat sumber air atau jalan menuju mata air.”

Sedangkan secara terminologi pengertian kata shari’ah menurut
para ulama sebagai berikut:

a. Ibn Taimiyah (w. 728 H) menyebutkan bahwa makna

shari’ah adalah:
Jlae Y1 5 2ilaal)

“Kata shari’ah, shara’ dan shir’ah tercakup dengan semua

perkara yang telah ditetapkan Allah mengenai masalah agidah

dan perbuatan-perbuatan.”®

® Abu Zakariya Muhyi al-Din bin Sharaf al-Nawaii, Sharah Muslim, Vol 6 (Beirut: Dar al-Fikr,

1990), 153.

7 Abu al-Fadl Muhammad bin Mukrim bin Mundir, Lisan al-‘Arab, Vol 8 (Beirut: Dar al-Sadir,

1988),174.

$ Ahmad ibn ‘Abd al-Halim ibn Taimiyah, Majmu’ al-Fatawa ,vol 3 (Kairo:Dar ‘Abd al-Rahman
wa Auladuh,1398 H),19.
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b. Al-Jurjani (w. 816 H) dalam kitab al-Ta’rifat

mendefinisikan bahwa shar7’ah adalah:
@@)u\ Z\.a_ugﬂ\ d:\éji\:aqjgaj\ e\)'ﬂl_ul.aﬁc‘ﬁ\ ‘;‘zi\.a_u;ﬂ\
Cpl)

“Shari’ah adalah komitmen dengan perintah ibadah. Memiliki
arti juga bahwa shariah adalah jalan agama.”"

¢. Yusuf al-‘Alim

) laa acaty Ul die e Jue )l A Caelala A day i)
) 4 : e : @R

Albaal) g sl & sl g slsieY) & all )

“Shari’ah yaitu perkara-perkara yang dibawa oleh Rasul yang
datang dari sisi Allah untuk tujuan memberi petunjuk manusia
kepada kebenaran dalam 7’tigad dan kebaikan dalam sul/uk
(akhlak ) dan muamalah.”*°
3. Definisi Maqasid al-Shari’ah
Definisi magqgasid shari’ah belum dikenal oleh ulama generasi
klasik, meski dalam kajian tentang hukum dan istinbat hukum telah
mengindikasikan terdapat ibarat al-nas atau kalimat-kalimat yang
berkaitan dengan maqasid shari’ah. Ulama Pada masa klasik belum
mendefinisikan secara konkrit dan komprehensif, definisi mereka sebatas

mengarah pada makna secara bahasa, dan sebagian fugaha memandang

maqasid sinonim dengan kata masalih. ‘Abd al-Malik al-Juwayni (w. 478/

? “Ali ibn Sayyid Muhammad al-Sharif al-Jurjani, a/-Ta’rifat (Beirut:Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah,
1986),127.

' Yusuf Hamid al-*Alim, al-Maqasid al-Ammah Iil Shari’ah al-Islamiyah (al-Ma’had al-* Alami
lil Fikr al-Islami, 1994),54.
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1185 M)'' termasuk ulama yang berkontribusi dalam konsep magasid,
menyebut maqasid shari’ah dengan maslahah ‘ammah. Keduanya antara
magqasid dan masalih adalah sinonim (mutaradifani), sedangkan Al-
Ghazali (w. 505/ 1111M)"? melanjutkan gagasan gurunya yaitu Al-
Juwaini, memandang magqasid adalah dengan istilah masalih al-mursalah.
Kemudian datang Al-Razi (w. 606/ 716 M)"* dan Al-Amidi (w. 631 H)"
keduanya mengikuti jejak pendahulunya menggunakan kata a/-maqasid
dalam istilah al-masalih al-mursalah. Sedangkan dalam kajian Najm al-
Din al-Tufi (w.716/ 1316 M)" menggunakan kata al-mas/ahah dengan
pengertian al-sabab al-mu’adi ila maqgsud al-shari {sebab yang
mengantarkan kepada tujuan pembuat shari’ah. Selanjutnya datang al-
Baidawi (w. 685 H)'® dan al-Asnawi (w. 772 H)'” keduanya mengikuti
pandangan pendahulunya tidak melakukan inovasi dalam kajian maqasid.
Pada era al-Qarafi (w. 1285 H/ 1868 M)'® telah membuat suatu kaidah
yang terkait dengan magqasid, la yu’tabaru al-shar’u min al-magqasid illa

ma ta’allaqa bihi ghard sahih Ii jalbi maslahah au Ii dar’i mafsadah.

Kajian magqasid yang telah banyak disinggung dalam karya ulama

klasik dalam lintas generasi diatas menunjukkan magasid dimaknai

' “Abd al-Malik al-Juwayni, Ghiyath al-Umam fi al-Tiyath al-Umam, editor ‘Abd al-*Azim al-
Dib, (Qatar: Wuzarah al-Shu’un al-Diniyah, 1400 H)253.

12 Abu Hamid al-Ghazali, a/-Mustasta fi Ilm al-Usul, editor Muhammad ‘Abd al-Salam ‘Abd al-
Shafi (Beirut:Dar al-Kutub al-Ilmiyah,1413 H),172.

" Abu Bakar al-Maliki al-‘Arabi, al-Mahsul fi ‘Ilm al-Usul, editor Husein ‘Ali al-Badri (‘Aman:
Dar al-Bayariq, 1999), 222.

' Ali Abu Husain, a/-Zhkam fi Usul al-Ahkam, (Beirut: Dar al-Kutub al-<Arabi, 1404 H), 286.

"> Najm al-Din al-Tufi, a/-Ta’yin fi Sharh al-Arbain, (Beirut: Dar al-Rayan, 1919), 478.

' Al-Baidawi, Minhaj al-Wusil ila ‘Ilm al-Usul, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1984),75.

"7 Al-Asnawi, Nihayat al-Sul i Sharh Minhaj al-Usul (Kairo: ‘Alam al-Kutub, tt), 84.

'8 Shihab al-Din al-Qarafi, a/-Dhakhirah Jilid 5 (Beirut: Dar al-Arab, 1994), 478.
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sebagai al-ghardu, al-hadaf, al-ghayah yang terdapat dalam shari’ah Islam
demi kemaslahatan manusia. Pemaknaan seperti itu bisa diterima secara

orisinil dan rasional terhadap konsep magasid shari’ah.*

Imam al-Shatibi (w. 790 H) sebagai maestro dalam bidang
magqasid yang dikenal dengan ide-ide briliannya tentang kajian maqasid
yang utuh dalam karyanya juga tidak memberikan definisi tentang
magqasid meski dalam kitabnya a/-Muwafagat banyak sekali mengulas
ungkapan-ungkapan yang mengarah kepada magasid seperti, takalif
shari’ah tarji’ ila hifdhi maqasidiha fi al-khalqg wa hadihi al-maqasid ya
ta’ada tsalasah agsam ahaduha an takuna daruriyah wa al-stani an takuna
hajiyah, al-tsalis tahsiniyah.” (Beban-beban shari’ah kembali kepada
magqasid al-shari’ah untuk makhluk, magasid ini tiga macam, daruriyah,
hajiyah, tahsiniyah).” Pada bahasan lainnya ia mengatakan, ”al-shari’
qasad bi al-tashri’ iqamah al-masalih al-ukhrawiyah wa al-dunyawiyah’
(Allah menetapkan hukum untuk tujuan menegakkan kemaslahatan dunia

dan akhirat).?

Seiring dengan urgensi magqasid shari’ah sebagai konsiderasi
istinbat hukum bahkan ia juga menjadi sumber hukum Islam itu sendiri.
Dalam merespon persoalan-persoalan baru di tengah kehidupan yang

global dan di era disrupsi, maka mendesak bagi ulama era modern untuk

19 Jaser ‘Audah, Magasid al-Shari’ah dalil lil Mubtadiin, (Virjinia: al-Ma’had al-‘alami lil Fikri
al-Islami), 19.
20 Abu Ishaq al-Shatibi, a/-Muwafagat (Riyad: Dar Ibn ‘Affan Lil Nasr wa al-Tawzi, 1997), 17.
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memberikan definisi yang lebih konkrit dan komprehensif. Berikut ini

beberapa definisi magasid yang diberikan oleh ulama modern:

a. Ibn ‘Ashur
Ibn ‘Ashur mendefinisikan maqgasid Shariah dengan Klasifikasi

dua macam yaitu umum dan khusus.

Definisi magqasid shariah < ammah menurut 1bn ‘ Ashur yaitu:*'

A8V e pala £ 5 (B 0 sSIL Leihaa Sl GaiadY Cumilgaling

dae il

“Sejumlah makna dan hikmah yang diperhatikan dan
dipelihara  oleh shari’ dalam setiap bentuk penetapan
hukumNya atau sebagian besarnya”.

Sedangkan definisi maqasid shari’ah khusus adalah:
Jasal of dx801 Ul aialee (gaaal &Jbiﬂ 33 gadall L)

FualAl) 4ila yuai 3 dalall peallins

“Hal-hal yang dikehendaki shari untuk merealisasikan
tujuan- tujuan manusia yang bermanfat, atau untuk
memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-

tindakan mereka secara khusus”.?

! Muhammad Tahir ibn ¢ Ashur, Magasid al-Shari’ah al-Islamiyyah (Kairo: Dar al-Kitab al-Misri,
2001), 82.
* Ibid. ,87.
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b. ‘Allal al-Fasi
‘Allal al-Fasi (w 1974- M) memberikan definisi magasid

shari’ah sebagai berikut:

LealSal (pa pSa S i

“Magqasid shari’ah adalah tujuan shariah dan rahasia yang

ditetapkan oleh shari’ yaitu Allah pada setiap hukum dari hukum-
)23

hukumnya”.
c. Wahbah Al-Zuhayli (1932-2015 M)

Memberikan definisi  magqgasid shariah dengan pengertian

sebagai berikut:

) 5) Lalina sl 4alSal muan o dda salall Calaa Yl 5 ladl)

LealSal (po aSa JS ie gL Lgmaa g il )5 day il (e

“Makna-makna serta tujuan tujuan yang disimpulkan pada semua

hukum atau pada kebanyakannya, atau tujuan dari shari’ah serta

rahasia-rahasia yang ditetapkan Allah pada setiap hukum”.?*

d. Yusuf al-‘Alim
OS¢l gu at) AT 5 aaliin 8 2ball )5 gad Sl mlladll

Dhadll ady Gk e ) adliadl Cla (3 5k e Leduans

3<Allal al-Fasi, Magasid al-Shari’ah al-Islamiyah wa Makarimuha, (Maghrib: al-Dar al-Baida,
1999), 3.
*Wahbah al-Zuhaili, Usal Figh al-Islami (Damshiq: Dar al-Fikr, 2006),77.
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“Maslahat-maslahat yang kembali kepada manusia, baik di dunia

maupun di akhirat, yang diperoleh dengan cara menarik manfaat

atau dengan menolak bahaya”.®

e. Yusuf al-Qardawi
1a) y3) (dlSal) sl @ PR %A\ sl e\SaY\ (™0 g SlalbYl g

a.a\jnhl.c\.a;j\)u\}

“Tujuan-tujuan yang terdapat dalam nusus (teks) berupa perintah-
perintah dan larangan-larangan serta 7bahat (hukum mubah)
diterapkan melalui hukum-hukum juz’i dalam kehidupan orang
mukallafbaik individu, keluarga, kelompok dan ummat”.*®

f. Ahmad al-Raysuni

Al Aabiaal Wi JaY Ayl Canaa s 3 i)

“Tujuan-tujuan ~ yang dibuat oleh shari’ah untuk
mengimplementasikan kemaslahatan manusia”.”’

Dari penjelasan ulama era klasik maupun kontemporer yang
membincang tentang maqgasid baik yang sudah mendefinisikan atau belum
terdapat persamaan persepsi tentang magasid bahwa magasid dalam
persepsi mereka adalah tujuan-tujuan dari shari’ah. Selain itu definisi
magqasid diatas ada yang menggabungkan antara magasid dan maslahat
seperti definisi al-Qardawi dan al-Raysuni. Dari penjelasan beberapa

ulama dapat disimpulkan bahwa kajian magasid berfokus pada perkara:

» Yusuf al-*Alim, al-Maqasid al-‘Ammah lil Shari’ah al-Islamiyah (Riyad: al-Dar al-* Alamiyah li
al-Kitab al-Islami, 1994), 25.

26 Yusuf al-Qardawi, Dirasah fi Figh Maqgasid al-Shari’ah ( Kairo: Dar al-Shuruq 2008),18.
*’Ahmad al-Raisuni, Nazariyah al-Magqasid ‘Inda al-Shatibi (Ribath: Mathba’ah al-Najah al-
Jadidah al-Dar al-Baydha, 1999),32.
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tujuan-tujuan yaitu tujuan shari’ah dan hikmah-hikmahnya, dan maqasid
shari’ah yang dimaksudkan adalah maslahat-maslahat yang dibawa oleh
shari’ah untuk direalisasikan dalam kehidupan orang mukallaf baik secara
individu maupun keluarga atau dalam kehidupan berbangsa sebagaimana

definisi Yusuf Qardawi.

Dari berbagai penjelasan ulama klasik dan definisi ulama
kontemporer maka magasid dapat diartikan dengan pengertian sebagai
berikut: magasid shariah adalah tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh
Allah dalam membuat shari’ah, dan makna-makna serta hikmah-hikmah
yang terkandung dalam setiap ketetapan hukum-hukumnya dalam rangka
merealisasikan kemaslahatan manusia baik secara individu, keluarga,

kelompok dan ummat untuk kehidupan dunia dan akhirat.

Dalam pandangan al-Raisuni kajian tentang maqasid shariah tidak
bisa dipisahkan dengan kata kunci makna dan ‘7//at karena dari kedua kata
tersebut yang akan mengembangkan magasid shari’ah. Demikian juga
definisi magqasid shariah yang telah diberikan para fuqgaha juga sering
menuturkan kata makna dan illat, kemudian apa yang dimaksud dengan
makna? Dalam hukum Islam kata makna selain memiliki arti bahasa juga
memiliki arti khusus. Pertama, makna berarti maksud dan tujuan. Dalam
hal ini al-Tabari mengatakan,”Allah menjadikan zakat itu untuk mencapai

dua makna: (1) menutupi kebutuhan masyarakat muslim, dan (2)
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mendukung dan memberdayakan Islam.?® Arti makna disini adalah tujuan,
sehingga zakat dimaksudkan untuk mencapai dua makna berarti zakat
mencapai dua tujuan. Kedua, makna berarti ‘illah. Dalam mencermati
nusus al-shari’ah ulama sering membagi dua Klasifikasi yaitu ghair
ma’qulah al-ma’na berarti tidak dapat diketahui hikmah dan alasan
rasionalnya, contoh hal ini terutama pada masalah ibadah mahdah. Dan
mu’qulat al’ma’na, yang dapat diketahui hikmahnya dan dapat dinalar
alasannya, contoh pada perkara ini yang masuk bab muamalat. Al-Ghazali
menyatakan, ‘“karena sebab-sebab ini merupakan sumber dari makna-
makna tersebut.”® Makna disini berarti ‘i/lat. Al-Razi (w. 606) mengatakan
seperti makna (‘illat) memabukkan yang relevan untuk menetapkan
hukum haram meminum segala minuman yang memabukkan dalam
rangka melindungi akal, dan makna ini didukung oleh kasus larangan
khamer, tetapi tidak ada kasus lain yang mendukungnya.*®” Makna dalam

pernyataan al-Razi berarti ‘illat.

B. Magqasid Shari’ah. Pertumbuhan Dan Perkembangannya.
Ulama terpolarisasi menjadi dua kelompok dalam menerima dan
memahami ajaran Islam khususnya pada bidang fighiyyah dikenal dua
corak aliran. Pertama madhab Zahiri yaitu aliran atau faham yang

menerima ajaran Islam secara tekstualis (harfiyah) menolak untuk

* al-Tabari, TafSir al-Tabary: Jami al-Bayan ‘an Ta’wil ‘ay al-Qur’an, diedit oleh al-Turki

(Kairo: Hajr li al-Tiba’ah wa al-Nasr wa Tawzi, 1422 2001) xi : 523.

» Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, a/-Mustashfa min ‘llm al-Usul (Kairo: Maktabh Tijariyah
tt), 28.

%0 al-Razi , al-Mahsul fi ilm Usul al-Figh, diedit oleh Taha Jabir al-Ulwani (Beirut : Muasasah al-
Risalah, t,t), 168.
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melakukan ta’lil al-ahkam. Kedua, madhab diluar Zahiri yaitu mereka
yang menerima dan memahami ajaran Islam dengan cara menerima ta’lil
al-ahkam, terutama dalam bidang muamalah. Selain madhab Zahiri, umat
Islam sepakat bahwa shariah Islam dibangun diatas hikmah, rahmat dan
kemaslahatan manusia baik di dunia maupun akhirat.®* Semua pokok-
pokok ajaran dan hukum-hukumnya sejalan dengan prinsip-prinsip
tersebut yang digali melalui zawahir nusus dan za 'lil al-ahkam.>

Baik hikmah yang bisa diketahui atau pun yang tidak bisa

2

diketahui. Firman Allah yang berbunyi,” wa ma arsalna ka illa rahmatan
lil ‘alamin. Berkata al-Qurtubi dalam tafsirnya yang artinya,” tidak ada
perbedaan dikalangan ulama’ bahwa shari’ah para nabi dimaksudkan
untuk kemaslahatan manusia baik agama dan dunia.” Imam al-Shatibi
menafsirkan ayat tersebut dengan tafsiran bahwa perspektif ulama sepakat
bahwa al-shari’ membuat shari’ah berdasarkan kemaslahatan.®®

Dari paradigma tersebut Ibn al-Qayim memastikan bahwa pondasi
dan asas-asas shari’ah adalah hikmah, kemaslahatan bagi manusia baik
dunia maupun akhirat. Semua ajarannya mencerminkan adil, rahmat dan
maslahat. Semua interpretasi ajaran yang keluar dari adil menuju curang,

dari rahmat menuju kesusahan, dari maslahah menuju kerusakan, dari

hikmah menuju sia-sia, bukanlah termasuk shari’ah meskipun dibangun

' Ahmad al-Raisuni, al-Bahts fi Maqasid al-Shari’ah Nash’tuhu wa Tatawwuruhu wa
Mustagbaluhu’. Makalah dipresentasikah pada seminar tentang magasid shari’ah diadakan oleh
Muasasah al-Furqan li al-Turast al-Islami 88.

32 <Abd Allah bin al-Shaykh al-Makhfud bin Bayah, Mashahid min al-Magasid (al-Imarat:
Masar lil Tiba’ah wa Nashr, 2018), 61.

3 Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh al-Ansari al-Khazraji al-Qurtubi, al-Jami’ li
Ahkam al-Qur’an.( Kairo:Dar al-Rayyan, 1999), 233.
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diatas argumentasi yang rasional dan memukau.** Konsensus ulama
tentang prinsip-prinsip ajaran Islam diambil dari marja’ kehidupan para
sahabat, sebagaimana yang telah diteliti dan dijelaskan oleh Shah Waly
Allah al-Dihlawy,”prasangka terhadap hukum-hukum shari’ah tidak
membawa kemaslahtan untuk manusia adalah persepsi yang salah dan
menyalahi terhadap Sunnah serta konsensus ulama yang telah berlangsung
berabad-abad sampai kepada kita.* Jika para sahabat adalah golongan
pertama yang mengatakan dan bersepakat bahwa shari’ah Islam adalah
maslahat, mengambil kebaikan dan menolak kerusakan, maka konsekuensi
logisnya para sahabat adalah golongan yang telah mengaplikasikan dan
memelihara maqgasid shari’ah dan hikmah-hikmahnya. Karena mereka
adalah golongan yang paling faham dan mengerti bagaimana mengikuti

kehendak nabi.®

Diskursus tentang pengetahuan dan implementasi maqasid
shari’ah bukanlah suatu perkara baru yang diciptakan oleh generasi
sesudah sahabat tetapi ia merupakan inti ajaran agama bahkan magasid
shari’ah sendiri yang menopang ajaran agama Islam. Al-Qur’an dan al-
Sunnah adalah  sumber utama yang mengawali membicarakan dan
memberi ilustrasi tentang magqasid shari’ah baik secara global maupun

rinci. Kesakralan dan validitas al-Qur’an, bagi orang mukmin adalah

** Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub bin Sa’ad al-Jawziyyah al-Dimashqi, /”7am al-Muwagqi’in
(Misra: Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyah,tt)

% Qutb al-Din Ahmad bin ‘Abd al-Rahim bin Wajih al-Din al-Dihlawi, Hujjah Allah al-Baligah
(Kairo: Dar al-Turast, tt), 132.

* Ibid., 134.
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keniscayaan untuk diterima dengan tunduk dan patuh tanpa menuntut
argumentasi adanya ‘illat, hikmah, maslahat, dan tujuan. Meskipun
demikian al-Qur’an dan al-Sunnah secara intensif telah menjelaskan
tentang ta’lil al-ahkam, maqasid yang berkaitan dengan perkara ibadah,
muamalat dan bab-bab tashri’. Hal ini dikuatkan oleh pendapat Ibn al-
Qayim,”Al-Qur’an dan al-Sunnah dipenuhi ta’/il al-ahkam dengan
hikmah-hikmah dan maslahat lebih dari seribu contoh dengan metode yang
beraneka ragam.®” Hadis nabi telah menyanggah pendapat golongan Zahiri
dan mengungkap kesalahan mereka yang mengingkari terhadap ta’/il al-
ahkam dan ma’ani. Hadis nabi,” innama ju’ila al-isti’dhan min ajl al-
basar™® Nabi melakukan fa’fil al-isti’dhan karena ada alasan untuk
menjaga pandangan.®®* Kasus ini menunjukkan bahwa ketika nabi
memerintah atau melarang suatu perkara karena ada makna dan hikmah
yang terkandung dalam perintah dan larangan tersebut. Seseorang yang
mengabaikan makna tersebut berarti ia telah menolak hadis nabi.
Demikian juga contoh- contoh dalam al-Qur’an yang berkaitan dengan

ta’lil al-ahkam.

DRl 45 % 3 ¥ 5 52l 28 A S

“Allah  menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak

menghendaki kesulitan bagi kalian”.*’

’Shams al-Din Abu ‘Abd Allah Muhammad bin Abi Bakr Ibn Qayyim, Z/am al-Muwaqqi’in ‘an
Rabb al-‘Alamin (Misra: Maktabah al-Kulliyah al-Azharyyah, 1967), 88.

¥ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari kitab al-Isti’dhan No. 6241.(Beirut: Dar
Ibn Kathir, t,t)

¥ Ibid. , 67.

0 al-Qur’an,1:185
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0 e ol 3 S ke AT 36

“Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan

untuk kamu dalam agama kesulitan”.*'

oA be Sl B3 Al Y G

“Allah tidak hendak menyulitkan kamu’™*

“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu™*

Contoh ta’lil al-ahkam sangat banyak ditemukan dalam al-Qur’an
dan Sunnah nabi, hal ini sebagai peringatan bagi kelompok-kelompok
yang berpaling darinya atau tidak mempercayai ta’lil al-ahkam berarti

mereka telah mengingkari keberadaannya dalam al-Qur’an dan Sunnah.*

Sebelum menjadi objek kajian disiplin ilmu tersendiri wacana
tentang maqasid shari’ah bukan berarti belum ada pada masa sahabat,
secara subtansi dan pemikiran mereka telah mengimplementasikan
maqasid shari’ah melalui keputusan ijtihad dan fatwa mereka dan
berlangsung hingga generasi abi’in serta ulama sesudahnya.* Proses-
proses ijtihad dan fatwa yang berlangsung dalam merespon permasalahan
yang dilakukan pada masa sahabat dan tabi’in telah berpijak pada al-

ma’ani al-magqasidiyah.*® Kemudian Para usuli sesudahnya merespon atas

I al-Qur’an al-Hajj:78.
2 al-Quran al Maidah:6
# al-Quran al Nisa:28
*“Ahmad al-Raisuni, “al-Bahs fi Magasid al-Shari’ah Maslahatuh wa tathawaruh wa
mustagbaluh’. Makalah disampaikan pada seminar yang diadakan oleh Muasasah al-Furqan li al-
Turast London tgl 1-5 Maret.
:Z Ibn Bayah, Mashahid min al-Magqasid ( Dubai: Masar lil Taba’ah wa al-Nashr, 2018),55.
Ibid, 54.
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proses tersebut yang terjadi di era sahabat (ijtihad dan fatwa-fatwa
sahabat) dengan melakukan konkritisasi dan refleksi yang dituangkan
dalam manhaj ijtihad. Kemudian menyimpulkan serta menyusun bangunan
manhaj ijtihad hukum yang ditopang dengan empat pilar yaitu giyas,
istislah, istihsan dan sadd-al-dhari’ah.*” Diskusi tentang Kajian magasid
shari’ah, dalam persepsi ulama sering digunakan dengan wacana yang
berbeda-beda yang masih ada kaitan dengannya, seperti kata
hikmah, ’illat, maslahah, ma’na, magza, murad al-shari,ahdaf, ghayah,
makhid al-sha’iyyah, mahasin, makarim asrar al-shari’ah adalah kata-kata
yang sering digunakan untuk mengungkapkan maqasid shari’ah dan

kajian-kajian yang berkaitan dengannya.*®

Kajian tentang pemikiran magasid sebagaimana cabang ilmu-ilmu
lainnya, dimulai masa tumbuh, berkembang, hingga menyebar dan
melintasi beberapa generasi masa ulama. Dalam kurun waktu yang sangat
panjang sejak era pertumbuhan hingga masa perkembangan cabang
disiplin ilmu ini telah melahirkan tokoh-tokoh magasid beserta karya-
karyanya. Diskusi mereka menunjukkan ada dinamika positif dan
produktif terjadi antar lintas generasi dan terus berkesinambungan meski
pada masa tertentu mengalami stagnasi.*® Intensitas perbincangan tentang
maqasid bisa dilacak melalui pikiran-pikirannya serta karya-karya yang

diwariskan kepada generasi sesudahnya tidak terbatas pada satu masa saja

7 Ibid.,56.

*“ Ibid. ..5.

¥ Ahmad Imam Mawardi, Figh Minoritas Figh Aqalliyat dan Evolusi Maqasid al-Shari’ah dari
Konsep ke Pendekatan. (Yogyakarta: LkiS, 2000), 147.
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melainkan pemikiran magasid telah menembus lintas batas geografi dan

generasi.

Dalam bahasan bab dua ini juga akan memaparkan pikiran-pikiran
ulama kontemporer yang terkait dengan metode atau manhaj istinbat.
Termasuk ulama kontemporer yang telah banyak melakukan dinamisasi
dan revitalisasi dalam manhaj istinbat yaitu Hassan Hanafi dan Ibn Bayah
sebagai kerangka teori pisau analisis dalam membaca perjalanan evolusi
metode ijtihad yang terjadi di manhaj Majelis Tarjih Muhammadiyah.
Malalui karya-karya intelektual dari kedua ulama kontemporer tersebut
yang multi talenta dalam berbagai disiplin ilmu, tampak jelas dapat dibaca
bahwa pandangan dan gagasan mereka berdua tentang pemikiran Islam
yang bersentuhan dengan realitas sendi-sendi kehidupan kontemporer

harus dipahami secara kontekstual.*

Pada mulanya secara tidak terdefinisikan banyak ulama terdahulu
telah banyak dalam kajian akademiknya menuturkan mengenai maqasid
shari’ah dalam karya-karyanya. Kontribusi ulama tentang diskursus
magqasid dapat digambarkan tahapan —tahapan tentang pemikiran magasid

shariah sebagai berikut:

0 Contoh fatwa Ibn Bayah tentang masalah kontemporer seperti transaksi ekspor-impor, hak
warga negara yang tidak membedakan agamanya. Ibn Bayah, Magqgasid al-Muamalat wa Marasid
al-Wagi’at ( al-Imarah al-‘ Arabiyah al-Muttahidah: Majlis al-Watani, 2018), 115-120.
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1. Masa Tadwin
a. Imam al-Shafi’i (150- 204 H/ 767-819 M)

Kajian ilmiah secara intensif untuk menggali maqgasid pertama kali
dilakukan oleh Imam al-Shafi’i yaitu dengan karyanya yang berjudul al-
Risalah yng ditulis pada fase ketiga dari fase tadwin al-shari’ah.>* Kajian
dalam kitab tersebut banyak mengulas tentang dilalah al-alfaz. Cara
mengungkap maqgasid dalam kitab al-Risalah menurut Imam al-Shafi’i
melalui metode giyas. Kinerja giyas yaitu dengan menganalogikan perkara
cabang yang tidak ada ketetapan teksnya kepada perkara yang ada teksnya
karena ada persamaan ‘i/lat antara keduanya. ‘/lat yang dikandung oleh
nas merupakan salah satu cara untuk memperoleh magasid shari’ah.>
Transmisi Shari’ah dan masa kodifikasi telah melintasi tiga fase, pertama,
fase periwayatan yang terjadi pada fase sahabat sampai akhir abad
pertama, dengan ditandai permulaan kodifikasi sunnah atas intruksi Umar
bin ‘Abd al-‘Aziz (w. 102 H) selanjutnya fase tafagquh ( memperdalam
kajian hukum Islam). Al-Risalah karya Imam al-Shafi adalah bentuk nyata
yang menandai pada fase tafagquh. Dari karya al-Risalah sebagai titik
tolak wsuliyyun sesudah Imam al-Shafi’i membincang dan berdebat
tentang kajian maqasid shari’ah. Maka lahirlah ulama magasidiyyun dari
berbagai madhab tidak bisa dipisahkan dengan pondasi kajian maqgasid

yang telah diletakkan oleh Imam al-Shafi’i.”

>! Bin Bayah, Mashahid min al-Magasid, 66.
>2 Bin Bayah, ‘Alagah Maqasid al-Shari’ah bi Usul al-Figh, 99.
* Ibid., 66.
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b. Al-Turmudi al-Hakim (w. 296 H/ 908M)

Merupakan  bagian mata rantai yang tak terpisahkan dalam
perjalanan perkembangan magasid. la ikut berkontribusi dalam diskusi
magqasid shari’ah, juga telah menulis banyak Kitab seperti judul Istbat
‘llal**  al-Shalah wa Magqasiduha, al-Hajj wa Asraruhu, al-‘llal, dan ‘Ilah
al-Shari’ah, dan ‘llal ‘Ubudiyah. Dalam pandangan al-Raisuni, istilah
maqasid pertama kali digunakan oleh al-Turmudi al-Hakim, yang hidup
pada abad 3 H.> Dalam karyanya, banyak menggunakan ta’/il al-ahkam
sekaligus berupaya mencari hikmah dibalik ketetapan hukum-hukum
Allah. la seorang failosuf dan sufi. Atas dasar kompetensinya diberi gelar
al-hakim. Kontribusi akademiknya melalui kajian ta’/il al-ahkam dan
maqasid. Atas jasa-jasanya dalam kajian magqasid, ia layak tercatat dalam
mata rantai orang yang punya kontribusi, intensitas tinggi dan kompetensi
dalam bidang kajian ilmu magasid.®
C. Abu Zayd al-Balkhi (w. 322 H/ 933 M)

Al-Balkhi penulis naskah pertama tentang a/-maqgasid dalam ranah
muamalat dengan judul a/-Ibanah ‘an ‘Ilal al-Diyanah. Dalam karya itu al-
Balkhi mengungkap tujuan-tujuan di balik hukum-hukum Islam. Karya

serupa berjudul Masalih al-Abdan  wa al-Anfus. Pada buku ini ia

* Kitab Itsbat “Ilal telah ditahgiq oleh Khalid Zuhri dalam meraih gelar akademik di kuliyah
Adab wa al-‘Ulum di Maroko.

Ahmad Raisuni, al-Bahts fi Maqasid al-Shari’ah Nashatuhu wa Tatharuhu. Makalah
disampaikan pada Seminar yang diadakan oleh Muasasah al-Furqan li al-Turast di London, tgl 1-
5 Maret.

* Ibid 8.
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membahas bagaimana praktek agama Islam dan hukum-hukumnya
berdampak positif terhadap fisik dan jiwanya.”’

d. Abu Bakar Al Qaffal Al- Shashi (291- 365 H/ 904 975 M)

Abu Bakar al-Qaffal al-Shashi (w. 365 H) menulis kitab Mahasin
Shara’i fi Fura’ al-Shafi’iyyah>® Dalam mugadimah kitab ini isinya
memuat penjelasan hikmah-hikmah shari’ah dan magasid yang terkandung
dalam hukum-hukumnya. Serta menjelaskan bentuk-bentuk rahmat,
maslahat, kemudahan dan manfaat bagi manusia. Al-Qaffal menyinggung
tujuan penulisan kitab ini adalah memberi jawaban terhadap orang yang
bertanya tentang hikmah-hikmah shari’ah, ta’lil al-ahkam, penjelasan
ajaran shari’ah sejalan dengan akal, dan membuka interfensi akal terhadap
bab kemaslahatan.”® Karya al-Qaffal ini mendapat sanjungan dari ulama
sesudahnya karena isinya yang mencakup ta’lil al-ahkam dan pondasi
tentang masalih dan magqgasid. Sebagaimana yang dilakukan Ibn al-Qayim
ketika membahas tentang bab al-hasan dan al-gabh, ia merujuk salah satu
imam dalam madhab Shafi’i yaitu al-Imam Abu Bakar Muhammad bin

‘Ali bin Ismail yang mashur dengan nama al-Qaffal al-Kabir.*

*" Jaser ‘Audah, Magqasid al-Shari’ah Dalil lil Mubtadi’in, (al-Ma’had al-‘Alami lil Fikri al-
Islami), 18.
*¥ Kitab Mahasin al-Shara’i masih tersimpan dalam bentuk manuskrip di Turki dan Maroko,
upaya tahqiq terhadap kitab ini telah dilakukan oleh Kamal Galtul al-‘Arusy untuk meraih gelar
glgoktor dalam kajian figh pada universitas Um al-Qura’ pada tahun 1992.

Ibid. , 7.
Ahmad Raisuni, a/-Bahts fi Magqasid al-Shari’ah Nashatuhu wa Tatharuhu. Makalah
disampaikan pada Seminar yang diadakan oleh Muasasah al-Furqan li al-Turast di London, tgl 1-
5 Maret.
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Para pengkaji maqgasid al-shari’ah tidak bisa dipisahkan dari tema
urgensi maslahah. Dalam lingkar  komunitas maqasidiyyun bahwa
mustalahat maslahah atau istislah awal mulanya diasumsikan bersumber
dari ungkapan yang digunakan oleh al-Ghazali, faktanya mata rantai kata
maslahah atau istis/ah bisa terlacak sampai ke atas lagi yaitu kepada guru
al-Ghazali yakni Imam Juwayni, kemudian kata maslahah juga digunakan
oleh al-Qadi ‘Abd al-Jabbar dan pada puncaknya kata maslahah atau

istislah berhenti pada sumber terakhir yaitu Imam al-Kabir al-Qaffal.®!

e. Ibn Babawayh al-Qummy (w. 381 H/ 991 M)

Ulama ternama abad ke -4 H bermazhab Shi’ah ini, sebagai orang
pertama di kalangan Shi’ah yang membahas tentang a/-magasid dalam
bukunya ‘//a/ al-Shar’i (sebab-sebab dibalik tujuan-tujuan shari’ah),
meski sebagian peneliti mengklaim bahwa kajian a/l-maqgasid sebelum
abad ke 20, hanya terbatas pada kalangan sunni. Namun dalam realitanya
tidak demikian Ibn Babawayh al-Qummy ada dalam komunitas shi’ah,
karyanya °‘llal al-Shar’i menjelaskan mengenai sholat, puasa, haji dan
zakat.%

f. Abu Hasan al Amiri (w. 381 H/ 991 M)

Dalam catatan al-Raysuni termasuk ulama yang memiliki
pemikiran maqasid shari’ah adalah Abu Hasan al-Amiri (w.381 H), dia

adalah seorang filosof dan ahli kalam, jika ulama sebelum dia

® 1bid.,0.

%2 1hid.
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membicarakan magqasid dari sisi hikmah dan ‘7/a/ yang parsial maka al-
Amiri mengusung pemikiran magqasid kulliyah dan ‘ammah. Gagasan-
gagasan yang telah ia tulis dalam kitab a/- ‘/’/lam bi Manaqib al-Islam,
kajiannya banyak mencakup tentang tema al-daruriyat al-khams yang
menjadi poros pembicaraan mengenai maqasid shari’ah sepanjang masa.
Al-daruriyat yang harus diimplementasikan dalam kehidupan baik
individu maupun sosial adalah lima perkara: mazjarah gatl al-nafs (sanksi
hukum untuk pembunuhan jiwa), mazjarah akhdh al-mal/ (sanksi hukum
untuk pencurian harta), mazjarah hatk al-satr (sanksi hukum terhadap
merusak martabat seseorang), mazjarah thalb al-‘irdh (sanksi hukum
terhadap penodaan kehormatan), mazjarah khal’ al-baydhah (sanksi
hukum terhadap orang merusak kebenaran).®® Ide-ide besar tentang
maqasid kuliyat yang telah digagas oleh al-Amiri menjadi kontribusi
konsep dan selanjutnya menjadi titik tolak al-Juwaini dan al-Ghazali

dalam mendiskusikan tentang magasid.**
g. Al Juwaini (419- 478 H/ 1028- 1085 M)

Imam Haramain atau al-Juwaini nama lengkapnya adalah Abu al-
Ma’ali ‘Abd al-Malik ibn ‘Abdillah, meski menulis karya tidak dinamakan
dengan magqasid shari’ah tetapi kontennya penuh dengan bahasan tema-
tema maqasid, seperti kulliyyat, juziyyat, kadang untuk mengganti kata

magqasid menggunakan istilah lain yang semakna seperti a/-gardu dan al-

% Abu al-Hasan al-* Amiry, al- ‘llam bi Manaqib al-Islam,t.t...
4 Ahmad Raisuni,al-Bahts fi Maqgasid al-Shari’ah, 77.
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ighrad. Tema tersebut sebuah jawaban bahwa kajian-kajian yang ada
didalam bukunya menunjukkan orientasi kajian maqasid shari’ah dan
bahkan ulama yang datang sesudahnya mengembangkan kajian maqgasid
dari gagasan Imam al-Juwaini. Dalam kitabnya Usul al-Figh al-Burhan, ia
mengklasifikasi al-‘llal dan maqgasid al-shari’ah dan pokok-pokok shariah
menjadi lima yaitu: (1) al-asl ( pondasi pokok) yaitu perkara-perkara yang
bisa dinalar atau dirasionalkan, kebutuhan yang sifatnya al-daruriyat
seperti hukuman gisas dan kebutuhan publik (al-hajat al-‘ammah), (2)
kebutuhan yang lebih rendah a/-daruriyat misal hukum transaksi sewa-
menyewa (3) kebutuhan selain al-daruriyat dan kebutuhan publik,
kebutuhan ini menempati tingkatan al-mukarrimat (kebaikan) yaitu
perbuatan yang tergolong menjadi fitrah manusia yang mendorong untuk
kebaikan-kebaikan seperti bersuci (taharah) dan perkara yang berkaitan
dengannya.(4) kebutuhan-kebutuhan yang tidak berhubungan dengan al/-
daruriyat dan hajjiyat, posisinya dibawah dari tingkatan yang Kketiga,
seperti perbuatan-perbuatan yang termasuk dianjurkan, masuk dalam
katagori al-mandubat. (5) kebutuhan yang pertaliannya dengan proses
ta’lil kurang nampak dan tidak fokus pada tujuan tertentu. Kebutuhan tipe
seperti ini tidak masuk al-hajiyat al-daruriyat dan dalam lingkup al-
mukarrimat.”

Tingkatan—tingkatan kebutuhan yang dirumuskan al-Juwaini dalam

kitab a/-Burhan kemudian diklasifikasi menjadi dua bagian antara perkara

6% Abd al-Malik bin ‘Abd Allah Abu al-Ma’ali al-Juwayni, a/-Burhan fi Usil al-Figh (Mansurah:
Dar al-Wafa, 1418 H),602.
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yang menerima ta’lil dan perkara yang tidak bisa menerima ta’/il.
Perkara yang menerima ta’/il dikelompokkan ke salah satu dari tiga
bagian, yaitu a/-daruriyat, al-hajiyat dan al-mahasin. Tiga tingkatan inilah
yang kemudian menjadi dasar Kajian tentang magasid dan induk dari
segala magasid yang dikembangkan oleh generasi sesudahnya.

Al-Juwaini adalah usu/i pertama kali yang melakukan klasifikasi
terhadap kajian al-magasid ada tiga tingkatan, serta merumuskan cakupan
al-daruriyat al-khams yang meliputi, agama, jiwa, akal, keturunan, dan
harta. Untuk menopang urgensi maqasid shari’ah, ia memberi statemen,”
kebodohan tentang magasid shariah berarti kebodohan tentang shari’ah.
Siapa yang tidak cerdik dan tidak mengetahui letak-letak maqgasid shariah
dalam perintah-perintah dan larangan-larangan maka dia bukanlah orang
yang bijak dalam ber-istinbat hukum.®® Dalam pandangan al-Juwaini
bahwa pemikiran-pemikian magqasid sudah ada sejak era sahabat melalui
aplikasi ijtihadnya pada kasus-kasus yang dihadapi ketika tidak ada
nas.Tampak jelas pernyataannya tentang metode ijtihad sahabat, "wa al
ladhi tahaqga lana min maslakihim al-nazar al-masalih wa al-marashid
wa al-istihtsas ‘ala i 'tibar mahasin al-shari’ah.’ (perkara yang tampak di
depan kita dari metode ijtihad mereka yakni para sahabat adalah atas dasar
memperhatikan maslahat-maslahat dan anjuran terhadap kebaikan-

kebaikan shari’ah.

% 1bid. ,23.
7 1bid. ,27.
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Jejak—jejak pemikiran Imam Haramain merupakan sebuah indikasi
perhatian besar terhadap maqasid shariah, ditandai dengan mustalahat
yang ia gunakan dalam kitab a/-Burhan seperti ungkapan al-istis/ah, yang
terdapat dalam statemennya, ’al-shari’ah mabniyah ‘ala al-istislah”
(shari’ah dibangun atas dasar kemaslahatan) dari statemen ini mempunyai
peran besar dalam membuka cakrawala pemikiran tentang kajian magasid,
sepadan dengan kaidah fighiyah, ’jalb al-masalih wa dar’u al-maftasid,
keduanya merupakan induk magasid shari’ah. Sebagaimana ia
menggunakan al-masalih al-mursalah untuk parameter implementasi

dalam ijtihadnya.

h. Imam al-Ghazali (450- 505 H/ 1058/ 1111 M)

Abu Hamid al-Ghazali merupakan murid dari gurunya yaitu Imam
al-Juwaini. Imam al-Ghazali telah mengembangkan teori gurunya dalam
karyanya al-Mustasfa. Kajian didalamnya mendefinisikan al-maslahah
sebagai suatu ibarat menarik manfaat dan menolak mafsadah.
Kemaslahatan dalam konteks tersebut adalah memelihara tujuan-tujuan
shari’ah.®® Tujuan —tujuan shari’ah untuk makhluk ada lima macam (1)
memeilihara keimanan, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan, (5) harta.®® Dalam

persepsi al-Ghazali segala hal yang mengandung terhadap lima esensial

% Muhammad Sa’ad Ahmad Mas’ud al-Yubi, Maqgasid al-Shari’ah wa ‘Alagatuha bi al-Adilah al-
Shar’iyyah (Riyad: Dar al-Hijrah li Nasr wa Tawzi,tt), 45.

% Husen Hamid Hasan, Nazariat al-Maslahah fi al-Figh al-Islami, (Karo: Dar al-Nahdah al-
‘Arba’ah, 1971), 6.



61

tersebut adalah kemaslahatan, sedangkan upaya untuk menghindarinya
sebagai maslahat.”

Al-Ghazali menyatakan bahwa setiap hukum shari’ah pasti
memiliki esensi pembentukannya untuk mewujudkan kebaikan universal
bagi manusia dan tidak mungkin menjerumuskan manusia ke dalam jurang
kehancuran. Menurutnya maslahat adalah maslahat menurut shari’ah
bukan menurut persepsi manusia.”*

i. Al-Amidi (551-631 H/ 1115-1233 M)

Saif al-Din al-Amidi dengan karyanya al-/hkam fi Usul al-Ahkam ,
kontribusi konstuktif dari al-Amidi adalah memasukkan al-magasid dalam
metode tarjih antara dua giyas yang saling bertentangan.”® Sebagaimana
dikutip oleh Umar bin Salih dalam kitabnya ‘Maqasid al-Shari’ah ‘Inda
al-Imam al-Izz bin ‘Abd al-Salam” berpendapat bahwa konsensus telah
tercapai di kalangan para pakar hukum Islam bahwa hukum tidak boleh
gersang dari hikmah, baik hikmah itu tampak jelas ataupun tidak tampak.
Al-shar’i dalam menetapkan hukum senantiasa diikuti hikmah, karena
hukum dibuat untuk mewujudkan maslahat bagi manusia. Namun hal
tersebut menurut al-Amidi, bagi Allah bukan suatu keharusan, berdasarkan
pengamatan yang mendalam pada kebiasaan yang berlaku pada proses

pembentukan hukum.”

" Abu Hamid al-Ghazali, al-Mustashfa fi “llm al-Usul juz 1 (Kairo: Matba’ah al-
Amiriyah,1994),287.

" Ibid, 285.

72 Saif al-Din al-Amidi, al-fhkam fi Usul al-Ahkam, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah) 463.

3 Umar bin Salih, Magasid al-Shari’ah ‘inda al-Imam al- ‘Izz (Y ordania: Dar Nafais), 120.
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j. Al-‘Izz ibn ‘Abd al-Salam (577- 660 H/ 1262- 1209 M)

Al-‘Izz ibn ‘Abd al-Salam menulis dua buku kecil tentang magasid
yaitu Magqasid al-Salah dan Magasid al-Saum. Sumbangannya tentang
teori maqgasid adalah karya tentang kemaslahatan-kemslahtan yang diberi
judul Qawa’id al-Ahkam fi Masalih al-Anam. (kaidah-kaidah dasar
tentang kemaslahatan-kemaslahatan manusia).diantara statemen tentang
maqasid dalam kitab tersebut dalam komentarnnya,’siapapun yang
memperhatikan shari’ah dalam upaya mendatangkan maslahat dan
memolak mafsadah, ia akan memperoleh keyakinan dan pengetahuan yang
mendalam bahwa maslahat tidak boleh diabaikan dan mafsadah tidak
boleh didekati, meskipun ada ijma’, teks maupun qiyas yang
membahasnya, karena pemahaman esensi shari’ah meniscayakan hal
tersebut.”* Dia menjelaskan dengan detail tentang hakikat masalih dan
matasid serta dalil perbedaan keduanya. Dari karyanya selanjutnya
sebagai titik tolak Imam al-Shatibi mendasarkan pemikirannya di bidang
al-magasid.” Salah satu ungkapannya yang popular adalah: al-shari’ah
kulluha masalih tadrau mafasid au tajlibu masalih (shari’ah seluruhnya
adalah maslahat baik terkait menolak kerusakan atau mendatangkan

maslahat.

™ Al-‘Izz bin ‘Abd al-Salam, Qawa’id al-Ahkam fi Islah al-Anam (Damasq: Dar al-Qalam,
2000), 160.

7 Muhammad Said bin Ahmad bin Ma’ud al-Yubi, Magasid al-Shari’ah al-Islamiyah wa
‘Alaqgatuha bi al-Adillah al-Shari’ah, 156.
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k. Shihab al-Din al-Qarafi (w. 684 H/ 1228- 1285 M)

Al-Qarafi termasuk mata rantai yang penting dalam kajian
magqasid, kontribusinya melalui teori Kklasifikasi terhadap perbuatan nabi
saw berdasarkan niat maksud dari nabi sendiri. dalam kitab al-Furug, ia
menyatakan, “terdapat perbedaan antara tindakan-tindakan nabi dalam
kapasitasnya sebagai utusan Allah, sebagai hakim, atau sebagai pemimpin.
Implikasi dari perbedaan adalah bahwa nabi yang dilakukan nabi sebagai
utusan adalah kaidah umum dan permanaen, sedangkan keputusan yang
berkaitan dengan militer, kepercayaan publik menunjuk para hakim dan
gubernur, membagi rampasan perang, kesepakatan internasional adalah
aturan yang berkaitan dengan para pemimpin saja.”

Al-Qarafi yang merupakan murid Al-‘Izz bin ‘Abd al-Salam dalam
kitab al-Furug menulis beberapa kaidah diantaranya tentang magasid dan
kaidah wasail, serta kaidah mashaggah yang dapat menggugurkan dan
perkara yang tidak dapat menggugurkan.Ungkapannya yang mashur, kullu
makan la na’lamu fihi maslahah quina fihi maslahah lam natlu’ ‘alaiha
(pada kasus dimana kita tidak menemukan maslahah, kita katakan bahwa
ada maslahah, hanya saja belum diketahui.”’

Al-Qarafi juga menulis karya Fath al-Dhara’i (pembuatan sarana
untuk mencapai maslahat) sebagai bentuk perluasan teori al-maqasid

menurut segala saran yang menyampaikan kepada tujuan yang legal perl

76 Jaser ‘ Audah, Magasid al-Shari’ah Dalil lil Mubtadi’in (Washington: IIIT), 43.
" Al-Qarafi, al-Furug, 2.(Beirut: Dar al-Fikr, 1990), 32.
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dibuka, sebaliknya saran yang mengantarkan kepada yang ilegal perlu

ditutup.”

. 1bn Taimiyah (661- 768 H/ 1263-1328 M)

Ibn Taimiyah menempatkan ilmu magasid sebagai tujuan figh
dalam agama. Kelompok yang mengingkari maqasid shari’ah pada tiap
shari’ah dianggap sebagai orang yang telah inkar kepada shariah itu
sendiri.”® Teori masalih banyak digunakan Ibn Taimiyah dalam mentarjih
beragam pendapat, serta pencegahan akan hal-hal yang dikhawatirkan
dalam bukunya Sadd al-Dhara’;,% serta dengan ‘/llat pada suatu hukum
sebagaimana dituliskan dalam kitab 7a /il al- Ahkam.®*

m. lbn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H/ 1292-1350 M)

Shams al-Din ibn al-Qayyin yang bermadhab Hanbali termasuk
orang berkontribusi dalam pengembangan teori al-magasid melalui kritik
yang dilontarkan terhadap praktek al-Aiyalah. Al-hiyalah adalah sesuatu
yang dijadikan perantara untuk menghalalkan perkara yang haram.

Menurut Ibn al-Qayim,hukum itu tidak bisa berubah dengan cara merubah

bentuk dan penggantian namanya.®®

® Muhammad Sa’ad bin Ahmad al-Yubi, Magasid al-Shari’ah al-Islamiyyah wa ‘Alagatuha bi al-
Adillah al-Shari’ah, (Riyad: Dar al-Hijrah, ,tt),70.
” Taqi al-Din Abu al-‘Abas Ahmad bin ‘Abd al-Halim Ibn Taimiyah. Majmu’ Fatawa. Vol 11
(Beirut:Dar al-Fikr),354.
% Muhammad Sa’ad bin Ahmad Mas’ud al-Yubi, Maqasid al-Shari’ah wa ‘Alagatuha bi al-
gélldillab al-Shar’iyyah, (Riyad: Dar al-Hijrah li Nashr wa al-Tawzi’, tt), 75,

Ibid.
%2 Shams al-Din Abi Abdillah Muhammad bin ani Bakar bin Ayyub al-Jawziyyah, ‘/am al-
Muwagqi’in, (Beirut:Dar al-Kutub al-Ilmiyyah,tt), 545.
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Ibn al-Qayyim menjelaskan kesempurnaan dan maksud shari’ah
Islam yang bertolak belakang dengan praktek Aiyalah “Allah telah
menjadikan shariah yang sempurna ini sebagai pedoman bagi manusia,
aturan untuk menjaga kelangsungan hidup, obat penawar untuk
menghilangkan berbagai penyakit, sebagai pelindung orang meminta
perlindungan dan sebagai perisai yang menyelamatkan orang yang

berlindung di dalamnya dari macam kejahatan.®

n. Al Shatibi (720- 790 H/ w. 1388 M)

Kedudukan Imam Shatibi dalam cabang ilmu magasid bagaikan
kedudukan Imam Shafi’i dalam cabang ilmu usul figh. Keduanya didaulat
sebagai mujaddid pada masanya dan peletak dasar-dasar dalam cabang
ilmu yang keduanya menjadi pakar dalam bidangnya. Meski keduanya
tidak memproklamirkan atas dirinya sebagai penggagas pertama dalam
bidang ilmu tesebut. Tampak tidak diragukan lagi dalam kajian magqasid
bahwa Imam al-Shatibi adalah lokomotifnya, ia telah berperan besar
menarik gerbong perkembangan kajian pemikiran magasid yang terjadi
setelah eranya, para pakar yang mengkaji magqgasid tentu tidak bisa
mengabaikan kontribusi al-Shatibi untuk dijadikan refrensi utama. Tidak
ada diskusi tentang magasid melainkan menyebut nama dia. Imam Shatibi
melalui karya monumentalnya al-Muwafagat fi Usal — al-Shari’ah™

(harmonisasi dalam dasar-dasar shari’ah) menjelaskan petunjuk-petunjuk

83 11
Ibid, 598.

% Abu Ishaq al-Shatibi, al-Muwatfagat fi Usul al-Shari’ah (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah,

2004), 98.



66

untuk memahami magqasid, kajian maqgasid dalam kitab al-Muwafaqgat fi
Usil al-Shari’ah mencakup:®® magasid ada dua bagian: pertama, perkara
yang kembali kepada maqasid shari’. kedua, perkara yang kembali kepada
magqgasid mukallaf, (1) magasid khalkh harus serasi dengan magasid
shari’®® Metode mengungkap magasid dijelaskan secara rinci, dalam kitab
ini menunjukkan intensitas dan komitmen al-Shatibi sangat tampak
tentang urgensi magasid, hal ini tampak berbeda dengan ulama
sebelumnya ketika memberikan prasarat bagi seorang mujtahid. Selain
prasarat yang sudah ditetapkan ulama terdahulu dan eranya, dalam
persepsi al-Shatibi bahwa seorang mujtahid harus menguasai ilmu tentang
maqasid. Kesalahan ijtihad bisa terjadi karena seorang mujtahid tidak

menguasai ilmu magasid®’

Dalam kajian Hamadi al-°Abidi terhadap karya monumental Imam
al-Shatibi  al-Muwatagat meringkaskan poin-poin penting yang
mencakup: al-maslahah wa dawabituha, nazariyahal-Qasd fi-al-af al, al-
nawaya bain al-ahkam wa al-maqasid, al-maqasid waal-‘aql, al-maqasid
wa al-ijtihad, al-ghayat al-‘ammah lil al maqasid. Kajian magqasid di
tangan al-Shatibi sangat berkembang dari sisi kuantitas dan kualitasnya
karena tema-tema yang berkaitan dengan magasid semakin meluas dan

intensif sehingga Ibn ‘Ashur pakar magasid menyerukan bahwa ilmu

® Muhammad Sa’ad bin Ahmad Mas’ud al-Yubi, Magasid al-Shari’ah wa ‘Alagatuha bi al-
Adillah al-Shar’iyyah, (Riyad: Dar al-Hijrah li Nashr wa al-Tawzi’, tt) 65.

**Ibid, 77.

¥ Ibid., 108.
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magqgasid shariah harus independen berpisah dari usul figh seraya
berargumen bahwa independensi ilmu magqasid telah dimulai sejak Abu
Ishag al-Shatibi dengan langkah konkrit yaitu menulis bab tersendiri
mengenai  magasid dalam kitabnya.®® Meski para pengkaji magasid
sepakat bahwa al-Shatibi adalah seorang mujaddid, pendiri, perumus
dalam bidang magasid namun kontribusinya dalam cabang ilmu ini belum
bisa dimanfaatkan pada eranya dan masa berikutnya karena dunia Islam
saat itu mengalami fase jumud dan terbelakang. Setelah beberapa abad
berikutnya mulai ada geliat kebangkitan dan kesadaran mengenai urgensi

magqasid sebagai parameter dalam ijtihad.
2. Magqasid di Era Modern

Pasca Imam al-Shatibi kajian tentang magasid mengalami stagnan,
ada faktor karena terpengaruh surutnya peradaban Andalusia yang
mengalami stagnan, dan kemunduran dan ada geliat kebangkitan kajian
tentang magqasid setelah terbenam dalam masa sangat panjang sehingga
kehadiran Ibn ‘Ashur (w. 1379 H/ 1879-1973 M) yang dipandang sebagai

bapak magasid modern.

Pasca era al-Shatibi, nampak kebangkitan ilmu magqgasid shariah
setelah melewati masa tidur yang panjang hingga abad 15 Hijriyah. Geliat

kebangkitan magqasid shari’ah ditandai dengan kehadiran Ibn ‘Ashur (w.

% Muhammad al-Tahir ibn ‘Ashur, Magasid al-Shariah al-Islamiyah (Kairo: Dar al-Kitab al-
Misry 2011),45.
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1379 H/ 1973 M) yang dipandang sebagai maestro magasid modern.*
Gagasan-gagasannya selain melanjutkan pemikiran ulama masa lalu juga
melakukan rekonstruksi pengembangan dan pembaharuan dalam
pemikiran magqgasid shari’ah yang berbeda dengan Kkajian magasid era
klasik. Pemikiran-pemikiran segar yang diusung Ibn ‘Ashur tentang kajian
magqasid adalah: pertama, urgensi menjadikan magasid sebagai disiplin
ilmu tersendiri yang terpisah dengan ilmu usul figh, kedua, korelasial-
fitrah, al-samahah (toleransi), al-musawah (egaliter) dan al-hurriyah

(kemerdekaan) dalam konteks magasid shari’ah.”

Terobosan baru untuk mendobrak kejumudan ditengah-tengah
perangkat istinbat hukum Islam datang dari gagasan baru  yang
dipromosikan oleh ‘Ibn ‘Ashur tentang urgensi magqasid shari’ah sebagai
disiplin ilmu tersendiri. Pijakan dasar pembaharuan tersebut berangkat dari
metode Kklasifikasi dalil-dalil yang gat’7 (absolut) dan dalil-dalil yang
relatif.. Upaya klasifikasi antara dalil-dalil (nusus) yang disepakati para
ulama dengan dalil-dalil yang mengandung perbedaan pemahaman di
kalangan ulama. Pesrpektif Ibn ‘Ashur bahwa ilmu usul figh tetap dalam
kondisi semula, sedangkan eksistensi maqasid shari’ah berperan sebagai
landasan filosofis dari proses penggalian hukum yang merupakan ranah

objek kajian ilmu usul figh®*.

% Ahmad Raisuni, a/-Bhts fi al-Magqasid al-Shari’ah 15.
% Ibn ¢ Ashur, Magqasid al-Shari’ah al-Islamiyah, 340.
* Ibid, 233.
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Jejak ulama sebelum Ibn ‘Ashur yang telah melakukan konsiderasi
dalam istinbat hukum dengan parameter maqasid shari’ah seperti al-
Qarafi dalam kitab a/-Furug dan al-Shatibi dalam a/-Muwatfagat. Bahkan
al-Shatibi menjadikan penguasaan tentang magasid sebagai prasarat
untuk melakukan ijtihad namun ia tidak mewacanakan independensi ilmu

maqasid shari’ah dari ilmu usul figh.%

Progesifitas kajian magasid Tbn ‘Ashur di dalam bukunya terletak
pada Klasifikasi magasid menjadi dua macam vyaitu: pertama, maqasid
‘ammah, kedua, magqasid khasah. Maqasid ‘ammah yang mencakup
turunan dibawahnya termasuk fitrah, samahah, musavah (egaliter) yang
menjadi bagian aplikasi dari maqgasid shari’ah. Kebebasan berbicara,
berpendapat, bertindak dan beragama merupakan bagian dari hak asasi
manusia yang harus dilindungi.”® Pengembangan magasid ‘Ibn ‘Ashur
bukan hanya sisi kuantitas saja tetapi juga merangkak pada tingkat kualitas
magqasid shari’ah. Sedangkan magqasid khassah mencakup bab-bab tertentu
dalam bidang figh seperti magasid hukum keluarga, magasid hukum

pidana dan magasid yang berkaitan dengan pembelanjaan harta.*

Di era modern semakin banyak peminat yang intensif mengkaji
tentang magqasid, diantara ulama yang banyak menghasilkan karya
maqasid adalah ‘Allal al-Fasi (w. 1974 M) dengan karyanya Magasid al-

Shari’ah al-1slamiyah wa Makarimuha, Muhammad Said bin Ahmad bin

%2 Abu Ishaq al-Shatibi , A/-Muwatagat, 99.
% Muhammad Tahir Ibn ‘Ashur, Maqasid al-Shari’ah al-Islamiyah, 98.
% Ibn ¢ Ashur, Magasid al-Shari’ah al-Islamiyah,144.
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Mas’ud Al Yubi dengan karyanya Magasid al-Shari’ah al-Islamiyah, dan
Taha Jabir Al-‘Alwani dengan karyanya Magqgasid al-Shari’ah, seiring
dengan signifikansi kajian magasid semakin bermunculan tokoh-tokoh

magqasid selain mereka yang telah disebutkan diatas di era kontemporer.

C. Maqasid Shariah Dan Peranannya Dalam Ijtihad Hukum

Istinbat hukum shari’ah merupakan objek aktifitas intelektual
ulama mujtahidin. Kajian tentang istinbat hukum adalah kajian yang
membincangkan mengenai ij¢ihad dan istinbat. Para mujtahid pada era
klasik tidak banyak berteori tentang maqgasid shariah, akan tetapi jika
melihat implementasi dalam figh dan 7jt/had mereka sungguh telah ada
implementasi  magasid al-shariah.”® Sejak era sahabat, tabiin, atba’
tabi’in serta fugaha’ Klasik keberlangsungan 7jtiihad tidak bisa dipisahkan
dengan magqasid shari’ah karena sudah menjadi spirit, hikmah dan tujuan

yang menjiwai dalam setiap gerak keputusan hukum.*®

Pada abad tiga dan empat hijriah perkembangan keilmuan Islam
telah mencapai puncaknya, ditandai dengan banyak ulama menulis
berbagai disiplin keilmuan. Kajian- kajian serta munaqashah teori-teori
keilmuan keislaman, termasuk masalah ‘agliyah dan nagliyah yang

mencakup pembahasan tentang pokok-pokok shariah, ta’/il al-ahkam serta

% 1bid, 98.
*Ibid, 99.
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kaidah-kaidahnya.”” Dalam era ini pula telah bersemi aliran baru yaitu
kelompok skriptural yang dipelopori oleh zahiriyyah yaitu gerakan
ilmiyah interpretasi ajaran-ajaran shari’ah yang mengarah faham tektualis
dengan mengesampingkan magqgasid shari’ah. Fenomena ini telah
menghinggapi rasa khawatir yang dalam bagi Imam Juwayni hingga
melontarkan suatu pernyataan bahwa akan datang suatu masa tidak ada
mujtahid yang memahami wusu/ al-shari’ah. Dukungan akan eksistensi
magqgasid shari’ah juga datang dari pandangan al-Qarafi dalam
pernyataannya,” kemampuan penguasaan maqasid al-shari’ah dan rahasia-
rahasia adalah satu-satunya cara untuk menghadang faham batil yaitu
jumud dan skriptual dalam memahami teks.”® Adapun langkah upaya
menolak kaum batil tidak ada jalan lain kecuali memahami magasid

shari’ah dan hukum-hukumnya.*

Di tengah puncak beragam aliran Islam yang telah bersemi
berbagai aliran termasuk aliran zahiriyah, datang Imam al-Shatibi
menawarkan gagasan baru untuk melakukan reformasi dan tajdid,
mengikuti jejak para pendahulu. Keistimewaan gagasan al-Shatibi terletak
pada prinsipnya menjadikan magqasid shariah sebagai esensi pembaharuan
dan asas ijtihad sebagai parameter para mujtahid untuk mengukur

keabsahan melakukn zjtihad. Dalam komentar al-Shatibi mengenai ijtihad,

“’Ahmad al-Raysuni, a/-Bahts fi Maqasid al-Shari’ah Nashatuhu wa Tatawwaruhu wa
Mustagbaluhu’. Makalah tentang Magqasid Shari’ah pada acara seminar didakan oleh Miasasah
al-Furqan li Turast London . Taggal 1-5 Maret.

*Ibid, 9.

* Ibid, 10.
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sesungguhnya  kedudukan mujtahid bagi seorang harus mempunyai
pengetahuan magasid shari’ah. Berikut fungsi penguasaan maqgasid

shari’ah dalam istinbar hukum:

1. Magqgasid Shari’ah Sebagai Cara Yang Tepat Untuk Memahami
Nas Shar’i menafsirkan dan menentukan dilalah al-alfaz,
mengetahui makna-maknanya dan perbedaan pada di/a/atya.*®

Hal ini dikuatkan oleh Ibn ‘Ashur bahwa magasid mempunyai
peran penting untuk memahami petunjuk-petunjuk kata dan kalimat
yang ada dalam al-Qur’an dan al-Sunnah guna mengetahui arti secara
bahasa dan penggunaan shar’i yang sesuai dengan maksud figh.*™*
Seorang mujtahid sangat membutuhkan wawasan magqasid shari’ah
untuk menangkap maksud dari dilalah bahasa dan arti yang
dimaksudkan secara shar’i.

Demikian juga magasid punya peran sangat penting untuk
harmonisasi antara berpegang teguh dengan zahir nas dan subtansi
yang dimaksudkan oleh ayat. Misal ayat tentang saksi dalam surat al-
Bagarah: 282. Dalam ayat tersebut tidak dijelaskan bagaimana karakter
atau sifat yang dikehendaki oleh ayat terhadap saksi akan tetapi bisa
kita fahami melalui pendekatan maqgasidi, bahwa yang dikehendaki
adalah sifat adil untuk saksi. Hal ini dikuatkan oleh pendapat al-

Ghazali seandainya pembuat shari’ah tidak mensyaratkan sifat adil

1% Muhammad al-Zuhaily, Magasid al-Shari’ah, 20.
""" Muhammad al-Tahir ibn ‘Ashur, Maqasid al-Shari’ah al-Islamiyah (Kairo: Dar al-Kitab al-
Misr, 2011), 183.
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dalam persaksian, sungguh kami tegaskan tentang sifat adil bagi saksi.
Karena maksud pembuat shari’ah adalah untuk menetapkan hak-hak.
Sedangkan hak-hak seseorang tidak akan bisa tercapai dengan
perantara persaksian orang fasik.'%

2. Peran Magqasid Untuk Melakukan Tarjih.

Peran magqasid sangat penting untuk melakukan tarjih ditengah-
tengah perbedaan ijtihad dalam memahami teks, serta dalil- dalil yang
saling bertentangan untuk dikompromikan. Bersandar pada magasid
adalah sarana untuk meminimalisir perbedaan pendapat, mendekatkan
berbagai sudut pandang yang berbeda serta mempersempit ruang
perselisihan antara kaum muslimin.  Sebagaimana Ibn °Ashur
menuturkan,”maqgasid shari’ah menjadi lentera para fagih dalam
agama, tempat marja’ ketika mereka berselisih pendapat dan
menghadapi perubahan zaman, sarana untuk meminimalisir perbedaan
pendapat.®®

Proses tarjih magasidi adalah tarjih yang mendekatkan dari
berbagai pendapat dan sejalan dengan gawa’id kulliyah dan spirit
tashri, seperti menghilangkam kesulitan dan bahaya, memprioritaskan
maslahat yang lebih utama dari pada maslahat yang lebih rendah.
Misalkan sahabat menolak hadis ahad karena bertentangan dengan

maqasid shari’ah dan kaidah-kaidahnya. Aishah menolak hadis yang

artinya,”’sesungguhnya mayit akan disiksa sebab tangisan keluarganya

12 Husain Hamid Hisan, Nazariyah al-Maslahah (Kairo: Maktabah al-Mutanabi, 1981),25.
' Ton “ Ashur, Magasid Shari’ah al-Islamiyah, 99.
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terhadapnya.”® Komentar Aishah,” Demi Allah, Rasulullah tidak
berkata,” Sesungguhnya Allah menyiksa orang mu’min sebab tangisan
keluarganya atas dia, tetapi sabda Rasulullah ,”Sesungguhnya Allah
akan menambahkan siksa terhadap orang Kkafir sebab tangisan
keluarganya terhadap dia. Kemudian Aishah berkata, cukuplah
bagimu al-Qur’an, " wa /la taziru wazirah ukhra. Q.S al-An’am :164.
Seorang Mujtahid Kembali Kepada Magasid Shari’ah Ketika
Tidak Menemukan Nas.'*

Istinbat dilakukan dengan menerapkan berbagai metode seperti
giyas, istihsan, istislah dan metode-metode lainnya selama sesuai
dengan spirit agama, maqasid shari’ah dan prinsip-prinsip dalam
kaidah hukum.'® Magasid shariah sebagai prasarat dalam ijtihad
dikuatkan oleh Imam al-Suyuthi dalam komentarnya,” u’tubira
magqasid al-shar’i qiblah al-mujtahdin man tawajjah ila jihah minha

asaba al-haq'"”’

(Magasid shariah sebagai kiblat bagi para mujtahid
untuk melakukan proses ijtihad yang benar). Penguasaan tentang

pengetahuan hukum shar’i berarti penguasaan tentang magasid

shari’ah yang mencakup daruriyat, hajiyat dan tahsiniyat.

1% Sulaiman bin al-Ash’ath al-Sijistani, Sunan Abu Dawud,Hadis no 3131( Beirut:Dar al-Fikr,

tt).

' Muhammad Wahbah al-Zuhaily, Usi/ al-Figh al-Islami (Damshiq: Dar al-Fikr al-Mu’asir,

2005), 20.
19 Ibid, 104.

197 Jalal al-Din al-Suyuty, a/-Radd ‘ala Man Akhlada ila al-Ard wa jahila anna al-Ijtihad i Kulli
‘Asr Fard (Al-Iskandariyah: Muasasah Shubban al-Jami’ah, 1984), 182.
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4. Konsiderasi Maqgasid Shari’ah Dalam Istinbat Hukum Adalah
Untuk Menggapai Hukum Yang Moderat Dan Seimbang.
Konsiderasi magasid shari’ah dalam istinbat hukum adalah
untuk menggapai hukum yang moderat dan seimbang, menghindar
taklid yang berlebihan, fanatik madhab dan golongan serta sarana
metode pendekatan antara pendapat-pendapat yang berkembang di
tengah madhab figh. Maka mengambil pendapat yang sejalan dengan
magqasid shari’ah dan meninggalkan pendapat yang bertentangan

dengan magasid shari’ah.*®

D. Cara Menentukan Magasid Shari’ah.

Mengkaji dan memahami maqasid shari’ah adalah suatu tuntunan
shar’i yang bersumber dari al-Qur’an secara ekplisit maupun implisit
dilakukan dalam rangka mengetahui masalah dari setiap hukum yang
ditetapkan Allah swt,'® diantara cara untuk memahami magasid shari’ah
sebagai berikut:

1. Melakukan Analisis Terhadap kata Perintah dan Larangan.
Fokus penelaah ini adalah melakukan analisis terhadap lafaz al-
amr wa al-nahyi yang terdapat dalam al-Qur’an dan al-Hadis secara
jelas sebelum mengaitkan dengan permasalahan-permasalahan yang

lain. Artinya kembali kepada makna perintah dan larangan secara

"% Ibn Bayah, Mashahid min al-Magqasid, 67.
' Tbn Bayah, Mashahid min al-Maqasid, 16.
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hakiki, dalam konteks ini suatu perintah harus dipahami menghendaki
suatu perintah yang dilakukan. Perwujudan isi dari perintah itu
menjadi tujuan yang dikehendaki oleh Allah. Demikian pula hal
larangan, juga dapat dipahami, menghendaki suatu perbuatan harus
ditinggalkan, meninggalkan yang dilarang adalah hal yang
dikehendaki oleh tujuan yang diinginkan Tuhan.'*

Pembahasan kata perintah dan larangan yang tidak terkait
permasalahan-permasalah yang lain adalah untuk menjaga dan
membedakan dari perintah dan larangan yang mengantar tujuan yang
lain seperti perintah larangan jual beli dalam ayat yang
terjemahannya:'** Hai orang-orang yang beriman, apabila diserukan
untuk menunaikan shalat jumat bersegeralah kamu kepada mengingat
Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu
jika kamu mengetahui.**?

Dalam ayat diatas bukanlah larangan berdiri sendiri akan tetapi
hanya bertujuan menguatkan perintah untuk melakukan penyegeraan
mengingat Allah (menunaikan salat jum’at) jual beli sendiri hukum
asalnya bukan hal yang dilarang. Dengan demikian dapat dikatakan
tidak terdapat aspek maqgasid shari’ah yang hakiki dari teks

pelarangan jual beli.*®

"0 Al-Shatibi ,al-Muwataqat fi Usul al-Ahkam Juz 2, 439.

""" Al-Qur’an Surat al-Jum’ah: 62 ayat 9.

"2 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara
Penterjemah, 1971),933.

'3 Al-Shatibi, al-Muwatagat £i Usul al-Ahkam juz 2, 394.



77

2. Penelaah ‘illah al-Amr (perintah) dan al-Nahyi (larangan)

Pemahaman magasid shari’ah dapat pula dilakukan melalui
analisis illah hukum yang terdapat dalam al-Quran dan al-Hadis, illah
hukum ada yang tertulis secara jelas dan ada yang samar. Menurut al-
Shatibi jika ‘illah hukum yang tercantum secara jelas maka harus
mengikuti apa yang tertulis itu, karena dengan mengikuti yang tertulis
tujuan hukum dalam perintah dan larangan telah tercapai. Pada cara
yang pertama orientasi dan objek permasalahn lebih ditujukan kepada
teks-teks yang berkaitan dengan permasalahan ibadah, sedangkan
pendekatan illah hukum lebih berorientasi yang berkaitan dengan
masalah muamalah.

3. Analisis terhadap al-Sukut al-Shar 'iyyah (sikap diam al-shar i terhadap
penetapan suatu hukum).

Cara ketiga ini sangat penting untuk memahami magasid
shari’ah dalam perkembangan hukum Islam karena banyak
permasalahan-permasalahan baru yang terus bermunculan yang tidak
disebut dalam teks al-Qur’an dan al-Hadis.

Al- sukut ‘an shar’yyah al-‘amal dalam perspektif al-Shatibi
dikelompokkan menjadi dua macam:

a. Al-sukut sebab tidak ada motif atau pendorong.
Sikap diam al-shar’i atau sukut disebabkan tidak ada motif
atau faktor yang mendorong al-shar’i untuk memberikan

ketetapan hukum. Dalam waktu rentang berikutnya
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berimplikasi positif dalam kehidupan manusia dari ketetapan
hukum tersebut. Sebagai contoh pengumpulan mushaf al-
Quran, jaminan upah dalam pertukangan dan sebagainya.™*
Pengumpulan mushaf tidak terjadi pada masa nabi karena tidak
ada faktor pendorong untuk hal itu, tetapai pengumpulan al-
Qur’an terjadi pada zaman sahabat karena ada faktor
pendorong yaitu dengan wafatnya para penghafal al-Qur’an
dari kalangan sahabat, dilihat dari aspek magasid perbuatan
menghimpun al-Qur’an adalah sejalan dengan misi magasid
shari’ah.
b. Al-sukut meskipun ada motif.

Sikap diam dari al-shar’i terhadap persoalan hukum meskipun
ada motif atau faktor yang mendorong al-shar’i untuk tidak
bersikap diam pada waktu tersebut. Menurut al-Shatibi harus
dipahami bahwa keberlakuan suatu hukum harus seperti apa
adanya apa yang telah ditetapkan karena hal tersebut yang
dikehendaki oleh al-shari’. Atau disebut magasid shari’ah.
Penambahan hukum terhadap apa yang telah ditetapkan dapat

dianggap sebagai bid’ah dan bertentangan dengan shari’ah.'*®

E. Pro Kontra Independensi Magqasid Shari’ah
Daya tarik magqasid shari’ah telah memantik banyak pemerhati

tentang kajian hukum Islam terutama kelompok-kelompok yang

"4 Al-Shatibi, al-Muwatagat fi Usul al-Shari’ah, juz 2, 409
15 Al-Shatibi, al-Muwafaqat fi Usil al-Shari’ah Juz 2 , 394.
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menaruhpehatian pada aspek kajian pengembangan metode, manhaj
istinbat hukum. Karena selama ini asumsi mereka terhadap usul figh
klasik lebih menitik beratkan pada landasan semantik (di/alah al-alfadz)
dalam mekanisme istinbat hukum serta kajiannya yang cenderung
atomistik tidak komprehensif. Tawaran usul figh  modern dengan
mengangkat kajian magasid sebagai titik tolak ijtihad seolah memberi
angin segar karena dari sisi ini yakni magqasid shari’ah yang dipandang
sebagai usul figh progresif akan memberikan paradigma yang akan
merevitalisasi dan mendinamisasi pemikiran Islam terutama yang
berkaitan dengan produk figh Islam.

Perbincangan mengenai magqgasid shari’ah di era kontemporer ini
menemui urgensitas dan relevensinya dengan figh al-nawazil atau kasus-
kasus kontemporer yang terkait dengan ekonomi, politik, sosial, budaya,
pluralisme, multikulturalisme dan negara-bangsa. Dengan menjadikan
maqasid sebagai pendekatan terhadap figh nawazil seperti kasus-kasus
diatas akan mempersepsikan, ”magasid-based ijtihad’ sebagai salah satu
konsep penting yang dapat memainkan peran krusial yang memberikan
legitimasi hukum karena memberikan argumen-argumen hukum yang
berpijak rasional, nilai, maslahat yang sesuai konteksnya.

Maraknya kajian magasid sebagai pijakan ijtihad akan memperkuat
masa depan hukum Islam dengan penuh optimis karena proses istinbat
yang disandarkan tidak hanya pada teks saja tetapi aspek lain yang

menjadi tumpuan adalah nilai, hikmah, maslahat serta ta’/il al-ahkam.
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Berbeda dengan usul figh klasik, menurut Ibn ‘Ashur bahwa usul figh
sepanjang perjalanan sejarahnya tidak pernah mengembalikan masalah-
masalah kepada hikmah dan maqasid shari’ah akan tetapi hanya berkisar
pada istinbat dengan perangkat dilalah al-alfaz.''®

Para pengkaji maqgasid sepakat bahwa dengan mengangkat tema
magqgasid sebagai konsiderasi dalam proses istinbat hukum akan
menjadikan usul figh menjadi progresif, dinamis dalam menghadapi
problem kontemporer yang belum ada ketetapan dalilnya atau belum
pernah dibicarakan oleh fugaha terdahulu. Namun mereka berbeda
pendapat mengenai apakah independensi maqasid shari’ah diperlukan atau

magqasid shari’ah tetap saja menjadi bagian kajian usul figh. Dalam hal ini

para magqasidiyyun terpolalisasi menjadi dua kelompok:

1. Kelompok Pro Independensi Maqgasid Shari’ah.

Para pengkaji dan praktisi figh yang selama ini memandang usul
figh sebagai manhaj atau perangkat ijtihad, pada aspek tertentu telah
memberikan persepsi bahwa terjadi stagnasi dalam Kinerja istinbat
dalam ilmu usul figh sehingga mendorong upaya independensi
magqasid shari’ah yang terpisah dari ilmu usul figh. Sebagaimana
kajian Ismail Hasan dalam bukunya “Nazariyah al-Maqasid Inda
Imam Muhammad Tahir Ibn ‘Ashur’ mengasumsikan gagasan Tahir

ibn ‘Ashur tentang konstruksi magasid. Menurutnya kerangka

"Tahir Ibn ¢ Ashur, Magasid al-Shari’ah al-Islamiyyah (Kairo: Dar al-Nafais, 2001), 90.
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metodologi yang mendasari Ibn ‘Ashur menjadikan magasid al-
shari’ah sebagai disiplin ilmu tersendiri didasari alasan pada masalah
seputar gat’i dan zanni yang terdapat dalam usul figh. Independensi
magqasid yang digagas Ibn ‘Ashur berpijak dari dua alasan, pertama,
eksinstensi gawa’id usul yang bersifat relatif (zanniyah), kedua,
istidlal ilmu usul figh berlandaskan dalil-dalil zanniyah.'"’

Usul figh yang membangun dalil-dalil berlandaskan di/alah al-
alfaz atau makna kata-kata akan mengantarkan pada level zanniyat,
ada tiga wilayah zanniyat, pertama, metodologi usul figh kinerjanya
seperti para teolog atau mutakallimun. Kedua, aspek amaliyah, kinerja
fugaha dalam istnbat yang tidak terdapat dalam teks. Ketiga, giyas
yang berawal dari logika Aristoteles. Kemudian salah satu faktor yang
sering menyebabkan ikhtilafat dikalangan fugaha adalah pola ijtihad
dua aliran ilmu wusul figh yakni mutakallimun dan fugaha, dalam
perspektif Wali Allah Dihlawi perpecahan mereka akibat antara ulama
shafi’iyyah dan hanafiyah terletak pada konsep usul mereka karena
landasan kedua aliran tersebut banyak dipengaruhui tendensi kelompok
dalam melakukan istinbat hukum.*®

Perbedaan pijakan dalam usul mereka pada level zanniyat
berimplikasi pada produk hukum yang dihasilkan. Upaya
menghindarkan sikap perpecahan dengan cara mempersatukan

persepsi yang sama dengan cara berangkat dari konseptual yang sama

"bid, 99.

"8 Wali Allah Abdul Halim, a/-Insaf fi Bayani Sababi al-Ikhtilaf (Istanbul: tp 1986). 86.
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dalam ber-istidlal. Gagasan yang ditawarkan Ibn ‘Ashur dengan
mendasarkan kaidah-kaidah istid/al pada perkara yang gat’i.** Ibn
‘Ashur juga mengkritisi tentang usul figh ada beberapa hal yang perlu
diperhatikan terkait usul figh, diantaranya: pertama, perbedaan
pandangan hukum yang terus terjadi karena bersumber dari usulnya.
Kedua, terjadi perbedaan dalam usul figh disebabkan oleh gawa’id
usul yang banyak tercerabut dari cabang-cabang figh, karena
kodifikasi usul figh dilakukan setelah pembukuan figh.*®® Hal
demikian mengakibatkan corak usul figh yang menekankan dominasi
teks daripada makna, hikmah dan maksud yang terkandung dalam
hukum Islam itu sendiri. Upaya membangun usul figh yang berbasis
maqasid shari’ah bertujuan menemukam kembali kepastian dan
keyakinan terhadap hukum.'?*

Langkah independensi magasid shari’ah, lbn ‘Ashur
mengungkap bentuk fakta kerelatifan kaidah usul yaitu: kaidah usul
masih terpola dengan kaidah klasik, kaidah usul terlalu kering dari
nilai-nilai magqasid shari’ah, kaidah usul tidak bisa membedakan antara
dalil hukum gat’i dan zanni'** Solusi yang ditawarkan Ibn ‘Ashur
untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan tiga langkah; (1)
rekonstruksi konsep istinbat (2) mendekatkan konsep maqasid

shari’ah, (3) melakukan karakterisasi antara dalil yang bersifat gat’/

"9 Ybn “ Ashur, Maqgasid al-Shari’ah al-Islamiyah, 99.

120 1bid, 166.
2! Ibid, 172.
122 1bid , 101.
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dan dalil yang menujukkan zanni. Tiga faktor yang telah dikemukakan
mendorong Ibn ‘Ashur melakukan independensi terhadap ilmu
maqasid shari’ah.'> Gagasan ibn ‘Ashur tentang eksistensi magasid
ini dapat sambutan antusias dari Hasan al-Turabi dalam karyanya
Tajdid Usul al-Figh'** dalam bukunya ia merespon usul figh yang
selama ini dijadikan sandaran istinbat hukum sudah tidak mengiringi
perkembangan kontemporer, ia menyerukan untuk beralih ke usu/ al-
figh al-maqasidi.

Gerbomg independensi magasid atau gagasan magqgasid sebagai
cabang ilmu yang mandiri termasuk pendukung di dalamnya adalah
Jaser Audah yang setuju gagasan Ibn ‘Ashur. Konsep maqgasid yang
dikembangkan Audah dituangkan dalam karyanya berjudul Magasid
al-Shari’ah as Philoshopy of Islamic Law a Sistems. Buku ini
mencakup tiga bahasan pokok, yaitu: (a) metodologi (b) analisa dan

(c) pengembangan teori.
2. Kelompok Kontra Independensi Magasid Shari’ah.

Dalam historitas ilmu magqgasid shari’ah sebagaimana cabang
disiplin ilmu lainnya mengalami proses yang panjang mulai masa
pertumbuhan, perkembangan dan masa kematangan. Bobot
implementasi magqgasid tidak seragam terjadi fluktuasi antar madhab

figh. Sesuai dengan porsi manhaj ijtihad maqasidi yang diterapkan.

123 Ibid, 102.

'2* Hasan al-Turabi, Tajdid Usul al-Figh’, dalam ‘Abd al-Jabbar al-Rifa’i (ed) Maqasid al-
Shari’ah afaq al-Tajdid (Beirut, Suriyah: Dar al-Fikr al-Mua’sir, 2002), 173.
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Proporsi madhab figh dalam mengungkap magasid antar madhab
tidak sama mereka berbeda dalam metodenya, sebagian kelompok ada
yang membatasi magqasid dalam lingkup apa yang tersurat dalam teks
al-Qur’an dan al-Hadis. Mereka menolak mengungkap maqgasid
melalui perangkat-perangkat  seperti giyas, istihsan dan metode
lainnya.

Kelompok yang menolak independensi magasid shari’ah dari
kajian usul figh memberikan beberapa argumentasi, diantaranya Jamal
dalam bukunya Nahwa Taf’il Maqgasid al-Shari’ah, ia menjelaskan
beberapa argumen untuk menolak gagasan Tahir Ibn ‘Ashur tentang
independensi magqasid shari’ah:

Pertama, fugaha’ terdahulu seperti al-Qarafi, Ibn Taimiyah, Ibn
al-Qayim telah melakukan kajian yang luas tentang magasid namun
tidak ada upaya dari mereka untuk memisahkan magasid dari usul figh.
Demikian juga Imam al-Shatibi telah melangkah lebih jauh untuk
mengembangkan magasid sebagai pijakan ijtihad yang harus dikuasai
oleh seorang mujtahid tanpa upaya independensi magasid dari usul
figh tetapi dalam kerangka satu kesatuan metode 7s¢inbat hukum.

Kedua, dengan maraknya Kkajian maqgasid shari’ah karena
ugensitas dan eksistensinya yang strategis dihadapan para mujtahid
sebagai konsiderasi istnbat hukum apa kemudian mengikuti jejak,
gagasan Tahir ibn Ashur untuk mendeklarasikan maqasid shariah dari

usul figh. Pernyataan dan dorongan independensi maqasid shari’ah ini



85

direspon dengan jawanban oleh ‘Abd Allah Daraz bahwa ada kreteria
dalam melakukan ijtihad: ‘ilm /Zisan al-‘arab, dan ilm al-asrar al-
maqasid shari’ah. Konstruksi ilmu usul figh adalah terbentuk dari
kedua kreteria tersebut. Makamagasidbagian dari usul figh karena
merupakan syarat yang harus dimilki bagi seorang mujtahid sebab
menjadi pilar utama usul figh.*?

Ketiga, gagasan Ibn ‘Ashur tentang independensi magasid
sebuah ilmu mandiri dimulai dengan konstruksi yang meliputi defenisi,
unsur, tujuan, objek, metode dan lainnya. Argumentasi Ibn ‘Ashur ini
dimentahkan oleh Jamal al-Din ‘Atiyah dalam komentarnya,
kebutuhan terhadap aspek maqgasid dalam istinbat tidak memerlukan
uji filsafat ilmu magasid semata, namun yang urgen saat ini adalah
menjadikan ilmu usul dan magasid menjadi satu kerangka. Menjadikan
masing-masing dari keduanya berdiri sendiri adalah langkah yang
salah, yang diperlukan adalah integrasi dari kedua ilmu tersebut.'*® Hal
senada penolakan terhadap wacana independensi magasid shari’ah
dilontarkan oleh Ibn Bayah dalam bukunya “Mashahid min al-
Magqasid’, antara keduanya tidak bisa dipisahkan tetapi diperlukan
integrasi antara kedua cabang ilmu tersebut, memisahkan keduanya
sama saja dengan memisahkan ruh dari jasad, antara keduanya saling

korelasi, magqasid shari’ah tanpa furu’ berakibat mandul demikian

123 L ihat tentang pendapat ‘Umar ibn Shalih dalam bukunya Magasid al-Shari’ah “inda Imam al-
Izz bin Abd al-Salam (Kairo: Dar al-Nafais, 2003), 80.

12 Jamal al-Din ‘Atiyah, Nahwa Taf’il Al-MaqaSid Al-Shari’ah (Damaskus: Dar al-Fikr,2001),
80.
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juga usul beserta perkara furu yang dibangun diatasnya tanpa maqasid
adalah menjadi yatim.'?’

Magqasid shari’ah yang mengusung nilai-nilai kemaslahtan dan
menghindari mafsadah dibangun diatas dasar prosedur istigra’ nusus
shari’ah.'*® Prosedur tersebut akan melibatkan elemen-elemen usul
figh, karena untuk memetakan wilayah universal dan partikular,
‘ammah dan khassah, hirarki maslahah dan mafsadah baik dari aspek
tahapannya atau kadarnya, serta pembacaan terhadap nusus al-shari’ah
atau proses melakuakn istigra’ ma’nawi, kesemua langkah-langkah itu
tidak bisa dipisahkan dengan perangkat-perangkat yang menjadi tema-
tema dalam kajian usul figh. Dalam perspektif Ibn Bayah ada tiga
belas tema dalam kajian usul figh yang berkontribusi untuk
mengungkap magqasid shari’ah tanpa perangkat tersebut maqasid
hanya akan menjadi wacana terhadap rasionalitas teks tetapi susah

diimplementasikan karena melepaskan perangkat usul figh.*°

F. Pemikiran Usul Figh Hassan Hanafi Dan Konsep Magqasid Shari’ah

Ibn Bayah.

1.

Biografi Intelektual Hassan Hanafi

Hassan Hanafi adalah pakar hukum Islam yang sudah memulai

proyek rekonstruksi usul figh ketika ia mengerjakan disertasi doktornya

127 < Abd Allah Bin Bayah, /thaRat Tajdidiyah Fi Hugul Al-Ustl, 67-69.

128 Ibid, 70.
129 1bid, 71.
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pada tahun 1965 di Lia Sorbone dengan judul “ Les Methodes D’
Exeges,; Essai sur La Scince des Fondaments de la Comprehension ‘Ilm
Usul al-Figh”. Min al-Nass ila al- Wagr, sebuah karya Hanafi di
bidang Usul al-Figh yang terbit pada tahun 2003, adalah penulisan
ulang disertasi Hanafi dalam bahasa Arab."*® Sebagai ikhtiar
rekonstruksi usul al-figh melanjutkan semangat kreatifitas intelektual
dari usuliyyun.

Usul al-figh menempati posisi istimewa dalam pemikiran
Hassan Hanafi. Terbukti sebelum menuliskan manifesto pembaharuan
tradisi dalam al-Turath wa al-Tajdid pada tahun 1980, ia justru sudah
menulis dalam disertasinya mengangkat signifikansi usul al-figh
sebagai metodologi penelitian Islam yang bersifat universal. Tidak
heran jika Kazuo Simogaki nenempatkan Hanafi sebagai seorang filsuf
muslim pada level papan atas.***

Hassan Hanafi mewarisi intelektual ilmuwan Islam terdahulu,
hal ini tampak dalam penguasaan Hanafi terhadap multi disiplin
keilmuan Islam sebagaimana ilmuwan terdahulu seperti al-Ghazali, 1bn
Rushd, Ibn Taimiyah dan Al-Suyuti. Dalam bidang teologi Hanafi

menulis Min al-Agidah ila al-Tsaurah, dalam bidang filsafat Min al-

1% Terjemahan Disertasi dari bahasa Prancis ke bahasa Arab dimaksudkan Hassan Hanafi ada dua
hal. Pertama disertasi ini ditulis sebelum ia menulis al-furast wa al-tajdid pada tahun 1980 yang
merupakan titik tolak ide pembaharunnya. Kedua, untuk memberi kemudahan pemikir Islam
mengakses pemikiran-pemikiran melalui bahasa arab.

B! Kazuo Simogaki, Kiri Islam; Antara Modernisme dan Posmodernisme (Yogyakarta: LkiS,
2004), 3.
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Nagl ila al-Ibda’. Dalam bidang tasawwuf karya Hassan Hanafi berupa

Min al-Fana’ ila al-Baga’.
2. Usul Figh Instrumen Menggapai Magasid Shari’ah

Dalam persepsi Hanafi, signifikansi usul al-figh adalah
menjembatani antara teks dan realitas. Usul figh digadang mampu
memberikan garansi kemaslahatan manusia dengan melakukan
pengembangan dan aplikasi metodologi yang valid. Dalam kajian
Hanafi tentang usul figh memiliki eleman statis dan elemen dinamis.
Elemen statis usul figh terletak ada pada teks al-Qur’an dan al-Sunnah
sebagai sumber pengetahuan. Sedangkan elemen dinamisnya tersusun
dalam perangkat yang telah dirumuskan para wusuli seperti metode ijma’,
qiyas, istihsan, al-masalih al-mursalah. Hanafi menyebutnya sebagai
penalaran bebas (istidlal al-hurr). Elemen dinamis ini mempunyai
kinerja mengubah sumber pengetahuan yang terbatas menjadi
pengetahuan yang tak terbatas.**?

Epistemologi dalam wusul figh ada tiga dimensi adalah:
kesadaran sejarah, kesadaran teoritis, kesadaran praksis. Dalam
kesadaran sejarah menekankan kinerja untuk memastikan otentisitas
dan validitas teks dalam tradisi lisan maupun tradisi tulisan. Kesadaran
teoritik menghasilkan teori kebahasaan untuk menangkap makna

implisit maupun eksplisit sehingga teks mampu berbicara secara

132 Hassan Hanafi, Min al-Nass ila al- Wagi, Vol 1, 19.
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rasional.’®® Dalam kesadaran teoritik ini mencakup tema-tema yang
terdapat dalam kajian usul figh yang telah dimulai sejak para usuli
Klasik. Seperti bahasan mantug, mathum, mutlaq, mugayyad dan tema
lainnya dengan macam-macam pembagiannya.

Elemen terakhir yaitu kesadaran praksis menjadikan makna teks
sebagai landasan teoritis bagi tindakan dan mengantarkan wahyu
kepada tujuan akhir dalam kehidupan manusia, yaitu sikap dan tindakan
yang dimanifestasikan dalam bentuk macam-macam hukum taklifi.
Pada level kesadaran praksis kinerja usul figh dalam persepsi Hanafi
adalah berpretensi menangkap makna awalnya dalam teks. Yang sudah
menyejarah dengan muatan subjektifitasnya. Kinerja usul figh adalah
proses produksi makna yang bisa jadi tidak ditemukan dalam teks
pertama.

Fenomena naskh dan asbab al-nuzul dalam kajian usul al-figh
Hanafi adalah sebagai indikator bahwa dalam penelitian dan
implementasi hukum Islam terdapat progesifitas hukum pada sumber
pertama al-Qur’an. Demikian juga yang terjadi pada al-Sunnah kajian
tentang naqd al-matan dan naqd al-sanad sebagai indikator progesifitas
dalam penelitian dan implementasi al-Sunnah.*** Dalam tataran
kesadaran praksis Hassan Hanafi mengedepankan analisis tujuan-

tujuan maqasid shari’ah dengan media atau instrumen atau elemen-

3 Ibid, 21.

134 Kasus naskh bagi Hanafi menunjukkan sistem hukum yang sesuai dengan kesadaran dan
pengalaman umat manusia. Menurutnya merupakan pertimbangan nilai-nili empirik sebagaimana
menghindari  dampakkesulitan,pembebananyang memberatkan, dan mendorong kepada
kemudahan. Hanafi, Min al-Nas ila al-Waqi’, Vol 1 : 21-22.
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elemen dinamis seperti giyas, istihsan dan istis/ah. Elemen dinamis ini
adalah faktor penting sebagai sarana untuk mengungkap magasid
shari’ah.

Bagi Hassan Hanafi, usul figh berperan sangat menentukan
untuk mengungkap magqasid shari’ah, karena elemen-elemen dinamis
yang terkandung dalam tema usul figh sebagai sarana memproduksi
makna baru. Oleh karena itu dalam usul figh yang digagas menekankan
tiga unsur pokok vyaitu:

Pertama, memiliki komitmen sikap, apa yang akan dibaca dan
diambil dari teks, menggali apa yang dimaksudkan ketika teks
berbicara. Sebuah interpretasi berperan untuk menentukan sikap dan
mengisi kekosongan sebagai solusi atas respon yang dibutuhkan sesuai
konteks yang ada. Melalui interpretasi subjektifitas ini Abu Hanifah
merumuskan [/stihsan, sedangkan Al-Shafi’i menolaknya. Tentang
subjektifitas  bagi Hassan Hanafi bukan mengambil kepentingan
penafsir tetapi yang perlu diambil adalah nilai-nilai universalitas yang
melampui relatifitas dan subjektifitas.®

Kedua, kemaslahatan manusia, orentasi ini menjadi inti atau
tujuan akhir dari segenap metode, manhaj, istinbat hukum yang
digunakan untuk merealisasikan maslahat bagi manusia. Ketika teks
sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan manusia maka

interpretasi harus diperuntukkan bagi manusia sendiri. Teks harus

135

Hassan Hanafi, Min al-Nass ila al- Wagi, 11: 546.
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dipahami sebagai proses ideologisasi. Perbedaan penfsiran diantara para
fagih karena subjektifitas dalam rangka tujuan menggapai
kemaslahatan. Sehingga kemaslahtan itu sendiri yang harus dipandang
dan diambil bukan karena subjektifitasnya.**®

Ketiga, fenomena statistik sosial. Interpretasi tidak bisa
dipisahkan korelasi antara tafsiran teks dengan dealektika realitas.
Kedua unsur merupakan tafsiran: tafsiran teks secara kebahasaan dan
tafsiran alam secarasaintifik. Bahasa bertranformasi ke arah sosial dan
alam. Teks berubah menjadi mantug mudawwan menjadi realitas dalam
usul figh.**’ Proses interpretasi harus dikaitkan denganilmu-ilmu sosial
karena kebutuhan pengetahuan waktu dan kelompok sosial.**® Tujuan
utama interpretasi adalah tranformasi teks ke arah realitas atau bahasa
ke arah gerakan. Oleh karena itu dalam proyek usul figh Hassan Hanafi
menambahkan aspek tujuan maqgasid shari’ah yaitu nilai universal
dalam usul figh, yaitu ahdaf al-ummah, maqgasid al-mukallaf dan
magqasid al-shari’.*°

Gagasan usul figh Hassan Hanafi adalah untuk memperkuat
posisi tujuan-tujuan kemaslahatan manusia atau magqgasid shari’ah
dalam kesadaran praksis. Hanafi  tidak berpretensi melakukan
dekonstruksi dan mereposisi dengan metode-metode di luar tradisi

Islam. Hanafi melakukan tajdid orentasi usul figh klasik dari orentasi

136 H
Ibid, 543.
137 Hssan Hanafi, al-Muslim al-Mu’asir Vol 113 ( Kairo: Majallah al-Muslim al-Mu’asir, 2002),

77.

138 Hassan Hanafi, Dirasah Falsafiyah, 547.
139 Hanafi, al-Muslim al-Mua ’sir, 102.
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kritik sejarah dan teoritis ke arah orentasi praksis. Elemen-elemen
metodologi tetap terdapat dalam usul figh klasik. Instrumen yang telah
dirumuskan para usuli seperti qgiyas, istihsan, al-masalih al-mursalah
adalah konsistensi usuliyyun dalam penyegaran usul figh untuk
memproduksi makna-makna baru. Metode- metode elemen yang
berkontribusi untuk menggali maqgasid shari’ah.

3. Biografi Ibn Bayah'*

Ibn Bayah nama lengkapnya adalah ‘Abdullah bin al-Qadi atau
yang populer dengan sebutan al-Sheykh al-Mahfud bin Muhammad bin
Bayah. la lahir pada tahun 1345 H/ 1935 M. Di kota Tamdigah di sebelah
timur negara Muritania. Sejak usia dini ia telah menerima pendidikan dan
tradisi dalam lingkungan yang religi dan keluarga yang punya ghirah
keilmuan yang tinggi, berada dalam lingkungan yang menerapkan nilai
zuhud dan wara’. Sejak masa belia sudah tampak kecerdasan dan
kepintarannya yang mengungguli anak-anak sezamannya. Dalam
pendidikann ia bukan hanya menguasai cabang ilmu tertentu tetapi Ibn
Bayah mampu menguasai al-ulum al-shari’yyah (cabang-cabang ilmu
shari’ah) dengan keunggulan yang jauh melebihi teman sejawatnya. Guru
pertama adalah orang tuanya sendiri yaitu Shaykh Mahfud yang populer
sebagai Qadi. Termasuk orang yang  berjasa dalam membentuk
intelekstualnya yaitu Muhammad Salin bin Shain yang mengajarinya

tentang bahasa Arab, dan Shain bin Bayah al-Salik yang mengajari

140 Shauqi Abu Kholil, At/as Duwal Al Alam Al Islamiy (Dimash: Dar Al Fikr, 2003), 111.
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tentang ulum al al-Qur’an. Masa belajarnya dimulai jenjang ibtida’i,
tsanawi, jami’i. llmu-ilmu lain yang telah dipelajari oleh Ibn Bayah
adalah a/-Qur’an wa ulumuhu, al-Hadis wa ulumuhu, ilmu al-kalam, al-
mantiq, al-figh, al-sayrah al-nabawiyah, al-tarikh al-islami, al-tasawwut,

ulum al-lugah, al-tib (kedokteran).

Ibn Bayah bukan hanya menguasai a/-ul/um al-shariah saja, dengan
kecerdasan dan ketekunan yang melekat pada pribadinya ia mampu
menguasai bahasa Inggris dan Prancis secara otodidak tanpa masuk di
sekolah formal. Dalam aktifitas dakwahnya aktif mengisi di salah satu
stasiun Tv dengan bahasa Prancis. Penguasaan bahasa asing selain bahasa
Arab, motivasi baginya adalah sebagai jendela untuk memperkaya

wawasan figh al-waqi.***

Keistimewaan-keistimewaan yang melekat pada pribadi Ibn Bayah
merupakan pribadi multi talenta yaitu sebagai ulama, pemikir, fagih yang
menguasai khazanah pemikiran Islam klasik secara luas. Kepakarannya
mencakup berbagai cabang keilmuan agama dan lintas madhab ditunjang
dengan kemampuannya mengartikulasikan turast Islami terhadap gadaya
mu’asirah melalui fatwa-fatwanya dengan hujjah yang kuat dan
argumentatif terhadap keputusan hukumnya. Banyak sanjungan yang

mengalir atas keunggulan Ibn Bayah, seperti kesaksian dan pujian dari

! Ismail Ahmad Baghi, Tarikh Al ‘Alam Al Islamiy Al Hadis Al Mua’sir, (Riyadh: Dar Al
Murikh, 1993), 170.
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Taha Jabir al-Ulwani, Ahmad Zaki Yamani, Muhammad Salim Bin

Audah, dan Yusuf al-Qardawi.'*?

Pujian Taha Jabir al-Ulwani ketika pertamakali bertemu Bin Bayah
di Jeddah dalam acara Majma’ Figh Internasional, dalam komentarnya,
“Ibn Bayah adalah orang yang sangat mumpuni di bidang figh dan jarang
sekali bahkan sulit di era sekarang seorang yang memiliki kemampuan
seperti lbn Bayah, saya perhatikan dia, aktifitasnya dalam majma’ figh
bahwa dia adalah orang yang telah memotivasi dan mengarahkan dalam
majma’ figh. Bukanlah hal yang mudah menemukan seseorang yang bisa
menempati posisi Ibn Bayah.”*** Demikian juga hal yang sama sanjungan
Yusuf al-Qardawi kepadanya, dalam komentarnya, ” Ibn Bayah adalah
seorang yang mengkombinasi antara tradisi dan keterbukaan, seorang yang
memegang tradisi tetapi bukan seorang yang menutup diri, ia sorang
bermadhab Maliki dengan penguasaan matan-matan, sharah, hawashi
serta nazam yang bermacam-macam dalam madhab Maliki meski
demikian tetapi ia juga menguasai figh secara umum, figh perbandingan, ia
seoranng Yyang berhaluan agidah salafi sekaligus seorangsufi yang

tercermin dalam pribadinya naz’ah rabbaniyah bukan rohbaniyah.

Kepakaran Ibn Bayah terlihat dalam berbagai bidang keilmuan
Islam (al-u/um al-shar’iyyah) bisa dilacak melalui produk-produk

pemikirannya yang telah dituangkan dalam banyak buku yang sudah

142 Ramadan Auladilah, Manhaj Ibn fi al-Fatwa (Disertasi Jami’ah Ahmad Dirayah, 2017), 45.
3 Mas’ul Su’udiy, “Sifat-sifat Istimewa Abdullah Bin Bayyah,” www.elafag.net,; diakses pada 18
Maret 2020.
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tercetak. Buah pemikiranya bisa dikelompokkan menjadi empat bagian
yaitu: 1) pemikiran dan agidah, 2) usu/ figh,3) ijtihad dan fatwa-fatwa, 4)
al-Siyasah al-Shar’iyyah. Buku-buku vyang termasuk agidah  dan
pemikiran seperti al-Burhan, Fatawa Fikriyah. Kedua buku-buku yang
termasuk usul figh seperti Amaly al-Dilalat wa Majaly al-Ikhtilafat,
‘Alagah Maqasid al-Shari’ah bi Usul al-Figh, Mashahid min al-Magqasid,
Itsarat Tajdidiyah fi Huqul al-Usul, Tanbih al-Maraji ‘ala Ta’sil al-figh,
Sadd al-Zara’i wa Tatbiqatuh fi Majal al-Mua’malat. Ketiga, bagian
karya-karya yang termasuk fatwa dan ijtihad seperti Sina’ah al-Fatwa wa
Figh al-Aqaliyat, I’'mal al-Maslahah fi al-Waqt, Taudih Awjah Ikhtilaf al-
Agwal fi Masa’il min Mu’amalat al-Amwal. Keempat. Al-Siyasah al-
Shar’iyyah. Seperti buku Hiwar ‘an bu’d Haula Huquq al-Insan fi al-
Islam. Al-Irhab al-Tashis wa al-Hulul, Khitab al-Amn fi al-Islam wa

Tsaqafah al-Tasamuh wa al-Wiam.'*

Selain produktif menulis karya-karya ilmiah dalam berbagai
disiplin keilmuan, Ibn Bayah juga menunjukkan bobot kualitas karyanya
dengan ulasan yang komprehensif dengan melihat fenomena kontemporer
dari berbagai sudut pandang perangkat ilmu dan metode yang dikuasainya,
mulai pengusaan turath Islami ditambah penguasaan figh lintas madhab
dan u/um al-shar’iyyah lainnya. Penguasaan yang mumpuni sebagai modal

berharga dan utama  sehingga memudahkan baginya memberikan

1% Ramadhan Auladillah, Manhaj Ibn Bayah Fi al- Fatwa, (Disertasi—Jamiyah Universitas
Ahmad Diroyah, 2017), 63.
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statemen-statemen terhadap kasus-kasus kontemporer yang tidak luput
dari fatwanya. Dalam berargumentasi atas persoalan senantiasa didasari
dengan alasan-alasan yang kuat, argumentatif dan tentu mengedepankan

aspek maslahah dalam setiap fatwanya.'*®
a. Konsepsi Maqasid Shari’ah Perspektif Ibn Bayah

Pembaharuan merupakan perkara fundamental dalam agama Islam
yakni pembaharuan yang didasarkan pada ketersambungan interpretasi
teks-teks agama terhadap realitas kehidupan dengan prinsip bahwa
pembaharuan yang dilakukan tidak keluar dari magasid shari’ah.
Mengharap pembaharuan dari aspek figh yang bisa sinergi dengan gadaya
mu’asarah tanpa melakukan pembaharuan dalam aspek metode, manhaj
(usul figh) maka ijtihad hanyalah suatu hal yang mustahil saja,
bagaimanapun ragam wajah figh tidak terlepas dari metode istinbat yang
digunakannya. Tajdid sangat terkait erat dengan poros istinbat hukum
yang mencakup tiga perkara yaitu (1) ijtihad tentang di/alah al-altaz, (2)
ijtihad yang berkaitan tentang pandangan nalar yang menjadikan magqgasid
sebagai marja’ untuk menilai terhadap maslahah dan mafsadah, (3) ijtihad
yang berkaitan dengan tahqiq al-manat merupakan ijtihad yang tidak
pernah putus selamanya karena bersentuhan langsung dengan realitas yang
terus terjadi.'*® Disinilah urgensi evolusi metode istinbat yang telah dan

terus terjadi dalam sejarah fighiyyah dan metode istinbatnya, sejak era

145 .
Ibid, 65.
146 Abd Allah bin Bayah, /tharat Tajdidiyah i Hugul al-Usil, (Kairo: Dar Wujuh, 2013), 45.
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sahabat, rabi’in, atba’tabi’in hingga ulama sesudahnya. Dua perkara yang

terakhir berpotensi terus berkembang.*’

Ibn Bayah termasuk wulama yang lantang menyuarakan
pembaharuan pemahaman dan interpretasi nusus agama pada aspek
fighiyyah. Pembaharuan figh disuarakan di tengah-tengah gadaya
mua’sarah yang dihadapi oleh umat Islam yang menjadi bagian dari warga
negara global. Magasid shari’ah sebagai tumpuan lbn Bayah untuk
melakukan tajdid ketersambungan teks-teks agama dengan masalah-
masalah baru. Magasid bagi Ibn Bayah adalah konsiderasi 7istnbat hukum
untuk menerobos kebekuan fatwa-fatwa yang cenderung mengebiri

terhadap dinamika persoalan kemanusiaan.

Berpijak dengan magqasid shari’ah bagi Ibn Bayah telah merubah
wajah figh Islam dari sikap rigid menjadi lentur dan mampu
mengakomodasi setiap perkembangan dan tetap dalam koridor keluasan
payung hukum Islam. Bangunan figh memiliki tiang-tiang yang kokoh
karena dibangun diatas dua pondasi yaitu dalil kulli dan juz’i yang saling
berkaitan.'*® Sehingga ia mampu berbicara tidak hanya isu lokal dan klasik
saja dengan penguasannya yang mumpuni dan mendalam terhadap furast
Islami bahkan sekaligus ia mampu menguraikan dan mencarikan landasan
dalilnya terhadap isu-isu global yang berkaitan dengan politik, sosial,

ekonomi, budaya, dan kebangsaan. Melalui paradigma magqasid, Ibn Bayah

147 .
Ibid, 46.
148 Abd Allah bin Bayah, /tharat Tajdidiyah i Huqul al-Ustil, 66.
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berijtihad secara akurat dan berargumen logis, rasional untuk memberikan
solusi hukum terhadap perkara-perkara kontemporer yang kadang luput

landasan yuridisnya di tangan para fugaha dan lembaga figh.'*°

Ibn Bayah termasuk pakar magasidiyyunyang terkemuka di era
sekarang. Kepakarannya dalam bidang magasid shari’ah bisa dilihat dari
jejak aktifitas intelektualnya baik jabatan-jabatan yang ia duduki atau
forum-forum ilmiah yang ia sampaikan dalam berbagai forum baik level
nasional maupun internasional. Fatwa-fatwanya yang konstruktif terhadap
isu-isu kontemporer dilatari dengan kepakarannya dalam bidang maqgasid
shari’ah. 1de-ide brilian mengenai maqgasid sebagai paradigma istinbat
hukum Islam dituangkan dalam karya-karyanya yang telah ia tulis seperti
buku yang berjudul  ‘Alagah Magasid al-Shari’ah bi Usul al-Figh,™°
‘Amaly al-Dilalat wa Majaly al-Ikhtilafat,”’ Mashahid min al-
Magasid,"” Tanbih al-Maraji “ala Ta’sil Figh al-Wagqi’,””> Sadd al-Dhara’i
wa Tatbigatuh i Majal al-Mu’amalat,”” Magasid al-Mu’amalat wa
Marasid al-Waqi’at."” I’'mal sadd al-Dara’i fil al-Waqf Tanbih al-Maraji

‘ala Ta’sil Figh al-Wagqi.

149 19
Ibid, 75.
3%<Abd Allah bin Bayah, ‘Alagah Maqasid al-Shari’ah bi Usul al-Figh (Jeddah: Dar Minhaj,

'31“Abd Allah bin Bayah, Amaly al-Dilalat wa Majaly al-Ikhtilafat (Jeddah: Maktabah Makkiyah,

132 Abd Allah bin Bayah, Mashahid min al-Magasid (Jeddah: Muasasah al-Islam al-Yaum, 2010)
'33<Abd Allah bin Bayah, /tharat Tajdidiyah fi Huqul al-Usul (Jeddah: Dar al-Tajdid, 2014)
13%<Abd Allah bin Bayah, Tanbih al-Marraji’ ‘ala Ta’sil Figh al-Wagi’ (Jeddah: Dar al-Tajdid,

'33¢Abd Allah bin Bayah, Magasid al-Muamalat wa Marasid al-Wagi’at (London: Markaz al-
Dirasat Magqasid al-Shari’ah al-Islamiyah, 2010)
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b. Definisi Magasid Perspektif Ibn Bayah.

Ibn Bayah mengapresiasi juhud ulama terdahulu yang telah
mengkaji magasid dalam kajian-kajian istinbaf hukumnya. /barat nas atau
ungkapan-ungkapan  ulama Klasik tentang maqasid shari’ah telah
digunakan dikalangan komunitas usuliyyun dan fugaha’ telah
menginpirasi Ibn Bayah untuk mendefinisikan tentang maqasid al-
shari’ah. Menurut lbn Bayah magasid shari’ah telah diartikan dan
digunakan oleh ulama klasik dalam karya-karya menunjuk beberapa

pengertian dan makna sebagai berikut:**®

1) Tujuan Allah dalam menetapkan hukum-hukum atau kehendak Allah
terhadap makhluknya.

2) Magqasid shari’ah diartikan sebagai hukum itu sendiri yang berfungsi
untuk mengambil maslahat dan menolak bahaya.

3) Niat dan kehendak orang mukallaf yang berdampak pada ibadah dan
muamalat. Pengertian seperti ini mashur dengan ungkapan kaidah: a/-
Umur bi magqasidiha.

Penjelasan magasid diatas mencerminkan bahwa Ibn Bayah
berupaya merangkum dan mencakup dari definisi ulama yang berbeda
pendapat tentang magqasid. Sebagian ulama mencantumkan maslahat tetapi
tidak menuturkan kata tujuan. Sementara ulama lain dalam definsi

menuturkan tujuan-tujuan dan hikmah-hikmah tetapi tidak menyebutkan

'3 Bin Bayah, ‘Alagah Magasid al-Shari’ah bi Usul al-Figh (Kairo: al-Madani al-Muasasah al-
Su’udiyah), 14-19.
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maslahat. Ibn Bayah ingin memberikan kesimpulan tentang magasid yang
mencakup: hikmah, tujuan-tujuan, hukum-hukum yang bertujuan
mengimplementasikan hikmah. Magasid dalam perspektifnya juga
merupakan niat orang mukallaf dan tujuan-tujuannya. Dalam simpulannya
magqasid tidak hanya tujuan tetapi juga menjadi marja’ sumber hukum.
Selanjutnya Ibn Bayah menegaskan tentang magasid dengan defenisi

sebagai berikut:
elail & HLA el (e A sedall S gf A 3ad) Sl
(e ddaniiial) LG 5 2Sadl g Sl pall 5 el el SIS dayl ) Al
A plall J s8all 4S Haa 43V alitay & S (e olina A La g o)

Aleall ) el T shae Aall elliaal Riacaia

“ makna-makna juz’jyah atau kulliyah yang dipahami dari khitab
shari secara mandiri, baik as/ivah atau tab’iah, demikian juga
tujuan-tujuan dan hikmah-hikmah yang merupakan hasil istinbat
dari khitab ( nusus) atau yang sepadan maknanya yang dikethui
oleh akal manusia melalui petunjuk-petunjuk yang beragam
berkenell;n dengan kemaslatan manusia baik secara terperinci atau
global.

Konsepsi tentang definisi, urgensi maqgasid serta tata kerja maqgasid
menunjukkan ada indikasi bahwa kajian magasid Ibn Bayah telah
mengembangkan kajian magasid baik dari segi kuantitas dan kualitas dari

apa Yyang telah dilakukan oleh pakar magasidiyyun sebelumnya. Hal ini

"7 Bin Bayah, Mashahid min al-Magqasid, 33.
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tampak jelas dalam definisi magasidnya ada upaya merangkum dari
pengertian magasid yang telah digunakan dalam persepsi ulama klasik
kemudian dikembangkan. Pada aspek definisi Ibn Bayah mengembangkan
klasifikasi maqasid yang sudah ada ditambahkan menjadi magqasid asliyah
dan tabi’yah. Sebelum era lbn Bayah istilah tersebut belum populer.
Dalam perspektifnya magasid adalah instrumen yang paling tepat menuju
harmonisasi dari perselisihan dan pertentangan pendapat diantara ulama
karena posisinya bisa diletakkan sebagai payung yang lebih luas dari pada
al-gawa’id al-fighiyah dan lebih tinggi dari pada al-juz’iyat al-adillah al-
usuliyah.">® Demikian juga tentang mekanisme atau tata kerja magasid
bagi Ibn Bayah perlu menekankan progesifitas dengan memperluas
instrumen magqgasid (majalat al-maqasid) yang mencakup konsep giyas,

istislah, istihsan dan sadd al-dhari’ah.">

Instrumen yang mencakup empat metodologi istinbat hukum
tersebut sangat urgen dalam kajian magasid karena sebagai poros atau
piranti untuk mengungkap maqasid shari’ah sehingga antara usul figh dan
maqasidtidak bisa dipisahkan.'®® Antara keduanya dipertautkan oleh < ///at
dan hikmah yang merupakan dasar untuk tercapainya magasid shariah.
Aplikasi menggapai maqasidi bisa dilakukan dengan prosedur istigra’
-161

nusus al-shari’ah untuk mengeluarkan makna ku/li dan juz’i

Implementasi magqasid juz’iyah bisa direpresentasikan dengan mekanisme

'8 Ibn Bayah, /tharat Tajdidiyah fi Huqul al-Usul ( Kairo: Dar Wujuh, 2013),43.
¥ Ibid, 71.
1 1bid, 86
1! Ibid, 70
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teori giyas yaitu menetapkan hukum pada perkara cabang dengan
menyamakan kepada kasus hukum yang ada dalam nass karena kesamaan
‘illat. Ketentuaan giyas yang benar dan valid jika terdapat ‘i/lat yang
terpenuhi syarat-syaratnya yaitu sifat tertentu dan jelas dan dapat diketahui

secara objektif serta diketahui dengan jelas dan ada tolak ukurnya.*®

Sedangkan implementasi makna magqasid kulliyah atau nilai-nilai
universal bisa direpresentasikan melalui mekanisme teori istihsan, istislah
dan sadd al-dhara’i.'®® Keempat elemen teori tersebut menurut lbn Bayah
yang mencakup konstruksi partikular dan universal merupakan poros
mekanisme Kkinerja magasid secara riil. Maqgasid al-shari’ah senantiasa
berafiliasi kepada konstruksi kulliyah dan juz’iyah dalam merespon
problematika kontemporer. Oleh karena itu perlu memperluas kinerja dari
empat elemen tersebut berupa piranti giyas, istihsan, istislah dan sadd al-

dhara’i'%

Istihsan merupakan bagian instrumen penting dalam mengungkap
maqasid shari’ah. Istihsan didefinisikan sebagai usaha untuk
mengabaikan prinsip-prinsip umum dalam suatu nass disebabkan faktor
nass lain yang lebih kuat yang menghendaki untuk ditetapkan suatu
hukum. Atau pergeseran dari giyas jalli menuju gqiyas khafi yang
dilakukan seorang mujtahid karena illat yang terdapat dalam giyas jali

tersebut tidak efektif. Sebaliknya justru giyas khafi yang berpengaruh

162 Ibid, 87
163 Ibid, 69.
164 Ibid, 73
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secara efektif.'® Teori istihsan terbagi menjadi dua macam yaitu; 1)
istihsan bi al-nas yaitu istihsan yang berdasarkan nas, di mana nas ini
tidak menghendaki berlakunya dalil teks yang pertama karena bersifat
khusus sedangkan teks yang kedua bersifat umum. 2) istihsan bi maslahat
yaitu istihsan yang didasarkan maslahat dengan berbagai tingkatannya.
Teori istihsan orentasinya adalah kemaslahatan maka peran seorang
mujtahid dituntut penguasaan ilmu ijtihad yang komprehensif. Tidak mono
disiplin saja tetapi harus intra dan multi disiplin ilmu sejalan dengan
kompleksitas masalah yang tidak bisa diselesaikan dari perspektif disiplin

ilmu saja.*®

Sebagaimana metode istinbat lainnya, teori istislah merupakan
poros mekanisme kinerja yang banyak memproduksi dan mengungkap
maqasid shari’ah. Istislah diartikan sebagai penetapan hukum kepada
suatu perkara berdasarkan prinsip-prinsip umum (binaan ‘ala kulliyin)
karena dalil-dalil secara khusus tidak menerangkannya.'®’ Maslahat yang
diafirmasi bisa masuk wilayah maqasid shari’ah harus memenuhui
beberapa kreteria diantaranya: 1) maslahat harus rasional dan relevan
dengan kasus hukum yang ditetapkan. 2) tujuan maslahat sebagai dasar

untuk memelihara perkara esensial (daruri) dan bertujuan menghilangkan

195 <Abd al-Wahab Khallaf, ‘Zim Usul al-Figh, (Jakarta: Al-Majlis Al-A’la Al-Indunisi Li Al-
Da’wah Al-Islamiyah, 1972), 72.

' Ibn Bayah, Mashahid min al-Magqasid, 99.

'“"Ibn Bayah, [tharat Tajdidiyah, 71.
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kesulitan. 3) maslahat tidak boleh bertentangan dengan dalil shara’ yang

lebih kuat.'®®

Sadd al-dhari’ah menjadi bagian perangkat yang urgen untuk
implementasi dan memproduksi magqasid shari’ah. Secara bahasa
didefinisikan sebagai tindakan preventif untuk menutup pintu kerusakan.
Secara terminologi diartikan sebagai pergeseran hukum sebab tuntutan
realitas yang mendesaknya dengan pertimbangan-pertimbangan yang akan
menjadi dampaknya.'®® Pergeseran hukum bisa dalam format preventif
terhadap wasilah yang akan mengantarkan kerusakan atau berformat
sebagai wasilah yang akan menuju maslahat. Hai ini sepadan dengan
definisi yang diberikan oleh Ibn al-Qayim dengan arti segenap sarana yang
menuju baik atau jelek.'”’ Perluasan untuk memperoleh magasid melalui
teori sadd al-dhara’i diperluas dengan teori pembandingnya yaitu fath al-
dhara’i dengan mengakomodasi segala media yang akan mengantarkan

kepada maslahat.'”"
c. Klasifikasi Maqasid Shariah Perspektif Ibn Bayah.

Para pengkaji magasid mengklasifikasi magasid al-shariah dari
berbagi sudut pandang sehingga terdapat jenis-jenis magqgasid sebagaimana
yang telah dilakukan oleh ulama dan generasi sebelum Ibn Bayah.

Demikian juga dengan konsep magqasid shari’ah Tbn Bayah tidak terlepas

18 a]-Shatibi, a/-I’tisam (Kairo; Al-Maktabah Al-Tijariyah Al-Kubra,Tt) vol 2 364.
' Ton Bayah , ltharat Tajdidiyah, 71.

"Ibn Qayim Al-Jawziyah, /°Jam Al-Muwaqqi’in, vol 3, 147.

""Muhammad Bakarr Ismail Habib, Magqasid Al- Shari’ah Ta’silan Wa Taf’ilan, 182.
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dari klasifikasi ulama masa sebelumnya yang membagi maqgasid dari aspek

tingkatan dan cakupannya.

Dari aspek cakupan magqgasid perspektif 1Ibn Bayah mengklasfikasi
menjadi lima macam vyaitu: (1) maqasid shari’ah ‘ammah, (2) maqasid
shari’ah juz’iyyah, (3) maqasid shariah khassah, (4) maqasid asliyah (5)

maqasid tab’iyyah.'”

Maqasid shari’ah ‘ammah yaitu magqasid (tujuan-tujuan) yang ada
diseluruh aspek shariah atau sebagian besarnya hendak diimplementasikan
shari’ah secara umum yang terwujud dalam ketentuan shari’ah secara
umum. Dengan pengertian lain magasid jenis  ini bertjuan untuk
mewujudkan kemaslahatan secara umum. Seperti prinsip kemudahan,
keadilan, dan kebebasan. Oleh karena itu maslahah yang primer yang
mencakup kewajiban menjaga agama, jiwa, akal, nasab, harta dan
kehormatan masuk magasid umum ini. Magasid khusus yaitu beberapa
tujuan shari’ah yang ada pada salah satu bab atau bagian dari beberapa
bab shari’ah seperti adanya sanksi hukuman dalam pidana bertujuan

. 1
membuat jera.'”

Magqasid shari’ah partikular yaitu maqgasid shari’ah yang terdapat

dalam satu ketentuan hukum tertentu, seperti perintah ijab gabul dalam

"2 Ibn Bayah, Magqasid al-Mua’amalat wa Marsid al-wagi’at ( Dubai: al-Majlis al-watani lil
‘I’lam, 2018),51-53.
2 Ibid, 54,
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jual beli, larangan menjual barang sebelum dimiliki. Magasid asliyah*™
yaitu magasid yang bersumber dari al-amr (perintah) atau al-nahy
(larangan) secara mandiri. Sedangkan magasid tab’iyyah yaitu magqasid
yang terdapat pada wasilah (sarana, perantara) yang berfungsi untuk
mewujudkan  dan memelihara magasid asliyah, misalkan larangan
penjualan pada waktu adzan jum’ah karena ada tujuan untuk mencegah
segala aktifitas yang bisa meninggalkan sholat jum’at.*”> Dalam istilah lain
Ibn Bayah menggunakan kata magqasid a’la dan maqasid adna. Maqasid
adna yaitu bertujuan untuk mengimplementasikan magasid a’la seperti
larangann melakukan muzabanah dan gharar pada penjualan. Magsad
larangan dalam penjualan tersebut adalah bertujuan untuk mewujudkan

keadilan."®

Konsensus ulama usul figh bersepakat bahwa maqgasid shari’ah
bertujuan untuk mewujudkan kemaslahtan bagi manusia baik dunia
maupun akhirat.”” Dalam perspektif Ibn Bayah induk dari segala
maslahat bersumber dari maqasid kubra . Dilihat dari aspek tingkatannya

178

meliputi  yaitu :*"° (1) daruriyyah atau maslahat esensial (2) hajiyah

(maslahat primer) (3) tahsiniyyat (maslahat komplementer). Ciri dari

" Magasid asliyah yaitu magasid yang bersumber dari perintah atau larangan secara mandiri dan
sarih. Al-Shatibi menjelaskan bahwa yang dimaksud asliyah karena arti perintah dan larangan
menunjukan makna asliya tidak ada garinah yang menunjukan arti lainnya. Sedangkan magasid
tab’iyyah adalah maqasid yang bisa berupa sarat atau sebab seperti wudhu sebagai saraat untuk
sholat, atau maqasid kedudukannya sekunder dalam hikmah tashri’ seperti harta pada kondisi
tertentu bisa menjadi wasilah lazim secara shar’i. Lihat Bin Bayah, Maqgasid al-Mu’amalat, 53.

"5 Ibn Bayah, Magasid Mu’amalat,83.

"7 Tbid,89.

77 al —Shatiby, al-Muwafaqat, juz 2 hal 2.

'8 Bin Bayah, Magasid al-Muamalat, 77.
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magqasid daruriyah adalah kepentingan yang harus ada demi kelangsungan
hidup manusia baik secara duniawi maupun ukhrowi. Keberlangsungan
magqasid esensial ini demi tegaknya aturan dan ketertiban masyarakat
tanpa menegakkan daruriyat ini suatu masyarakat akan menjadi kacau dan
berantakan. Sedangkan magasid primer bertujuan untuk menopang
kehidupan manusia supaya berjalan normal dan wajar meski bila tidak
terpenuhi magasid primer tidak berdampak kehidupan terancam, namun

membuat hidup terasa amat berat dan tidak normal.*”®

Magqasid tahsiniyyat
adalah kepentingan yang pemenuhannya membuat hidup manusia lebih

indah dan mewah.*°

Maslahat yang diwujudkan oleh maqasid shari’ah dengan berbagai
tingkatannya merupakan hasil ijtihad ulama setelah melakukan observasi
terhadap nusus Islamiyah.'®* Dengan demikian menurut Ibn Bayah tidak
ada pembatasan terhadap maqasid shari’ah kecuali melalui penelitian, baik
dari segi cakupannya atau tingkatannya. Pokok-pokok maqasid shari’ah
merupakan perkara Jjtihadiyah jadi tidak terbatas apa yang telah
ditetapkan ulama masa klasik tetapi bisa berubah dan berkembang sesuai
dengan konteksnya. Oleh karena itu ia mengapresiasi ulama yang telah
melakukan pengembangan atau perluasan cakupan dan tingkatan maqgasid

seperti apa yang telah dilakukan oleh Taha Jabir Ulwani'® menurutnya,

' 1bid,79.

"% |bid, 79.

" Tbid,88.

'%2 Taha Jabir al-‘Alwani, Qadaya Islamiyyah Mu’ashirah Maqasid al-Sharifah (Beirut: Dar al-
Hadi, 2001), 83.
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magqgasid mencakup magqgasid ibadah (tauhid), i7marah dan magqgasid

istikhlaf:

Tiga nilai dasar ini menurutnya adalah prinsip-prinsip dasar dan
merupakan nilai-nilai makro yang akan menjadi pondasi pada setiap
ketentuan-ketentuan shari’ah. Seiring dengan dinamika problematika
kehidupan perluasan magasid shari’ah adalah suatu yang urgen sehingga
mendorong Muhammad al-Ghazali ulama berkebangsaan Mesir
memasukkan kata al-musawah (kesetaraan), Auqugq al-insan (hak-hak asasi
manusia), sebagai perkara-perkara pokok yang termasuk maqasid shari’ah
yang harus dilindungi. Sedangkan pengembangan magasid shari’ah
menurut Ibn ‘Ashur adalah mencakup hurriyah (kebebasan), fitrah
(kesucian), samahah (toleransi), al-haq (kebenaran dan keadilan) sebagai
nilai-nilai dasar yang tidak terpisahkan dengan magasid shari’ah.*®
Sedangkan ‘Atiyah mengutip berbagai pendapat mengenai penambahan
dan pengembangan konsep magasid mencakup kebebasan, keadilan,

persamaan, persaudaraan, selain hak-hak sosial, ekonomi dan politik.'®*

Perspektif Ibn Bayah cakupan magasid yang terdiri daruriyat,
hajiyat dan tahsiniyat merupakan hasil ijtihad ulama klasik setelah

melakukan istigra’ ma’nawi'® Selaras dengan dinamika yang terus

'8 Muhammad al-Tahir bin ‘Ashur, Magasid al-Shari’ah al-Islamiyyah ( Kairo: Dar al-Kitab al-
Misri, 2001), 164.

'8 Jamal al-Din ‘Atiyah, Nahwa Taf’il Maqasid al-Shari’ah ( Yordania: al-Ma’had al-Alami li
al-Fikr al-Islami, 2009). 97.

'3 Istigra’ yaitu penelitian secara induktif terhadap teks agama dalam rangka mencari kepastian
makna dari dilalah teks, upaya tersebut dilakukan dengan proses menghimpun teks-teks yang
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berubah baik dari waktu maupun tempat dan konteksnya sehingga
menurut lbn Bayah cakupan magasid bisa megalami perkembangan
sejalan dengan tuntutan dan konteks yang sedang terjadi mengiringi
eranya. Karena hasil ijtihad sehingga magqgasid kubra tidak hanya
mencakup kuliyah al-khams, yang merupakan hasil ijtihad ulama
terdahulu. Ibn Bayah sependapat dengan perluasan magasid ‘ammah
yang mencakup magsad al-ibadah, al-ibtila’, al-imarah, al-adilah, serta
magqgasid yang dipeluas cakupannya oleh ulama kontemporer yang

mencakup al-musawah, huquq al-insan, al-fitrah, samahah, a]—]]uznyab.l%

Jika magasid Kklasik yang telah dirumuskan ulama hanya
menekankan sisi maslahah yang bersifat individu maka gagasan lbn
Bayah datang memperluas cakupan magasid kubra (kulliyah al-khams)
dengan menambah fitur-fitur yang mencakup hak asasi manusia serta
mengafirmasi ijtihad konten magasid yang telah dilakukan ulama
kontemporer. Nilai-nilai  prinsip dasar yang mencakup tauhid,
persaudaraan, keadilan, persamaan, kebebasan, serta hak sosial politik,
ekonomi sebagai bagian dari magasid. Landasan nilai makro yang
memayungi ketetapan hukum dibawahnya. Pemaknaan magqgasid shari’ah

bagi Ibn Bayah mencakup prinsip dasar dalam kehidupan sehingga

keseluruhannya mengandung potensi makna yang sama. Himpunan dari keseliuhan teks inilah
yang pada akhirnya memberikan natijah status baru yaitu dilalah gat’iyyah. Setiap teks secara
individual adalah bersifat zanni setelah dilakukan proses koloborasi dengan teks-teks lainnya teks
tersebut berpotensi menjadi teks yang gar’7. Lihat al-Shatibi, al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam (
Beirut: Dar al-Fikr, t,t,), 13-14.

"% Tbn Bayah, Magasid Al-Mu’amalat Wa Marasid Al-Wagi’At ( Al-‘Imarat Al-‘Arabiyah Al-
Muttahidah: Majlis Al-Watani Lil Ilm, 2018), 74-76.
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berdampak pada jangkauan konsepsi magasid tidak hanya individu dan
keluarga namun juga mencakup masyarakat, kehidupan sosial dan

kenegaraan.*®’

Konsepsi dan implementasi macam-macam magqgasid dalam
klasifikasi perspektif Ibn Bayah mengenai kinerjanya bisa diilustrasikan
seperti contoh magqasid yang terdapat dalam harta. Dalam harta atau mal
memiliki magqasid ( tujuan-tujuan) vyaitu asliyah, tab’iyah, kulliyah dan
Jjuz'iyyah. Semua magqasid yang terdapat dalam harta diambil dari dalil-
dalil al-Qur’an dan al-Sunnah vyaitu maqgasid penjagaan, amanah,
perputaran. Maqasid yang tedapat dalam mal (harta) jika diejawantahkan
dalam peringkatnya, maka peringkat yang paling tinggi adalah magqasid al-
kasb wa jjad al-mal (maqasid yakni tujuan perintah untuk mencari harta
atau al-kasb) kemudian hifd al-ma I(menjaga harta) dari magqasid hifd al-
mal ini bercabang beberapa magasid yaitu husn al-tadbir (mengatur harta)

al-idkhar, dan al-wastiyah dalam membelanjakan harta.*®®

Setelah memberikan interpretasi dan implementasi tentang macam-
macam magasid diatas selanjutnya lbn Bayah menegaskan dalam
ungkapannya:

“N uqarrir wujud maqasid kubra qatiyyah tsabitah biaksar min dalil

1i hukm al-tawatur wa magqasid al-tsanawiyah tsubutuha ka tsubut

al-ilal wa maqasid ‘ammah tantashir fi kulli bab min abwab al-
shari’ah wa maqasid khassah tahussu baban wahidan au taitah min

"¥7bid, 86.
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ahkam ahad al-abwab wa magqasid juz’iyyah fi kulli amr wa
na ]])/.”189

(kami tegaskan ada magasid kubra statusnya gat’i yang didasari
dengan banyak dalil yang sederajat dengan mutawatir dan magasid
sekunder ketetapannya didasari oleh adanya ‘illat. Maqgasid ‘ammah yaitu
yang tersebar dan terdapat pada bab-bab dari shari’ah. Magasid khassah
yaitu yang dikhususkan pada satu bab saja atau tentang hukum tertentu.
Magqasid juz iyyah yaitu maqasid yang terdapat pada setiap perintah dan
larangan). Magasid dalam perspektif lbn Bayah berjenjang terdapat
peringkat-peringkat dalam kedudukannya dan berurutan sesuai dengan

bobot magasid tersebut.*°

Magasid adakalanya dimaksudkan sebagai hukum dalam
pengertian ini pandangan lbn Bayah semakna dengan pendapat al-Qarafi
yang mengatakan,”al-ahkam ‘ala qismain maqasid wa hiya  al-
mutadaminah lil masalih wa al-mafasid fi anfusiha. Wa wasail wa hiya

al-turug al-mufdiyah ilaiha.”*"

(hukum-hukum terbagi menjadi dua
macam Yyaitu maqasid yang mencakup (mengatur) di dalamnya maslahat-
maslahat dan kerusakan-kerusakan serta perantara yaitu jalan atau cara
yang mengantarkan ke tujuan). Implementasi magasid sebagai hukum

seperti contoh ini, haji adalah maqgasid sedangkan safar adalah wasilah.

Meninggikan kalimat Allah adalah magasid sedangkan jihad adalah

"% 1bn Bayah, Mashahid min al-Magasid, 90
% 1bid.,95.
! Ibid, 97.
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wasilah.'® Setiap pekara yang menjadi wasilah (perantara) kedudukan
hukumnya selevel dengan magasid. Hubungan yang terkait antara tujuan
dan sarana, sehingga dalam berijtihad yang dilakukan dalam rangka
menetapkan magasid dan ijtihad untuk menetapkan wasail.*** Hukum
yang terdapat dalam wasilah senantiasa mengikuti ketentuan hukum yang
ada pada magasid. Misal hukum sholat wajib adalah magasid, berpergian

menuju masjid wajib adalah wasilah.

Sedangkan wasilah ada dua yaitu: jauh sekali dan dekat sekali,
wasilah dengan katagori jauh sekali status hukumnya tidak bisa sederajat
dengan jenis hukum yang terdapat pada maqgasid, sedangkann wasilah
yang dekat sekali, status hukumnya bisa dianggap sederajat dengan jenis

hukum yang terdapat dalam magasid."**

d. Kaidah Memahami Magasid Perspektif Ibn Bayah.'*®
1) Memastikan terdapat maqgasid asli sebagai faktor yang
mewujudkan hukum, tanpa memastikan magqgasid as/i maka tidak
bisa melakukan ta’/il al-ahkam. Dan perkara tersebut masuk
klasifikasi perkara ta’abudi.
2) Magqasid yang telah teridentifikasi bersifat jelas dan nyata, terukur,
akurat, jika prasarat ini tidak terpenuhi maka tidak bisa melakukan

ta’lil al-ahkam.

192 1hid, 96.
193 1bid, 100
1%%pid,102
19 1bid, 105.
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Mengetahui jenjang magasid yang telah ditemukan, berdasarkan
jenjangnya untuk dikatagorikan masuk level daruri, hajiyat atau
tahsiniyat.

Melakukan observasi jenis magasid yang telah teridentifikasi
apakah magasid tersebut merupakan hasil ‘illat al-mansusah
(tersurat dalam nas) atau maqgasid tersebut merupakan ‘illat al-
mustanbitah (hasil ijtihad ulama).

Mencermati nusus juz'iyah yang menyebabkan adanya hukum.
Melalui teks partikular berguna untuk menentukan tingkatan
magqasid masuk kategori daruri, hajiyat atau tahsiniyat.

Identifikasi magasid yang telah berhasil tidak boleh bertentangan
dengan magqasid lainnya yang lebih utama.

Identifikasi magasidyang telah selesai tidak berpotensi digugurkan
oleh nash, ijma dan giyas.

Magqasid dari hasil ta’lil al-ahkam tidak boleh tertolak.

Metode Mengungkap Magqasid Shari’ah.

Diskursif magqasid al-shari’ah yang menjadi pemantik para peminat

hukum telah mencapai kesempurnaan. Indikatornya adalah kajian mereka

bukan hanya fokus pada landasan filosofis mengenai eksistensi maqasid

saja tetapi ulama maqasidiyyun dalam level implementasinya telah

memberikan metode-metode secara detail yang mengantarkan untuk

mengungkap maqasid shari’ah. Diantara ulama yang memberikan metode
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mengungkap magasid adalah Tahir ibn ‘Ashur. Pertama, melakukan
istiqgra’ (penelitian) terhadap hukum-hukum yang telah dikenali ‘i/lamya
melalui meode masalik al-‘i/lah. Dengan menggunakan metode ini
magqasid akan diketahui secara mudah. Kedua, penelitian terhadap dalil-
dalil hukum yang mempunyai ‘illat yang sama sehingga mendapat
kesimpulan yang pasti bahwa ‘llat tersebut adalah yang dimaksudkan oleh
dalil shar’i. Ketiga, dalil-dalil al-Qur’an dan al-Hadis mutawatir yang

dengan tegas menentukan ‘i//at dan tujuannya.**®

Sedangkan Ibn Bayah termasuk ulama magqasidiyyun yang
menolak keras independensi magasid dari ilmu usul figh memberikan
rumusan metode untuk mengungkap maqgasid mengikuti jejak yang sama
dengan Ibn ‘Ashur dengan metode istiqra’ nusus al-shari’ah. Langkah
yang ditempuh lbn Bayah adalah melakukan polarisasi melalui istqra” a/-
shari’ah menjadi dua bagian, pertama, al-ma’ani al-kulliyah, kedua, al-
ma’ani al-juz’yyah. Argumentasi kuat Ibn Bayah yang menolak keras
independensi magqasid dari usul figh karena tema-tema yang menjadi fokus
kajian usul figh merupakan elemen-elemen untuk mengungkap maqgasid
shari’ah. Berikut metode-metode untuk mengungkap magasid perspektif

Ibn Bayah.*®’

1) Magqasid shari’ah juz’iyyah bisa diperoleh melalui givas al-illat

yaitu dengan menganalogikan perkara cabang yang tidak ada

1% Ibn ¢ Ashur, Maqasid al-Shari’ah al-Islamiyah, 192.
7 Tbn Bayah, ‘ Alagah al-Maqasid, 56-59.
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ketetapan teksnya kepada perkara yang ada teksnya (asl) karena
ada persamaan illat antara keduanya. Illat yang dikandung oleh
nass merupakan salah satu cara untuk menetapkan magqgasid. Kata
yang mengindikasikan illat dengan sendirinya menunjukkan
magqasid. Seperti kata min ajl, yuridu, kay. Illat dapat menempati
sebagai magqasid bisa diketahui melalui teks secara eksplisit atau
implisit.

2) Magasid shari’ah kulliyah bisa diperoleh dengan penerapan
metode istislah, istihsan dan sadd al-dhara’i.

3) Berpaling dari dalil ketetapan khusus karena menyelisihi dalil
kaidah umum. Seperti hadis riwayat Aishah ra dan Ibn Umar ra
“Sesungguhnya mayit disiksa sebab tangisan keluarganya.” Dalil
Jjuz’i ini bertentangan dengan ketetapan magasid yang terdapat
dalam dalil umum.

4) Menjelaskan mujmal dengan makna maqasid.

5) Berpaling dari zahir nas karena ada indikasi magasid Maka

magqgasid menjadi dasar untuk melakukan ta’wil.

G. Magqasid Sebagai Pendekatan Istinbat Hukum.

Salah satu bentuk metode ijtihad hukum Islam (usul figh) adalah
istigra’ ma’nawi merupakan istilah baru dalam istinbat hukum Islam
pada abad ke 8 melalui pemikiran Imam al-Shatibi. Pengambilan

keputusan hukum sebelum teori magasid yang digagas oleh al-Shatibi
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muncul lebih ditekankan pada paradigma analisis semantik (dilalah al-
alftaz) dan penalaran analogis.(dilalah al-ma’ani). Penerapan metode
analisis semantik difungsikan untuk memperoleh interpretasi terhadap
satu teks hukum dengan mempertimbangkan linguistik Arab. Kelemahan
yang terdapat dalam metode tersebut adalah sifat ketidakpastian (zanni)
dalam produk hukum. Secara tegas al-Shatibi mengakui penerapan metode
analisis semantik dalam memproduk hukum. Upaya untuk sampai level
qat’i suatu hukum harus terbebas dari sepuluh prinsip dalam sebuah teks
hukum. Jika masih menyisakan satu saja dari prinsip sepuluh tersebut
dalam sebuah teks hukum maka tidak akan bisa mengangkat dari level
zanni menuju level gat’i. Padahal dalam statemen al-Shatibi, teks yang

terbebas dari sepuluh prinsip sangat jarang.*®®

Penalaran analogis yang sering digunakan dalam proses istinbat
hukum adalah metode perluasan hukum yang tersurat dalam teks al-Qur’an
dan al-Hadis kepada kasus-kasus serupa karena kesamaan illat (causa
legis) antar kedua kasus tersebut. Implementasi metode ini terdapat
kelemahan-kelemahan yang mensertainya, pertama, ekspansi hukum
Islam dilakukan dengan menganalogikan dua perkara yang levelnya sama-
sama partikular (juz’iyyah) sehingga sulit untuk mendapatkan kepastian

kausa hukum dari kedua kasus tesebut. Kedua, titik tolak prosedurnya

%8 Sepuluh prinsip tersebut adalah ada potensi subjektifitas periwayatan dan pendapat para
pakar gramatika arab, ada potensi lafal yan memiliki lebih dari satu makna, lafad yang bersifat
metafor, perbedaan makna antara makna shar’i dan makna kebiasaan, makna dari satu lafaz yang
tersembunyi, lafaz yang bersifat umum sehingga memerlukan tahksis, lafaz yang bersifat mutlak
sechingga perlu batasan, adanya hukum yang telah terhapus, adanya yang trdahulu dan
terbelakang dan adanya pertentangan degan akal. Lihat Al-Shatibi, A/-Muwataqat, 1:26.
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berangkat dari teks yang bersifat partikular maka berakibat pada
fragmentasi (keterpecahan) dasar-dasar shari’ah. Fragmentasi terjadi
karena menggunakan metode penalaran analogis tidak dapat melakukan

sistematisasi aturan-aturan shari’ah.'%®

Pendekatan magqasidi sebagai metode untuk mengungkap hukum
melalui mekanisme kinerja berupa al-istigra al-ma’nawi adalah upaya
mengatasi kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam merekosntruksi
hukum Islam. Ibn Bayah dalam karyanya ‘“Magasid al-Mu’amalat wa al-
Marasid al-Wagi’at” mengatakan bahwa dalam perumusan hukum Islam
harus menghindari kesimpulan hukum dari satu teks saja atau dengan dalil
tunggal tetapi harus melakukan pemeriksaan keseluruhan dalil-dalil yang

berkaitan untuk menyimpulkan suatu hukum dari kandungan teks.?®

Bagi Ibn Bayah signigikansi metode istigra’ ma 'nawi dalam ijtihad
hukum ditegaskan dengan mengutip pernyatan al-Shatibi yang menyatakan
“bahwa awamir wa nawahi (perintah-perintah dan larangan-larangan)
ditinjau dari aspek penunjukan semantiknya semua sama menempati dalam
satu level, yang membedakan makna dalam awamir (perintah-perintah)
memiliki arti yang menunjukkan wajib atau sunnah, demikan juga nawahi
(larangan-larangan) bisa diartikan yang menunjukkan larangan atau
makruh tidak bisa diketahui dari nas (dilalah al-alfaz) semata. Meski ada

sebagain kecil bisa dikenali melalui teks tetapi mayoritasnya tidak bisa

' Duski Ibrahim, Metode Penemuan Hukum Islam; Membongkar Al-Istigra Al-Ma’nawi Al-
Shatibi (Yogyakarta: ar-Ruz Wacana, 2008), 15.
2% \bn Bayah, Mashahid min al-Magqasid,77.
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diketahui dengan pasti melainkan dengan metode istiqra’ ma 'nawi yang
bisa membedakan suatu perintah menghendaki arti tertentu bukan
lainnya, demikian juga pada kata larangan.?®* Dengan parameter maslahah
dan mafsadah yang selalu menjadi konsiderasi, dan menghimpun beberapa
dalil yang terkait dengannya sebagai objek istigra’ ma’nawi untuk

melakukan konklusi ketetapan sebuah hukum.?*2

Metode istigra ma’nawi solusi yang tepat untuk membumikan
magqasid shari’ah setelah proses pembacaan dalil yang holistik baik dari
aspek semantik atau maknawinya. Keharusan menghindari pembacaan
dalil secara parsial yang berakibat akan melahirkan pemaknaan pada
level zanni. Sering kesimpulan hukum karena dilatari pembacaan yang
parsial dan menekankan dominasi teks saja tanpa melibatkan istigra
ma’nawi dan dalil-dalil yang relevan dengan tema yang sedang dibahas
sehingga kesimpulan hukum tidak sejalan dengan maslahah yang lebih
besar. Dengan pendekatan magqasidi yang mengarusutamakan istigra
ma’nawi terhadap al-nusus al-ahkam maka akan mendapat dua keutamaan,
yaitu: pertama, hasil kepastian hukum dan terhindar dari ambiguitas

terhadap dalil, kedua, kontradiksi antara dalil-dalil dalam hukum.?®

Pendekatan maqgasidi menuntut kelaziman sebuah mekanisme
kinerja yang berbasis magqasidi yaitu dengan memelihara nilai-nilai

magqasidi baik nilai partikular maupun nilai universal. Oleh karena itu

! Ibn Bayah, Magasid al-Mua’amalat.. 85.
> Tbid, 85.
203 al-Shatibi, al-Muwatagat, 1:27.
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harus menempatkan nass juz iyah dan kulliyah secara proporsional agar
tidak terjadi tumpang tindih.?** Dalil-dalil yang bersifat partikular harus
ditempatkan dalam kerangka universal. Menghimpun dalil-dalil partikular
dalam rangka memperoleh prinsip hukum yang bersifat universal
sehingga antara keduanya tidak kontradiksi. Prosedur diatas memberikan
implikasi bahwa memahami satu dalil yang bersifat partikular namun
mengakibatkan suatu prinsip universalnya dalam perumusan hukum adalah
suatu prosedur berfikir yang keliru.?®® Prosedur yang parsial semacam ini
dikomentari oleh al-Shatibi dalam statemennya “faman akhada bi nass
matsalan fi juz’i mu’ridan ‘an kullihi fagad akhtaa.” (barang siapa yang
telah mengambil satu nas dalam katagori parsial, namum meninggalkan

prinsip universalnya maka ia telah melakukan salah langkah).

Prosedur istigra ma’nawi dalam menghimpun dalil-dalil dan
melakukan observasi terhadapnya untuk menilai dari sisi kekuatan dan
peringktannya. Tantangan yang dihadapi seorang yuridis dihadapannya
adalah al-adilah a/-muta’aridah maka solusinya melakukan klasifikasi
terhadap dalil-dalil untuk dipolarisasi menjadi kategori kulliyat
(universal) dan juz iyyat (partikular) melalui istiqra’ nusus al- shari’ah al-
islamiyah ( metode observasi terhadap tets-teks shari’ah). Makna dalil
kulliyat adalah akumulasi dari dalil-dalil juz iyyat dan membentuk sebuah
asumsi prinsip hukum yang menunjukkan kulliyat pula. Sementara dalil

juz’iyyat adalah dalil jika berdiri sendiri akan memberikan asumsi

% Ibn Bayah, /tharat Tajdidiyah, 71
205 al-Shatibi, al-Muwatagat, vol 3:6
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ketidakpastian prinsip hukum. Namun bila dilakukan istigra’ nusus yaitu
upaya observasi terhadap himpunan dan Kkorelasi kepada dalil-dalil
Jjuz’iyyat yang lain akan membentuk suatu prinsip yang universal.?®
Kinerja maqgasid selalu menekankan prinsip holistik akan mengkaji teks

dari berbagai konteks sejarah, politik, sosial dan budaya.

206 a]-Shatibi, al-Muwatagat, 53.



BAB |11
MAJELIS TARJIH DAN DINAMIKA INTERNAL DI MUHAMMADIYAH

A. Kedudukan Majelis Tarjih Dalam Organisasi Muhammadiyah*

1. Latar belakang pembentukan Majelis Tarjih

Majelis Tarjih sebagai sebuah wadah yang bernaung dibawah organisasi
Muhammadiyah lahir dalam keputusan kongres di Pekalongan pada tahun
1927. Kelahiran Majelis tersebut dilatari dengan dinamika dan tantangan-
tantangan yang dihadapi oleh organisasi pada saat itu yaitu masalah agidah
dan figh.? Masalah agidah seperti kasus paham Ahmadiyah pada tahun 1920.
Paham Ahmadiyah yang membawa ajaran bahwa kaum muslimin harus
mempercayai Mirza Ghulam Ahmad al-Qadiyani sebagai Isa a/-maw 'ud dan
Mahdi mujaddid. Paham agama yang menyimpang dari sawad al-a’zam yang
dibawa oleh Ahmadiyah, telah mendorong perkumpulan Mushawarat al-
Ulama yang berafiliasi pada ormas Muhammadiyah, kemudian menjadi cikal
bakal terbentuknya Majelis Tarjih Muahammadiyah.® Tujuan terbentuknya
Majelis Tarjih untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang

diperdebatkan dan hasilnya menjadi pedoman bagi warga Muhammadiyah

! Sub judul dari bab IIl ini yang terdiri a. Kedudukan Majelis Tarjih Muhammadiyah, b.

Perkembangan Metode ljtihad dalam Majelis Tarjih telah dibaca dan ditashih oleh Achmad
Zuhdi DH dan Syamsuddin sebagai ketua dan anggota Devisi Tarjih dan Fatwa Majelis Tarjih dan
Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Periode 2015-2020, Tashih terhadap
tulisan ini pada tanggal 30 Juli 2020.

2 Achmad Zuhdi, wawancara, 30 Juli 2020.

¥ Lihat Almanak Muhammadiyah, 1409 (1988/ 1989), 46.
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agar diamalkan sesuai ajaran Islam sehingga warga Muhammadiyah

tidak terbelah sebab masalah ikhtilafiyah.*

Pada konggres ke 16 di Pekalongan ditetapkan majelis baru di
Muhammadiyah, yakni Majelis Tarjih. Kendati dalam konggres ke 16 di
Pekalongan tersebut kepengurusan Majelis Tarjih belum terbentuk, begitu juga
manhaj tarjih atau Qaidah Tarjih belum disusun.”° Dengan demikian Majelis
Tarjih belum bisa melaksanakan kerja dikarenakan belum memiliki struktur
organisasinya. Amanat dari konggres ke 16 adalah membentuk sebuah komisi
yang diberi tugas mempersiapkan segala urusan yang terkait rencana terbentuknya

Majelis Tarjih sekaligus Qaidah Tarjih.

Kemudian pada kongres ke 17 yang diselenggarakan di Yogyakarta
menetapkan keputusan- keputusan berupa Qaidah Tarjih sebagai pedoman dalam
bertarjih sekaligus menetapkan struktur kepengurusan Majelis Tarjih periode
kongres ke 17. Ketua Majelis Tarjih pertama kali dijabat oleh Mas Mansur
melakukan sidang pertama pada tahun 1929 di Solo. Hasil dari sidang tarjih
berupa putusan tentang kitab Iman dan Pedoman Salat, dua keputusan tersebut

kemudian menjadi keputusan penting dari himpunan putusan tarjih.’

* Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Buku Agenda Musyawarah
Nasional ke -27 Tarjih Muhammadiyah, pada tanggal 1-4 April 2010, di Universitas
Muhammadiyah, 49.

> Oman Fathurrahman, Fatwa-Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah: Telaah Metodologis
Melalui Pendekatan Usul al-Figh (Yogyakarta: Laporan Penelitian IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 1999/2000),11.

% Djamil, Metode Tarjih, 57.

" Oman Fathurrahman, Fatwa-fatwa Majelis Tarjih, 13.
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Adapun faktor figh yaitu yang terjadi di internal berupa orientasi kepada
penguatan dan konsolidasi yang ada di tubuh organisasi Muhammadiyah.
Terbentuknya Majelis Tarjih  diharapkan mampu menyelesaikan persoalan-
persoalan ikhtilafiyat yang terjadi di tengah masyarakat khususnya warga
Muhammadiyah. Putusan tarjih terhadap perkara ikhilafiyat menjadi pedoman
atau rujukan bagi warga Muhammadiyah. Menurut Jainuri bahwa Majelis Tarjih
berperan untuk menafsirkan kerangka ideologi alternatif karena dilihat dari sudut
pandang sosiologis terdapat ikhilafiyat masalah agama yang terjadi dalam
kelompok-kelompok Islam.®2 Periode awal Majelis Tarjih  lebih banyak
berorientasi untuk memberikan pedoman-pedoman ibadah kepada warga
Muhammadiyah dan menimbulkan kesadaran keagamaan sesuai ajaran agama

Islam.®

Secara kualitas dan kuantitas dalam waktu yang relatif singkat lahan
dakwah Muhammadiyah telah mampu mengembangkan amal usaha yang maju,
mencakup lembaga pendidikan, rumah sakit, panti asuhan, dan lainnya. Namun
ada faktor lain yang dianggap belum berhasil seperti kelangkaan ulama, padahal
keberadaannya sangat dibutuhkan untuk menopang berdirinya Majelis Tarjih. Hal
ini terangkum dalam cuplikan pidato iftitah Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada
sidang tarjih tahun 1960. Pidato iftitah ini disampaikan oleh K. H. Fakih Usman,

cuplikan pidatonya di bawah ini:*°

8 Ahmad Jainuri, ldeologi Kaum Reformis: Melacak Pandangan Keagamaan Muhammadiyah
Periode Awal (Surabaya: Ipam, 2002), 67.

® Ibid. 78.

10 Mitsuo Nakamura, Agama dan Lingkungan Kultural Indonesia, Kumpulan karangan , terj.
M. Darwis (Surakarta: Hapsara, 1983), 33.
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“Memang sebagai jang terjadi dalam semua malam kelanjutan dalam
sejarah Islam, djuga terjadi dalam kalangan Muhammadiyah. lalah
susahnya terdapat lagi tenaga-tenaga jang chusus dalam ilmu atau
hukum agama. Tapi tidak meliputi seluruh bidang jang yang dihadjatkan
semua masjarakat sebagai yang dikehendaki oleh Islam. Malah dalam
masa kelanjutannya lagi, di samping Muhammadiyah mengadakan
bermatjam-matjam pendidikan atau perguruan, tidak terdapat ada
mengadakan pendidikan atau perguruan jang chusus untuk memerdalam
dan mempertinggi ilmu-ilmu agama. Djuga perhatian kita pada ilmu
agama itu tidak sebagai jang seharusnya. Banyak dipakai keperluan-
keperluan lain jang bermajam-matjam dari usaha-usaha Muhammadiyah.
Dalam keadaan demikian itu, tiba-tiba terjadi peristiwa jang mengantjam
timbulnya perpetjahan dalam kalangan Muhammadiyah ialah peristiwa
timbulnya perdebatan dan perselisinan mengenai Ahmadiyah. Ketika
beberapa orang muballigh jang datang mengundjungi tempat pusat
gerakan Muhammadiyah. Kejadian itulah yang akibatnya langsung
menimbulkan kesadaran kita betapa djauhnya berdiri kita dari garis jang
semula ditentukan. Dan kejadian itulah jang langsung mendjembatani
didirikandnya Madjlis Tardjih.”

Pokok pikiran dalam pidato K.H. Usman diatas adalah respon konstruktif
dan apresiasi atas capaian kemajuan dan perkembangan Muhammadiyah yang
pesat dalam segala bidang. Namun ada aspek lain yang menjadi kegelisahannya
adalah krisis ulama yang terjadi di tubuh Muhammadiyah. Diantara sebabnya
pada saat itu karena belum ada lembaga perguruan yang berafiliasi secara resmi
ke Muhammadiyah yang fokus membidangi kaderisasi ulama. Dari lembaga
tersebut sekaligus diharapkan menghasilkan pedoman, panduan atau manhaj bagi

warga Muhammadiyah untuk menyikapi perkara ikhtilafiyat."*

Pimpinan pusat Muhammadiyah telah mencanangkan program kaderisasi
ulama berupa latihan-latihan dan pendidikan formal.’> Atas amanat Muktamar

Muhammadiyah XXVI di Padang tahun 1975 telah mendirikan pesantren-

" Djamil, Metode Tarjih, 67.
2 M.T. Arifin, Muhammadiyah Potret Yang Berubah (Surakarta: Institut Gelanggang Pemikiran
Filsafat Sosial Budaya dan Pendidikan, 1990), 375.
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pesantren dan lembaga pendidikan yang berafiliasi ke Muhammadiyah seperti
pesantren Darul Argam di Garut Jawa Barat, dan pesantren di Gombara Sulawesi

Selatan.'®

Sebagai sebuah majelis yang bernaung dibawah organisasi
Muhammadiyah, Majelis Tarjih memiliki amanat yang besar dan strategis dalam
memberikan bimbingan keagamaan di kalangan umat khususnya warga
Muhammadiyah. Bentuk tanggung jawab yang dipikul adalah memberikan
kepastian hukum terhadap permasalahan-permasalahan yang tengah berkembang
di masyarakat. Dalam aspek metodologi hukum, Majelis Tarjih sejak tahun 1935
telah mengusulkan masalah lima kemudian ditanfizkan pada tahun 1964. Mabadi’
Khamsah (masalah lima) merupakan landasan warga Muhammadiyah dalam per
soalan keagamaan, salah satu isinya memuat metode giyas. Rumusan giyas
menjadi titik tolak untuk melandasi aksentuasi keagamaan, intelektual dan
pengembangan wawasan keagamaan di Muhammadiyah. Segala pengembangan
pemikiran keagamaan dan intelektual serta perumusan metode ijtihad yang
dijadikan ijtihad hukum dalam Muhammadiyah harus mencerminkan semangat

Mabadi’ Khamsah.'*

Majelis Tarjih sejak berdiri berorientasi untuk memberikan pedoman
dalam faham keagamaan khususnya bagi warga Muhammadiyah, pada periode
awal telah menghasilkan keputusan-keputusan beberapa kitab yang menjadi

pedoman dalam beragama seperti kitab iman, kitab thaharah, kitab shalat, kitab

3 Fathurrahman Djamil, Metode Majlis Tarjih Muhammadiyah (Jakarta: Logos, 1995), 33.
4 Asmuni Abdurrahman, Manhaj Tarjih Muhammadiyah Aplikasi dan Metodenya (Yogyakarta
: Pustaka Pelajar, 2012), 11.
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haji, kitab shiyam, dan kitab janazah.'® Sesuai dengan dinamika zamannya bahwa
tantangan dan tuntutan yang dihadapi Majelis Tarjih masih seputar masalah
ibadah mahdah dan keimanan belum berkaitan dengan perkara-perkara

muamalah.*®
2. Fungsi Majelis Tarjih Muhammadiyah.

Majelis Tarjih yang berada dalam naungan Muhammadiyah semula
memiliki fungsi untuk menimbang dan memilih segala persoalan yang
diperdebatkan oleh warga Muhammadiyah sehingga akan dapat diketahui
pendapat-pendapat yang dipilih karena kuat dan berdalil sesuai dengan al-
Qur’an dan al-Sunnah.*” Seiring dengan dinamika yang dihadapi tugas Majelis
Tarjih telah mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan tuntutan
zamannya.’® Majelis ini juga merumuskan Manhaj Tarjih dalam ormas
Muhammadiyah seperti pada periode awalnya tentang Masalah Lima yang

mencakup: 1) Pengertian agama, 2). Pengertian dunia. 3). Pengertian ibadah,

4). Pengertian Sabilillah, 5). Pengertian giyas.™

Masalah Lima (mabadi khamsah) sebagai paradigma Muhammadiyah
dalam mengembangkan aktifitas keagamaan dan dakwahnya, serta

pengembangan pemikiran keagamaan dan metodologinya. Dalam rumusan

> pimpinan Pusat Muhammadiyah, Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah
(Jogjakarta: PP. Muhammadiyah, 1967), 333.

18 Fathurrahman Djamil, Metode Majlis Tarjih (Jakarta: Logos Grafic Design, 1995), 54

7 Asjmuni Abdurrahman. Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metode dan Aplikasi (Jogjakarta:
Pustaka Pelajar, 2012). 16.

18 Fathurrahman Djamil, Metode Majelis Tarjih Muhammadiyah, 64

' Haedar Nashir, Manhaj Gerakan Muhammadiyah (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009),
XX.
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Masalah Lima yang telah didefinisikan dan dijelaskan setiap masalah
sekaligus memberikan batasan antara perkara-perkara dalam masalah agama
yang tidak boleh berubah dan wilayah perkara yang boleh berubah.?® Aspek
perkara yang masuk metode ijtihad yang tercakup dalam Masalah Lima telah
terwakili oleh giyas dan umur dunyawiyah. Dari Masalah Lima ini kemudian
dilanjutkan periode berikutnya melakukan penyempurnaan-penyempurnaan
dalam rumusan manhaj bertarjih karena tuntutan dan tantangan yang dihadapi
sehingga pada periode tahun 1985-1990 telah merumuskan 16 poin pokok-

pokok Manhaj Tarjih.?

Majelis Tarjih  Muhammadiyah memiliki perang penting dalam
melakukan langkah-langkah yang strategis terhadap manhaj tarjih. Pada tahun
1971 dalam keputusan MUNAS tarjih XXVI telah menetapkan Qaidah Tarjih
yang menjelaskan tentang fungsi dan wewenang lajnah tarjih  dalam

Muhammadiyah. Adapun fungsi lajnah sebagai berikut:**

a. Legislasi bidang agama

b. Pengkajian dan penelitian dan pengembangan pemikiran masalah-
masalah keagamaan.

c. Memberi fatwa di bidang keagamaan.

d. Menyalurkan perbedaan atau faham dalam bidang keagamaan.

% Ibid, 19.

> Tbid., xi.

** Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih, Qaidah Lajnah Tarjih Muhammadiyah (
Yogyakarta : Majelis Tarjih Pusat, 1971), 2.
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Sedangkan wewenang lajnah tarjih dalam keputusan MUNAS tarjih
ke XXVI di Padang tahun 1993 tentang refungsionalisasi dijelaskan sebagai

berikut:

a. Membahas dan membuat keputusan dalam bidang agama

b. Memberikan fatwa dan nasehat.

c. Memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap keputusan
lajnah.

d. Menyebarkan keputusan lajnah.

e. Menyalurkan perbedaan pendapat dan faham keagamaan.
Dalam pandangan Fathurrahman Jamil meskipun lajnah tarjih dan
Majelis Tarjih secara teori memiliki makna yang berbeda tetapi kedua

istilah menunjukkan fungsi yang sama dalam Majelis Tarjih.?

B. Perkembangan Metode ljtihad Hukum Dalam Majelis Tarjih

Dalam perspektif sejarah, manhaj istinbat hukum selalu berkembang
sesuai dengan persoalan-persoalan yang terus berubah. Hal ini paralel dengan
ungkapan bahwa wahyu telah terputus dengan wafatnya nabi saw sedangkan
perkara-perkara baru terus berkembang.?* Jika menggali hukum dalam kandungan
al-Qur’an dan al-Sunnah tanpa mengembangkan metode istinbatmya hanya
bermanhaj “literal” terbatas apa yang tersurat dalam teks. Maka hasil hukum yang

semata orientasi dominasi teks akan mempersulit implementasi nilai-nilai Islam

» Djamil, Metode Ijtihad, 63.
** Al-Sharastani, a/-Milal wa al-Nihal (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009),1: 210.
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itu sendiri.®® Sebab tidak sejalan dengan spirit hadis nabi ketika memberi
guidance kepada Mu’ad bin Jabal sebelum menjadi delegasi ke Yaman.?® Oleh
karena itu Muhammadiyah tidak pernah berhenti untuk melakukan up grade

terhadap manhaj tarjihnya dari setiap periodenya.
1. Manhaj Tarjih ( metode ijtihad ) Muhammadiyah.

Manhaj tarjih yang merupakan frasa secara harfiah berarti cara
melakukan tarjih. Secara istilah kata tarjih berasal dari disiplin ilmu usul figh, al-
Razi (w.606/1209) mengartikan tarjih dalam usul figh sebagai, “menguatkan
salah satu dalil atas yang lain sehingga diketahui mana yang kuat kemudian

diamalkan yang lebih kuat itu dan ditinggalkan yang tidak kuat.?’
Dalam definisi tarjih diatas menjelaskan dua hal pokok yaitu:

a. Bahwa tarjih merupakan perbuatan mujtahid dan bukan sifat dari suatu

dalil.

b. Bahwa objek tarjih adalah dalil-dalil yang tampak saling bertentangan

untuk diambil yang lebih kuat.

Dalam lingkungan Muhammadiyah pengertian tarjih telah mengalami
perluasan dan perkembangan makna. Pada awalnya dalam Majelis Tarjih

mengikuti  pengertian aslinya yang digunakan dalam ilmu usul figh yaitu

» Ahmad Imam Mawardi, Figh Minoritas Figh Al Aqalliyat dan Evolusi Maqgasid Al Syari’ah
dari Konsep ke Pendekatan (Y ogyakarta: LkiS, 2010), 178.

*% Lihat keterangan dalam Kitab Tuhfah al-Ahwadhi bi Sharh Jami’ al-Tirmidhi karya al Imam
Al Hafiz Abi Al ‘Aly Muhammad Abdurrahman bin Abdurrohim Al Mubar Kafuri, (India, Jilid
4), 556-557.

*" Al-Razi, al-Mahsil, diedit oleh Taha Jabir Fayyad al-Alwani (Beirut:Muasasah al-
Risalah,t,t),V:339.
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memperbandingkan dalam suatu permusyawaratan pendapat-pendapat dari ulama
untuk kemudian mengambil mana yang dianggap mempunyai dasar dan alasan
yang lebih kuat.?® Dalam kegiatan tarjih banyak dilakukan ijtihad atas masalah-
masalah baru yang belum pernah direspon oleh ulama klasik serta dilakukan
dengan cara sudut pandangan Islam yang lebih luas. Atas dasar faktor-faktor
tersebut selanjutnya sejak pasca 1995 pengertian tarjih dalam lingkungan
Muhammadiyah mengalami perkembangan dan perluasan makna.® Tarjih
diartikan sebagai suatu sistem yang memuat seperangkat wawasan, sumber,
pendekatan, dan prosedur tehnis tertentu yang menjadi pegangan dalam kegiatan
ketarjihan.*® Aktifitas tarjih dilakukan berdasarkan asas-asas dan prinsip-prinsip
tertentu. Himpunan metode-metode dan prinsip yang melandasi kegiatan tarjih

dinamakan manhaj tarjih (metodologi tarjih).*

Manhaj tarjih yang ada dalam Himpunan Putusan Tarjih maupun hasil
Munas Tarjih merupakan produk resmi Majelis Tarjih. Sebagai acuan metodologi
Majelis Tarjih dalam menjawab persoalan hukum. Putusan penting yang terkait
dengan metodologi ijtihad hukum yang pernah ditetapkan oleh Majelis Tarjih
yaitu mabadik khamsah yang ditanfidzkan pada tahun 1964, salah satu isinya
memuat tentang qiyas. Seiring dengan kompleksitas masalah yang dihadapi

Majelis Tarjih terus melakukan langkah-Ingkah untuk penyempurnaan manhaj

*  Manhaj Gerakan Muhammadiyah: Ideologi, Khittah dan Langkah (Jogjakarta: Suara
Muhammadiyah dan Majelis Pendidikan Kader Muhammadiyah, 1433/2012),20.Asjmuni
Abdurrahman, Manhaj Tarjih, 56.

¥ Amin Abdullah mengartikan tarjih dengan mencakup lima kata kunci untuk memahani apa itu
tarjih: 1.Penilaian yang mendalam, 2. Pertimbangan yang cermat, 3. Menimbang bobot berat-
ringannya  persoalan termasuk  implikasi dan konsekuensi secara  sosial politik, 4.
Keseimbangan, dan 5. Pertimbangan matang sebelum mencapai keputusan.

%0 Syamsul Anwar. Manhaj Tarjih Muhammadiyah, 10.

* Ibid.,10.
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tarjih. Upaya yang signifikan dalam merekonstruksi manhaj tarjih yang menandai
dari dominasi teks menuju perluasan manhaj ijtihad yaitu dengan mengakomodasi
metode-metode para wsuli  terjadi pada periode Majelis Tarjih PP

Muhammadiyah 1985-1990.

Adapun hasil rekonstruksi manhaj tarjih yang terkait dengan metodologi
ijtihad hukum yang dilakukan pada tahun 1986, yaitu pokok- pokok manhaj tarjih

Muhammadiyah yang memuat hal-hal berikut:*

1. Dalam beristinbat, dasar utamanya adalah al-Qur’an dan al-Sunnah.
ljtihad atau istinbat atas dasar illah terhadap hal-hal yang tidak terdapat di
dalam nash dapat dilakukan sepanjang tidak menyangkut bidang za ‘abudi.

2. Dalam memutuskan keputusan dilakukan secara musyawarah (ijtihad
jama’i.)

3. Tidak mengikatkan diri kepada suatu madhab, tetapi pendapat imam-imam
madhab dapat menjadi pertimbangan sepanjang sesuai dengan jiwa al-
Qur’an dan al-Sunnah.

4. Berprinsip terbuka dan toleran dan tidak beranggapan bahwa hanya
keputusan Majelis Tarjih yang paling benar.

5. Dalam masalah agidah (tauhid) hanya dipergunakan dalil-dalil mutawatir.

6. Tidak menolak ijma’ sahabat sebagai dasar keputusan.

7. Terhadap dalil-dalil umum al-Qur’an yang tampak mengandung ¢a’arud

digunakan cara al-jam 'u wa al-tawfik. Kalau tidak bisa baru ditarjih.

%2 Asjmuni Abdurrahman. Manhaj Tarjih Muhammadiyah, 18.
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8. Menggunakan asas sadd al-dhara’i untuk menghindari fitnah dan
mafsadah.

9. Menta’lil dipergunakan untuk memahami kandungan dalil-dalil al-Qur’an
dan al-Sunnah sepanjang sesuai dengan shari’ah.

10. Penggunaan dalil-dalil untuk menetapkan sesuatu hukum dilakukan secara
komprehensif, utuh dan bulat. Tidak terpisah.

11. Dalil-dalil umum al-Qur’an dapat ditakhsis dengan hadis ahad, kecuali
dalam bidang akidah.

12. Dalam mengamalkan agama Islam menggunakan prinsip taysir.

13. Dalam bidang ibadah yang diperoleh ketentuan-ketentuan dari al-Qur’an
dan al-Sunnah, pemahamannya dapat dengan menggunakan akal,
sepanjang diketahui latar belakang dan tujuannya.

14. Dalam hal-hal yang termasuk dalam al-umur al-dunyawiyah, yang tidak
termasuk tugas Nabi saw, penggunan akal sangat diperlukan untuk
tercapainya kemaslahatan umum.

15. Untuk memahami nash, makna dhahir didahulukan dari takwil dalam

bidang agidah, dan takwil sahabat dalam hal itu tidak harus diterima.

Ketika melakukan tarjih dalam manhaj tarjih Muhammadiyah dikenal
dengan klasifikasi  sumber pokok dan metode pengungkap hukum atau

paratekstual.®

% Asjmuni Abdurrahman, Manhaj Tarjih, 56.
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1) Sumber Pokok

Dalam anggaran dasar Muhammadiyah menetapkan bahwa gerakan
Muhammadiyah bersumber kepada al-Qur’an dan al-Sunnah. Putusan ini
dikuatkan lagi dalam tarjih Jakarta 2000 Bab 11 angka 1 menegaskan, “Sumber
ajaran Islam adalah al-Qur’an dan al-Sunnah al-magbulah.” Putusan tarjih ini
merupakan penegasan kembali apa yang sudah menjadi putusan-putusan pada
muktamar terdahulu.®

Adapun sumber pokok yang kedua adalah Hadis (sunnah) yang dapat
menjadi hujah adalah Sunnah magbuiah seperti ditegaskan dalam putusan
Tarjih di Jakarta tahun 2000. Istilah Sunnah magbulah adalah Sunnah yang
menjadi pedoman hukum, yaitu hadis sahih dan hadis hasan. Sedangkan hadis
daif tidak bisa menjadi pedoman hukum.*

2) Paratekstual (instrumen pengungkap hukum atau metode ijtihad)

Perspektif Muhammadiyah posisi ijtihad bukan sebagai sumber hukum
melainkan sebagai metode penetapan hukum, sedangkan fungsi ijtihad
merupakan metode untuk merumuskan ketetapan-ketetapan hukum yang belum
ditetapkan oleh al-Qur’an dan al-Sunnah.®*® Sebagaimana ketetapan Munas
Tarjih XXV Jakarta pada Bab Putusan Munas tersebut menuturkan bahwa,
pertama, sumber ajaran Islam adalah al-Qur’an dan al-Sunnah. Kedua,

pemahaman terhadap kedua sumber tersebut dilakukan secara komprehensif-

3 PP Muhammadoyah, Himpunan Putusan Tarjih, 278.
%> Syamsul Anwar, Manhaj Tarjih Muhammadiyah, 21.
36 Asjmuni Abdurrahman, Manhaj Tarjih , 34.
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integralistik dengan melalui pendekatan-pendekatan.*’  Dalam hal ini
Muhammadiyah berbeda dengan mayoritas imam madhab yang meletakkan
paratekstual sebagai sumber hukum sekunder seperti qiyas, istislah, istihsan
dan lainnya. Muhammadiyah sealur dengan golongan mukhatti’at® yang
menyatakan ijtihad adalah metode penggalian hukum, bukan sumber hukum
dalam Islam.*

Ruang lingkup ijtihad meliputi:
1. Masalah yang terdapat dalam dalil-dalil zanni.

2. Masalah-masalah yang secara eksplisit tidak terdapat dalam al-Qur’an

dan Hadis.

Paratekstual ~ dalam  perspektif ~ Muhammadiyah  difungsikan
kedudukannya sebagai perangkat pengungkap hukum bukan sumber hukum.
Dalam Munas Tarjih XXV tahun 2000 telah melakukan sistematisasi

pendekatan dalam menggali hukum.®

Implementasi metode pengungkap
hukum dijabarkan melalui beberapa hal yaitu, 1. Metode, 2. Pendekatan, 3.

Tehnik

37 Manhaji Tarjih Muhammadiyah (2014), https:/tarjih.muhammdiyh.or.id/: diakses tanggal 23
September 2019.

¥ Dalam membahas hasil ijtihad para usuli membedakan 2 bidang yaitu: 1. Perkara yang sudah
diatur oleh dalil gat’i, para usuli sepakat untuk menerima ketetapn yang didasari dalil gar’i. 2.
Perkara yang bersumber dari dalil zanni. Dalam hal ini para wsuli terpolarisasi menjadi dua
golongan, yaitu, 1. Kelompok musawwibat bahwa setiap mujtahid yang melakukan ijtihad
dianggap benar fungsi mujtahid adalah pembuat hukum. Pendukung kelompok ini adalah al-
Ghazali, al-Qarafi. 2.kelompok mukhatti’at yaitu yang menyatakan hasil ijtihad seseorang tidak
mutlak benar, mungkin benar dan bisa salah, bagi golongan ini mujtahid sebagai pengungkap
hukum bukan pembuat hukum. Pendukung pendapat ini Shafi’yyah, Hanabilah. Al-Qarafi, Sharh
Tangqih al-Fusul fi Ikhtisar al-Mahsul fi al-Usul ( Beirut: Dar al-Fikr, 1973), 438-439.

** Djamil, Metode Ijtihad, 70.

% Manhaj Tarjih Muhammadiyah, _httpt//tarjih.muhammadiyah.or.id/:, diakses pada tanggal 23
September 2019.
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1. Metode

a. Bayani yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan
kebahasaan. Salah satu upaya pencarian hukun dari teks zanni dengan
cara interpretasi.

b. Ta’lili yaitu metode pendekatan hukum yang menggunakan penalaran.
Usaha untuk menetapkan masalah yang belum ada teksnya kemudian
diambil kesimpulan karena kesamaan illat dengan perkara yang sudah
ada teksnya.

c. Istislahi yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan
kemaslahatan. Metode penetapan hukum atas perkara yang tidak ada
teksnya dengan didasari kemaslahatan.

2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan untuk mengungkap hukum-hukum
ijtihadiyah:

a. Al-Tafsir al-ljtima’i al-Mua’sir
b. Al-Tarikhi
c. Al-Susuluji (sosiologi)

d. Al-Antrubuluji (antropologi)

3. Teknik

Teknik yang digunakan dalam menetapan hukum adalah:

a. jma’, Majelis tarjih Muhammadiyah hanya mengakui ijma’ yang

terjadi pada masa sahabat, setelah masa sahabat bagi Majelis Tarjih
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tidak mungkin terjadi ijma’ karena umat Islam sudah tersebar ke

segala penjuru.*

. Qiyas. Majelis Tarjih menerima giyas pada perkara muamalah, untuk

masalah ibadah mahdah tidak boleh melakukan giyas.*?

. Maslahah Mursalah. Perspektif Majelis Tarjih  segenap urusan

muamalat  orentasinya adalah  kemaslahatan umat.  Untuk
merealisasikannya  peran penalaran akal sangat dominan untuk

mewujudkannya.*®

. ‘Urf diartikan sebagai sesuatu perkara yang tidak asing lagi di tengah-

tengah masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu
dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.
Majelis Tarjih menerima ‘Urf selama tidak bertentangan dengan dalil

. 44
shar’i.

3) Karakter ljtihad Dalam Manhaj Tarjih Muhammadiyah.

a. Tidak Berafiliasi ke Madhab Tertentu.

Point penting dalam manhaj Majelis Tarjih adalah ketetapan bahwa

Muhammadiyah tidak mengikatkan diri pada madhab tertentu tetapi

pendapat-pendapat imam bisa menjadi pertimbangan ketika melakukan

tarjih.*> Sikap manhaj Majelis Tarjih ini lebih bersifat terbuka pada lintas

manhaj para usuli terdahulu karena pada saat yang sama dalam manhaj

tarjih juga menerima dan menggunakan konsep istihsan Imam Hanafi,

*! Djamil, Metode ljtihad, 73.

*2 Asjmuni Abdurrahman, Manhaj Tarjih, 89.

*% Djamil, Metode ljtihad, 77.

* Asjmuni Abdurrahman, Manhaj Tarjih Muhammadiyah,122.

5 1bid, 16.
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maslahat mursalah Imam Malik, sadd al-dhari’ah Imam al-Shafi’i.*
Sikap inklusif dalam manhaj tarjih karena tidak mengikatan diri pada
madhab tertentu sebagai modal metodologi Muhammadiyah untuk
mengantisipasi terhadap fenomena kontemporer yang kadang tidak bisa
diselesaikan dari perspektif satu sudut pandang tertentu saja. Tetapi lebih
memerlukan lintas manhaj dari berbagai pendekatan atau madhab yang
telah ada untuk memberikan solusi dengan kajian yang komprehensif
terhadap persoalan yang sedang terjadi.*’
b. Terbuka

Prinsip-sifat terbuka dan toleran yang merupakan bagian dari manhaj
tarjih. Implementasi sifat terbuka dan toleran, menurut pandangan
Asjmuni, prinsip kedua tersebut diimplementasikan dalam mengambil
keputusan terhadap suatu masalah karena dua faktor yaitu: pertama, ketika
musyawarah mengambil keputusan hukum terhadap suatu masalah
melibatkan ulama dari luar Muhammadiyah untuk berpartisipasi dalam
menentukan hukun, kedua, setelah menjadi keputusan, bagi Majelis Tarjih
menerima koreksi dari siapapun, asal disertai dalil atau argumen-argumen
yang lebih kuat dari putusan dalam Majelis Tarjih.*® Sehingga ketika
diadakan muktamar yang hadir dari berbagai pakar spesialis keilmuan, tidak
hanya pakar agama saja tetapi juga ahli kedokteran, ahli ekonomi.

Muktamar yang diadakan Muhammadiyah juga melibatkan tokoh diluar

% Syamsul Anwar, Manhaj Tarjih Muhammadiyah, (Yogyakarta: Panitia Musyawarah Nasional
Tarjih Muhammadiyah XXX, 2018).

*M. Amin Abdullah, Fresh Ijtihad (Yoyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018), 59.

* Asjmuni Abdurrahmaan, Manhaj Tatjih 18.
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Muhammadiyah seperti tokoh dari NU, Persis, Al-Irsyad, dari mereka ikut
aktif dalam pembahasan masalah-masalah figh kontemporer.*
c. Prinsip Toleran

Prinsip toleran maksudnya putusan tarjih tidak menganggap dirinya
paling benar, sementara yang lain salah. Hal ini sejalan dengan sifat hukum
itu sendiri yang bersifat dinamis terutama pada perkara zanniyat yang
merupakan hasil ijtihad para mujtahid.®® Setiap teks hukum memiliki
konteks yang melingkupinya sehingga hasil keputusan memang up date
saat itu untuk masa berikutnya harus menyesuaikan dengan konteksnya.>
Hal ini sejalan dengan kaidah figh yang menyatakan, taghayur al-fatwa
bitaghayur al-azminah wa al-amkinah. (perubahan fatwa sebab ada
perubahan masa dan tempat). Keputusan-keputusan Majelis Tarjih yang
dihasilkan pada suatu tempat tertentu dan konteks tertentu seiring dengan
perjalanan waktu maka tidak terlepas dari revisi terhadap keputusannya.®?

d. Wawasan Tajdid

Semangat tajdid seolah menjadi karekter Majeis Tarjih, hal ini bisa
dibaca terhadap langkah Majelis Tarjih selalu melakukan up grade terhadap
manhaj tarjihnya. Sasaran utama up grade tertuju pada jantung Majelis
Tarjih yaitu yang terkait dengan metode istinbat  hukum. Menilik
perjalanan manhaj tarjih melalui dokumen yang terekam terkait dengan

istinbat bisa dibaca mulai mabadik khamsah 1964, qaidah tarjih 1971,

* Fathurrahman Djamil, Metode Majlis Tarjih Muhammadiyah (Jakarta: Logos Publishing
House, 1995), 69.

%0 Syamsul Anwar, Manhaj Tarjih Muhammadiyah, 18.

1 M. Amin Abdullah, Fresh ljtihad, 171.

*2 Ibid., 19.
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rekonstruksi prinsip-perinsip perumusan pokok-pokok manhaj tarjih yang
terdiri dari 16  pokok-pokok atau prinsip-prinsip manhaj tarjih yang
dilakukan pada tahun 1985-1990.> Sejak tahun 2005 semangat tajdid oleh
Muhammadiyah telah dipatrikan dalam dokumen resmi.>

Rekonstruksi terhadap manhaj tarjih terus dilakukan untuk
mengantisipasi terhadap perkembangan yang mengiringi kompleksitas
kehidupan manusia sehingga untuk mengungkap hukum atas kompleksitas
permasalahan tidak cukup dengan enam belas pokok prinsip manhaj tarjih
yang telah menjadi keputusan tarjih. Namun diperlukan perangkat lain
berupa metode dan pendekatan. Metode yang pernah diputuskan dalam
Majelis Tarjih diantaranya meliputi:>> a. Bayani yaitu metode penetapan
hukum yang menggunakan pendekatan kebahasaan. b. Ta ’/ili yaitu metode
penetapan hukum yang menggunakan pendekatan penalaran. c. Istislahi
yaitu penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kemaslahatan.

Dengan memcermati tuntutan-tuntutan perkembangan, kontinuitas dan
perubahan dalam realitas kontemporer, Majelis Tarjih tidak pernah
berhenti melakukan up grade terhadap manhajnya atau paradigma
berfikirnya yang berfungsi sebagai pijakan ketetapan-ketetapan hukum
melalui proses ijtihad. Dalam rangka mencari kebenaran yang akurat,
metodologi dan pendekatan adalah sangat penting dan menentukan arah dan
corak figh yang akan diputuskan. Oleh karena itu Majelis Tarjih telah

melengkapi metode atau pendekatan yang telah ada dengan berbagai

53 Asmuni Abdurrahman, Manhaj Tarjih Muhammadiyah, 12.
5 Syamsul Anwar, Manhaj Tarjih Muhammadiyah, 15.
% Keputusan Munas Tarjih XXV Jakarta tahun 2000
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pendekatan yaitu pendekatan bayani, burhani dan irfani®® Pendekatan
bayani adalah merespon permasalahan dengan titik tolak utama adalah teks-
teks shari’ah. Penerapannya banyak terkait ibadah mahdah. Pendekatan
burhani adalah merespon permasalahan dengan melibatkan multi disiplin
keilmuan termasuk ilmu pengetahuan umum serta dilengkapi analisis
konteks yang sedang terjadi. Pendekatan 7rfani adalah upaya peningkatan
kepekaan nurani melalui pembersihan jiwa. Sehingga suatu keputusan tidak
didasarkan atas kecanggihan otak belaka tetapi juga bersumber dari
kepekaan nurani.”’

Wawasan tajdid yang menjadi karakter manhaj tarjih diharapkan dapat
memberikan landasan pijak bagi pengembangan pemikiran Islam
Muhammadiyah untuk menyikapi berbagai persoalan dengan lebih kreatif
dan inovatif. Pada periode Syamsul Anwar ketua Majelis Tarjih (2000-
2005) telah mengembangkan metode tarjih dengan meluaskan landasan
pijak yang mencakup nilai tauhid, nilai etik moral dan aspek yuridis. Dalam
gagasannya landasan tarjih dibangun diatas dua asumsi pokok, yaitu (1)
asumsi integralistik (2) asumsi hirarkis.*®

Asumsi integralistik yakni suatu asumsi yang memandang adanya
proses koroborasi (membandingkan bukti-bukti yang saling membantah satu
sama lain) dan saling mendukung guna melahirkan suatu norma. Proses

koroborasi untuk mencapai derajat keqat’ian dalil. Dengan pandangan

% Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Himpunan Putusan Tarjih 3,
(Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018), 159.

> Syamsul Anwar, Manhaj Tarjih Muhammadiyah, 26-27.

*® Ibid. 19.
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integralistik ini mengharuskan proses terhadap sumber-sumber dilakukan
metode induktif.>®
Asumsi herarkis yakni suatu anggapan bahwa norma itu berjenjang
dari norma yang paling bawah hingga norma paling atas. Jenjang norma itu
adalah al-giyam al-asasiyah (nilai-nilai dasar) baik norma teologis maupun
norma etik dan yuristik. Norma dasar ini kemudian memayungi norma
dibawahnya yang berupa asas-asas atau al-usuz/ al-kulliyah. Asas ini
merupakan konkritisasi dari nilai-nilai dasar. Berikutnya asas-asas ini
memayungi norma yang paling bawah, berupa ketentuan-ketentuan shar’i
yang bersifat far’i atau al-ahkam al-far iyyah.*°
C. Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Masalah Figh
1. Hukum Zakat Profesi
a. Definisi Zakat Profesi
Zakat secara bahasa memiliki beberapa arti yaitu a/-nama’, al-
taharah, al-barakah dan al-tazkiyah yang berarti perkembangan,
kebersihan, berkah dan kesucian. Arti zakat lebih dari satu makna juga
bisa memiliki arti a/-salzh atau kebaikan.®*
Zakat secara istilah menurut Yusuf al-Qardawi adalah sejumlah
harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-
orang yang berhak.®? Meskipun para ulama mengungkapkan pengertian

zakat dengan redaksi yang berbeda namun pada prinsipnya mempunyai

*% Syamsul Anwar, Manhaj Tarjih Muhammadiyah, 29.

* Ibid, 29-31.

' Majma’ Lughah al-Arabiyah, a/-Mu’jam al-Wasit (Mesir: Dar al-Ma’arif, vol 1 1972), 396.
62 Yusuf al-Qaradawi, Figh al-Zakah (Beirut: Muasasah al-Risalah, 1993), 45.
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pengertian yang sama tentang zakat yaitu bagian dari harta dengan
persyaratan tertentu yang Allah mewajibkan kepada pemiliknya untuk
diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan
tetentu pula.®®

Selanjutnya Yusuf Qardawi memberikan definisi zakat profesi
dengan pengertian sebagai segala jenis usaha halal yang menghasilkan
uang yang relatif banyak dengan cara mudah, karena keahlian,
keterampilan  atau kecerdasannya seperti dokter dan lainnya.®*
Sedangkan zakat profesi atau mal al-mustafad didefinisikan oleh MUI
dengan arti sebagai zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau
keahlian profesional tetentu baik yang dilakukan sendirian maupun
bersama dengan orang atau lembaga lain yang mendatangkan
penghasilan uang halal yang memenuhi nisab. Misalnya advokat,
dokter, arsitektur dan sejenisnya.®

Pada level internasional banyak tokoh ulama yang
berpandangan bahwa hukum zakat profesi adalah wajib. Pendapat ini
didukung oleh Yusuf al-Qardawi, Syekh Muhammad Abu Zahrah,
Shaikh Muhammad al-Ghazali, Abdullah Nasih Ulwan, dan ulama
besar yang termasuk pertama kali menyuarakan tentang zakat profesi
adalah Abdul Wahab Khalaf berkebangsaan Mesir.®® Dari sekian ulama

yang menyerukan zakat profesi adalah Yusuf Qardawi yang paling

% Majma’ Lugah al-Arabiyah, a/-Mu’jam al-Wasit (Mesir: Dar al-Ma’arif, vol 1 1972), 396.
 Yusif al-Qaradawi, Figh al-Zakah (Beirut: Muasasah Risalah, 1991), 487.
5 Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Prekonomian Modern (Jakarta: Gema Insani Press, 2008),

95.
% 1bid, 87.
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lengkap dalam mengulas secara detail tentang zakat profesi dalam kitab
Figh al-Zakah.

Sedangkan ulama kontemporer yang menolak zakat profesi
seperti Wahbah al-Zuhaili alasannya zakat profesi tidak punya landasan
yang kuat dari al-Qur’an dan Hadis karena zakat termasuk rukun Islam
sehingga dibutuhkan dalil yang gat’i bukan ijtihadi atau hasil
pemikiran.®” Di kalangan ulama Indonesia yang menolak zakat profesi
dari kalangan Persatuan Islam yang diwakili oleh Dewan Hisbah.
Keputusannya menolak zakat profesi karena alasan zakat termasuk
ibadah mahdah harus berlandaskan al-Qur’an dan Hadis.®

Menanggapi polemik tentang zakat profesi di kalangan ulama
mayoritas ulama Indonesia menyikapi dengan menerima tentang zakat
profesi. Representasi setuju zakat profesi oleh organisasi besar yang
tergabung dalam MUI, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dan
tokoh-tokoh umat Islam di luar ormas Islam tersebut seperti Didin
Hafiduddin ketua umum BAZNAS dalam bukunya menyebutkan jenis-
jenis zakat profesi serta dikuatkan dengan dalil nagli dan aqli.*®

b. Dalil Shar’i Zakat Profesi Perspektif Majelis Tarjih.

Salah satu sebab pro kontra mengenai zakat profesi karena

bersumber dari kedudukan dalilnya yang tidak sarih. Berbeda dengan

wajib zakat selain objek zakat profesi, ketentuan dalilnya disebut

7 Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adilatuhu, jilid 3 (Damaskus: Dar Al Fikr, 1997),194.
% Kumpulan tentang Sidang Dewan Hisbah Persatuan Islam tentang Aqidah dan Ibadah, hal
443,

% Didin Hafidhudin, Zakat Dalam Perekonomian Modern (Jakarta: Gema Insani Press, 2002),
47.
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secara sarih dalam sunnah Nabi saw. Dalam hal ini Muhammadiyah
termasuk madhab yang setuju atas kewajiban zakat yang dikenakan
atas profesi. Keteguhan Muhammadiyah terhadap zakat profesi bisa
dilihat pada kegiatan-kegiatan dengan tema zakat profesi yang dihelat
berulang kali. Pada Muktamar Muhammadiyah ke 41 di Surakarta
kemudian Muktamar Tarjih XXII di Malang pada tanggal 12 -16
Februari 1989 dan Musyawarah Nasional Tarjih ke XXV di Jakarta
pada tanggal 16-17 Juli tahun 2000, dalam acara tersebut telah
menghasilkan kesepakatan bahwa zakat profesi hukumnya wajib.

Dalam forum tarjih tersebut, Muhammadiyah mengartikan zakat
profesi sebagai segala bentuk usaha yang halal dan dapat menghasilkan
uang yang relatif banyak dengan cara yang mudah, baik melalui
keahlian tertentu atau tidak.” Bentuk usaha tersebut bisa berupa 1)
usaha fisik, seperti pegawai dan buruh, 2) usaha pikiran, misalkan
konsultan, arsitektur 3) usaha kedudukan atau jabatan, seperti komisi
dan tunjangan jabatan 4) usaha modal seperti investasi.

Sedangkan hasil usaha profesi bisa berupa: 1) penghasilan yang
teratur pada waktunya seperti setiap bulan, minggu atau hari seperti
pegawai atau pekerja. 2) penghasilan yang tidak tetap dan tidak

diperkirakan seperti kontraktor atau arsitektur.”

" Majlis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Himpunan Putusan Tarjih (Yogyakarta:
Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang, 1995), 97.

™ 1bid.102.
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c. Keputusan Majelis Tarjih tentang profesi adalah wajib dikenai zakat.

Hal itu dengan didasari istidlal sebagai berikut:

1)

2)

3)

Dalil-dalil yang bersifat umum yang terdapat dalam surat al-
Bagarah: 267 dan surat al-Taubah :103 dan surat al-Dariyat:19.

Dalam surat al-Bagarah : 267 terdapat kata ma kasabtum, kata
tersebut bersifat umum dan memang sudah ada takhsisnya yaitu
hadis Rasulullah saw, akan tetapi kedudukan hukum ‘am dan
khas adalah sama, maka keumuman itu berlaku sebagaimana
adanya tanpa perlu mukhasis yang berfaedah untuk

menunjukkan dalil zakat profesi, sebagaiman kaidah usul:
uagmsﬂ\g‘aﬁg‘y@d@\)d\ehd\ A g8l (amy SO

“ Menyebut bagian satuan dari lafadz am yang sesuai dengan
hukumnya tidak menunjukkan tahsis.”"?

éu\ uﬁ dan javadil) da e\.ﬂ\

“ Lafad ‘am yang telah ditakhsis tetap dapat dijadikan hujjah
pada makna yang masih ter‘[inggal.”73

Zakat adalah ibadah maliyah ijtima’iyyah yang punya tujuan
untuk merealisasikan magqasid shari’ah yaitu keadilan. Fungsi
lain dari zakat adalah untuk mensucikan harta dan

mempersempit jurang pemisah antara kaum kaya dan kaum

72 Saif al- Din al-Amidi, al-lhkam fi Usul al-Ahkam, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), 56.

3 1bid.
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miskin.”* Hal ini sesuai dengan surat al-Taubah: 103 dan al-

Hashr: 7 serta hadis-hadis nabi saw. Berpijak pada istid/al

diatas Majelis Tarjih Muhammadiyah melalui Musyawarah

Nasional Tarjih XXV di Jakarta telah mengeluarkan putusan

tentang zakat profesi yaitu: 1) zakat profesi hukumnya wajib 2)

nisab zakat profesi setara dengan 85 gram emas 24 karat. 3)

kadar zakat profesi sebesar 2,5%."

d. Wujuh istidlal tentang dalil-dalil Zakat Profesi.

Selain dalil-dalil umum tentang zakat yang dijadikaan dasar
yuridis kewajiban zakat profesi, Muhammadiyah memandang zakat
sebagai ibadah maliyah ijtima’iyyah, sehingga dari perspektif inilah
yakni aspek ijtima’iyyah kemudian berlaku ma’qulat al-ma’na atau
ta’lil al-ahkam. Objek hukum yang masuk katagori ma’qulat al-ma’na
sebagai pintu masuk bagi Majelis Tarjih untuk menyusun dalil-dalil
yang mendasari kewajiban zakat profesi.”® Tidak hanya dengan
pendekatan bayani (tekstual) saja di mana bagi sebagian kelompok
dalam madhab figh dengan pendekatan bayani tersebut (merujuk pada
dalil-dalil tekstual) justru mereka menolak atas wajibnya zakat profesi

dengan alasan dalam teks tersebut memang secara sarih tidak

™ Asjmuni Abdurrahman, Memahami Makna Tekstual, Kontekstual dan Liberal (Yogyakarta:
Suara Muhammadiyah, 2008), 115.

7 Himpunan Putusan Majlis Tarjih Muhammadiyah, Majlis Tarjih Pimpinan Pusat
Muhammadiyah (Yogyakarta: Piminan Daerah Muhammadiyah Kota Malang , 1995), 276.

® Syamsul Anwar, Nilai-Nilai Dasar Zakat Kontemporer Menurut Syamsul Anwar,”
https://pusattarjih.uad.ac.id; diakses tanggal 18 Januari 2000.
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menuturkan nama-nama jenis zakat yang dianggap masuk katagori
zakat profesi.”’

Namun berbeda dengan Majelis Tarjih yang menggunakan tiga
pendekatan yaitu bayani, istislahi dan burhani sebagai paradigma
untuk menyusun dalil-dalil dan argumen —argumen kewajiban atas
zakat profesi. Kedua pendekatan yang terakhir penting digunakan untuk
merespon terhadap masalah kontemporer yang secara ekplisit belum
ada dalam nusus al-shari’ah termasuk zakat profesi atau zakat
kontemporer. Sekaligus yang akan membedakan terhadap pendekatan
bayani dimana bagi sebagian kelompok justru dijadikan landasan
normatif untuk menentang zakat profesi. Mengedepankan pendekatan
bayani semata yang berorientasi tekstual akan memberikan kesan
bahwa hukum Islam tidak responsif dan sempit karena dalam masalah
objek zakat membatasi pada pemaknaan klasik’® yang objeknya sangat
terbatas.

Jalan ijtihad terbuka lebar bagi Muhammadiyah terhadap
masalah kontemporer seperti zakat profesi karena dalam prinsip-prinsip
pedoman Majelis Tarjih menyatakan” menta’lil dapat digunakan untuk

memahami kandungan dalil-dalil al-Qur’an dan al-Sunnah sepanjang

77 Kelompok yang menolak zakat profesi diantaranya adalah kelompok PERSIS dengan
alasan, zakat adalah ibadah mahdah yang segala ketentuan dan ketetapannya berdasarkan Al
Qur’an dan Hadis. Dalam hal ini zakat profesi tidak tersebut dalam keduanya sehingga tidak
diwajibkan untuk berzakat.

® Himpunan Putusan Tarjih 3, 159
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sesuai dengan tujuan shari’ah,’® dalam hal ini pedoman tarjih
mengangkat kaidah al-hukm yaduru ma’a illatihi wujudan wa
‘adaman.®® Faktor lain sebagai modal dasar untuk mengembangkan
interpretasi terhadap teks al-Qur’an dan al-Sunnah yang terkait dengan
hukum adalah pedoman Majelis Tarjih yang mengklaim bahwa tidak
terikat dengan madhab tertentu dalam memahami hukum.® Prinsip ini
sebagai modal sikap terbuka karena mampu terlepas dari ta ‘asub pada
madhab tertentu terutama bila sudah membatasi madhab tertentu akan
cenderung menjadikan sumber resmi ketika memahami hukum Islam
dalam komunitasnya. Terhadap kasus-kasus kontemporer yang belum
pernah ada ketetapan hukumnya dalam figh klasik termasuk zakat
kontemporer atau zakat profesi tidak cukup dikaji dari sudut pandang
dengan satu pendekatan tertentu. Manhaj atau penggunaan pendekatan
secara tekstual saja karena akan menghasilkan istidia/ yang menolak
dari pada istidlal yang akan mengakomodasi terhadap masalah
kontemporer. Padahal dalam bab muamalat mayoritas ketentuan
hukum-hukumnya berputar sesuai ‘illat atau konteks yang
mengiringinya.

Majelis Tarjih dengan menggunakan pendekatan magasidi
terhadap zakat profesi dituntut untuk menyusun argumen-argumen yang

bisa menegakkan maslahat dari ajaran Islam. Terutama aspek keadilan

7 Asjmuni Abdurrahman, Manhaj Tarjih ~ Muhammadiyah — Metodologi dan Aplikasi
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 13.

% Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman bin Abi Bakar al-Suyuty, al-Ashbah wa al-Nazair fi Qawa’id wa
Furu’ Figh al-Shafi’iyah (Lebanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2012), 248.

8 Asjmuni abdurrahman, Manhaj Tarjih, 15.
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dan kemaslahatan yang terkandung dalam maqgasid shari’ah, dan aspek
keadilan terdapat dalam implementasi zakat profesi. Aspek keadilan
yang menjadi ciri utama ajaran Islam menjadi faktor penting atas
penetapan kewajiban zakat pada setiap harta berkembang yang
dimiliki. Penetapan objek zakat terbatas pada harta konvensional yang
didasari dengan pendekatan tekstual saja tanpa mengkaji magqgasid di
dalam perintah zakat yang mencakup berbagai aspek hikmah dan
maslahat dalam kehidupan akan memperlihatkan kesan ketidakadilan.
Karena seolah ajaran Islam lebih  semangat mewajibkan zakat
penghasilan konvesional sementara penghasilan modern yang berbasis
sikap profesional lebih mudah dan cepat menghasilkan uang tidak
tersentuh oleh zakat. Karena itu sangat adil pula apabila zakat
dikenakan terhadap harta berkembang yang dihasilkan oleh para
dokter, ahli hukum, para konsultan dan yang memiliki gaji tinggi serta
profesi lainnya.®

Keputusan Majelis Tarjih tentang zakat profesi selanjutnya
dikuatkan oleh Syamsul Anwar mengenai dasar-dasar filosofinya.
Menurutnya, figh zakat dalam Majelis Tarjih dibangun diatas dua
landasan, pertama, berlandaskan al-giyam al-agidah atau nilai dasar
teologi yang mencakup tentang zakat. kedua, al-istikhlaf; manusia
diutus Allah sebagai wakil untuk mengurus alam semesta termasuk

harta benda beserta kewajibannya.. Dalam memandang figih zakat

82 Yusuf al-Qardawi, Figh al-Zakat (Beirut : Muasasah al-Risalah, 1991), 244.
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kontemporer dapat diturunkan prinsip-pinsip universal, yang mencakup
diantaranya:®® (1) harta harus terus berputar tidak boleh berhenti pada
sekelompok orang. Prinsip ini merupakan manifestasi dari nilai
solidaritas dan nilai keadilan dan kemaslahatan. (2) dalam harta
terdapat hak orang lain, nilai ini bagian dari nilai solidaritas. (3)
pengeluarkan zakat berlandaskan prinsip pertama yaitu (a) berkembang,
(b) harta yang dikenai zakat adalah harta kelebihan dari kebutuhan.

Melalui pendekatan magasidi terutama yang berkaitan dengan
nilai-nilai magasid umum seperti nilai tauhid, keadilan, dan maslahah,
serta magqasid khasah dari harta seperti al-zadawul (perputaran harta
dari kaya ke fakir) lebih relevan dan rasional sebagai landasan yuridis
dalam menetapkan zakat profesi dari perspektif nilai maqgasid shari’ah
tersebut diwajibkan mengeluarkan atas zakat profesi.®*

Berbeda pendapat adalah bagian dari figh itu sendiri, bahkan
seseorang yang belum pernah berbeda pendapat dalam masalah figh
sejatinya ia belum pernah mendalami tentang figh,®® demikan juga
dalam masalah zakat profesi. Berdasarkan uraian diatas antara yang pro
dan kontra tentang zakat profesi penulis sependapat dengan keputusan
Majelis Tarjih Muhammadiyah bahwa setiap keahlian dan pekerjaan

apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait

% Syamsul Anwar, "Konsep Magasid Shari’ah Dan Perkemnbangan Metode Ijtihad Dalam
Muhammadiyah”, Makalah disampaikan pada pengajian Ramadhan Pimpinan Pusat
Muhammadiyah Tahun 1438/ 2017.

% Ibn Bayah, Mashahid min al-Magasid, 177.

% Abd al-Aziz al-Shinawi, al-Almmah al-4rba’ah (Makkah: Umm al-Qura, 2000), 7.
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dengan pihak lain seperti seorang pegawai atau karyawan, apabila
pendapatan telah mencapai nisab maka wajib dikeluarkan zakatnya.
Kesimpulan ini karena berlandaskan: Pertama, ayat-ayat al-
Qur’an yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk
dikeluarkan zakatnya. Kedua, berbagai pendapat ulama terdahulu
meskipun dengan istilah yang berbeda-beda, ada yang pakai istilah
umum al-amwal dan yang pakai istilah khusus al-mal al-mustatad®
Ketiga, dari sudut keadilan bagian dari magasid al-ammah, penetapan
zakat pada setiap harta yang dimiliki, dibandingkan penetapan zakat
pada komoditas tertentu yang konvensional seolah menutup mata
terhadap maslahat yang terdapat dalam properti moderrn.®” Seperti
petani tradisional yang sekarang kondisinya kurang beruntung justru
diwajibkan zakat terhadap mereka sementara sumber-sumber ekonomi
kontemporer dengan mudah menghasilkan laba yang berlipat dan
mencapai nisab. Keempat, kegiatan penghasilan melalui profesi akan
terus berkembang dari waktu ke waktu, penetapan zakat terhadapnya
menunjukkan bahwa hukum Islam sangat aspiratif dan responsif
terhadap perkembangan zaman.
2. Miqat Jamaah Haji di Bandara King Abdul Aziz di Jeddah
Seiring perjalanan waktu yang terus bergulir semakin berkembang
pula temuan-temuan manusia dalam segala aspek kehidupan.Termasuk

yang berkaitan dengan teknologi khususnya di bidang moda tranportasi

® Didin Hafidhudin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, 97.
¥ Ibid, 98.
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baik darat, laut ataupun udara yang semakin canggih dari aspek
kecepatannya. Kecanggihan pesawat terbang yang digunakan sebagai
moda transportasi manusia memiliki konsekuensi-konsekuensi tertentu
terutama dalam aspek hukum ibadah.

Sejak 14 abad yang lalu para jamaah haji pergi ke tanah suci dari
segenap penjuru dunia menggunakan transportasi melalui darat dan laut,
mereka sebelum sampai ke tanah suci akan memasuki tempat-tempat
migat makani yang®® telah ditentukan oleh Nabi saw sebagai batas
permulaan untuk memulai ibadah haji. Keadaan ini berjalan tanpa ada
problem atau polemik tentang pelaksanaan batas migat makani pada
tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Nabi saw selama seorang masih
menggunakan transportasi darat dan laut. Polemik mengemuka tentang
masalah migat makani ketika jamaah haji mulai beralih menggunakan
transportasi udara atau naik pesawat terbang mendarat langsung menuju
di Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Karena hadis-hadis Rasulullah saw
konteksnya pada masa itu adalah migat makani yang dikenal sebagai
tempat menjadi lalu lintas transportasi kendaraan yang mashur oleh
masyarakat saat itu yakni kendaraan darat dan laut. Jadi penunjukan tiga
tempat migat yang sudah mashur dengan perjalanan darat dan laut yang
melewati tiga tempat tersebut sebelum sampai ke tanah suci.®® Kemudian

bagaimana dengan jamaah haji yang naik pesawat sementara pesawatnya

8 Muhammad Ibn Ismai Dawud Al Fatani, Mathla’al Badrayn wa Majma’ al Bahrayn, (tk:
Maktabah wa Matba’ah Muhammad al Nahd wa Auladuh, tt), 67.
¥Himpunan Putusan Tarjih 3, 204
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tidak melalui migat-migat yang telah ditentukan oleh nabi saw. Salah satu

dampak kemajuan teknologi yang ikut berperan dalam merubah ketetapan

hukum dan bagaimana dengan keputusan Majelis Tarjih terkait kasus

tersebut.

a. Definsi Migat M akani

Migat makani adalah batas yang menunjukkan tempat di mulai
seluruh rangkain ibadah haji, seseorang akan melakukan ibadah haji dan
melaksanakan melakukan ihram dan berniat haji pada tempat tersebut.®
Batas-batas tempat (al-mawagqit al-makaniyah) yang ditetapkan oleh
Nabi Saw hanya mewakili tiga arah yaitu: (a) utara untuk penduduk
Madinah dan Syam dengan migamya Zulhulaifah dan Juhfah, (b) timur
untuk penduduk Najd adalah Qarnul Manazil, dan (c) selatan untuk
penduduk Yaman adalah Yalamlam, termasuk jamaah haji dari
Indonesia.”*
b. Migat Makani Jamaah Indonesia

Bagi mereka yang tidak melewati salah satunya dari miqat-
miqgat tersebut, seperti pada zaman sekarang para jamaah haji yang
datang naik pesawat kemudian transit di Bandara King Abdul Aziz
seperti jamaah haji dari Indonesia. Dalam hal ini, bagi Majelis Tarjih
berpendapat bahwa migat makani bisa dilakukan di Bandara King

Abdul Aziz di Jeddah.®?

PIbid., 68.
'Ibid., 68.

2 Himpunan Putusan Tarjih 3, 469.
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Pendapat ulama tentang migat makani di Bandara King Abdul
Aziz tidak satu pandangan, terjadi pro kontra. Kelompok yang
menentang menjadikan Jeddah sebagai tempat migat adalah termasuk
Sheykh Abdul Aziz bin Baz dalam salah satu fatwanya tentang miqgat,”
Tidak ragu lagi bahwa Jeddah tidak termasuk migat. Siapa yang
mengakhirkan ihramnya sampai di Jeddah, maka dia telah melewati
migat menurut shar’i, karena itu terkena dam yaitu satu kambing atau
sepersepuluh unta yang disembelih di tanah haram dan dibagikan di
tanah haram.®® Pendapat yang senada juga diikuti oleh fatwa Majma’
Figh al-Islami.

Sedangkan kelompok yang berpendapat bahwa membolehkan
miqat makani di Bandara King Abdul Aziz termasuk mayoritas ulama
dari Indonesia yaitu ulama dari Majelis Tarjih Muhammadyah, MUI,
Nahdlatul Ulama dan Kemenag. Pendapat mayoritas ulama Islam di
Indonesia yang membolehkan migat di Bandara King Abdul Aziz.**

Perbedaan yang terjadi di kalangan para ulama mengenai figh
miqgat akibat tidak bisa dipisahkan dari perbedaan manhaj atau metode
yang mereka gunakan untuk memahami teks-teks hadis Rasulullah saw
sehingga berbeda pula hasil ijtihadnya. Mereka yang cenderung
memahami secara tekstual akan memilih untuk menolaknya dengan

alasan tidak ada dalilnya dalam hadis nabi selain migat yang telah

% Khalid ibn Muslih ibn ‘Abd Allah Alu Hamid, Ikhtiyarat al-Shaykh ibn Baz al-Fighiyah
(Riyad: Dar al-Fadilah, 2010),233.

* Departemen Agama RI, Bimbingan Manasik Haji (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan
Masyarakat Islam dan Urusan Haji, 2001), 39.
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ditetapkan dalam hadis. Sedangkan yang memahami secara kontekstual
mereka berpendapat membolehkannya sebagaimana pendapat Majelis
Tarjih Muhammadiyah. Adapun istid/al yang dibangun oleh Majelis
Tarjih Muhammadiyah adalah:
O ) (s zié Wl JB Legie dll ia ) oo (pl (o adl (e
@)@cm\&mm\d)ﬂjo\w;y&\ﬁ\ L) lEd e |5

J Lde (3L 53 L)) Ul Ltk sl e psm 585 U ani Ja) s
@Al ol 5 (e Do agd and 4S8 (e W 5o )5 yhaild
“Dari Nafi’, dari Ibnu ‘Umar r.a ia berkata: ketika telah dibuka
dua kota ini ( basrah dan kufah) mereka mendatangi ‘Umar dan
berkata: wahai Amirul Mukminin, Rasulullah saw telah
menetapkan migat bagi peduduk najd yaitu garnul manazil,
padahal tempat iu sangat jauh dari jalan kami dan jika harus
melewati Qarnul manazil, kami merasa kesulitan. Dia (‘Umar)
berkata, telitilah tempat yang sejajar dengan garnul manazil di
jalan yang kamu lalui. Maka beliau menetapkan dhatu Irg
(sebagai miqat) bagi mereka” ( HR al-Bukhari).

Dalam pedoman Majelis Tarjih menetapkan bahwa sumber
utama Islam adalah al-Qur’an dan al-Sunnah sedangkan perangkat-
perangkat seperti qiyas, istislah, istihsan dan lainnya berfungsi untuk
mengungkap hukum yang terkandung dalam kedua sumber utama
tersebut.”® Terhadap kasus-kasus kontemporer yang tidak ada legitimasi
landasan normatifnya dalam sumber utama ajaran Islam secara
sarihtidak menuturkannya, metode  Majelis Tarjih menggunakan
perangkat-perangkat yang berfungsi untuk mengungkap  hukum
tersebut seperti metode qiyas.”® Cara menyelesaikan masalah yang

dilakukan oleh Majelis Tarjih dalam teori usul figh Hassan Hanafi yaitu

% Asjmuni Abdurrahman, Manhaj Majlis Tarjih, 60.

% bid, 68.
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menerapkan perangkat elemen dinamis atau istidlal hurr seperti giyas,
istihsan dan maslahat jika dalam sumber utama tidak

menuturkannya.®’

Pendekatan magqasidi terhadap suatu teks hadis tentang migat
adalah untuk memperoleh jiwa hukum atau kemaslahatan yang
dimaksudkan perlu pemahaman secara komprehesif terhadap teks hadis
tersebut. Membaca teks hadis tentang migat tidak terlepas dari dua
faktor yaitu:*® (a) shariah Islam diturunkan dalam kondisi teks-bahasa
dan kondisi sosio geografis Arab; (b) shariah Islam pertama kali
diturunkan pada umat yang alam pikirannya terbatas. Implikasinya
adalah bahwa pegetahuan dan pemahaman pada masa sahabat mengenai
suatu objek masalah ketika shariah Islam sangat terbatas utamanya
mengenai ilmu pengetahuan saat itu di luar Arab.*® Pengenalan terhadap
mawagqit al-hajj menyesuaikan dengan kondisi pengetahuan mereka

sehingga tidak menemukan kesulitan dalam prakteknya.

Wajh istidlal yang kedua adalah metode giyas. Qiyas yang
dilakukan ‘Umar ra adalah solusi yang tepat karena ada kesamaan ‘i//at.
Namun tidak boleh keluar dari objek masalah, yaitu daratan sebagai
area geografis yang ditentukan rasul dan menjadi jalur utama

tranportasi manusia saat itu. Tidak terlintas dalam pikiran Umar ra saat

7 Hassan Hanafi, Min al-Naql al-Ibda’, (Kairo: Dar al-Quba’ wa Nasr wa Tawzi’ 1990, Vol 10,

327.

% Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Himpunan Putusan Tarjih 3,470.

% bid, 471
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itu dan juga seorang pun pada waktu itu yang melewati diatas migat,
yaitu jalur udara melalui pesawat terbang. Oleh karena itu dalam
perspektif Majelis Tarjih bahwa jamaah haji yang menggunakan
tranportasi pesawat terbang tidak ditemukan teks gaz’i*® sama dengan
penduduk yang datang dari arah barat Makkah (laut) untuk menuju
tanah suci. Dalam kasus seperti ini termasuk umur ijtihadiyat karena
bagian ma’qulat al-ma’na maka solusi yang dikemukakan untuk

menetapkan hukum adalah terhindar dari kesulitan dan menggapai

kemaslahatan sesuai dengan konteks sekarang.®*

3. Ibadah Haji Berulang Kali

Jumlah jamaah haji dari Indonesia yang tiap tahun lebih dari dua

ratus ribu ini nampak menggembirakan karena antusiasme memenuhi

panggilan Allah dan sekaligus indikasi menunjukkan ketagwaan dan

barometer tingkat ekonomi mereka yang cukup. Namun bila dicermati dari

sebagian jamaah haji tersebut ternyata sudah beribadah haji berkali-kali.

Sementara ada banyak ribuan orang yang sudah daftar haji antri menunggu

panggilan berangkat haji sesuai porsi tahun keberangakatannya. Ketika ada

sebagian orang berhaji berkali-kali bukankah ini ada potensi ikut

menghambat terhadap antrian ribuan orang karena porsi semestinya untuk

mereka yang belum pernah haji kemudian porsi haji yang ada diisi oleh

orang yang telah haji berulang kali.

101 pid, 245.
1031 pid, 245.
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Selain itu di hadapan para jamaah haji yang telah menunaikannya
berulang kali masih banyak anak yatim yang terlantar, puluhan ribu orang
yang nasibnya menjadi tuna wisma karena akibat bencana alam, banyak
sekolah yang roboh dan tidak layak untuk belajar, tempat-tempat ibadah
yang perlu dibangun lagi akibat bencana, banyak orang kena PHK, banyak
rumah tangga yang serba kekurangan baik untuk kebutuhan sehari-hari
maupun biaya sekolah anak-anak mereka, lalu bila sebagian mereka tetap
ibadah haji berulang kali maka perlu evaluasi bagi orang yang tetap
melakukan haji berulang kali tersebut apakah haji yang dilaksanakan
kesekian kalinya atas perintah Allah. Dalil mana yang menyuruh Kita
melaksanakan ibadah haji berulang kali sementara kewajiban-kewajiban
agama di sekeliling kita masih segudang dan terlantarkan, apakah haji

yang seperti ini mengikuti teladan yang telah dicontohkan oleh nabi.

Muhammadiyah termasuk salah satu Ormas Islam yang cepat
merespon terhadap fenomena kasus tersebut yakni masalah sebagian orang
yang berulang kali dalam ibadah haji. Melalui Majelis Tarjihnya
Muhammadiyah telah mengeluarkan putusan bahwa wajib hukumnya bagi
orang yang telah haji mendahulukan orang yang sudah wajib dalam
menunaikan ibadah haji tetapi belum berkesempatan menunaikan, dan

orang yang telah memiliki finansial dan telah melakukan ibadah haji
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hendaknya menerapkan ajaran al-Maun untuk berkhidmah dalam

pemberdayaan kaum dhuafa.'%?

Seorang muslim yang mampu wajib melaksanakan ibadah haji
adalah satu kali saja dalam seumur hidup, sementara untuk haji yang kedua
kalinya dan seterusnya adalah sunnat. Hal ini sebagaimana yang telah

ditegaskan dalam sabdi Nabi saw sebagai berikut:

JUb alu g agle Al L il) Jelas (s G gAY ) i 0l e
3 (b Baa) 93 ya Jy JB 3aa) 53 ye o) A JS 8 eal) ) J gy b

@u\){\w‘jd}bﬁ\a\}) &514-\)@

“ Dari Ibn ‘Abbas bahwa al-Aqra’ Ibn Habis bertanya kepada Nabi
saw di mana ia berkata: Wahai Rasulullah (apakah) haji itu setiap
tahun ataukah satu kali, (Rasulullah saw ) menjawab: hanya satu
kali saja.Barang siapa yang menambah maka itu tatawu’ (sunat)
[HR. Abu Dawud].”*®®

Wujuh istidlal dari hadis diatas yakni dalam hadis ditegaskan
bahwa menunaikan ibadah haji yang pertama kali adalah wajib*®*
sedangkan yang kedua hukumnya sunnat. Dalam era sekarang pelaksanaan
haji dari Indonesia menghadapi beberapa problem terbatasnya kuota dan

antrian yang sangat panjang hingga puluhan tahun:'%

" Himpunan Putusan Tarjih 3, 509.

' Abu Dawud, Sunan Abi Dawud (Riyad: Dar al-Salam, 1999), 254.

1% Dalam kaitan haji wajib Orang yang mampu tidak boleh mendelegasikan kepada orang lain
sesuai dengan QS Ali Imran (3): 97. Hal ini sesuai I[jma para ulama. Ibn al-Munzir, al-ljma’ (Uni
Emirat Arab: Maktabah al-Furqan, 1999), 77.

' Himpunan Putusan Tarjih 3, 508
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Putusan tarjih Muhammadiyah tentang kewajiban mendahulukan
orang lain yang sudah wajib haji dari pada memberikan kesempatan lagi
bagi orang yang telah pernah naik haji adalah keputusan yang tepat dan
kuat apabila dilihat dari perspektif pendekatan magasidi. Kemaslahtan
yang menjadi tujuan utama magasid lebih mengena tepat pada objek
hukum yaitu memberikan kesempatan bagi orang yang wajib haji karena
status hukum wajib lebih utama untuk ditunaikan dari pada hukum sunnah
bagi orang yang sudah pernah naik haji.'®® Sementara di sekeliling dia
(orang yang sudah berhaji) banyak orang-orang yang memerlukan uluran
tangan, Seandainya dia orang yang pernah naik haji kemudian
mengalokasikan dana untuk bantuan sosial guna menyantuni fakir miskin,
membangun sekolah-sekolah dan tempat ibadah maka amal yang demikian
memjadi amal mu’tadiyah yang statusnya lebih utama dari pada haji yang

kedua kalinya. Karena berbagai alasan sebagai berikut:*%’

a. Terbatasnya kuota dan peluang untuk naik haji dibandingkan dengan
peminat yang berkeinginan untuk melakukannya yang pada saat ini
tercermin dalam panjangnya masa tunggu hungga puluhan tahun
bahkan dalam kalkulasi hitungan rasional ketika tiba masa tunggu
untuk berangkat haji calon jamaah secara fisik kondisi kesehatan sudah
berkurang dan sudah tua renta akibat masa tunggu yang sangat lama.

b. Haji yang kedua kalinya dan seterusnya bagi orang yang telah pernah

naik haji. Hal ini berdampak pada tertutupnya peluang bagi orang lain

106 Ali Mustafa Yakub, Haji Pengabdi Setan, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2019), 6.
97 Himpunan Putusan Tarjih 3, 508.



161

yang belum pernah naik haji padahal hukum haji wajib baginya. Hal ini
bertentangan dengan figh aulawiyat yaitu mendahulukan perkara yang
wajib atas sunnat, artinya mendahulukan orang yang sudah wajib
melaksanakan naik haji tetapi belum dapat kesempatan.

c. Dalam ibadah dikenal pahala gasirah (orientasi pahala yang terbatas
untuk dirinya sendiri) dan pahala mu tadiyah yaitu berpahala yang
berkesinambungan. Bagi orang yang telah haji dan memiliki harta yang
banyak maka sangat dianjurkan untuk melakukan ibadah mu ‘tadiyah
berupa membantu fakir miskin dan masyarakat miskin, karena tingkat
kemiskinan di Indonesia masih sangat tinggi sekitar 12% dari penduduk

Indonesia.

Dalam menentukan banyak pilihan ibadah, menilai ibadah yang
utama dalam perspektif Islam ada dua kategori ibadah; ibadah gasirah
(ibadah individual) dan ibadah muta’adiyah ( ibadah sosial) manfatnya
dirasakan pelakunya dan orang lain. Ibadah haji dan umrah termasuk
ibadah gasirah, karenanya pada saat bersamaan terdapat ibadah gasirah
dan ibadah muta’adiyah, pilihan nabi jatuh pada ibadah muta’adiyah dan

tidak mengerjakan ibadah gasirah.'®®

Pendekatan magqasidi adalah berorientai mengutamakan maslahat
yang utama dengan didasari istigra’ nusus al-shari’ah untuk mencermati

dalil-dalil yang masuk kategori makna magasid kulliyah dan makna

108 Ali Mustafa Yakub, Haji Pengabdi Setan (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2019), 5.
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maqasid juz’iyyah.*® Dua kasus yang terjadi bersamaan satu pihak
seorang melakukan ibadah haji yang status hukumnya sunnah karena
sudah pernah haji. Sedangkan pihak yang lain melakukaan haji yang status
hukumnya adalah wajib karena sudah terpenuhi persaratan. Dari status
hukum antara wajib dan sunnah maka wajib lebih utama untuk ditunaikan
lebih dahulu karena wajib lebih utama,''® dari sisi penyelenggaraan haji
maka wajib bagi pemerintah didasari asas keadilan untuk melayani jamaah
haji, dengan memberikan porsi haji kepada orang yang menyandang status
wajib hukum haji atasnya. Bila porsi haji diberikan kepada orang yang
menyandang status hukum haji sunnah baginya termasuk praktek

ketidakadilan dalam penyelenggaraan ibadah haji oleh pemerintah.
4. Fatwa Tentang Rokok

Mengkaji tema tentang rokok tidak akan ada sepinya dari sikap pro
kontra mengenai hukumnya. Tema rokok diangkat dalam sampel
penelitian ini karena ada dua faktor: pertama, tema rokok ini banyak
berkaitan dalam demensi kehidupan manusia baik aspek sosial, ekonomi,
budaya dan agama. Kedua, tema rokok selalu memunculkan kontraversi
sejak lama bila dilihat dari aspek hukumnya, para ulama klasik sejak 400
tahun yang lalu sudah mengenal rokok dan sejak itu pula telah terjadi

polemik mengenai status hukumnya antara kubu yang pro dan kubu yang

' Ybn Bayah, Itharat Tajdidiyah fi Huqul al-Usul, 71.

10 K aidah ke 20 dan 21 , al-Muta’adi atdal min al-qasir, al-Fard afdal min al-Sunnah, lihat Jalal
al-Din  ‘Abd al-Rahman al-Suyuti, A/- Ashbah wa Nazair (Lubnan:Dar al-Kutub al-Ilmiyah,
2012),220.
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kontra. Hingga sekarang tidak pernah ada kata sepakat mengenai hukum
rokok. Pada aspek kedua ini tentang hukum rokok yang terjadi pro kontra
ikhtilaf al-ara’ tidak bisa dipisahkan dari sudut pandang, manhaj,

metode yang berbeda dalam menganalisi tentang hukum rokok.

Sebuah fakta di tengah masyarakat bahwa rokok sendiri adalah
komoditas yang sangat laku dalam perdagangan untuk komunitas tertentu
bahkan sudah menjadi rutinitas bagian dari kebutuhan yang susah untuk
menghindarinya. Perdagangan rokok bisa memenuhui hingga 40 %
sampal 50% barang terlaris dari barang-barang diperjual belikan dalam
tokonya yang menjadi tumpuan ekonominya. Sudah tentu pabrik-pabrik
rokok yang besar selama ini telah mengais pendapatan yang besar dari

produksi rokok.

Bagi negara dan masyarakat telah mendapatkan manfaat dari
industri rokok baik dari sisi ekonomi dan sosial, bagi masyarakat bisa
terangkat ekonominya dan mengurangi pengangguran dan negara
mendapat cukai dari industrri rokok. Dalam penelitian Subiyakto dari
(BALITTAS) Badan Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat Malang
menagatakan tembakau telah menyumbang kepada negara melalaui cukai
yang dibayarnya sebesar Rp 70 triliun pada tahun 2012.'*! Bahkan
banyak petani hingga angkanya mencapai 6 juta yang menjadikan

tumpuan mata pencaharian dari hasil panennya terhadap tanaman

" Anis Efizudin, Tembakau Baik Untuk Kesehatan, http: nasional .tempo.co/ read/539731/
peneliti-tembakau baik untuk kesehatan, diakses pada 2 Februari 2020.
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Tembakau.*? Namun selain manfaat yang didapat oleh masyarakat dan
pemerintah terdapat aspek negatifnya yang terdapat pada rokok vyaitu
dapat membahayakan kesehatan, pemborosan, serta dampak-dampak
negatif lainnya yang timbul dari bahaya rokok, secara kesehatan rokok

mengandung nikotin dan zat adktif yang bahaya bagi kesehatan.**®
a. Fatwa Muhammadiyah Mengenai Rokok

Muhammadiyah mengeluarkan fatwa haram terhadap hukum
rokok melalui Majelis Tarjih dan Tajdid dengan keputusan No0.6/SM
MTT 111 2010. Dalam keputusan tersebut ada 6 alasan yang

mendasari fatwa haram terhadap rokok:'*

pertama, merokok
termasuk kategori perbuatan khabaith ( segala perbuatan yang buruk)
yang dilarang dalam al-Qur’an (Q.7: 157). Kedua, merokok termasuk
perbuatan yang mengarah menjatuhkan diri ke dalam kebinasan dan
bahkan perbuatan bunuh diri secara perlahan —lahan, dengan demikian
betentangan dengan al-Qur’an (Q.2 195 dan 4:29. Ketiga, merokok
termasuk perbuatan membahayakan diri dan orang lain karena
menimbulkan asap rokok yang bahaya, dalam pandangan dokter dan
akademisi asap rokok mengandung zat adiktif yang berbahaya.

Keempat, perbuatan merokok termasuk kategori perbuatan yang

melemahkan dalam beberapa waktu kemudian Kkarena rokok

"2 Muhammad Ihsan, Merokok Dalam Perspektif Muhammadiyah Dan Nahdhatul Ulama,
“Jurnal al-Qadha”, Vol 4, No 1 (2017), 45.

'3 Tim Lembaga Fatwa MUI Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975, Jakarta 2002 h. 196.

"4 Fatwa Tarjih dan Tajdid Tentang Hukum Rokok, https:/tarjih.muhammadiyah.or.id; diakses
tanggal 22 januari 2020.


https://tarjih.muhammadiyah.or.id/
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mengandung zat adiktif sehingga bertentangan hadis nabi setiap
perkara yang memabukkan dan melemahkan. Kelima perbuatan
merokok bisa menimbulkan bahaya bagi kesehatan perokok dan orang
di sekitarnya karena asap rokok sehingga pembelanjaan untuk rokok
termasuk perbuatan mubazir hal ini dilarang dalam Islam QS 17: 26-
27. Keenam, perbutan merokok bertentangan dengan unsur-unsur

tujuan shari’ah (kulliyat al-khams).

Wujuh istidlal dari dalil-dalil diatas tentang fatwa haram
perbuatan merokok yakni metode yang digunakan adalah bayani yaitu
dengan pendekatan kebahasaan (semantik) kata khabaith dalam
QS.Al-A’raf :157, bagi Muhammadiyah kata tersebut mencakup di
dalamnya adalah rokok, sehingga rokok masuk katagori perbuatan
yang dilarang. Perbuatan merokok termasuk katagori perbuatan
mubazir dan perbuatan mubazir dilarang oleh al-Qur’an sehingga
rokok termasuk yang dilarang oleh al-Qur’an. Orang yang merokok
telah melakukan tindakan yang membahayakan dirinya sendiri secara
perlahan-lahan dia telah menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan,
hal ini dilarang oleh al-Qur’an dalam Q.2: 195 dan 4:29. Rokok yang
mengandung unsur zat adiktif bisa melemahkan dan memabukkan

terhadap fisik.

Implementasi methode ra ’/ili dalam pandangan Muhammadiyah
karena rokok (al-far’u) dianalogikan dengan khamr (al-asl) sehingga

hukum rokok termasuk haram. kesamaan ‘i/lat yang tedapat antara
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rokok dan khamer. Selain pendekatan semantik, keharaman rokok
perspektif Muhammadiyah juga dikuatkan dengan metode istinbat
istislahi yaitu pendekatan hukum dengan pendekatan kemaslahatan.
Argumen-argumen yang dibangun Majelis Tarjih Muhammadiyah
untuk melandasi metode istislahi adalah agama Islam mempunyai
tujuan (maqasid shari’ah) yang berupa melindungi agama, jiwa akal,
harta serta menghindari semua faktor yang dapat membahayakan dan
merusak manusia secara fisik dan psikis.**> Untuk mewujudkan itu
semua harus menghindari rokok karena rokok mengandung unsur zat

adiktif yang berbahaya.**®

Istinbat hukum rokok yang ditetapkan oleh Majelis Tarjih
Muhammadiyah dengan keputusan bahwa perbuatan merokak adalah
haram bagian dari implementasi pendekatan magasidi karena
insrtumen-instrumen yang digunakan untuk menghukumi rokok
seperti metode qiyasi, istislahi, adalah bagian dari instrumen
magasidi. Hanya saja bagaimana menguji prosedur dan keakuratan
dari implementasi perangkat-perangkat pendekatan magasidi, apakah
masuk level gat’iyat atau zanniyat. Ketika Majelis Tarjih memutuskan
status hukum rokok adalah haram secara mutlak tanpa perincian versi
istinbat Muhammadiyah. Hal inilah yang kemudian membuka ruang

ikhtilafat dan polemik antara yang pro dan kontra tentang rokok

5 Himpunan Putusan Tarjih 3, 45.
116 Fatwa Tarjih dan Tajdid Tentang Hukum Rokok
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karena berbeda sudut pandang dan berbeda cara menemukam
magqasidi terhadap larangan rokok. Lebih dari itu yang menjadi
pangkal perbedaan adalah secara sarih kata rokok tidak terdapat
dalam teks baik al-Qur’an maupun al-Sunnah sehingga membuka
ruang munaqashah mengenai fatwa haram secara mutlak tanpa ada

rincian dalam ketetapan hukum rokok versi Muhammadiyah.

Munagashah terhadap dalil-dalil tentang fatwa haram rokok
yang dikeluarkan Muhammadiyah adalah pertama, mengenai kata
khabaith. Dalam teks ayat al-Qur’an ditegaskan bahwa, “wa
yuharrimu ‘alaihim al-khabaith”**"  mengharamkan apa-apa yang
buruk adalah sesuatu yang telah diharamkan seperti bangkai, babi, dan
darah. Bagi komunitas anti rokok akan mengambil dalil dengan
analogi kepada khabaith, namun bagi penggemar rokok memandang
teks tersebut secara sarih tidak menyebutkan tentang rokok. Dari
sinilah awal mula perbedaan pendapat karena rokok masuk katagori
umur ijtihadiyyat, dalam teks yang mengharamkam khabaith tidak
mencakup kata rokok, sedangkan hukum haram rokok dibangun
diatas metode analogi bukan teks gat’i. Bagi penggemar rokok akan
beragumentasi sebaliknya bahwa merokok merupakan aktifitas yang
bisa menimbulkan dampak positif seperti membantu memicu inovasi
dan kreatifitas (mendorong munculnya ide-ide baru) dan produktifitas

(menulis, berkarya, bekerja) bisa juga instrumen menjalin komunikasi

"7 Al-Qur’an (7): 157
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dengan orang lain.**® Kemudian kata al-tahlukah yang digunakan
istidlal oleh Muhammadiyah bahwa rokok bisa membunuh secara
pelan-pelan, istid/lal dengan argumen ini berkonsekuensi membuka
peluang banyak makanan yang sepadan dengan rokok kalau
dikonsumsi terus menerus mempunyai kesimpulan yang sama dengan
rokok yaitu akan membunuh secara pelan-pelan atau menimbulkan
penyakit seperti kratindeng dan minuman intsan yang beralkohol
tinggi, berfungsi dopping sehingga berkonsekuensi akan mengarah
pada sekian banyak makanan atau minuman yang harus diharamkam

karena kesamaan istidlal dengan rokok.'*

Rokok dianggap
mengandung zat adiktif nikotin oleh karena itu hukumnya haram,
sementara temuan riset terakhir mengatakan nikotin bukan zat yang
berbahaya melainkan tar, yaitu zat kimia yang berada di gumpalan-
gumpalan asap seperti rokok konvensional.®®® Banyak sayuran dan

buah-buahan yang mengandung nikotin seperti tomat, kentang , terong

bukan hanya pada tembakau saja.

Sikap ekstrim yang berlawanan tentang hukum rokok perlu
menyamakan persepsi terlebih dahulu bahwa ‘i//at yang terdapat pada
rokok merupakan ‘illat mustanbitah yang dianalogikan kepada

asalnya. Bukan ‘illat mansusah yang sarih terdapat dalam dalil atau

"8 Sumanto Al Qurtubi, Menimbang Fatwa Rokok NU dan Muhammadiyah,

glltgtps://.nu.or.id/post/read/97536/ diakses tgl 23 September 2019

Ibid.
120 Aditya Widya Putri, Nikotin dan Tar: Mana yang Berbahaya? https:/tirto.id/ Diakses tgl 23-
September, 2019.



https://.nu.or.id/post/read/97536/
https://tirto.id/
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teks. Berpijak dari ‘illat mustanbitah kemudian para fakih berijtihad
untuk menetapkan hukum rokok. Bagian karekter ijtihad adalah al-
ikhtilafat. Asumsi yang sama diharapkan ketetapan hukum rokok
tidak ekstrim yang berlawanan antara yang pro dan kontra namun
istinbat hukum rokok bisa  fleksibilitas dan keluwesan dalam
memandang hukum rokok karena bersumber dari ‘illat mustanbitah,
bahwa rokok tidak secara mutlak haram karena termasuk wumur
ijtihadiyah dan sebagian komunitas menjadikan rokok sebagai sarana
untuk memicu kreatifitas dan produkfitasnya dalam bekerja bahkan
menjadi tumpuan ekonomi keluarga. Demikian juga rokok tidak
secara mutlak halal karena bagi orang-orang tertentu menurut
diagnosa kedokteran harus meninggalkan rokok supaya sakit yang
diderita tidak semakin parah. Maka hukum rokok tergantung ‘illat al-
ahkam bisa haram, mubah, makruh. Perbedaaan hukum ini karena
memang rokok masuk katagori al-umur ijtihadiyah para mujtahid
mengidentifikasi ‘illat al-ahkam dari ‘illat al-mustanbitah bukan dari

‘illat al-mansusah.

5. Bunga Bank
Kata financial intermediary  merupakan istilah baru dalam
perekonomian modern yang diperankan oleh bank yang berfungsi sebagai
lembaga perantara dan penyalur dana antara pihak yang berkelebihan dan
pihak yang berkekurangan. Dengan ungkapan lain pada prinsipnya tugas

bank adalah menerima simpanan dan menyalurkan pinjaman, termasuk
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fungsi lain bank adalah jasa seperti penukaran mata uang, pengiriman
uang dari satu tempat ke tempat lain, mengeluarkan dan mengedarkan

uang.'#*

Dalam menjalankan fungsinya bank membeli uang dari
masyarakat pemilik dana dengan harga tetentu yang disebut dengan
kredit. Selanjutnya bank akan menjual uang dengan cara
meminjamkannya kepada pihak lain disertai harga tertentu pula, yang
disebut bunga debit. Ringkasnya yang dinamakan bunga adalah harga
uang baik yang dibayar oleh pihak bank kepada masyarakat maupun yang
dibebankan kepada peminjam dana.*??

Transaksi yang berlangsung di Bank merupakan kerja sama antara
pihak bank dan masyarakat, yang telah membuahkan suatu kerja sama
tolong menolong dan menumbuhkan kekuatan untuk menunjang ekonomi
serta pertumbuhan ekonomi. Dalam kerja sama timbal balik antara bank
dan masyarakat, terdapat dua alasan mengapa bank perlu membayar
bunga kepada penyimpan dana: pertama, dengan menyimpan uangnya di
bank, penabung telah mengorbankan kesempatan atas keuntungan yang
diperoleh dari pemakain dana itu andaikan ia menggunakannya. Kedua,
penabung yang telah menyimpan uangnya di Bank ia telah mengorbankan
kesempatan pemakain dana untuk keperluan konsumsi. Ketiga, faktor

inflasi termasuk yang menjadi pertimbangan perlunya imbalan kepada

penabung.'?®

121 grj Edi Swasono, Bank dan Suku Bunga ( Jakarta: Ul Press, 1987), 45.

22 Ibid., 47.

'3 Sumitro Djojohadikusumo, Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar Teori dalam Ekonomi
Umum (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1991), 88.
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Majelis Tarjih dan Tajdid mempunyai fungsi untuk melakukan
ijtihad dan istinbat telah mengkaji masalah riba dan bunga bank tersebut
dari perspektif al-Qur’an, al-Sunnah dan ilmu figh.*** Dari ragam sudut
pandang tersebut bunga Bank bagi Muhammadiyah termasuk lembaga
keuangan baru bagian wmur ijtihadiyah, belum ada pada era awal
Islam.’*® Karena nash sarih yang ada dalam al-Qur’an adalah hukum
haram mengenai riba sedangkan bunga bank adalah masalah baru yang
menjadi objek kajian figaha® untuk menentukan status hukumnya,
disinilah urgensinya untuk mengetahui dan memahami apa yang dimaksud
dengan riba dan bunga bank. Apakah ada kesamaan °‘i//lat antara bunga
bank dengan praktek riba pada saat turunnya ayat tentang riba.

Pendapat ulama tentang bunga bank konvensional apakah termasuk
riba, dalam hal ini pendapat mereka terpolarisasi menjadi dua kelompok
karena bersumber dari para mufasir yang menginterptrasikan ayat riba
tidak seragam. Satu kelompok mufasir menginterpretasikan ayat riba
bahwa semua jenis riba terlarang baik yang berlipat ganda (riba nashi’ah)
maupun riba yang sedikit (riba fadl). Pendapat ini dipelopori oleh mufasir

al-Jasas,*® al-Qurtubi,*?" al-Shaukani'®® dan Sayyid Qutb.'* Kemudian

"2 Pertama kali masalah bank dibahas oleh muktamar tarjih pada tanggal 27-31 juli 1968 di
Sidoarjo. Dalam muktamar ini telah mengeluarkan keputusan tentang hukum bank. Lihat
Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih, Himpunan Putusan Tarjih (Yogyakarta:
Pengurus Pusat Muhammadiyabh, t.t.), 369.

125 Fathurrahman Jamil, Metode Majelis Tarjih Muhammadiyah (Jakarta: Logos Publshing
Design), 59.

126 Abu Bakar Ahmad bin Ali al-Jasaas, Ahkam al-Qur’an, jilid 1 (Beirut: Dal al-Kutub al-
Ilmiyah,tt), 563-567.

27 Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, a/-Jami’ al-Ahkam min al-
Qur’an, jilid 11 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), 225-238.
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diikuti oleh ulama sesudahnya seperti Abu A’la al-Maududi, dan Yusuf
Qardawi dengan kreteria-kreteria tertentu. Argumen mereka bahwa riba
nasi’ah dan fadl dilarang berdasarkan perintah teks yang gat’i, sedangkan
riba fadl dilarang karena bisa membuka terjadinya riba nashi’ah. Menurut
mereka setiap tambahan dari pokok adalah termasuk riba.

Kelompok mufasir lainnya mengartikan bahwa ayat riba hanya
tertuju jenis riba nashi’ah atau riba jahiliyah sedangkan jenis riba fadl
tidak termasuk yang diharamkan. Argumen kelompok mufasir ini adalah
kata ad’afan muda’afan, kata tersebut yang menentukan praktek riba
masuk kategori diharamkan. Pemahaman seperti itu diikuti oleh para
mufasir al-Tabari, al-Maragi dan Rashid Rida.

Pembahasan bunga bank di lingkungan Muammadiyah telah
berusia lama, Mas Mansur tahun 1937 telah membahas hukum bunga
bank, dalam salah satu artikelnya yang berjudul ”Kedudukan Bank dalam
Islam.” Ia berpendapat bahwa hukum bunga bank adalah haram. la
mengatakan” adapun hukumnya bank, mendirikannya, berhubungan
padanya, maka haram dengan beralasan. Namun ia juga mengemukakan
pandangannya terhadap eksistensi bank, dalam penilaiannya insititusi bank
di tengah-tengah negara sangat dibutuhkan karena berfungsi memutar roda
perekonomian dan tidak dapat menghindarinya, menolak keberadaan bank

sama dengan menerima kejatuhan atau kemunduran. Bank dengan sistem

128 Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Shaukani, Fath al-Qadir, juz I (Riyad: Maktabah al-
Rashid, 2002), 262-267.

1% Sayyid Muhammad Qutb, Fi Dilal al-Qur’an, juz 3 (Al-Qahirah: Dar al-Shurug, 1992), 318-
332.
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bunga diterima umat muslim karena keadaan darurat.” Alasan —alasan
yang dikutip Mas Mansur untuk mendukung hukum darurat terhadap
bunga bank dengan merujuk kaidah-kaidah figh seperti “al/-darurat tubih
al-makhzurat, al-mashaqgqah tajlibu al-taysir, ida ta’arada mafsadatani
ru’iva akhafuhuma dararan”.**® Putusan bunga bank pada masa Mas
Mansur adalah seperti hukum perkara darurat, hukum asalnya haram tetapi
dibolehkan karena keadaan yang memaksanya dan sulit menghindarinya.
Pembahasan bunga bank di lingkungan Muhammadiyah telah
dilakukan sejak era Mas Mansur pada tahun 1937, kemudian pada tahun
1968, kajian dengan tema yang sama dibahas lagi di Sidoarjo, keputusan
bunga bank yang dibahas pada tahun itu hasilnya tidak jauh beda dengan
keputusan sebelumnya tidak ada perkembangan baru tentang status
hukum bunga bank. Argumen-argumen yang dibagun tentang bunga bank
tetap sama bahwa hegemoni terhadap sistem bank yang telah kuat dan
menguasai di tengah—tengah masyarakat dan tidak ada pilihan lain kecuali
menerimanya keberadaanya, di satu pihak Majelis Tarjih masih komitmen
dengan pandangan awal nya bahwa bunga dengan nominal yang minimal
tetap masuk kategori riba. Sikap delematis tentang bunga bank pada tahun
1968 di Sidoarjo, Majelis Tarjih memberikan perbedaan antara bank
pemerinntah dan bank swasta. Dalam perspektif Majelis Tarjih bahwa

kedhaliman terjadi pada bank swasta sehingga bunga bank yang ada pada

10 Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman bin Abi Bakr al-Suyuti, a/-Ashbah wa al-Nazair (Lebanon: Dar
al-Kutub al-Ilmiyah, 2012),124.
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bank swasta haram sedangkan pada bank pemerintah tidak ada unsur
kedzalaiman sehingga bunga bank pemerintah tidak haram.

Ambivalensi yang terjadi pada keputusan Tarjih Muhammadiyah
(hukumnya haram tetapi dalam realitanya tidak bisa menghindari dalam
bermuamalah) saat itu bisa dimaklumi alasannya karena tidak ada pilihan
lain selain menerima bank konvensional.*** Sekaligus membedakan
hukum antara bank konvensional pemerintah dan bank konvensional
swasta. Seiring dengan perkembangan bank yang berbasis shari’ah yang
telah memfasilitasi untuk bertransaksi secara shari’ah yang menghindarkan
riba termasuk bunga bank maka keputusan Majelis Tarjih tentang bunga
Bank dengan tegas mengatakan termasuk riba yang harus dihindari.'*?
Dan tidak ada perbedaan hukum antara bank swasta dan bank pemerintah
semuanya termasuk haram.

Majelis Tarjih dan Tajdid pada tahun 2006 mengeluarkan fatwa
masalah bunga khususnya bunga bank dalam kaitannya dengan advokasi
ekonomi shari’ah yang tertuang dalam fatwa Majelis Tarjih No. 08 Tahun
2006, diantara keputusan fatwa tentang bunga bank adalah:**®

Bunga (interest) adalah riba karena (1) merupakan tambahan atas
pokok modal yang dipinjamkan, padahal Allah berfirman, Dan jika kamu

bertaubat dari (dari pengambilan riba), maka bagi kamu pokok hartamu;

B! Djamil, Metode Tarjih, 77.
32 Himpunan Putusan Tarjih 3, 198.
13 Himpunan Putusan Tarjih 3, 203
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(2) tambahan itu bersifat mengikat dan diperjanjikan, sedangkan yang
bersifat sukarela dan tidak diperjanjikan tidak termasuk riba.***

Keputusan bunga bank termasuk riba menurut Majelis Tarjih
danTajdid dengan merujuk kepada dalil al-Qur’an dan al-Sunnah, kaidah-
kaidah fighiyyah, pendapat para ulama, serta putusan-putusan tarjih pada

periode sebelumnya.®

Adapun dalil-dalil nagli seperti surat al-Nisa’ (4)
:4 ayat 160-161, surat Ali Imran (3): 130, surat al-Bagarah (2): 275 dan

278-279. Dalil dari hadis seperti hadis ‘Amir riwayat Abu Dawud:

SOV dshglasldaa B JBan ge 5 e G Glatle 0
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“ Dari Sulaiman Ibn ‘amr dari ayahnya ia berkata: saya mendengar
rasulullah saw bersabda pada haji wada’: ketahuilah setiap bentuk
riba jahiliyah telah dihapus, bagimu pokok hartamu kamu tidak
mendalimi dan tidak didalimi.” [Abu Dawud].**®

Selain dalil nagli Majelis Tarjih dan Tajdid untuk menguatkan
pendapatnya mengutip beberapa mufasir yang menginterpretasi ayat
tentang riba mencakup riba nasi’ah dan riba fadl seperti ulama tafsir al-
Jasas, al-Razi, Muhammad Abu Zahrah dan Yusuf al-Qardawi serta
menguatkan hukum bunga bank haram. Dengan merujuk keputusan dan

kesepakatan para fakih dalam berbagai hal yang mengharamkam

'3 Ibid, 198.

' Ibid, 199.

138 Abu Dawud, Sunan Abi Dawud ,II Bab fi Wa’d al-Riba hadis no. 3334, (Beirut: Dar al-Fikr li
al-Tiba’ah wa al-Nashr wa al-Tawzi’ 1414/1994), 117.
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bungabank seperti keputusan lembaga figh Islam Organisasi Konferensi

Islam (OKI) di Jeddah 1985.

Wujuh istidial perspektif Majelis Tarjih. Larangan riba yang telah
diilustrasikan oleh al-Qur’an dan Hadis karena ada unsur kedzaliman yang
terjadi di tengah masyarakat saat itu kemudian al-Qur’an merespon secara
bertahap hingga melarangnya. Singkat kata praktek zulm inilah yang

menjadi faktor dilarangnya riba karena menyengsarakan.

Bunga bank yang ada dalam institusi keuangan adalah termasuk
fenomena yang baru karena belum ada pada zaman nabi saw sehingga
termasuk wumaur ijtihadiyyat. Dalam mengungkap hukum bunga bank
Majlis Tarjih menggunakan pendekatan bayani, yakni dengan cara
menggunakan perangkat Kinerja bayani berupa menggunakan metode
giyas. Rukun giyas ini terdiri dari empat macam yaitu ashl, far’u, hukum
ashl, dan illat. Ashl dalam implementasi giyas ini adalah riba yang telah
dijelaskan oleh al-Qur’an dan Hadis. Bunga bank sebagai far’. Hukum
asl adalah hukum haram yang telah ditetapkan al-Qur’an terhadap praktek
riba. ‘lllat (alasan) diharamkan riba adalah penghisapan atau kedhaliman,
pemerasan terhadap peminjam. Dalam perspektif Majelis Tarjih bahwa
‘illat yang terdapat dalam bunga bank pemerintah ataupun swasta adalah
munasabah atau ada kesamaan dengan ‘llat yang terdapat pada riba yang

telah diharamkan oleh al-Qur’an. Praktek analogi dari far 'u (bunga bank)
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ke asl (riba) dalam perspektif Muhammadiyah dapat ditarik kesimpulan

bahwa hukum bunga bank adalah haram.**

Munagashah al-adilah yang digunakan Majelis  Tarjih
Muhammadiyah terhadap hukum haram bunga bank. Majlis Tarjih dan
Tajdid menganggap bunga bank haram melalui proses istinbat dengan
metode giyas untuk mengungkap hukum bunga bank. Karena illat yang
ada dalam bunga bank (far’u) terjadi zulm sebagaimana yang tegaskan
dalam konsideran putusan Majelis Tarjih tentang bunga bank: “bahwa nas-
nas al-Qur’an dan al-Sunnah tentang haramnya riba mengesankan adanya
‘illat terjadinya penghisapan oleh pihak yang kuat terhadap yang
lemah.”*® Dalam menafsirkan ayat riba Q.S al-Bagarah (2): 275-280
pandangan Rashid Rida pada ayat tersebut menunjukkan definite article
karena ada kata “al” yang memberikan asumsi pengertian riba yang
terjadi dan sudah lazim dipraktekan pada zaman Jahiliyah.™*® Hal ini
didukung oleh sabab nuzul ayat yang dituturkan oleh Tabari bahwa ayat
tentang riba turun pada al-Abbas bin Abdul Mutalib yang bekerja sama
dengan seorang dari bani Mughirah dengan meminjamkan uang kepada
orang Tsaqif dengan riba sejak zaman Jahiliyyah, hasil uang dari praktek
riba mereka sangat melimpah dan masih ada hasil riba yang belum diambil

dari mereka (yang pinjam uang). Ketika aktifitas riba mereka berlangsung

37 Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 209.
¥ Ibid, 304
139 Rashid Rida, Tafsir al-Manar Juz 2, (Kairo: Dar Al Manar, 1376H), 113-114.
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pada masa islam, maka turunlah ayat “wa daru ma bagiya min al-riba”,

(maka tinggalkanlah sisa riba).**

Penjelasan yang sangat penting yang tidak bisa dipisahkan untuk
memahami ayat riba dalam surat al-Bagarah: 279 yang menunjukkan
indikasi larangan terdapat dua statemen, pertama, kalimat “fa lakum
ru’'usu amwalikum”. Kemudian dilanjutkan stetemen berikutnya dalam

kalimat ” /a tuzlimuna wa la tuzlamun.**

Teks ayat riba memiliki konteks yang banyak berkaitan dengan pra
Islam pada kasus-kasus para peminjam yakni orang-orang miskin yang
tidak ada alternatif lain kecuali satu-satunya jalan dengan cara
menangguhkan hutangnya. Dalam pandagan Abdullah Saeed larangan
praktek riba secara moral bertujuan menopang perubahan dari aspek
sosial dan ekonomi  masyarakat setempat.**? Lebih lanjut dalam
pemahaman Abdullah Saeed aktivitas pada bank konvensional sekarang
berbeda dengan praktek riba pada masa Jahiliyah yang penekanan makna
riba pada statemen dalam kalimat “fa lakum ru’usu amwalikum.“ Dan
kalimat “la tazlimuna wa la tuzlamun”, sedangkan aktivitas pada bank
konvensional sekarang adalah pinjaman dari orang-orang yang tujuannya
bukan untuk kebutuhan pokok melainkan untuk tujuan usaha. Perspektif

pemahaman Abdullah Saeed pinjaman yang demikian tidak terjadi

%% Abu Ja’far Muhammad bin Jarir al-Tabari, TafSir al-Tabari, Jami’ al-Bayan an Ta’wil Ayi al-
Qur’an, Cet 1 Juz V ( Markaz al-Buhus wa Dirasat al-Islamiyah, 2001), 49-50.
4! Abdullah Saeed, Is/amic Bangking and Intersest, (New York: Routledge, 2006), 134.
142 [
Ibid, 41.
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praktek penganiayaan, kedhaliman dan penghisapan orang kaya terhadap
orang miskin. Dan jauh dari unsur praktek ketidakadilan dan penindasan
dan eksploitasi yang dilakukan oleh kreditur kepada debitur. Oleh karea itu
‘illat yang terjadi pada bank konvensional tidak bisa dianalogikan pada
praktek riba pada masa pra Islam. Karena jauh dari tujuan utama dari

pelarangan riba dalam Islam.'*®

Pandangan Majelis Tarjih terhadap bunga bank konvensional
termasuk riba karena lebih mengutamakan pendekatan bayani
mengutamakan  tekstualis daripada pendekatan  burhani  yang
mengharuskan analisis konteks sejarah, sosial, ekonomi.dan esensi zulm. .
Perbedaan yang jauh ketika membandingkan praktek riba pra Islam dan
praktek bunga di Bank konvensional, kesenjangan yang jauh dalam
praktek antara keduanya, meskipun demikian Majelis Tarjih menghukumi
bunga bank adalah haram karena mengarusutamakan pendekatn bayani
berupa dalil giyas dari pada pendekatan burhani yang memerlukan analisis
konteks yang menyeluruh. Implementasi metode giyas antara keduanya ini

telah terjadi giyas ma’ al-farig.

6. Wanita Boleh Menjadi Pemimpin
Kepemimpinan wanita baik pemimpin negara, pemerintahan
maupun pemimpin dalam jabatan-jabatan lainnya menurut perspektif
hukum Islam masalah ini termasuk masalah yang sudah usang bila dilihat

perspektif pemikiran masa kini. Hanya saja kontraversi seputar keabsahan

13 Abdullah Saeed, Islamic Banking and Interest, 75.
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kepemimpinam wanita inilah yang selalu bisa up date memantik masing-
masing kelompok antara yang pro dan kontra bisa menguji validitas
hujjahnya sesuai konteks sekarang ketika ada even pilkada dan lainnya.
Apakah berpijak pada subtansi atau tetap berpegang tekstual yang lebih
banyak mendatangkan maslahat untuk rakyat.

Terlebih ulama kaliber dunia seperti Yusuf Qardawi,*** Mustafa
al-Siba’i'* adalah termasuk golongan ulama yang melarang wanita
menjadi presiden, perdana menteri dan sederajatnya. Adapun golongan
kedua adalah termasuk yang membolehkan wanita memjadi presiden,
perdana menteri dan yang sederajatnya, ulama kontemporer Indonesia

seperti Qurais Shihab*

yang berpendapat membolehkan, demikian juga
ulama dari ormas Muhammadiyah yang diwakili oleh Majelis Tarjih
memiliki pendapat membolehkan wanita menjadi pemimpin.**’
Dalil- dalil Majelis Tarjih tentang wanita boleh menjadi pemimpin
sebagai berikut:
1. Dalil nagli yang terdapat dalam QS.al-Hujurat (49):13, Q.S. al-Nahl
(16):97), dari ayat tersebut diketahui maknanya bahwa perempuan dan

laki-laki setara derajatnya di hadapan Allah. Dan Q.S. al-Nisa (4):

124), (Q.S. al-Nahl (16): 97) dari ayat tersebut diperoleh makna

% Ulama kontemporer level internasional pendapatnya banyak menjadu rujukan umat Islam,
tidak membolehkan wanita jadi pemimpin seperti presiden. Lihat Yusuf Qardawi, Hady al-Islam
Fatawa Mu’asirah, Ter. Hamid al-Husain,”Fatwa-Fatwa Mutakhir (Jakarta: Yayasan Hamidi,
1994),89-90.

%5 Mustafa al-Siba’i , Wanita diantar hukum Islam dan Perundang-undangan, Terj, Chadijah
Nasution (Jakarta:Bulan Bintang, 1977),58.

146 M. Quraish Shihab, Wawasan Membumikan Al-Qur’an, (Bandung: Mizan,1999 ),277.

Y7 pimpinan Pusat Majlis Tarjih dan Tajdid, Adabul Marah Fil Islam (Yogyakarta:Suara
Muhammadiyah),56.
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bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai potensi yang sama untuk
memperoleh prestasi. Kemudian Q.S. al-Tawbah (9) . makna dari ayat
ini bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diperintah untuk
berbuat kebajikan.'*®

Wujuh istidlal dari ayat-ayat diatas yakni dalam ayat-ayat
tersebut dijelaskan bahwa dari sebagian laki-laki mukmin dan wanita
mukminah adalah mereka saling bekerja sama tolong menolong dan
saling membantu amar ma’ruf dan nahi munkar, memerintahkan
kebajikan dan mencegah kejahatan. Dalam hal ini termasuk soal
politik dan ketatanegaraan. Kaum wanita Islam pada suatu saat
diperintahkan untuk melakukan dan menggerakan ketatanegaraan.
Karena mengenai kemakmuran rakyat dan keamanan negara bukan
tanggung jawab laki-laki saja tapi juga mencakup perempuan.'*®

Hampir seluruh ajaran Islam tentang muamalah dunyawiyah
mengandung unsur-unsur politis dan ideologis karenanya dalam Islam
tidak ada pemisahan antara negara, masyarakat dan negara. Laki dan
perempuan mempunyai tanggung jawab Yyang sama terhadap
masyarakat dan negaranya dalam hal menegakkan keadilan dan
mengenyahkan kedalaiman. Dalam hal kepemimpinan yang

diutamakan adalah sifat adil karena akan berdampak pada rakyat

'8 Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Adabul Mar’ah Fil Islam
(Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 2017), 76-81.
% 1bid, 57.



182

banyak dan keutamaan kepimimpinan bukan ditentukan  jenis
kelaminnya.'*°

Adapun terhadap dalil-dalil yang digunakan kelompok yang
melarang terhadap kepemimpinan wanita seperti al-Nisa: 34 dan

hadis.

daal 5 g il 5 eluill s jlaall ol g5 Bl el o sal |5l g a8 xliy (]

Tidak akan beruntung suatukaum yang menyerahkan urusan
mereka kepada wanita. (HR. Al-Bukhari, al-Nasa’i, al-Tirmidi
dan Ahmad).™*

2. Pendekatan Magasidi terhadap teks-teks tentang Kepemimpinan

Dalam memahami Hadis diatas yang kandungannya
menerangkan bahwa suatu masyarakat tidak akan beruntung jika
dipimpin oleh seorang wanita, tidak bisa difahami secara tekstual atau
harfiah saja karena teks tersebut memiliki konteksnya tersendiri.'*?
Diperlukan pemahaman komprehesif dengan  cara pendekatan
magqasidi yang dibangun dengan istiqra’ nusus al-shari’ah untuk
mengidentifikasi ayat yang berbicara tentang pemimpin, mengangkat
pemimpin masuk katagori bab mua’malat yang tedas makna sehingga
diberlakukan tinjauan magqasidi yang melibatkan instrumen lainnya

seperti ta’lil al-ahkam, sabab al-wurud dan aspek maslahat. Tahapan

50 Ibid, 77.

L Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Ismai’il ibn Ibrahim al-Bukhari, Sahiih al-Bukhari, Juz V
(Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 160.

52 Syamsul Anwar, “ Masalah Wanita Menjadi Pemimpin Dalam Perspektif Figh Siasah, Al-
Jamiah, No.56 tahun 1994.
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ini dilalui  untuk memperoleh makna kontekstual sesuai yang
dikehendaki olek ayat tersebut dan teks Hadis.

Konteks surat al-Nisa: 34 turun berkaitan dengan kasus
nusus,**® tidak berbicara tentang masalah sosial atau kepemimpinan
dalam hubungan yang luas antara rakyat dan pemimpin. Nas tersebut
secara sarih tidak berbicara larangan wanita menjadi kepala negara
sehingga menggunakan ayat tersebut untuk melarang wanita menjadi
kepala negara adalah tidak tepat. Demikian juga juga hadis Abu
Bakrah harus dipahami secara komprehensif untuk memperoleh
makna yang dikehendakinya dengan mencermati konteks dari teks
Hadis tersebut.™*

Bagi Majelis Tarjih dan Tajdid hadis tersebut dikatagorikan
termasuk umur al-dunyawiyah. Yang esensinya dari kepemimpinan
tidak didukung oleh realitas sosial yang sedang berkembang jika
memahami hadis tersebut secara harfiah. Muhammadiyah mengambil
pemahaman tersebut secara kontekstual tidak terpaku pada teksnya,
tetapi lebih mengutamakan semangat ‘i/lat sebagaimana kaidah usul
al-figh yang berbunyi al-hukm yaduru ma’a ‘illatih wujudan wa

155

‘adaman.” ‘Illat yang ada saat itu adalah kondisi wanita pada masa

itu belum memungkinkan untuk mengurusi urusan kemasyarakatan,

13 Ayat 34 al-Nisa’turun mengenai kasus Sa’ad Ibn al-Rabi dengan isterinya yang
membangkang dan sa’ad menamparnya. Sang isteri yang bernama Habibah itu datang kepada
nabi bersama ayahnya minta agar Sa’ad digisas lalu turun ayat tersebut. Ali al-Sabuni, Rawa’i
al- Bayan (Damaskus: Maktabah al-Ghazali, 1977), 1.66.

' Ibid, 172.

155 Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Adabul Marah Fil islam, 77.
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karena jauh dari akses pengetahuan dan pengalaman. Hal ini berbeda
dengan kondisi sekarang wanita mempunyai akses yang sama dengan
laki-laki. Hadis tersebut tidak bisa berlaku umum tetapi harus
dipahami dalam konteksnya saat hadis tesebut disabdakan yaitu saat
pengangkatan puteri pengusa Persia sebagai pewaris yang akan naik
tahta.

Melalui pendekatan magasidi dalam bahasa Hassan Hanafi
bukan mencari makna awalnya secara tekstualis tetapi menuju
pemahaman kontekstual®®® untuk memperoleh maksud dari esensi
kepemimpinan seperti keadilan dan kemaslahatan bagi rakyat. Majelis
Tarjih berpendapat tidak adil menggunakan pendekatan tekstual untuk
melarang wanita menjadi pemimpin.

7. Keputusan Tentang Figh Air
Perspektif al-Qur’an tentang air sangat urgen sekali dalam
kehidupan, al-Ma” (air) tidak hanya sekali disebutkan bahkan sampai 63
kali diulang-ulang dalam al-Qur’an, hal ini menunjukkan karena
urgensitasnya dalam kehidupan yang mutlak memerlukan unsur air. Air
menjadi kebutuhan pokok, semua makhluk hidup membutuhkam air untuk
keberlangsungan hidup termasuk tumbuhan, binatang dan bagi manusia

menjadi hak asasi yang harus dipenuhi.™’

156 Hassan Hanafi, Min al-Naql ila al-Ibda’, (Dar al-Quba’ wa Nashr wa al-Tawzi’, 1990, vol I),
327.

"7 Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Fikih Air, (Yogyakarta: Suara
Muhammadiyah, 2016), 39.
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Pandangan al-Qur’an yang menganggap begitu penting nilai air
dalam kehidupan ternyata tidak sebanding dengan realita yang sebenarnya
yang Kini sedang dihadapi manusia. Unsur mutlak yang harus ada dalam
kehidupan justru Kini menjadi Krisis air yang dihadapi oleh manusia yang
bersifat akut dan global, secara kuantitas dan kualitas.™®® Banyak faktor
yang menimbulkan Kkrisis air diantarnya perubahan iklim, pesatnya
pertumbuhan populasi dan industrialisasi dan Kkrisis air ini terus
beralangsung jika perilaku eksploitasi manusia terhadap alam ini dengan
rakus tanpa memperhatikan dampak dan keberlangsungan ekosistem yang
ada di sekitarnya™®.

Allah  menciptakan air sebagai unsur mutlak dalam
keberlangsungan kehidupan di muka bumi ini termasuk manusia yang
memanfaatkan air dalam aktifitas kehidupan, setidaknya ada beberapa
fungsi air yang disebutkan oleh al-Qur’an diantaranya: (1) air berfungsi
sebagai sumber kehidupan bagi segala makhluk hidup. Segala sesuatu
yang hidup diciptakan Allah dari air, keterangan ini tersebut dalam surat
al-Anbiya (21):30, (2) air berfungsi menjadi kebutuhan pokok makhluk
hidup, tanpa ada asupan air makhluk hidup akan mati, hal ini terdapat
dalam surat al-Nahl (16):10-11, (3) air berfungsi sebagai sarana konservasi
tanah, air dapat meningkatkan kualitas tanah dari kering menjadi subur
sehingga bermanfaat bagi kehidupan manusia melalui tumbuh-tumbuhan

dan buah. Allah menyatakan hal ini dalam surat al-Bagarah (2):164, (4)

138 Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Status Lingkungan Hidup Indonesia (Jakarta: Press
Media, 2011),14.
' Ibid, 15.
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air berfungsi sebagai sarana untuk penyucian dan kesehatan. Untuk
menghadap Allah seorang muslim perlu sarana air untuk berwudhu dan
mandi untuk bersuci dari hadas kecil dan besar. Sebagaimana dijelaskan
dalam surat al-Maidah (5):6, (5) air dalam volume yang besar seperti laut
dan sungai berfungsi sebagai moda transportasi bagi bahtera apa yang
bermanfat bagi manusia, hal ini terdapat dalam surat al-Bagarah (2) :164
(6) air dijadikan sebagai simbol. Air sebagai simbol untuk surga,
ketagwaan dan rahmat Allah, sebagiaman diungkap dalam surat
Muhammad (47): 15. (7) air memiliki fungsi energi air mampu
menggerakkan turbin pada pembangkit listrik tenaga air yang kemudian
menghidupkan generator kemudian menghasilkan listrik. Tentang air
sebagai energi terdapat dalam surat al-Jasiyah (45):12.
a. Figh Air Perspektif Muhammadiyah.*®
Air merupakan karunia Allah yang sangat diperlukan oleh manusia
dan keberlangsungan hidupnya serta ikut menentukan tingkat kualitas
hidupnya karena menjadi bagian hidup manusia sepanjang masa.
Eksintensi air ini merupakan asal sekaligus sumber kehidupan di planet
bumi ini dan planet lainnya. Untuk itulah pemeliharaan air menjadi
tanggung jawab setiap mukallaf sebagai perwujudan ibadah kepada
Allah.
Upaya pemeliharan air tidak bisa dilakukan melalui pendekatan

ilmu dan teknologi semata, tetapi dibutuhkan kesadaran dari setiap

' Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Fikih Air, (Yogyakarta: Suara
Muhammadiyah, 2016), 42.
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mukallaf akan urgensi air dan pemeilaharannya. Setiap mukallaf dituntut
aktif untuk berperan mewujudkan pandangan hidup dan berperilaku
ramah terhadap air. Karena air tak hanya memiliki fungsi biologis yaitu
sebagai asal sumber kehiupan [Q.S. al-Bagarah (2): 21], tetapi juga
mempunyai fungsi religius yaitu untuk membersihkan dan mensucikan
tubuh dan pakain dari kotoran dan najis sebagai prasyarat ibadah. [Q.S. al-
Anfal (8): 11]. Tanggung jawab perilaku pemeliharan terhadap air dalam
perspektif Muhammadiyah meliputi beberapa komponen mencakup
Negara atau pemerintah, dunia usaha, masyarakat, keluarga, dan masing-
masing individu. Setiap komponen masyarakat memiliki fungsi dan tugas
yang harus berjalan secara sinergi dan terpadu.*®*

Figh Air dalam perspektif Muhammadiyah dibangun diatas nilai-
nilai dasar (al-giyam al-asasiyah), kemudian nilai dasar ini menjadi
landasan bagi penyusunan prinsip universal (al-usu/ al-kulliyah) dan
ketentuan hukum atau rumusan implementatip (al-ahkam al-far’iyyah).
Nilai-nilai dasar mencakup nilai tauhid, syukur dan keadilan sebagai
landasan pengelolaan air. Adapun prinsip-prinsip universal yang meliputi

sebagai berikut;'®?

pertama, keterlibatan publik yaitu partisipasi semua
elemen masyarakat yang mencakup pengguna, pelaksana kebijaksanaan
air, lembaga pemerintah lintas sektor dan lintas wilayah. Keterlibatan

publik yang punya tanggung jawab sama ini didasarkan pada Q.S al-

Maidah 5:2. Kedua, penyusunan skala perioritas yaitu pemetaan

1! Majeis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Figh Air (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah,
2016), 72.
1 Tbid53-45.
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kebutuhan air berdasarkan kebutuhan yang dikatagorikan menjadi primer
(daruriyat), sekunder (hajiyat) dan tersier (tahsiniyat). Kebutuhan air yang
bersifat primer harus didahulukan daripada sekunder, kebutuhan air yang
bersifat sekunder harus didahulukan dari pada yang bersifat tersier. Ketiga,
konservasi yaitu mengatur air agar tetap menjadi sumber daya yang
berkualitas dan berkelanjutan. Menurut Islam ada tiga strategi yang bisa
ditempuh untuk melakukan konservasi air, tiga hal tersebut adalah: a.
Mengurangi penggunaan pemborosan dan kehilangan air. b. Proteksi dari
polusi dan pencemaran, c. Meningkatkan kawasan hutan. Keempat,
regulasi kepemilikan air, Islam mengakui kepemilikan publik maupun
privat terhadap sumber air, namun sekalipun mengakui hak privat Islam
tidak membuka lebar-lebar pintu privatisasi tanpa batasan. Kelima,
regulasi distribusi air, yaitu pengaturan air yang sejalan dengan program
pengentasan kemiskinan sehingga lapisan masyarakat memiliki akses
yang sama terhadap air.

Hadis yang menerangkan la darara wa la dirara dalam konteks
figh air yang telah digagas Majelis Tarjih internalisasinya yang terjadi di
tengah masyarakat seperti orang yang menggali sumur tidak boleh
menggali sedalam-dalamnya karena akan mengakibatkan terganggunya
suplai air bagi orang lain.*®® Sementara dalam masalah privatisasi yang
sedang terjadi, Majelis Tarjih menyoroti kasus korporat (perusahaan)

selain merugikan negara  karena Kketidak seimbangan kerusakan

163 Himpunan Putusan Tarjih 3, 291.
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lingkungan karena eksploitasi air dan income yang diterima juga
merugikan rakyat kecil yang kehilangan akses kepada air.***

Perspektif Majelis Tarjih tentang figh air adalah negara wajib
menguasai  sumber-sumber air serta mengatur dan mengawasi
penggunaannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.'®®
b. Keputusan Majelis Tarjih tentang hukum Figh Air

Bertitik tolak terhadap prinsip-prinsip univeral dan nilai-nilai dasar
diatas, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah  pada putusan
Musyawarah Nasional Tarjih ke 28 tahun 2014 di Palembang *°°

memutuskan bahwa merusak sumber daya air salah satu unsur ekosistem
adalah haram karena sama dengan merusak ekosistem secara keseluruhan.

Merusak sumber daya air mencakup baik kualitas maupun kuantitas
air. Merusak kualitas air yang termasuk katagori haram, antara lain:
membuang tinja, sampah, limbah pabrik, limbah tambang ( timah, emas,
besi, batubara) dan limbah perkebunan ke sungai, danau atau aliran air dan
menangkap ikan menggunakan bahan peledak.

Adapun merusak yang masuk katagori dalam pengertian
mengurangi  kuantitas air seperti penebangan pohon secara liar,
industrialisasi dan privatisasi yang memonopoli dan mengeksploitasi air
sebagai kebutuhan publik. Dalil-dalil tentang pemeliharaan air yang

mencakup penjagaan kualitas air, yang digunakan oleh Majelis Tarjih

sebagai berikut:

1% Ibid,47.
' Ibid, 56.
166 Himpunan Putusan Tarjih 3, 345.
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1. al-Qur’an surat al-Maidah (5): 2

o0 SFe

A5 &l ST e 155563 Y5 G585 ol e 145

el s T

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan tagwa dan
janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan
bertagwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat
siksanya.”

2. Hadis Nabi

Y o) (ol ol g anle dl) La dil J gy O Casliall (psale e
bk plolyy Jrpa¥y ) ra

“Dari ‘Ubadah Ibn al-Samit bahwasanya Rasulullah saw memutuskan
bahwa tidah boleh ada tindakan yang membahayakan diri sendiri dan
membahyakan orang lain [ H.R. Ibn Majah]. i’

Aj\dﬁ\b‘}) J\_ﬂ\jgw\}cm“;j QM@c\SJﬁuM\

“Orang-orang muslim memiliki bersama hak dalam tiga perkara yaitu
rumput, air dan api.[HR. Abu Dawud].”*®®

Wujuh istidial dari ayat dan hadis tersebut. Melalui istigra’ al-
nusus al-shari’ah termasuk dalil al-Qur’an dan hadis diatas Majlis Tarjih
dan tajdid membangun manhaj pengelolaan figh air dilandasi dengan
sekumpulan nilai dasar (al-giyam al-asasiyah), prinsip universal (al-usu/

al-kulliyah) dan rumusan norma implementatif.*®® Prinsip universal ( al-

167 Hadis riwayat Ibn Majah nomor 2340, riwayat al-Daruqutni 3/77, Al Baihagi 6/69.

168 Abu Dawud Sulaiman al-Sajistani, Sunan Abi Dawud, Jilid 3 (Surabaya: Al Hidayah), 278.

19 Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah : Fikh Air (Yogyakarta: Suara
Muhammadiyah, 2016), 95.
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usul al-kulliyah) suatu kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur regulasi
dan membuat program riil dalam pengelolaan air yang mencakup lima
komponen tersebut diatas. Prinsip-prinsip tersebut dapat dijadikan acuan
oleh masyarakat maupun stake holders (instansi pemerintah maupun
swasta) dalam mengambil tindakan atau merumuskan kebijakan terkait
pengelolaan air.'’® Dalam surat al-Maidah (5) :2 terdapaat penjelasan
pendekatan partisipatif yang harus melibatkan semua pihak dalam hal ini
terkait dengan pengelolaan air menjadi tanggung jawab semua baik dari

intansi pemerintah, swasta maupun dari masyarakat keseluruhan.

Pesan yang terkandung dalan hadis la darara wa la dirara memuat
nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip universal tidak boleh terjadi perbuatan
bahaya dan membahayakan maka Majelis Tarjih dengan menggunakan
pendekatan magqgasidi yang dijabarkan melalui jenjang norma al-giyam al-
asasiyah, al-usul al-kulliyah dan al-ahkam al-far’iyyah serta metode sadd
al-dhari’ah sebagai landasan pengelolaan air dan melakukan langkah
pencegahan dan penanganan terhadap krisis air. Seperti keputusan haram
merusak kualitas air contoh membuang tinja, limbah pabrik, limbah
tambang. Merusak dengan katagori kuantitas air seperti penebangan pohon
secara liar, industrialisasi dan privatisasi dan mengekploitasi kebutuhan air

untuk publik.

101pid, 75.
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8. Tuntunan Seni dan Budaya Islam
Pengertian Seni adalah manifestasi rasa indah yang terkandung
dalam jiwa dilahirkan dengan perantara alat komunikasi ke dalam bentuk
yang dapat ditangkap oleh indera pendengar (seni suara) penglihatan (seni
lukis) atau dilahirkan dengan perantara gerak (seni drama, seni tari).'"
Seni suatu wujud yang terindra, dimana seseorang bisa menikmati seni
sebagai objek bisa dengan cara mendengar, merasa, seni jenis ini seperti
seni tari, seni musik. Bidang seni dengan instrumen suara (vokal maupun
instrumental). Jenis seni yang dinikmati dengan cara melihatnya seperti
seni lukis yang menggunakan kanvas, beragam warna-warni termasuk
jenis di dalamnya.'",

Allah  memberikan anugerah kepada manusia berupa tiga
kemampuan dasar untuk mengembangkan kebudayaannya, yakni rasio
untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, hati nurani untuk
mengembangkan moralitasnya dan imajinasi emosi rasa untuk
mengembangkan kemampuan estetika yang secara konkrit terwujud
dalam seni.!”® Tiga pemberian dari Allah yang berupa potensi dalam diri
manusia jika dijalankan secara optimal dan ditumbuhkembangkan bisa

mengantarkan kebenaran yang tertinggi yakni mengenal dan mendekat

kepada penciptanya.

71 \/an Hoeve, Ensiklopedi Indonesia ( Jakarta: PT. Ikhtiar Baru, tt), 308-309.

72.C. Isra, Sejarah Kesenian Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 78.

3 1smail Raji al-Faruqi, Seni Tauhid Esensi dan Ekspresi Estetika Islam (Yogyakarta: Bentang,
1999),123.
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Kesenian bagian yang tak terpisahkan dari kebudayaan yang
merupakan hasil karya budi dan cipta manusia. Kesenian merupakan
ekspresi jiwa manusia yang mengandung dan mengungkapkan keindahan.
Kesenian adalah cerminan jiwa yang terdalam dari jiwa manusia kemudian
diekspresikan kepada sesuatu yang indah dengan keaneka ragamannya'’.
Keindahan adalah anugerah dari Allah yang diberikan kepada hamba-
hambanya melalui hasil karya dan kreativitasnya.

Di kalangan umat muslim telah berkembang beraneka ragam
jenisnya seni rupa, seni pahat, seni suara dan seni sastra. Khusus seni
sastra telah mendapatkan tempat yang telah diapresiasi sejak lama.
Rasulullah saw pernah menganjurkan memainkan rebana untuk

memeriahkan pesta perkawinanagar menjadi semarak.

Islam berkembang di Indonesia juga tidak bisa dipisahkan dengan
peran sarana seni yang dikembangkan para wali untuk menarik orang
mengenal ajaran Islam. Di Jawa, Sumatera dan Kalimantan telah
berkembang dan mentradisi seni tembangan dan shalawatan yang
memiliki  kekuatan dakwah, pembacaan Barzanji sebagai salah satu
bentuk ekspresi kecintaan mereka kepada Rasulullah saw.!”® Dalam bidang
sastra setelah dikenal tokoh-tokah sastrawan yang melakukan dakwah
nilai-nilai Islam melalui karya sastranya seperti Hamka, Mustafa Bisri

dan Emha Ainun Najib.

174 H

Ibid. 125.
75 Majlis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Himpunan Putusan Tarjih 3, (Yogyakarta:Suara
Muhammadiyah, 2018), 159.
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Eksistensi seni dan budaya yang tidak terpisahkan dari aktifitas
manusia bahkan termasuk instrumen dakwah bagi komunitas muslim
tertentu. Ternyata dilihat dari aspek hukum telah terjadi perbedaan
pendapat tentang hukum seni dengan aneka ragamnya seperti seni patung,
seni lukis, seni relief, seni suara, seni pertunjukan tari dan seni sastra.
Perbedaan pendapat tentang hukum seni berkaitan dengan metode

memahami dan interpretasi terhadap ayat al-Qur’an dan Hadis nabi saw.

Pendekatan seni perspektif Muhammadiyah tidak statis seiring
dengan dinamika perubahan situasi dan kondisi umat Islam yang
dihadapinya. Sehingga produk fatwa terhadap seni dan manhaj tarjihnya
mengalami evolusi metode istinbat dalam manhaj tarjihnya.!”® Jika pada
masa awal dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah memilih pendekatan
yang sangat tekstual terhadap seni dan tradisi budaya lokal. Segala sesuatu
yang datang dari luar yang tidak dikenal dalam teks Islam maka lebih
mudah diklasifikai termasuk TBC ( takhayul, bid’ah, churafat) tanpa
memilah dan mendalami subtansi yang sejatinya adalah maslahat.'’” Sikap
tekstual dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah bisa dibaca dalam salah
satu keputusannya tentang seni rupa (foto KH.Ahmad Dahlan) tidak
boleh dipajang. Alasan-alasan yang dikemukakan semata mata teks Hadis

tentang larangan.*’®..

Y®Himpunan Putusan Tarjih 3, 169.
Y"Himpunan Putusan Tarjih 3, 162.
Y8Himpunan Putusan Tarjih, 3, X
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Majelis Tarjih dalam merespon dinamika perkembangan seni dan
budaya Islam telah membuat keputusan tuntunan seni dan budaya Islam.
Salah satu visi yang dituangkan adalah Majelis Tarjih menganggap seni
budaya dalam Islam termasuk wilayah muamalah dunyawiyah dengan
kaidah “pada asasnya segala sesuatu itu boleh kecuali ada nas yang
mengharamkan”,*’® dan dari perspektif magasid shari’ah setidaknya
merupakan kebutuhan yang melengkapi dan memperkaya hidup manusia

dan karena itu agama Islam mendorong berkembangnya kesenian.'*°

a. Fatwa Muhammadiyah Mengenai Seni
Berdasarkan pandangan Muhammadiyah di Munas ke-27 di
Malang (1424 H/2010 M) tentang keputusan hukum seni sesuai
dengan ragam jenisnya sebagai berikut:*®*

1) Seni patung, seni lukis, dan seni relif adalah mubah dan kalau
dipergunakan untuk dakwah atau meneguhkan tauhid menjadi
sunnah bahkan dapat menjadi wajib. Dalil-dalil kesenian jenis
diatas diambilkan dari al-Qur’an dan Hadis. Di dalam al-Qur’an
tidak terdapat larangan dengan membuat patung, lukisan dan relief,
dalam catatan sejarah dalam al-Quran yang menayatakan bahwa di
istana nabi Sulaiman yang megah terdapat patung-patung. Hal ini

terdapat dalam QS Saba’ (34) ayat 12-13. Kemudian dalil dari

Hadis riwayat Muslim menyatakan,”sesungguhnya Allah itu indah

179 Jalal al-Din Abd al-Rahman bin Abi Bakar al-Suyuti, al-Ashbah wa al-Nazair ( Libnan: Dar
al-Kutub al-lImiyah, 2012), 132.

180I-Illmpumm Putusan Tarjih, 3, 160.

'8! Himpunan Putusan Tarjih 3, 163-165.
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dan mencintai keindahan. Terhadap hadis-hadis yang keras
melarang membuat patung dan melukis bagi manhaj tarjih perlu
pemahaman secara holistik dan menggunakan istidlal al-hurr yang
dikaitkan dengan pendekatan bayani, burhani dan irfani, atas dasar
metode istid/al ketiga macam pendekatan tersebut hukum seni
tersebut dibolehkan.®?

2) Seni Suara dan pertunjukan / tari adalah pada dasarnya boleh
asalkan dilakukan dengan cara dan tujuan yang dibenarkan oleh
agama. Dalil dari jenis seni adalah asas umum ajaran agama
tentang muamalah yang masuk katagori wumur dunyawiyah yang
asasnya adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya.

3) Seni bahasa sastra, baik prosa maupun puisi hukumnya boleh.
Wujuh istidlal terhadap dalil-dalil yang membolehkan seni. Dalam
istinbat hukum tentang seni, Majelis Tarjih menggunakan metode
pendekatan maqgasidi yaitu pendekatan yang dilandasi dengan
istigra’ nusus al-shari’ah untuk memferifikasi tentang perkara seni
masuk wilayah muamalah. Ketetapan hukumnya melalui proses
ta’lil al-ahkam, istislah.*® Melalui istiqra”’ ma nawi yang berarti
istinbat hukum tidak didasarkan hanya pada satu ayat atau teks
hadis tertetu saja, melainkan berdasarkan keseluruhan ayat dan

hadis yang darinya ditarik kesimpulan umun tentang suatu

182 1o
Ibid, 165.

'8 Ahmad Raysuni, A/ Fikr al Maqasidi Qawa’iduhu wa Fawaiduhu (Ribath: Matba’ah al Najah

al Jadidah al Dar al Baiyda’, 1999), 65.
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hukum. &

Maka teks hadis yang melarang seni bagi Majelis Tarjih
tidak bisa dipahami secara tekstual saja tapi perlu pemahaman yang
komprehensif yaitu meletakkan tema seni itu termasuk umur
dunyawiyah sehingga menjadi majal al-ijtihadat*®® Dalam teori
Hassan Hanafi perlu dianalisis dengan perangkat usul figh yang
dinamis (istidlal hurr seperti metode istis/ah) dikaitkan
dengan ‘illat hukum dan kemaslahatan. Pendekatan Muhammadiyah
terhadap seni tidak hanya bayani (tekstualis) saja tetapi mencakup
pendekatan burhani dan irfani sebagai elemen penting untuk
melakukan istinbat hukum terhadap seni.*®®

Pendekatan magqasidi dijabarkan oleh manhaj tarjih
melalui pendekatan bayani, burhani dan irfani sebagai elemen
untuk pembacaan terhadap seni budaya secara menyeluruh.'®’
Dengan menerapkan analisis tekstual (bayani) diharapkan dapat
menggali landasan normatif yang berkaitan dengan wacana agama
dan keberagaman seni dan budaya. Pendekatan bayani saja tidak
cukup karena terkadang tidak ada penjelasan al-Qur’an dan Hadis
terkait dengan seni budaya tesebut. Melalui pendekatan burhani
Majelis Tarjih melakukan penerapan analisa rasional, analisa
konteks historis, dan sosial kemasyarakatan yang terjadi. Dari

aspek pendekatan burhani bahwa teks hadis larangan membuat

184

185 Ibid, 160.

Himpunan Putusan Tarjih 3, 159.

"% Himpunan Putusan Tarjih 3, 159.
' Himpunan Putusan Tarjih 3, 160.
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patung dan melukis bagi Majelis Tarjih adalah ‘/lat dari larangan
tersebut adalah peniruan ciptaan Allah dan ada kaitannya dengan
syirik dalam upaya nabi Muhammad saw memberantas ajaran
penyembah berhala untuk menegakkan tauhid.'®® Oleh karena itu
apabila tidak ada kekawatiran adanya merusak agidah berarti
diperbolehkan.'®® Dari perspektif maslahat bahwa di era modern
membuat patung dan gambar itu diperlukan karena ada manfaat
terkait pendidikan dan pencatatan sejarah.*®

Sementara melalui pendekatan irfani atau penerapan
intuitif diharapkan dapat menangkap makna terdalam dari hukum
dan isyarat teks keagamaan (al-nusus al-diniyah) dan membaca
makna terdalam dari simbol-simbol dan isyarat yang tekandung
dalam bentuk seni dan budaya tersebut.'®! Berdasarkan ketiga

pendekatan bayani, burhani dan irfani maka metode penetapan

hukum dilakukan dengan cara ta lil al-ahkam yang menyeluruh.

9. Pornografi dan Pornoaksi

Sejak era reformasi setelah digulirkan kebebasan berekspresi

terutama yang berkaitan media pers, dampak langsung yang terburuk dari

reformasi adalah menjamurnya pornografi. Dalam berbagai tayangan yang

dikonsumsi oleh segenap kalangan tidak hanya orang dewasa saja,

188 \bid,
189 1hid,
190 1hid,
9% 1bid,

154.
147.
153.
160.
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melainkan anak-anak yang belum cukup dengan mudah mengaksesnya,
kenyataan ini menjadi miris lagi karena kebebasan tayangan pornografi
yang vulgar telah menstimulus perbuatan asusila yang terjadi di tengah
masyrakat.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, definisi pornografi adalah
pertama, pemggambaran tingkah laku secara erotis dengan lisan atau
tulisan, untuk membangkitkan nafsu biragi, kedua, bahan bacaan dengan
sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi
seks. '

Esensinya sama dengan definisi diatas, Munir al-Ba’albaki
membemberikan difinisi tentang pornografi bila terpenuhi beberapa hal.
Pertama, segala sesuatu yang menyangkut karya seni dalam bentuk
apapun yang terlampau bebas tanpa batas. Kedua, tulisan atau gambar
cabul. Sesuatu diakatagorikan pornografi karena mengekploitasi cabul
atau seksual dalam tulisan atau gambar.'®® Sedangkan dalam Oxford
Learner’s Pocket Dictionary, pornografi diartikan sebagai buku atau film
dan sejenisnya yang menampilkan aktifitas seksual guna membangkitkan
gairah seksual.***

a. Pornografi dan pornoaksi perspektif Majelis Tarjih dan Tajdid

Muhammadiyah.*®°

192 K amus Besar Bahasa Indonesia Cet IX, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 1997), 782
193 Munir al-Ba’albaki, a/-Maurid, (Beirut: Dar al-‘Ilm al-Malayin, 1980),709

19 Oxford Leaner’s Pocket Dictionary, (London: Oxford University, 1995),321.
' Himpunan Putusan Tarjih 3, 69.
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1) Pornografi dan pornoaksi adalah haram sesuai dengan al-
Qur’an dan al-Sunnah, dan beberapa kaidah fighiyyah,
sedangkan untuk kepentingan pendidikan, medis, penelitian
dan kegiatan ilmiah lainnya adalah bukan pornografi dan
pornoaksi, hukumnya adalah mubah sesuai dengan kaidah
fighiyyah: « al-Aajatu qad tanzilu manzilah al-darurah”.**°

2) Penanggulangan pornografi dan pornoaksi dapat dilakukan
melalui cara preventif dan repressif. Preventif dilakukan
dengan bentuk: (a) kampanye anti pornografi dan pornoaksi
melalui berbagai media; (b) sosialisasi anti pornografi dan
pornoaksi melalui pendidikan akhlag al-karimah; (c)
penyediaan sarana ; pembinaan, pengawasan, rehabilitasi
serta peran masyarakat. Sementara penanggulangan secara
repressif dilakukan melalui: (a) mendesak adanya undang-
undang anti pornografi dan prnoaksi; (b) dibentuknya badan
sensor yang independen.

Salah satu penghormatan dalam Islam adalah adanya
bagian-bagian yang terlarang untuk dilihat maupun
diperlihatkan kepada orang lain atau apa yang disebut aurat.
Para ahli figh sepakat tentang kewajibam menutup aurat*®’

sebagimana perspektif Majelis Tarjih tentang kewajiban

1% Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman bin Abi Bakr, a/-Ashbah wa al-Nazair ( Lebanon: Dar al-Kutub
al-Tlmiyah, 2012), 139.

7 Muhammad ‘Ali al-Sabuni, 7: afsir Ayat al-Ahkam, Vol 2 (Damaskus: Maktabah al-Ghazali,
1997), 152.
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menutup aurat.'*® Pornografi dan pornoaksi adalah haram
dalam perspektif Majelis Tarjih kecuali ada tujuan-tujuan
yang diizinkan secara shar’i. Seperti medis, penelitian dan
kegiatan ilmiah dan Islam selalu menghramkam segala

sesuatu yang mengundang perbuatan haram.*®

Apalagi itu
sudah mendekati perbuatan zina, oleh karena itu Majelis
Tarjih dalam penanggulangan pornografi dan pornoaksi
menggunakann metode sadd al-dhari’ah, yakni dengan cara
preventif dan repressif disamping penggunaan dalil-dalil
al-Qur’an dan al-Sunnah.?®
10. Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah
a. Definisi Korupsi
Dalam kajian tentang korupsi ada beberpa definisi mengenai
korupsi yang dikemukakan oleh para ahli. Sheykh Husen Alatas
mendefinisikan korupsi sebagai pencurian melalui penipuan dalam
situasi yang mengkhianati kepercayaan.?®* Sedangkan Majelis Tarjih
dan  Tajdid  mendefinisikan  korupsi ~ dengan  pengertian
menyalahgunakan kewenangan, jabatan, atau amanah secara melawan

hukum untuk memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi dan atau

kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum.?%

'8 Himpunan Putusan Tarjih 3, 70.

" Himpunan Putusan Tatjih 3, 75.

2 Ibid, 73.

2" Husen Alatas, Korupsi: Sifat, Sebab, Dan Fungsi, Alih Bahasa Nirwono (Jakarta: LP3ES,
1987), Viii.

202 Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Figh Anti Korupsi, 12.
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Dari uraian diatas unsur-unsur yang melekat pada tindakan
korupsi yaitu tindakan mengambil, melawan norma-norma yang sah
dan berlaku, penyalahgunaan kekuasaan, demi kepentingan diri sendiri,
keluarga atau korporasi, dan merugikan pihak lain.

Istilah korupsi merupakan produk modern yang tidak dijumpai
padanannya secara tepat dalm figh atau hukum Islam. Meski demikian
adalah sebuah fakta apabila korupsi merupakan tindakan merugikan
dalam transaksi antar manusia sebab khianat, kecurangan dan menipu,
kata-kata ini dapat dilacak perbandingannya dalam hukum Islam. Kata
yang bisa disandingkan dengan korupsi dalam Islam seperti gulul,
dalam perspektif Ibn Qutaibah mengartikan perbuatan khianat karena
pengelapan harta sebelum pembagian harta. Orang yang mengambilnya
dan disembunyikan dalam hartanya.?®® Jenis-jenis yang termasuk gu/i/
ada beberapa macam seperti: (a) komisi yaitu tindakan yang mengambil
sesuatu diluar gajinya yang telah ditetapkan, (b) hadiah yaitu orang
mendapatkan sesuatu pemberian karena jabatan yang melekat padanya,
(c) penggelapan, (d) pemanfaatan secara tidak sah kekayaan publik, (e)
melindungi perbuatan korupsi adalah korupsi, (f) melumpuhkan
beroperasinya sistem hukum.?®* Dalam fikh Islam selain istilah gu/i/

ada istilah lain yang termasuk katagori korupsi seperti riswah. Al-

28 Muhammd Ibn ‘Abd al-Baqi al-Zarqani, Sharah al-Zargani ‘ala Muwata’ Imam Malik
(Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiyah,t,t)111, 37.
4 Himpunan Putusan Tarjih 3,117
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San’ani memberikan makna rishwah sebagai upaya memperoleh
sesuatu dengan memberikan sesuatu.?®
b. Pemberantasan Korupsi Perspektif Majelis Tarjih.

Dalam figh anti korupsi perspektif Majelis Tarjih dalam
memberantas korupsi, langkah strategis yang dapat dilakukan sebagai
upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, antara
lain sebagai berikut:*®

1) Jalur Kultural

Mencegah terjadinya korupsi melalui jalur ini dapatdilakukan
melalui dengan: a. Mengikis budaya permisip, hedonistik dan
materalistik, b. Perlunya membangun budaya kritis dan akuntabilitas
pada masyarakat, c. Memberantas budaya instan yang telah
mendorong praktek penyimpangan dan korupsi. d. Memberantas
dan mengikis budaya kultus dan budaya paternalistik yang sudah
berlangung secara turun temurun.

2) Jalur Pendidikan

Menanamkan pengetahuan dan pendidikan nilai-nilai anti
korupsi kepada anak-anak sehingga sejak dini sudah memahami
bahwa korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan

agama dan sosial. Pemberantasan melalui jalur pendidikan bisa

dilakukan dengan:

205 Al-San’ani, Subul al-Sa/am (Beirut: Dar al-Sadr, t,t) xiv, 323.
%% Himpunan Putusan Tarjih 3, 85.
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a) Merumuskan dan memnsosialisasikan pelajaran atau mata
kuliah civic education tentang nilai kejujuran.

b) Membersihkan lembaga-lembaga pendidikan dari praktek
korupsi.

c) Dalam lingkup keluarga membiasakan diri untuk menabung

3) Pendekatan hukum dan politik dapat dilakukan dengan langah-langkah
seperti a) penyusunan anggaran yang rasional, b) pemerintahan yang
transparan, ¢) mempublikasikan kasus-kasus korupsi sekaligus membuat
jera para pelaku korupsi, d) mendorong pemerintah dan anggota DPR
untuk mengesahkan UU pembuktian terbalik terhada orang yang diduga
melakukan tindakan korupsi.

4) Partisipasi masyarakat untuk mengontrol kebijakan publik bisa dilakukan
dengan cara meminta tranparansi kebijakan atau kegiatan yang dilakukan
pemerintah.

5) Reward and Punishment. Sistem ini memiliki nilai penting dalam
pembentukan moral karena menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk
medukung perbuatan baik dan menjauhi perbuatan buruk.

.Dalam perspektif Majelis Tarjih keputusan mengenai korupsi
dilandasi dengan pendekatan magasidi yang dijabarkan melalui metode
bayani dan burhani. Metode bayani menjelaskan tentang landasan
normatif baik dari al-Qur’an maupun al-Sunnah terkait larangan tindakan

korupsi.?’” Sedangkan metode burhani penjabaran secara rasional menenai

%7 Himpunan Putusan Tarjih 3,101
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langkah dan strategi untuk menghentikan praktek korupsi dengan
menggunakan metode sadd al-dhara’i.?® Dalil yang berfungsi preventif
ini diejawantahkan melalui langkah-langkah yang telah dijelaskan secara

rinci oleh Majelis Tarjih di atas.

298 Himpunan Putusan Tarjih 3.110.



BAB IV

KONSIDERASI MAQASID SHARI’PAHDALAM IJTIHAD HUKUM
MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH.

A. Magasid Shari’ah Dalam Perspektif Majelis Tarjih Muhammadiyah
Diskursus mengenai  magqasid shari’ah banyak menarik para pemikir
muslim, para akademisi dan praktisi yang berbasis hukum Islam yang tidak
beraliran dekonstruksionis. Menatap masa depan hukum Islam yang penuh
optimis dengan nuansa fleksibilitas, dinamisasi dan revitalisasi terhadap berbagai
isu kontemporer besar harapan tumpuannya ada pada pendekatan magasid-

shari’ah.

Mekanisme kinerja magasid adalah mengkonstruksi hukum yang
komprehensif berdasarkan pemahaman berangkat dari nusus al-shari’ah disertai
juga mengkaji dari aspek lain seperti ‘illat, istislah dan ma’alat." Selain orientasi
utama magqasid adalah maslahah yang terkandung dalam hukum, untuk tercapai
tujuan tersebut menurut Ibn Bayah tidak bisa dipisahkan dengan prosedur yang
harus dilalui yaitu perangkat yang mengantarkan tercapainya magqgasid shari’ah.
Atau istidi/al al-hurr dalam bahasa Hassan Hanafi. Melalui kinerja istiqra’ nusus
al-shari’ah  berperan mengeluarkan makna juz’iyyah dan makna kulliyah.?

Perangkat atau metode seperti giyas , istislah, istihsan dan sadd al-dhara’i serta

! Ahmad al-Raysuni, al-Bahts fi Magasid al-Shari’ah Nash’atuhu wa Tatawwuruhu wa
Mustagbaluhu”. Seminar tentang Maqasid al-Shari’ah yang diadakan oleh Muasasah al-Furgan
li al-Turats di London. Tanggal 1-5 Maret. 2005.

> Ibn Bayah, [tharat Tajdidyah fi Huqul al-Usil (Dubai: Maktabah al-Imarah al-Muttahidah,
2014), 76.

206
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tema-tema lain yang menjadi fokus kajian usul figh adalah bagian yang

harus dilibatkan dalam mengungkap magasid shari’ah.?

Untuk mengetahui bagaimana pandangan Majelis Tarjih tentang maqgasid-
shari’ah bisa dilihat dari dua aspek. Pertama aspek konsepsional yang tertuang
dalam manhaj tarjih. Kedua, aspek perspektif aplikator manhaj tarjih melalui

pandangan tokoh-tokohnya terhadap magasid shari’ah.

1. Aspek konsepsional

Seraca konsepsional manhaj tarjih memiliki korelasi yang kuat dengan
magqasid shari’ah. Hal ini bisa dilihat dari muatan manhaj tarjih terdapat dua
indikator yang mencerminkan fitur-fitur yang merealisasikan magasid. Pertama,
instrumen magqasid sebagai sarana aplikasi maqasid shari’ah. Kedua, konten atau
fitur yang menjadi subtansi bagian dari maqgasid yang terdapat dalam manhaj

tarjih adalah senyawa dengan nilai-nilai magasid shari’ah.

a. Instrumen (wasail) yang mengungkap magasid shari’ah.*
Membaca citra figh tidak bisa dipisahkan dengan citra
metodologinya, karena darinya merupakan titik tolak proses-proses kinerja
ijtihad yang dilakukan akan memproyeksikan aneka ragam citra figh yang

akan dibangun. Citra figh bisa berkarakter tekstual, rigid, liberal dan

* Ibn Bayah, ‘Alagah Magqasid al-Shari’ah bi Usul al-Figh (London: al-Furgan Islamic Heritage,
2006), 99-103.

* Lihat penjelasan Ibn Bayah mengenai instrumen-instrumen untuk menghasilkan magasid
shari’ah ada 30 poin.Instrumen tersebut telah menjadi bagian tema-tema penting dalam kajian usul
figh seperti istihsan, istislah, sadd al-dhara’i’, giyas dan tema lainnya.Dalam konteks ini Ibn
Bayah termasuk orang yang menolak independensi magasid shari’ah dari usul figh. Ungkapnya”
maqasid shari’ah tanpa usul figh adalah mandul sedangkan usul figh tanpa magasid adalah yatim.
Ibn Bayah, ‘Alagah Maqgasid al-Shari’ah bi Usul al-Figh (London: al-Furgan Islamic Heritage
Foundation, 2006), 99.
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kontekstual atau figh yang berorientasi magasidi® Tanpa metode yang
memadahi atau perangkat-perangkat yang tidak pernah mengalami up
grade akan sulit melahirkan sebuah ketetapan hukum yang mampu
mengiringi  perkembangan zaman dan dinamikanya. Dalam konteks ini
Majelis Tarjih pasca tahun 1995 termasuk responsif dan aktif melakukan
upgrade terhadap metode istinbat atau metode pendekatannya seiring
dengan dinamika persoalan dan tuntutan yang sedang dihadapinya.

Secara konsepsional dalam Majelis Tarjih bisa diakses langsung
instrumen-instrumen sebagai pengungkap magasid shari’ah. Di mana
data-data dan dokumen yang terkait dengan metodologi, pendekatan-
pendekatan, dan teknik merupakan faktor-faktor penting sebagai
pendukung implementasi magqasid shari’ah. Mabadik khamsah merupakan
dokumen penting yang pertama kali terkait metodologi ijtihad hukum
yang pernah diputuskan Majelis Tarjih. Karena didalamnya memuat giyas
merupakan bagian instrumen magasid shari’ah.® Tema-tema kajian dalam
usul figh termasuk giyas dan metode lainnya merupakan paratekstual
dalam mengungkap magasid shari’ah.

Dalam pembacaan penulis terhadap fitur dan konten dalam manhaj
tarjin dapat diinformasikan bahwa manhaj Majelis Tarjih secara
konsepsional dalam pandangan penulis telah mengeskplorasi istidlal al-

hurr teori Hassan Hanafi (instrumen untuk menetapkan hukum dalam

* Ibn Bayah, [tharat Tajdidiyah fi Huqul al-Usul (Dubai: Maktabah al-Imarah al-Muttahidah,
2012), 76.

S Mabadik khamsah yang mencakup: 1) pengertian agama, 2) pengertian dunia, 3) pengertian
ibadah, 4) pengertian sabililah, 5) pengertian qiyas merupakan hasil ketetapan Muktamar Majelis
Tarjih di Yogyakarta tahun 1955. Asjmuni Abdurrahman, Manhaj Tarjih Muhammadiyah,7.
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manhaj tarjih) dan konsep magasid shari’ah lbn Bayah. Dalam manhaj
tarjih, bisa dicermati setelah ditanfizkan mabadik khamsah tahun 1965,
salah satu isinya mencantumkan giyas. Kemudian pada periode berikutnya
1980-1990, Majelis Tarjih telah mengadopsi metode-metode ijtihad yang
telah dirumuskan oleh para imam madhab.” Hasil rekontruksi tersebut
adalah memasukkan tema-tema kajian usul figh yang menjadi instrumen
tercapainya magqgasid shari’ah. Instrumen magasid shari’ah tercermin
dalam manhaj tarjih meliputi: 1) ijma’ sahabat, 2) giyas, 3) sadd al-
dhari’ah, 4) penyelesaian ta’arud al- adillah, 5) takhsis, 6) penggunaan
dalil-dalil secara komprehensif, 7) ta7i/ al- ahkam.®

Tema-tema kajian usul figh diatas yang telah diadopsi Majelis
Tarjih ke dalam manhaj tarjihnya merupakan instrumen yang akan ikut
memperluas legetimasi atau landasan yuridis dalam menetapkan hukum
terhadap sebuah kasus. Jika sebelumnya manhaj tarjih lebih didominasi
teks secara literal terutama periode awal dalam menjangkau magasid dan
sedikit penerapan giyas. Hal ini tercermin dalam produk-produk figh yang
yang berorientasi magasid shari’ah seperti figh ketetapan tentang migat
haji, figh air, figh wanita boleh menjadi pemimpin dan pandangan figh
Majelis Tarjih tentang hukum haji berulang kali.®

Bahkan Poros penting mekanisme kinerja maqgasid menurut lbn

Bayah terletak pada empat metode yaitu giyas, istislah, sadd al-dhara’i

7 Asjmuni Abdurrahman, Manhaj Tarjih Muhammadiyah, 18.

* Ibid,17.

® Pendekatan magasidi terhadap kasus-kasus kontemporer ada dalam bab III berikut dalil-dalil
dan argumentasi dari Majelis Tarjih cari pengambilan dalil terhadap figh kontemporer.
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dan istihsan.’® Secara resmi instrumen tersebut telah diadopsi dalam
manhaj tarjih sebagai metode mengungkap hukum. Tampak secara
konsepsional dalam manhaj tarjih  mencerminkan dan telah
mengembangkan metodologi ijtihad hukum yang bercorak  magqasidi.
Konsepsi magqasidi dalam Majelis Tarjih ini kemudian ditegaskan dan
dikayakan lagi dalam MUNAS tarjih di Jakarta tahun 2005.* Diantara
hasil MUNAS menetapakan bahwa pemahaman terhadap kedua sumber
utama al-Qur’an dan Hadis dilakukan secara komprehesif-integralistik
dengan melalui pendekatan bayani, burhani dan irfani. Sistematisasi dari
tiga pendekatan tersebut dalam implementasinya sebagai berikut:1)
metode ijtihad dengan pendekatan bayani, tahlili dan istisiahi 2)
pendekatan ijtihad mencakup tafsir al-ijtima’i a/-mu’asir 3) teknik ijma’
dijabarkan melalui giyasi, masalih mursalah dan ‘urf.

Keanekaragaman metode istinbat hukum dan dalil hukum yang
telah menjadi putusan Majelis Tarjih mencerminkan bahwa evolusi ijtihad
hukum manhaj tarjih selaras dengan mekanisme kerja maqgasid shari’ah.
Selain itu juga memperkaya dengan melakukan pengembangan dan
perluasan terhadap instrumen magasid sesuai dengan periodesasinya.
Mekanisme maqgasid yang diawali dengan istiqra’ nusus al-shari’ah
berpotensi untuk melahirkan hukum yang berpijak pada pemeriksaan

persoalan secara lebih detail.

' Tbn Bayah, /tharat Tajdidiyah fi Huqul al-Usul (Dubai: Maktabah al-Imarah al-Muttahidah,
2012), 56.

"' bid, 58.

"Manhaj Tarjih Muhammadiyah (2014),  https/tarjihmuhammadiyah.or.id/: diakses 23
September 2019.
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Majelis Tarjih dalam menggali magasid shari’ah tidak semata-mata
menggunakan dalil tekstual, namun sejalan dengan konteks yang dihadapi
oleh Majelis Tarjih telah melakukan pembaharuan dan penyempurnaan
terhadap instrumen magqgasid. Instrumen bagian penting yang akan
menentukan validitasi magasid. Dalam perspektif Majelis Tarjih instrumen
magqasid telah dijabarkan dalam bentuk pendekatan, metode dan teknik ke
multi disiplin. Secara teoritis manhaj tarjih pasca tahun 1995 yang
dikembangkan dalam Majelis Tarjih merupakan instrumen yang sealur
dengan teori Hassan Hanafi tentang elemen dinamis dalam teori usulnya
dan instrumen poros magasid yang menjadi pijakan lbn Bayah dalam
konsep magasid™

Pasca tahun 1995 manhaj ijtihad yang dikembangkan tidak menitik
beratkan pada satu aspek saja yaitu dilalah al-alfaz. Tetapi berupaya
memoderasi manhaj ijtihadnya dengan aspek lainnya yaitu dilalah al-
ma’ani. Kedua aspek tersebut keseimbangan antara di/alah al-alfaz dan
dilalah al-ma’ani merupakan intrumen penting untuk menggapai figh
maqasidi*® Mengangkat dilalah al-ma’ani dalam manhaj ijtihad
Muhammadiyah bisa dicermati terhadap langkah-langkah dalam
memperluas instrumen pengungkap hukum melalui pendekatan-
pendekatan yang digunakan melibatkan selain al- u/um al-shar ‘iyah seperti

tafsir al-ijtima’i al-mua’sir, sejarah, sosiologi dan antropologi. llmu-ilmu

" Ibn Bayah, ‘Alagah Magqasid al-Shari’ah bi Usul al-Figh ( Kairo: al-Madani al-Muasasah al-
Su’udiyah, 2006), 99-132.

' Ibn Bayah, Tanbih al-Maraji’ ‘ala Ta’sil Figh al-Wagi’ (al-Imarat al-‘Arabiyah al-Muttahidah:
al-Majlis al-Watani lil ‘I’lam, 2018), 45.
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tersebut secara resmi telah ditetapkan dalam Munas Jakarta tahun 2000
sebagai pendekatan untuk mengungkap hukum-hukum ijtihadiyah.*®

Melalui instrumen magqasidi, istidlal al-hurr yang dijabarkan
melalui pendekatan, teknik dan metode untuk mengungkap hukum,
Majelis Tarjih berupaya memproduksi makna baru dari teks dan
mengesampingkan makna asalnya sebagaimana sebagaian ketetapan
fighnya. Hal ini dilakukan karena bila mempertahankan makna yang
tersurat justru akan mempersulit dan memperberat amaliyah Islam dan
tidak sejalan dengan magasid shari’ah dengan nilai kemudahan dan
kemaslahatan.*®

b. Aspek konten atau atau fitur-fitur magasid shari’ah yang terdapat dalam
manhaj tarjih.

Indikator yang terkait konten atau subtansi magasid shari’ah dapat
diakses dengan mudah dalam manhaj tarjih melalui fitur-fitur yang
selaras dengan magasid shari’ah seperti maslahat, al-taysir dan toleransi."’

Dasar epistemologi maqgasid adalah kemaslahatan tercermin dalam
manhaj tarjih Muhammadiyah. Diantara prinsip-prinsip yang urgen
manhaj tarjih tersebuat ada korelasinya dengan magasid diantaranya

f,18

prinsip ta’lil al-ahkam, al-taysir, toleran, inklusi Keempat prinsip

tersebut sangat urgen ketika membincang dan menerapkan mekanisme

' Syamsul Anwar, Manhaj Tarjih Muhammadiyah,33.

'® Contoh pendekatan magqasidi yang mengutamakam makna kontekstual karena sejalan dengan
maslahat seperti figh tentang miqat, figh tentang seni dan figh tentang zakat profesi.

' LihatTahir ibn Ashur, Magasid al-Shari’ah al-Islamiyah (Kairo:Dar al-Kitab al-Misri, 2011),
78.

'® Asjmuni Abdurrahman, Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metode dan Aplikasi (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2012),13-14.
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Kinerja magasid shari’ah. Dari tataran teoritis bisa dikatakan bahwa
manhaj Majelis Tarjih *° telah mencerminkan tujuan yang sejalan dengan
magqasidi. Diantara poin penting mabadik khamsah (masalah lima) yang
terkait instrumen magasid adalah tentang giyas.” Dalam implementasi
giyas, salah satu rukun giyas adalah ‘i/lat yang menjadi bagian diskursus
kajian maqasid shari’ah. Motifasi melakukan analogi seorang ahli hukum
karena ada maslahat yang akan diambil ketika mengaplikasikan metode
giyas. Demikian juga instrumen magasid yang dijabarkan teori bayani,
burhani dan irfani dengan dipandu mekanisme kerja secara sirkuler karena
ada maslahat yang akan diambil
2. Perspektif Tokoh Majelis Tarjih Mengenai Magasid Shari’ah
Prinsip al-taysir, toleransi dan inklusif adalah bagian inti dari nilai-nilai
maqasid shari’ah. Prinsip-prinsip tersebut eksistensinya sebagai al-giyam al-
asasiyah. Fungsinya sebagai landasan dasar atau nilai makro yang akan
memayungi kaidah-kaidah umum dan kebijakan hukum yang sifatnya lebih
implementatif.?
Diantara tokoh-tokoh Majelis Tarjih yang memberikan pandangan tentang
prinsip-prinsip magasid shari’ah adalah Azhar Basyir. Implementasi maslahat
yang diusung oleh magqasid, menurut Azhar Basyir ketua Majelis Tarjih ( 1985-

1990), dalam perspektifnya, bahwa memahami ajaran Islam dilakukan secara

* Ibid.

? Masalah lima mencakup 1. Masalah Agama 2. Ibadah 3.Sabilillah 4.Urusan Dunyawiyah
5.Qiyas. Lihat Haedar Nashir, Manhaj Gerakan Muhammadiyah Ideologi, Khittah, dan Langkah
(Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009), 41.

*! Mabadik Khamsah terdiri dari 1. Agama 2.Ibadah, 3. Sabilillah 4.Umur dunyawiyah 5.Qiyas

22 Syamsul Anwar, Manhaj Tarjih Muhammadiyah, 30.
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komprehensif, aspek ajaran Islam yang mencakup agidah, ibadah, akhlak dan
muamalah duniawiyah. Pada aspek yang terakhir, menurut pandangan Azhar jika
terdapat dalilnya secara gat’i maka penerapannya mengikuti ketentuan nas.
Namun apabila dalilnya zanni dilakukan penafsiran yang berasaskan nilai
maslahat.”® Pandangan Azhar Basyir tentang magasid shari’ah  diapliaksikan
dalam teori ijtihad. Objek ijtihad menurutnya, terhadap perkara-perkara yang
tidak disebutkan dalam al-Qur’an dan al-Sunnah dapat dilakukan melalui metode
giyas dan ri‘ayat masalih al-khalg.*

Magqasid shari’ah mengusung maslahat mengharuskan proses istigra’
nusus al-shari’ah untuk memetakan antara ajaran yang masuk katagori gair
ma’qulat al-ma’na dan ma’qulat al-ma’na. Pada bagian terakhir lebih banyak
tercermin dalam urusan bagian bab muamalat. Untuk mengungkap maslahat perlu
dilakukan ijtihad, metode qiyas dan ria’yat masalih sebagai metodologi untuk
memperoleh magasid -shari’ah berupa maslahat-maslahat. Nusus al-shari’ah dari
al-Qur’an dan al-Sunnah membawa kemaslahatn bagi manusia baik dalam lingkup
individu, keluarga maupun bermasyarakat. Terkait maslahat yang diperoleh
melalui metode giyas dan maslahah, Azhar Basyir memberi catatan bahwa dalam
proses ijtihad tidak boleh ada maslahat yang sedang diperjuangkan menabrak
nusus al-shari’ah karena kemaslahatan yang terkandung didalamnya adalah

maslahat yang sesungguhnya.?

8 Ahmad Azhar Basyir, "Pemikiran Islam dalam Muhammadiyah,” dalam Muhammadiyah dan
Tantangan Masa Depan Sebuah Dialog Intelektual, ed, Sujarwanto (Yogyakarta: Tiara
WacanaYogya, 1990), 304.

 Ahmad Azhar Basyir,” Pokok-Pokok ljtinad Dalam Hukum Islam,” dalam ljtihad Dalam
Sorotan, ed, Jalaluddin Rahmat (Bandung: Mizan, 1998), 47.

% Ibid, 48.



215

Azhar Basyir dengan tegas membuat demarkasi antara maslahat yang
dibawa teks dengan maslahat yang datang dari luar teks, kemaslahatan yang pasti
adalah datang dari al-Qur’an dan al-Sunnah karena berfungsi memberi pedoman
untuk individu, maupun sosial. Karena itu ketika ada maslahat yang bertentangan
dengan teks sudah semestinya untuk ditanggalkan sebab kemaslahatan yang semu
bukan sesungguhnya.”®

Sementara dalam perspektif Asjmuni al-taysir adalah pemahaman dan
pengamalan agama dengan makna yang luas dan tidak sempit, sehingga mudah
mengamalkannya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh al-Qur’an dan al-
Sunnah.?” Muhammadiyah sejak berdiri telah memegangi prinsip taysir, salah satu
implementasi prinsip al-taysir adalah pelaksanaan ajaran agama Islam tidak boleh
memberatkan sehingga terhadap praktek adat istiadat bagi Muhammadiyah
menolaknya karena dianggap menambah taklif dan tidak ditemukan landasan
yuridisnya. Islam datang membawa taklif yang mudah untuk diamalkan kapan
dan di mana saja. Demikian juga dalam praktek ibadah mahdah masih menurut
Asjmuni, Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih lebih berpihak pada pilihan
taklif yang ringan seperti sholat tarawih dengan bilangan sebelas rakaat dengan
rincian tiga rakaat darinya sebagai sholat witir. Keputusan tentang pilihan
bilangan rakaat ini bagian dari implementasi prinsip taysir.?®

Konten penting lainnya dalam manhaj tarjih yang selaras dengan maqasid

adalah prinsip toleransi, menurut Amin Abdullah ketua Majelis Tarjih periode

% Azhar Basyir, Refleksi atas Persoalan Keislaman : Seputar Filsafat Hukum, Politik dan
Ekonomi (Bandung: Mizan, 1993),145

27 Asjmuni Abdurrahman, Manhaj Tarjih, 42.

%8 Asjmuni Abdurrahman, ManhajTarjih, 49.
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1995-2000” implementasi toleransi begitu mendesak di tengah arus konflik, ada
dua hal perkara penting untuk mengantisipasi konflik atas nama agama yaitu:
Pertama, terlibat aktif untuk /ita’arafu karena sekarang yang ada adalah
kecenderungan menghakimi pihak yang tidak sependapat dengan dirinya. Kedua,
pengarusutamaan sikap beragama yang moderat sebagai implementasi resolusi
dewan keamanan PBB 16/18. la menyebutkan dalam beragama ditemukan tiga
sikap yaitu eksklusif, inklusif dan pluralis.?® Sikap toleransi tidak hanya teoritis
dalam manhaj tarjih dalam faktanya juga diungkapkan oleh tokoh
Muhammadiyah Ahmad Syafi’i Ma’arif, untuk berbicara tentang kemerdekaan
beragama kita perlu melacak sedikit latar belakang sejarah-sejarah keagamaan
yang ada di Indonesia seperti Hindu, Budha, Islam, dan Kristen sampai masa
sekarang dengan pengetahuan yang memadahi bahwa masalah kemerdekaan
agama dan toleransi ternyata punya suatu alasan keberadaan yang kuat sekali
dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.*

Seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangn sosial, budaya, politik
dan ilmu pengetahuan manusia, metode penafsiran al-Qur’an dan Hadis menjadi
niscaya untuk menggapai magqasid shari’ah. Menurut Amin Abdullah ada dua
cara memahami nusus al-shari’ah yaitu giraah taglidiyah (tekstual), giraah
model ini telah menggiring para pembacanya mengikuti apa saja bagaimana cara
pendahulunya membaca dan memaknainya, tidak ada cara baca yang bercorak
kritis yang berbeda dari kelompoknya. Sedang corak yang kedua adalah cara baca

tarikhiyah magqasidiyah (kontekstual), perspektif Amin Abdullah cara baca yang

» Fadel, PentingnyaToleransi antar Umat beragama, liputan Islam.com, diakses 12 Desember
2019
%0 Ahmad Syafii Maarif, Kemerdekaan Beragama dan Radikalisme, Republika, 6 oktober 2015
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model kedua mempertimbangkan sungguh-sungguh dinamika sejarah dan sosial
budaya secara cermat keilmuan (qiraah tarikhiyah ilmiyah) serta dilandasi
dengan semagat memprioritaskan apa tujuan utama dari beragama (magasid
shari’ah).*

Berbeda dari pendahulunya seperti Azhar Basyir dan Asjmuni dalam
mengungkap magqasid shari’ah terbatas pada instrumen-instrumen metode dalam
usul figh konvensional. Namun dalam perspektif Amin Abdullah metode
menggali hukum untuk menetapkan magasid shari’ah tidak cukup dengan
instrumen metode usul figh konvensional tetapi diperlukan dengan konteks
sejarah, sosial, budaya dan ekonomi saat al-Qur’an diturunkan, kemudian
diinterpretasikan dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Jalan untuk
mengungkap magqasid tidak cukup dengan linguistik semata (kebahasaan) bagi
Amin Abdullah memperoleh pemahaman  kontekstual (magasid shari’ah)
diperlukan perluasan cakupan instrumen ilmu-ilmu lain seperti ilmu sosial,
budaya dan sains modern pada umumnya, yang demikian ini diperlukan untuk
menghindari terjebak pada pemaknaan al-ruju’ ila al-Qur’an wa al-Sunnah
berhenti pada corak tesktualis.*

Selain menambahkan metode-metode untuk mengungkap magasid, Amin
Abdullah juga mengkritisi objek magasid yang telah dirumuskan ulama Klasik,
dengan mendukung gagasan konsep magqasid Jaser Audah tentang fitur “hierarki
saling berkaitan” maqasid shari’ah tradisional perspektif Amin Abdullah perlu

perbaikan pada dua hal, pertama, perbaikan jangkauan wilayah liputan magqasid,

1 M. Amin Abdullah, Fresh ljtihad Manhaj Pemikiran Keislaman Muhammadiyah, 99
32 H
Ibid, 96.
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jika magasid tradisional hanya menekankan isi yang bersifat partikular saja maka
fitur hierarki meliputi tiga wilayah jangkauan yakni magasid umum, khusus dan
partikular. Kedua, jika magasid tradisional bersifat individual maka fitur hierarki
memberikan dimensi sosial dan publik pada teori magasid kontemporer
menjangkau masyarakat, bangsa dan umat manusia.*

Syamsul Anwar yang pernah menjabat ketua Majelis Tarjih dan Tajdid
periode (2000-2005) ikut menguatkan dan mensyarah terhadap muatan-muatan
magqasid shari’ah yang terkandung dalam pokok-pokok manhaj Majelis Tarjih,
dalam perspektifnya daya tarik magasid shari’ah karena, pertama, magasid
bertitik tolak dari norma-norma hukum Islam yang berupa nilai-nilai universal
Islam itu sendiri. Kedua, pendekatan magasid shari’ah lebih mencerminkan
manhaj orisinil Islam dan bukan merupakan nilai impor dari luar Islam. Ketiga,
magqasid shari’ah sebagai salah satu konsep penting untuk menyelesaikan isu-isu
kontemporer seperti merespon keuangan Islam kontemporer.®

Dalam Majelis Tarjih pada periode Syamsul telah melakukan inovasi
untuk mengembangkan instrumen magasid shari’ah sebagai pijakan nalar manhaj
istinbat Muhammadiyah. Landasan filosofi tentang maqgasid yang ditawarkan
Syamsul adalah tingkatan norma Islam yang terdiri dari tiga tahapan, lapisan tiga
norma ini tersusun secara hirarkis dengan tahapan dimulai dari norma yang paling

abstrak diturunkan ke norma semi-abstrak dan diturunkan lagi ke norma yang

% M. Amin Adullah, Memaknai al-Ruju” ila al-Qur’an wa al-Sunnah dalam Fikih Kebenekaan
pandangan Islam Indonesia tentang umat, kewarnegaraan, dan kepemimpinan non muslim, ed
Wawan Gunawan, Muhammad Abdullah Daraz, Ahmad Fuad Fanani (Bandung: Mizan Media
Utama, 2015), 51.

3 Syamsul Anwar, Konsep Maqasid Shari’ah dan Perkembangan Metode Ijtihad dalam
Muhammadiyah, makalah disampaikan pada pengajian Ramadhan Pimpinan Pusat
Muhammadiyah Kamis 3-6 Ramadhan 1438 / 1-3 Juni 2017.
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paling konkrit. Implementasi dari inovasi magasid yang dikembangkan Syamsul
dalam Majelis Tarjih bisa dimisalkan dalam maslahah ini. Contoh (1) nilai dasar
kemaslahatan, diturunkan menjadi (2) norma yang semi —abstrak seperti dalam

gawa’id fighiyyah” al-mashaqgah tajlibu al-taysir”®

(kesukaran mendatangkan
kemudahan), dan asas dari kaidah figh ini diturunkan menjadi (3) hukum praktis,
boleh berbuka puasa karena alasan sakit.

Inovasi magqasid shari’ah yang digagas Syamsul akan memberi penguatan
terhadap implementasi pokok-pokok manhaj tarjih  yang memuat subtansi
magqasid secara umum. Serta memberikan arahan secara teknis bagaimana
mengoperasionalkan berbagai pendekatan-pendekatan yang telah ditetapkan oleh
Majelis Tarjih. Seperti pendekatan ta'lili dan istislahi. Konstruksi magasid yang
diinovasi oleh Syamsul bisa disimpulkan bahwa secara konseptual nalar figh dan
metode ijtihad Muhammadiyah mengalami pergerseran corak yang berbeda dari
periode sebelumnya karena dalam paradigma baru tentang figh dan metode ijtihad
didasari dengan tiga norma yang meliputi nilai dasar ( al-giyam al-asasiyah)
prinsip-prinsip universal (al-usu/ al-kulliyah) dan ketentuan hukum praktis (al-
ahkam al-far iyyah).*

Pandangan tokoh internal Majelis Tarjih mengenai magasid shari’ah
menunjukkan konsensus yang sama Yyaitu menerima eksistensi magasid dalam

memahami hukum Islam. Mereka berbeda pandangan dalam hal melibatkan

instrumen untuk menggali magasid. Jika periode pertama Majelis Tarjih

% Jalalal-Din ‘Abd al-Rahman bin Abi Bakr al-Suyuti, al-Ashbah wa al-Nazair, (Lebanon: Dar
al-Kutub al-Ilmiyah, 2012),124.
% Syamsul Anwar, Metode Manhaj Tarjih Muhammadiyah, 56.
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memandang magasid diukur dengan parameter mengikuti zawahir al-nusus
secara ketat terutama sejak tahun 1927 hingga 1964. Implikasinya produk-produk
ketetapan figh sebagai interpretasi langsung dibatasi dari sumber otentik saja
tanpa konsiderasi sumber sekunder. Terhadap persoalan fanawu’ dalam ibadah
sebagai hasil interpretasi dari dalil sekunder atau diluar teks yang sarih cenderung
menolaknya daripada mengakomodasi lewat legitimasi hukum sekunder.
Meminjam teori usul Hassan Hanafi pada periode tersebut Majelis Tarjih
cenderung membatasi sumber elemen statis saja. Hal ini sebagai konsekuensi
logis periode awal Majelis Tarjih sejak tahun 1927 hingga tahun 1964 dalam
manhaj tarjihnya yang tidak menerima metode-metode pengungkap hukum yang
telah dirumuskan oleh para usuli. Implikasiya gerakan tajdid yang diusung oleh
Muhammadiyah dimaknai purifikasi yakni segala pemahaman dan amaliyah yang
tidak bersumber teks agama yang sarih maka dengan mudah akan dituduh bagian

dari takhayul, bid’ah dan khurafat.

B. Implementasi Pendekatan ljtihad Magasidi Dalam Keputusan Majelis
Tarjih Muhammadiyah

Pengembangan figh yang bercorak magqgasidi tidak bisa dilepaskan dari

aspek metodologisnya yakni metode yang akan digunakan untuk istinbat hukum

yang memproduk sebuah ketetapan figh. Tanpa metode istinbat yang memadai

akan sulit diproyeksikan sebuah ketetapan hukum atau figh yang sejalan dengan
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perkembangan zaman. Perjalanan manhaj tarjih sebagai titik tolak untuk
memproduksi figh telah ikut menentukan corak figh sesuai dengan episodenya.*’

Majelis Tarjih acapkali dalam mengambil keputusan hukum pada suatu
masalah secara prosedural menggunakn pendekatan magasidi yakni metode
istiqgra’ ma’nawi yang berarti istinbat hukum tidak didasarkan hanya pada satu
ayat atau hadis tunggal tertentu, melainkan didasarkan pada keseluruhan ayat,
hadis dan sumber-sumber material shari’ah yang daripadanya ditarik kesimpulan
umum mengenai suatu hukum.® Metode integralistik untuk memperoleh dalil
qat’i. Kegat’ian tidak terdapat dalam dalil terpisah satu pesatu, namun terdapat
korelasi dengan beberapa dalil yang satu sama lain saling menguatkan dan
menunjukkan satu pemaknaan yang sama. Sebagaimana statemen al-Shatibi,”
Keseluruhan itu mempunyai kekuatan yang tidak dipunyai oleh bagian-bagian
yang terpisah-pisah.*

Implementasi ijtihad magasidi dalam penyelesaian figh al-nawazil ( figh
kontemporer) dalam Majelis Tarjih tampak telah dipecahkan melalui perspektif
pendekatan magasidi yaitu sebuah asumsi yang dibangun diatas dua landasan
asumsi pokok, yaitu (1) asumsi integralistik, dan (2) asumsi hirarkis. Asumsi
integralistik yaitu suatu asumsi  yang memandang koroborasi dan saling

mendukung di antara berbagai elemen sumber untuk memperoleh atau

% Dalam kajian Munir Mulkhan bahwa Persyarikatan Muhammadiyah mengalami empat fase:
yaitu fase kreatif inklusif, fase ideologis, fase spiritualisasi atau sufistisasi shari’ah dan
romantisme ideologi, ragam multi wajah yang mencerminkan Muhammdiyah terutama pada
fase kedua ideologisasi tidak bisa dipisahkan dengan faktor Majelis Tarjih yang mempunyai
wewenang menetapkan manhaj tarjih. Abdul Munir Mulkan, “Pendahuluan,”dalam Api
Pembaharuan Kiai Ahmad Dahlan, eds, Robert W. Hefner, Suidi Mulyadi, Abdul Munir Mulkan
(‘Yogyakarta: Multi Pressindo, 2008),18-20.

%8 Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Himpunan Putusan Tarjih 3, ix.

3% Al-Shatibi, al-Muwaftaqat, ed, Abu Ubaidah Mashuri bin Hasan al-Salman ( al-Kubar: Dar Ibn
‘Affan li al-Nasr wa al-Tawzi, 1997), 1: 28
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menentukan nilai kemaslahatan.”® Istiqra” al-nusas al-shari’ah dengan berbagai
aspek yang terkait dengannya akan menempatkan dan menentukan suatu
maslahat ada pada level zanni atau gat’i, kulliyah atau juz’iyyah, ‘ammah atau
khassah. Faktor penting dalam prosedur tersebut adalah instrumen magqasidi yang
meliputi tema-tema dalam kajian usul figh. Asumsi hierarkis merupakan upaya
levelisasi terhadap maslahat dalam kategori daruriyat, Aajiyat dan tahsiniyat.
Ketetapan hukum yang akan diambil dalam Majelis Tarjih setelah melewati
proses metode istiqgra’ ma’nawi yaitu dengan mekanisme integralistik dan
hirearkis.

ljtihad magasidi dalam Majelis Tarjih telah diiplementasikan melalui
keputusan-keputusan terhadap figh kontemporer seperti figh persoalan hukum
zakat profesi, migat jamaah haji di Bandara King Abdul Aziz, ibadah haji
berulang kali, fatwa tentang rokok, bunga bank, wanita boleh menjadi pemimpin,

figh Air, tuntunan seni budaya, pornografi dan pornoaksi dan figh anti korupsi.

1. Pendekatan Magqasidi Dalam Zakat Profesi

Dalam masalah zakat profesi Majelis Tarjih melakukan ijtihad hukum
tidak hanya menggunakan pendekatan bayani saja ( tekstualis) dimana bagi
sebagian kelompok justru sebagai senjata untuk menolak zakat profesi. Dengan
prinsip untuk menggapai maqgasid shari’ah, Majelis Tarjih menyusun metode
untuk menegakkan maslahat dalam zakat. Melalui istiqra’ ma ’nawi dapat

dibangun dua landasan, pertama al-giyam al-agidah yang mencakup tentang

% Syamsul Anwar, Manhaj Tarjih Muhammadiyah, 54.
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zakat, kedua al-istikhlaf; manusia sebagai wakil Allah di bumi untuk mengurus
alam semesta termasuk urusan harta. Dalam prinsip universal diturunkan bentuk
magqasid dalam harta seperti al-tadawul ( harta harus berputar), keadilan, dan
kemaslahatan. Dengan pendekatan magqasid ‘ammah Majelis Tarjih menetapkan
wajib zakat atas zakat profesi. Merupakan bentuk metodologi yang jumud dan
parsial bila zakat hanya dikenakan pada objek tertentu. Dengan konsiderasi multi
pendekatan bayani, istislahi dan burhani hukum Islam mampu merespon
perkembangan kontemporer termasuk zakat profesi dengan keputusan hukum
yang berorientasi adil dan maslahat.

2. Pendekatan Magasidi Dalam Masalah Migat Makani.

Pendekatan magqasidi terhadap migat makani yang dilakukan Majelis
Tarjih dengan instrumen metode giyas sebagaimana yang dicontohkan Umar ra
ketika menentukan Zatu ‘Irqin sebagai migat bagi penduduk Irak yang
menyearahkan dengan Qarnul Manazil. Kasus jamaah haji yang menggunakan
pesawat terbang tetapi tidak melewati salah satu migat-migat yang telah
ditentukan teks Islam dan ketetapan ulama. Majelis Tarjih menggunakan
pendekatan magasidi dengan memandang migat termasuk wumur ijtihadiyat
sehingga berlaku mekanisme ta’lil al-ahkam atau ma’qulat al-ma’na. Oleh
karenaprinsip magasid adalah taysir dan maslahat menjadi tujuan utama terutama
bab muamalat yang masuk kategori ma’qulat al-ma’na. Dalam hal ini Majelis
Tarjih mengungkap magasid dengan perantara metode giyas sebagaimana yang
dilakukan Umar ra. Maka migat jamaah haji dari Indonesia yang naik pesawat

terbang bisa melakukan migat di Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Pendekatan
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magqasidi terhadap migat makani oleh Majelis Tarjih melalui aplikasi giyas untuk
memperoleh maslahat berupa kemudahan dalam penerapan pelaksanaan migat.
3. Pendekatan Magqasidi dalam masalah Kepemimpinan Wanita.

Istigra’ nusus al-shari’ah terhadap hukum bolehnya jabatan publik bagi
wanita dijabarkan melalui magasid ‘ammah beberapa asas seperti asas umum,
asas persamaan hak antara perempuan dan pria untuk beramal saleh, sebagaimana
dijelaskan dalam Adabul Mar’ah fil Islam* dan fatwa tarjih tahun 1993.*
Sedangkan ketentuan dalil juziyyah yang menyatakan perempuan tidak boleh
menjadi pemimpin sebagimana hadis nabi saw*®.’tidak akan beruntung suatu
kaum yang mengangkat wanita menjadi pemimpin” [H.R al-Bukhari] dalam hal
ini fatwa melakukan interpretasi ulang terhadap hadis tersebut sehingga menjadi
perubahan hukum. Perubahan hukun sepanjang menyangkut ketentuan hukum
far’iyyah, sah dilakukan sesuai dengan kaidah figh” Tidak diingkari perubahan
hukum karena perubahan zaman, tempat dan keadaan. ljtihad magasidi Majelis
Tarjih bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin atau jabatan publik
dilandaskan kepada magqgasid ‘ammah yaitu asas kesamaan hak amal salih [ QS al-
Nahl (16):97]. Asas pesamaan hak untuk beramal salih dan memangku jabatan
publik didasari lagi dengan nilai dasar shari’ah yaitu nilai persamaan.*

4. Pendekatan Magqasidi Dalam Masalah Figh Air
ljtihad magqasidi Majelis Tarjih terhadap figh Air dijabarkan melalui

prosedur istigra’ nusus al-shari’ah yang melahirkan sebuah susunan pertingkatan

" Majelis Tarjih dan Tajdid PimpinanPusat Muhammadiyah, Adabul Mar’ah Fil Islam,
(YYogyakarta: Suara Muhammadiyah,2015), 75.

*2 Himpunan Putusan Tarjih 3: 89

“ 1bid. 90.

* Tahir Ibn Ashur, Magasid al-Shari’ah al-Islamiyah, 78.
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norma berjenjang yang meliputi al-qiyam al-asasiyah, al-usul al-kulliyah, al-
ahkam al-far’iyyah. Figh Air yang dilandasi al-giyam al-asasiyah mencerminkan
nilai tauhid, syukur, dan keadilan. Al-usul/ al-kulliyah sebagai titik tolak dalam
figh Air yang dipakai sebagai pedoman untuk menyusun regulasi dalam
mengelola air yang mencakup keterlibatan publik dan menyusun skalaprioritas
penggunaan air terdiri dari daruriyat, Agjivar dan tahsiniyat.* Nilai dasar
kemaslahatan yang menjadi tujuan pokok magasid shari’ah mengharuskan kepada
setiap orang tidak boleh melakukan kerusakan, termasuk merusak lingkungan. Hal
ini sesuai dengan prinsip maqasid tidak boleh melakukan kerusakan yang
merupakan kaidah umum. Pada konteks figh Air inilah Majelis Tarjih tidak bicara
maslahat terbatas individu atau kelompak saja tetapi maslahat yang diangkat
untuk kepentingan publik di mana ketentuan-ketentuan regulasi pengelolaan figh
Air mencerminkan kemaslahatan seluruh publik.

5. ljtihad Magqasidi Majelis Tarjih Terhadap Kasus Haji Berulang Kali.

Dalam pendekatan magasidi dikenal dengan asas prioritas amal karena
aspek kekuatan hukum dan maslahatnya. Seperti hukum wajib harus didahulukan
daripada hukum sunnat,*® pada kasus penunaian ibadah haji untuk kali kedua dan
seterusnya. Menjadi wajib mendahulukan orang yang sudah wajib haji tetapi
belum berkesempatan untuk melakukannya. /Istid/a/ yang dibangun Majelis Tarjih
didasari asas prioritas amal dan aspek keadilan serta kemaslahatan.

Argumentasinya orang yang daftar haji lagi menutup peluang kesempatan bagi

** Himpunan Putusan Tarjih 3, 320.
*® |bn Bayah, Itharat Tajdidyah fi Hugul al-Usil .(Dubai: Maktabah al-Imarah al-Muttahidah,
2012), 109.
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orang yang belum pernah naik haji. Hal ini bertentangan asas priortas amal wajib
daripada sunnah.Serta akan mencoreng asas keadilan. Kemaslahatan bagi orang
yang telah naik haji dan memiliki finansial lebih hendaknya memprioritaskan
ibadah sosial. Dengan parameter magasidi yakni asas prioritas amal, asas keadilan
dan aspek kemaslahatan, Majelis Tarjih memilih pendapat yang menyatakan wajib
hukumnya mendahulukan orang yang sudah wajib haji tetapi belum
berkesempatan untuk melakukannya.

6. Pendekatan Magasidi Terhadap Hukum Beberapa Seni.

Majelis Tarjih telah menetapkan hukum beberapa bentuk seni yang
meliputi seni patung, seni lukis, seni relif, seni suara, seni pertunjukan, seni
bahasa atau sastra baik prosa maupun puisi. Pendekatan magasidi terhadap seni
telah dijabarkan melalui keputusan manhaj tarjih di MUNAS Tarjih Jakarta ke-25
tahun 2000. Melalui pendekatan bayani, burhani dan irfani sebagai elemen
penting atau manhaj untuk melakukan pembacaan terhadap seni.*’ Dengan
pendekatan bayani yaitu penerapan analisis tekstual menggali landasan normatif
yang terkait keberagaman seni budaya, Majelis Tarjih memandang seni adalah
bagian dari muamalah dunyawiyah baginya termasuk perkara ma’qul al-ma’'na
yang berlaku kaidah hukum yaitu tergantung ‘illamya.*® Pada konteks ini
diperlukan pendekatan burhani yaitu penerapan analisis rasional yang terkait
konteks historis, sosial kemasyarakatan saat itu. Maka ‘i//at larangan dalam seni

tersebut diartikan sebagai peniruan ciptaan Allah dan ada kaitan dengan sirik.*°

*" Himpunan PutusanTarjih 3, 159.
“® 1bid,146.
* Ibid, 149.
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Pengecaman terhadap patung dalam al-Qur’an karena dipuja sebagai penjelmaan
Tuhan. Melalui pendekatan magasidi yang dijabarkan dengan tiga pendekatan
tersebut hukum kesenian tergantung ‘illarnya. Seperti seni  patung untuk
sesembahan hukumnya haram, untuk sarana pendidikan hukumnya mubah, untuk
hiasan kawatir membawa kemusrikan hukumnya haram.*
7. Pendekatan Magasidi Terhadap Hukum Pornografi Dan Pornoaksi.
Implementasi ijtihad maqgasidi yang dilakukan oleh Majelis Tarjih dalam
mensikapi masalah pornografi dan pornoaksi dengan berpijak aspek ijtinab al-
mafasid akibat-akibat dampak negatif yang meluluh lantahkan nilai-nilai agama
dan moral. Penjabaran ijtihad magasidi dengan metode bayani didasari teks al-
Qur’an dan Hadis serta kaidah-kaidah figh. Sedangkan untuk kepentingan
tertentu seperti medis dan riset hukumnya mubah sesuai kaidah figh: “al-hajatu
gad tanzilu manzilat al-darurah. Penanggulangan pornografi dan pornoaksi

dengan cara metode sadd al-dhara’i.
8. Pendekatan Magasidi Dalam Bunga Bank

Bunga bank termasuk umur Jjjtihadiyah, bagi Majelis Tarjih melakukan
ijtihad magqasidi dijabarkan melalui metode giyas. ‘lllat yang dianggap adalah
terdapat zulm, penganiayaan yang terdapat praktek bank konvensional. Kesamaan
‘illat antara keduanya ( bunga bank konvensional dan riba) sehingga dihukumi
haram. Majelis Tarjih pernah beberapa kali membahas bunga bank hingga

putusan terakhir MUNAS tahun 2006 dengan metode yang sama yaitu giyas dan

%0 Tim MajelisTarjih PP Muhammadiyah,”Hukum Islam tentang Seni,”Makalah-makalah MUNAS
Tarjih XX111, Banda Aceh 4-5 Juli 1995, 9-11.
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ketetapan hukumnya pun tidak berubah bahwa bunga bank adalah riba. Dominasi
pendekatan bayani yang kuat tanpa melibatkan pendekatan burhani yakni
penerapan analisa rasional, filosofi, ekonomi, kemasyarakatan dan analisa konteks
terhadap ayat riba, karena secara teoritis Majelis Tarjih hanya didominasi
pendekatan bayani dalam masalah bunga bank mengabaikan pendekatan burhani
sehingga menghasilkan ketetapan yang sama meskipun telah mengadakan tarjih
berkali-kali tentang bunga bank.Pendekatan magasid al-lugawi sangat kuat yang
berorentasi tekstualis sehingga bunga bank dihukumi haram karena disamakan

dengan riba dengan kesamaan ‘illat praktek kedhaliman.

9. ljtihad Magasidi mengenai Hukum Rokok.

Pendekatan maqgasidi untuk menetapkan hukum rokok dijabarkan oleh
Majelis Tarjih melalui pendekatan bayani atau pendekatan tekstual dengan
argumen Kkata khabaith didalamnya mencakup rokok sehingga perbuatan merokok
masuk katagori perbuatan yang dilaang. Sedangkan metode za’/ili diaplikasikan
terhadap rokok karena Majelis Tarjih memandang rokok (al-far u) cabang yang
dianalogikan dengan khamr (al-asl) dengan kesamaan ‘i/lat sehingga rokok
dihukumi haram. Sementara metode istis/ahi adalah agama Islam mempunyai
tujuan menjaga maslahat dan menghindari kerusakan (magasid shari’ah)
melindungi jiwa, akal, harta serta menghindari semua faktor yang dapat
membahayakan dan merusak manusia secara fisik dan psikis. Untuk mendapat

maslahat bagi itu semua harus menhindari perbuatan merokok.
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10. ljtihad Maqgasidi Dalam Menangani Masalah Pemberantasan Korupsi.

Dalam menangani masalah korupsi berpijak pendekatan bayani sebagai
sumber normatif berguna untuk memberikan perspektif yang untuh tentang
korupsi menurut Islam. Selain itu menggunakan pendekatan burhani untuk
melakukan analisa dampak korupsi dan pencegahannya. Dari pendekatan yang
terakhir ini Majelis Tarjih memberikan beberapa strategi pemberantasan korupsi
dan dampak mafsadah yang besar akibat korupsi terhadap sendi kehidupan. Hal
ini didasarkan pada metode paratekstual yaitu metode sadd al-dhari’ah.Berikut
ini adalah implementasi ijtihad magasidi dalam Majelis Tarjih:

Tabel Ijtihad Maqgasidi

No Masail Fighiyah Instrumen Corak Keterangan
Magasidi Ijtihad
1. Zakat Profesi Istislahi, Kontekstual
Burhani
2. Migat Makani Qiyas, lIstislahi, | Kontekstual
Burhani
3. Pemimpin Wanita Burhani Kontekstual
4. Haji berulang kali Istislahi, Kontekstual
Burhani
5. Masalah Seni Bayani, Kontekstual
Burhani, Irfani
6. Pornografi , Pornoaksi | Bayani, Sadd | Kontekstual
al- Dhara’i
7. Bunga Bank Qiyas Tekstual
8. Rokok Qiyas Tekstual
9. Figh anti Korupsi Bayani, Sadd | Kontekstual
al-dhari’ah
10. | Figh Air Multi Kontekstual Teologis,
pendekatan moral etik dan
yuridis

Implementasi  ijtihad  maqasidi dalam  permasalahan  muamalah

kontemporer diatas, manhaj Majelis Tarjih menggunakan instrumen maqasidi
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seperti paratekstual yang telah dirumuskan para usuli klasik seperti metode giyasi,
istislah, sadd al-dhari’ah, dan bayani. Kemudian Majelis Tarjih menginovasi dan
mengembangkan instrumen maqasidi seperti pendekatan bayani, burhani dan
irfani. Pendekatan ini mengadopsi dari pemikiran ‘Abid al-Jabiri.>* Hanya saja
dalam pendekatan al-Jabiri terhadap nalar arab yang tiga macam itu, Majelis
Tarjih melakukan inovasi terhadap salah satu epistem dari ketiga nalar tersebut
yaitu nalar irfani. Jabiri mempersepsikn nalar irfani yang berkembang di dunia
arab sebagai penyebab kemunduran dunia arab sama sekali tidak melihat
kontribusi positifnya. Inovasi Majelis Tarjih ini terhadap nalar irfani jika
meminjam bahasa Hassan Hanafi ingin menggali makna orisinalitas kata irfani
tetapi tidak terjebak pada sejarah yang mesti ada sudut pandang yang berbeda.
Evolusi manhaj tarjih yang memasukkan pendekatan irfani bagian dari pijakan
atau pendekatan dalam pengambilan keputusan hukum. Opersional kinerjanya
bahwa suatu keputusan tidak didasarkan pada penguasaan teks dan kecerdasaan
berfikir dengan penguasan data dan argumen yang kuat semata tetapi juga
dilengkapi pendekatan irfani. Setiap keputusan harus disertai dengan kebeningan,
ketulusan hati dalam bimbingan Allah dalam setiap mengambil keputusan
hukum.®2

Inovasi instrumen magasid dikembangkan menjadi pertingkatan norma

yang meliputi al-qiyam al-asasiyah, al-usul al-kulliyah dan al-ahkam al-far’iyyah.

*! Metodoogi atau epistemologi yang dikembangkan ‘Abid al-Jabiri yaitu bayani, burhani dan
irfani, dalam analisanya yang membentuk nalar Arab. Dalam perspektifnya yang mendominasi
nalar arab adalah bayani dan irfani sehingga dunia Arab sulit mencapai kemajuan. Sementara nalar
burhani tidak berkembng dalam dunia Arab. Diantara karya ‘Abid al-Jabiri adalah Takwin al-‘4g/
al-‘Arabi (Pembentukan Nalar Arab, 1982); Bunyah al-Aql al-‘4rabi (Struktur Bangunan Nalar
Arab, 1986)

52 Wawancara dengan Syamsudin (anggota Majelis Tarjih) PW Majelis Tarjih Muhammadiyah
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Kedua instrumen magasid yang merupakan pengembangan pada fase multi
pendekatan telah menjadi manhaj penetapan hukum dalam kasus figh air dan

masalah seni dan kebudayaan.
C. Evolusi Metode Ijtihad Dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah

Kajian Amin Abdullah mengenai model pendekatan, metode, manhaj yang
digunakan sebagai titik tolak ijtihad hukum dalam agama, dalam perspektif
kajiannnya termasuk didalamnya ada tipologi pendekatan monodisiplin dan multi
disiplin. Diantara jenis-jenis pendekatan tersebut,>® bisa dipakai sebagai alat
pembacaan terhadap klasifikasi evolusi metode manhaj tarjih menjadi tiga
tipologi, yaitu 1) ijtihad dengan manhaj konvensional atau mono disiplin yakni
bersumber langsung kepada al-Qur’an dan al-Sunnah . 2) ijtihad dengan mono
disiplin dilengkapi paratekstual sebagai pengungkap hukum. 3) ijtihad dengan

multi disiplin dengan menggunakan berbagai metode dan pendekatan.>*

%% Amin Abdullah, Fresh ljtihad Menuju Pemikiran Keislaman Muhammadiyah di era Disrupsi
(Yogyakarta: SuaraMuhammadiyah, 2019),89.

>* Terdapat pergeseran beberapa hal yang membedakan dalam dua fase ini atau antara pra dan
pasca tahun 1995, pertama pada fase pra 1995, tarjih diartikan sebagaimana definisi dalam usul
yaitu membandingkan pendapat-pendapat dari para ulama untuk kemudian mengambil mana yang
dianggap mempunyai dasar dan alasan yang lebihkuat. Keduapendekatan yang digunakan adalah
manhaj tarjih sebatas pendekatan konvensional yang berorentasi pada al-u/um al-shar’iyyah,
ketiga pergerseran perspektif tentang sumber hukum, pada fase ini sumber hukum hanyalah al-
Qur’an dan Hadis, sedangkan teori giyas dan lainnya dianggap sebagai pendamping, adapun
pascatahun 1995 pergeseran yang terjadi, pertama pendekatan yang digunakan multi disiplin
yaitu integrasi antara al-ulum al-shar’iyyah dan ilmu kealaman dan ilmu humaniora, kedua pada
fase ini tarjih diartikan dengan suatu sistem yang memuat seperangkat wawasan, sumber,
pendekatan, dan prosedur —prosedur tehnis tertentu yang menjadi pegangan dalam kegiatan
ketarjihan .ketiga pada fase ini selain sumber otentik al—Quran dan Hadis juga memandang qiyas
dan lainnya dipandang sebagai sumber hukum sekunder .Syamsul Anwar, Manhaj Tarjih
Muhammadiyah (Yogyakarta: PanitiaMusyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXX, 2018),
8-10.
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1. Manhaj Tarjih Mono disiplin yakni ljtihad langsung ke Sumber otentik al-

Qur’an dan al-Hadis ( tahun 1927- 1964).

Sebagaimana tercantum dalam dokumen resmi Muhammadiyah yang
menyatakan dengan tegas bahwa sumber pokok ajaran Islam adalah al-Qur’an
dan al-Sunnah al-magbulah menjadi sumber utama dalam istidlal.
Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar makruf dan tajdid..> Tidak
berafiliasi pada madhab tertentu (baik produk hukum atau manhajnya) yang
menjadi karakter keber-agamaan Muhammadiyah dalam memahami dan
interpretasi terhadap nusus al-Islam.*®

Pasca peralihan periode dari Ahmad Dahlan kepada generasi penerusnya,
pemikiran Muhammadiyah mengalami pergeseran sistematisasi, interpretasi dan
reinterpretasi oleh generasi ulama, intelektual penerus organisasi.”’ Pasca
terbentuknya Majelis Tarjih tahun 1927 figur K. H. Mas Mansur menjadi tokoh
penting dalam proses sistematsasi ideologi Muhammadiyah. Hal ini ditandai
dengan Pembentukan Majelis Tarjih sebagai lembaga fatwa keagamaan menjadi
titik balik perubahan orientasi purifikasi Muhammadyah. Pada fase ini makna
pemikiran Islam cenderung mengalaami penyempitan secara signifikan dari
rasional —spiritual ke orentasi figh yang rigid dan dogmatis.*® Penyempitan ruang

ijtihad Muhammadiyah ditandai dengan slogan al-ruju’ ila al-Qur’an wa al-

% Berita Resmi Muhammadiyah, edisi khusus, No. 1/2005 (Rajab/1426 H / September 2005 M),
111.

%6 Asjmuni Abdurrahman, Manhaj Tarjih Muhammadiyah, 13.

" M. Amin Abdullah, Fresh ljtihad, XI

*® Ibid.
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Sunnah, yang banyak diartikan dan didominasi dengan orientasi purifikasi
memberantas tahayul, bid’ah dan khurafat.

Gagasan purifikasi di Muhammadiyah tumbuh setelah sepuluh tahun
Ahmad Dahlan wafat, dalam pemikiran keagamaan di Muhammadiyah gerakan
purifikasi ditujukan untuk pemberantasan praktek shirik, bid’ah dan takhayul
seperti tampak dalam pemikiran Mas Mansur dan Ki Bagus Hadi Kusumo.*®
Segala sesuatu perkara yang tidak bersumber langsung dari al-Qur’an dan tidak
ada contoh dari nabi termasuk perkara yang menyimpang dalam agama. Wacana
memberantas bid’ah tampak dalam pikiran Ki Bagus Hadi Kusumo yang
menyatakan slametan dan berkumpul-kumpul untuk makan-makan di rumah
setelah proses pengkuburan jenazah termasuk niyahah. Meskipun dalam acara
tesrsebut ada bacaan tahlil atau do’a. Argumen Ki Bagus Hadi Kusumo karena
praktek agama tersebut tidak dicontohkan oleh nabi dan sahabat.®

Pada fase pertama Majlelis Tarjih yang mengambil kesimpulan langsung
sumber otentik al-Qur’an dan al-Sunnah sebagaimana pernyataan Djarnawi
Hadikusumo bahwa Muhammadiyah merupakan organisasi yang menganut paham
keagamaan yang merujuk langsung kepada al-Qur’an dan al-Sunnah. Tidak
mengambil kesimpulan terhadap hukum-hukum agama berdasarkan pemikiran-
pemikiran hasil ijtihad atau pemahaman ulama terdahulu dan tidak terikat kepada

madhab tertentu baik dalam teologi (agidah) maupun dalam figh.®* Djarnawi

% Ahmad Nur Fuad, “Kontinuitas Dan Diskontinuitas Pemikiran Keagamaan Dalam
Muhammadiyah (1923-2008): Tinjauan Sejarah Intelektual” (Disertasi—IAIN Sunan Ampel ,
Surabaya, 2010), 79.

% Hadikoesoema, Risalah Katresnan Djati (Jjokja: Persatoean, 1935)

81 Djarnawi Hadikusumo, Pengertian Ahlu Sunnah wal Jamaaah, (Jogjakarta: Penerbit Siaran, t.t),
31-32.
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termasuk ulama yang menolak pendapat yang mewajibkan taklid, alasannya
praktek taklid seseorang karena mengikuti paham orang lain dengan tidak
mengetahui atau tidak bermaksud mengetahui alasannya.

Jargon yang lantang ke arah purifikasi yang ditafsirkan pembacaan teks
secara literal ada korelasinya faktor lain dengan keterangan Asjmuni bahwa warga
Muhammadiyah karena mengidolakan refrensi tertentu dari madhab Islam seperti
mengarusutamakan karya-karya dari Ibn Taymiyah, lbn al-Qayim al-Jawziyah dan
Muhammad bin Abd al-Wahab dari pada karya ulama selain tokoh-tokoh
tersebut.®> Pembatasan sumber sekunder dan manhaj ijtihad dalam memahami
hukum Islam, akan berdampak pada corak produk hukum. Dokumen masalah lima
yang didalamnya memuat metodogi penetapan hukum berupa penggunaan giyas.®®
Masalah lima yang didalamnya memuat metodologi dalam pengambilan hukum
(giyas) diangkat lagi dan menjadi keputusan resmi dalam muktamar tarjih yang
diadakan di Yogyakarta pada tanggal 29 Desember tahun 1954 selanjutnya
ditanfizkan pada tahun 1964.%*

Dalam fase ini selama 34 tahun dari tahun 1927 hingga ditanfizkan
mabadik khamsah 1964, Majelis Tarjih menekankan memproduksi hukum
dengan manhaj ijtihad langsung dari sumber otentik al-Qur’an dan Hadis. Ijtihad

dilakukan dalam kerangka memahami, interpretasi dan mengambil konklusi

%2 Asjmuni Abdurrahman, Memahami Makna Tekstual, Kontekstual dan Liberal.(Yogyakarta:
Suara Muhammadiyah, 2008), 15.

% Lihat Kesimpilan Djawaban Masalah Lima Dari Beberapa ‘Alim ‘Oelama (Djokjakarta:
Hoofdbestuur Moehammadiyah, 1942).

% Ahmad Nur Fuad,”Kontinuitas Dan Diskontinuitas Pemikian Keagamaan Dalam
Muhammadiyah (1923-2008)” ( Disertasi- IAIN SunanAmpel, Surabaya, 2010), 126.
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hukum yang terdapat dalam kedua sumber otentik® tersebut tanpa memberikan
peran yang strategis untuk metode-metode yang menjadi tema penting dalam ilmu
usul figh seperti giyas, istihlah dan lainnya. Implementasi ijtihad Majelis Tarjih
dalam teori usul figh Hassan Hanafi hanya berorientasi pada keselarasan sumber
elemen statis (al-Qur’an dan Hadis) tanpa membuka peluang terhadap istidlal al-
hurr yaitu persoalan hukum yang diambil dan didasari dari elemen-elemen
dinamis seperti istislah , istihsan sebagai sarana legitimasi hukum.®

Produk-produk figh pada masa ini merupakan cerminan manhaj ijtihad
dari otoritas teks sebagai satu-satunya sumber hukum yang digunakan Majelis
Tarjih yakni manhaj literalis dalam kinerja proses ijtihad lebih menekankan
dilalah al-alfaz. Figh yang diproyeksikan pada masih terkait masalah pembahasan
agidah dan ibadah mahdah seperti kitab al-Iman, (1929). Tentang ibadah kitab al-
Taharah (1933), kitab al-Salat (1929), kitab al-Siyam (1939). Dalam aspek hukum
figh yang diperankan Majelis Tarjih pada fase ini dominasi teks sangat kuat tanpa
pertimbangan proses dialaktika antara teks dan realitas untuk mengambil
kesimpulan hukum. Majelis Tarjih pada tahun 1932 pernah mengeluarkan
pendapat bahwa wanita tidak boleh berpergian selama sehari atau lebih kecuali
jika ditemani oleh seorang mahram.®’

Tokoh-tokoh Majelis Tarjih ikut menguatkan slogan kembali kepada al-
Qur’an dan al-Sunnah. Seperti Munawwar Kholil yang pernah menjadi anggota

Majelis Tarjih menganjurkan pentingnya kembali kepada al-Qur’an dan al-Sunnah

% «“Kepribadian Muhammadiyah,” Dalam Himpunan Keputusan-Keputusan PP Muhammadiyah
dalam bidang Tajdid Ideologi, 15.

% Hassan Hanafi, Min al-Nass ila al- Wagi’, 231.

%7 Noer, Gerakan Modern di Indonesia, 92-93; Buah Congres Akbar Muhammadiyah 21, 26-29.
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serta generasi awal tanpa menjelaskan metode kembali kepada kedua sumber
otentik secara detail.?®. Selain itu ia juga mengkritisi praktek taklid dan
pengamalan agama dengan cara mengikuti madhab.®® Gerakan purifikasi dengan
interpretasi literalis juga dikuatkan oleh A.R. Fakhruddin yang menganjurkanya
urgensi kembali kepada al-Qur’an dan al-Sunnah, argumentasi rasional yang ia
ungkapkan karena tidak ada ayat-ayat al-Qur’an yang memerintah umat Islam
mengikuti pendapat seseorang, karena pendapat seseorang termasuk ulama harus
diuji kebenarannya melalui al-Qur’an dan al-Sunnah.”® Baik Munawar maupun
AR Fakhruddin dengan tegas memahami purifikasi dengan mengikuti langsung
sumber otentik yaitu al-Qur’an dan Sunnah sehingga sesuatu perkara secara sarih
tidak ada dalam al-Quran dan Hadis cenderung untuk menolaknya. Gerakan
purifikasi agama menurut persepsi kedua tokoh lebih ditujukan untuk berhadapan
dengan praktek-praktek agama yang tidak ada dalil yang sarih.

Persepsi tentang suatu objek tertentu adalah bagian dari cara menghukumi
dan menilai objek tersebut,”* Majelis Tarjih pada periode ini mengasumsikan
bahwa pemahaman dan amaliyah Islam harus merujuk langsung kepada sumber
utamanya yaitu al-Qur’an dan Sunnah tanpa melalui instrumen-instrumen metode
istinbat yang telah dibangun sejak imam madhab seperti istihsan, istislah.
Manhaj tarjih dalam memproduksi hukum (produk figh) pada fase ini cerminan

dari metodologi yang digunakan yaitu tidak menerima interpretasi kecuali ada

%Ahmad Nur Fuad,”Kontinuitas dan Diskontiunitas Pemikiran Keagamaan Dalam
Muhammadiyah (1923-2008): Tinjauan Sejarah Intelektual” (Disertasi-IAIN Sunan Ampel,
2010), 65.

% Munawar Chalil, Kembali Kepada al-Qur’an dan Sunnah (Djakarta: Bulan Bintang, 1956), 76.
" A.R. Fakhruddin, Kembali Kepada al-Qur’an dan Hadis (Y ogyakarta: t.p, 1970)

" Ibn Bayah, Itharat Tajdidiyah fi Hugul al-Usil (Dubai: Maktabah a-Imarah al-Muttahidah),76..
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legitimasi normatif sumber otentik. Ada irisan pemahaman dengan madhab
Muhammad ‘Abd al-Wahhab yang selalu mengembalikan segala persoalan
hukum kepada sumber aslinya al-Qu’ran dan Sunnah termasuk dalam bidang figh
tanpa sumber sekunder jika tidak ada dalil secara sarih maka segala amaliyah
dengan mudah akan diasumsikan termasuk amaliyah bid’ah.”

Purifikasi yang diusung pada fase ini memberantas segala amaliyah yang
tidak ada dasarnya dari al-Qur’an dan al-Sunnah acapkali bersinggungan dengan
kelompok lain apa yang diklaim oleh pendukungnya sebagai tradisi atau budaya
keagamaan Yyang sah dan tidak menyimpang karena memiliki legitimasi dari
teks-teks agama dan paratekstual sebagai istidlal yang dilakukan oleh ulama
terdahulu.

Implikasi menekankan literalis yang dibatasi oleh dilalah al-alfaz atau
mono disiplin dalam metotodogi ijtihad hukum dan mengabaikan istidial al-hurr
pada fase ini sering terjebak pola berfikir oposisi binner meyakini satu kebenaran
dan menegasikan kebenaran pada kelompok lain. Maka kesimpulan seperti hitam-
putih, benar- salah, halal- haram, muslim-kafir merupakan akibat pola ijtihad
hukum yang literalis-mono disiplin. Pola berpikir semacam ini tentu parsial
karena tidak ada keseimbagan antara dilalah al-alfaz dan dilalah al-ma’ani.
Sehingga telah menutup ruang ketiga yang dapat memecah kebekuan paradigma

berpikir. Fikih yang memiliki karakteristik perbedaan pendapat tanawwu’ fi al-

2 Diantara ajaran Muhammad bin ‘Abd al-Wahab dalam pembaharuannya meliputi: 1.
Mengembalikan ajaran Islam kepada ajaran yang otentik (murni) dalam hal ini al-Qur’an dan al-
Sunnah,2. Membuka pintu ijtihad, 3. Menolak taklid, 4. Menolak tawasul dan bid’ah. Tafsir,
Muhammadiyah ldentikkah dengan Wahahbiyyah? Dalam Muhammadiyah dan Wahhabisme
mengurai titik temu dan titik seteru (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2013),139.
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ibadah tidak mendapat tempat lagi akibat menekan satu sisi dalam aspek ijtihad
yaitu dilalah al-alfaz saja sedangkan aspek dilalah al-ma’ani terabaikan..

Pada fase ini akibat dari metode ijtihad hukum secara atomistik tidak
mengutamakan metode shumuliyah melalui proses istiqgra’ nusus al-shari’ah,
dalam perspektif Hassan Hanafi melalui teori usul fighnya, Majelis Tarjih dalam
menetapkan hukum hanya menekankan pada elemen statis saja yakni al-Qur’an
dan Hadis. Sementara penggunaan istidlal al-hurr yaitu penerapan metode dalil
yang masuk katagori elemen dinamis seperti istihsan dan lainnya tidak
mendapatkan apresiasi. ljtihad hukum dalam Majelis Tarjih pada fase ini
dilakukan dengan cara mengkaji langsung terhadap masalah-masalah dari sumber
otentik yaitu al-Qur’an dan al-Hadis. Dalam tarjih jarang sekali ada konsiderasi
pendapat para ulama terdahulu demikian juga intrumen-instrumen metode istidlal
al-hurr seperti istihsan, masalih mursalah tidak mendapatkan tempat sebagai
acuan untuk mengungkap hukum tetapi langsung mengambil sumber-sumber
elemen statis saja dengan acuan dalil yang kuat sebagai landasan dalil.”

Pada fase ini instrumen untuk mengungkap magqgasid shari’ah sebatas
media zahir al-nusus tanpa melibatkan metode-metode yang telah dirumuskan
para usuli. Keterbatasan instrumen magasidi dalam manhaj tarjih sehingga
membatasi pula jangkauan magasid atau tidak mengakomodasi magasid yang
dilahirkan melalui proses sumber paratekstual. Magasid tidak hanya diungkap

pencapaiannya melalui zahir teks tetapi juga instrumen magqgasidi yang

 Ahmad Nur Fuad, “Kontinuitas Dan Diskontinuitas Pemikiran Keagamaan Dalam
Muhammadiyah (1923-2008) Tinjauan Sejarah Intelektual” (Disertasi IAIN Sinan Ampel,
Surabaya, 2010), 76.
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dirumuskan para usuli seperti paratekstual. Cakupan magqgasidi dan fleksibitas figh
sangat dipengaruhi sejauh mana implementasi paratekstual sebagai elemen
dinamis dilibatkan dalam memproduksi makna baru.

Muhammadiyah dalam  mengambil  keputusan hukum  agama,
direpresentasikan oleh Majelis Tarjih dimana dalam manhajnya tercantum
pernyataan tidak mengikatkan diri pada madhab tertentu tetapi pendapat-pendapat
madhab-madhab bisa menjadi pertimbangkan selama sesuai dengan al-Qur’an
dan al-Sunnah.” Secara teoritis Muhammadiyah memiliki jarak yang sama
dengan berbagai pemikiran yang berkembang dalam metode ijtihad hukum dan
hukum figh. Namun dalam implementasi fighnya pada fase pertama Majelis
Tarjih sejak tahun 1927 -1964 lebih mencerminkan manhaj yang literalis.
Membaca produk figh berarti membaca manhajnya karena selalu ada korelasi
antar figh dengan manhaj ijtihadnya. Karekteristik figh literalis adalah lebih
senang menolak apa yang tidak ada dalam teks sarih daripada mengakomodasinya
karena keterbatasan sumbernya yaitu dibatasi dilalah al-alfaz.”” Fase manhaj
mono disiplin dalam kinerjanya selalu menekankan dilalah al-alfaz. Sehingga
untuk menggapai magasid terbatas apa yang tersurat dalam nas.

Slogan “al-ruju’ ila al-Qur’an wa al-Sunnah” dengan interpretasi
langsung kepada kedua sumber utama tersebut serta belum ada rumusan metode
ijtihad yang ditetapkan pada fase ini memberikam implikasi corak figh yang
rigid. Sumber-sumber sekunder dalam metode penetapka hukum para wusu/i yang

tidak diberi peran dalam penetan hukum dengan sendirinya menutup istidlal

™ Asjmuni Abdurrahman, Manhaj Tarjih Muhammadiyah, 17.
" Ibn Bayah, Mashahid min al-Magasid, 89.
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sekunder dalam memproduksi figh. Meskipun Muhammadiyah dalam manhaj
tarjihnya tidak bermadhab yang dinyatakan dalam manhaj tarjinya, pada fase ini
namun dalam aspek pemikiran hukum keagamaan ada irisan atau kesamaan
dengan madhab yang dibawa oleh Muhammad bin Abd al-Wahhab. Hal ini
disebabkam transmisi keilmuan dan pemikiran aspek hukum agama yang
berkembang di Muhammadiyah mengidolakan buku-buku karya lbn Taymiyah
dan Ibn al-Qayim al-Jawziyah.”® Sebagaimana juga menjadi rujukan Muhammad
bin Abd al-Wahab setelah al-Qur’an dan sunnah adalah refrensi dari karya Ibn
Taymiyah dan Ibn al-Qayim al-Jawziyah.”’

Selain tranmisi keilmuan berupa mengarusutamakan refrensi tertentu
seperti karya Ibn Taymiyah dan muridnya Ibn al-Qayim al-Jawziyah,® ada faktor
lain yang terabaikan yaitu konteks. Penerapan teks tanpa memperhatikan konteks
sehingga membentuk corak figh yang binner. Setiap teks memiliki konteksnya
tersendiri, konsiderasi konteks sangat penting untuk memahami teks yang utuh
terutama apabila terkait dengan umur zanniyat terutama bab muamalat yang
menjadi objek ijtihad. Tanpa menghadirkan konteks dalam memahami setiap teks
akan menghilangkan variabel lainnya yang membentuk sebuah pemahaman yang
utuh. Mengubah figh yang binner diperlukan pergeseran paradigma dalam manhaj
dari semata-mata tekstualis dilengkapi pendekatan magasidi. Kinerja magqasidi

perlu penerapan analisa rasional/ filosofis, analisa konteks, sejarah sosial

® Asjmuni Abdurrahman, Memahami Makna Tekstual, Kontekstual dan Liberal (Yogyakarta:
Suara Muhammadiyah, 2008), 15.

" Tafsir, Muhammadiyah Identikkah Dengan Wahhabiyah? Dalam Muhammadiyah dan
Wahhabisme Mengurai Titik Temu dan Titik Seteru (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2013),
129.

® Asjmuni Abdurrahman, Memahami Makna Tekstual, Kontekstual dan Liberal (Yogyakarta:
Suara Muhammadiyah, 2018),15.
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kemasyarakatan, politik ideologis. Pemahaman konteks ini tidak bisa dilepas dari

pemahaman teks untuk menciptakan figh yang fleksibel.

2. ljtihad Berdasarkan Sumber Otentik Dan Paratekstual Sebagai Metode

Pengungkap Hukum Sejak Tahun 1964-1995.

Setelah resmi mabadik khamsah ditanfizkan tahun 1964 sebagai manhaj
tarjih diantara poin penting yang terkait metodologi ijtihad adalah eksistensi
giyas telah diadopsi sebagai metode hukum sebagai pendamping sumber
otentik. Pada muktamar di Sidoarjo 1968, permasalah-permasalah figh yang
diselesaikan metode giyas seperti bunga bank, lotto, nalo, hijab dan gambar
K.H. Muhammad Dahlan. Dalam keputusan tentang bank, Majelis Tarjih
melakukan analogi kasus bunga Bank terhadap riba dan ditemukan persamaan
illat antara keduanya, sehingga bunga Bank dalam pandangan Majelis Tarjih
hukumnya haram.” Setelah perluasan metode ijtihad hukum, objek keputusan
hukum menjangkau masalah muamalah menjadi bagian dari objek ijtihad
hukum Majelis Tarjih seperti masalah keluarga berencana.

Dialektika yang terus berlangsung antara teks dengan problematika
kehidupan yang terus berkembang sehingga menyadarkan kepada Majelis
Tarjih bahwa tidak mungkin selamanya mempertahankan pendekatan literal
hanya sumnber otentik saja merujuk langsung persoalan hukum kepada al-

Qur’an dan al-Sunnah tanpa melibatkan perangkat-perangkat atau metode

" Mengenai putusan haramnya bunga Bank, ada kritik yang dilontarkan oleh Kasman
Singodimejo. Dalam persepsinya, Riba memang hukumnya haram karena sifatnya menganiaya.
Sedangkan bunga hukumnya halal karena termasuk dalam perdagangan sebagai hasil yang wajar
dan bergantung pada penawaran dan kebutuhanada pasar. Kasman Singodimejo, Bunga itu Bukan
Riba dan Bank itu tidak Haram (Jakarta:Pustakaantara, 19720,18.
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untuk ijtihad hukum sementara persoalan baru terus bermunculan belum ada
ketetapan teksnya juga belum pernah dibicarakan ulama terdahulu.. Manhaj
tarjih pada periode ini telah berupaya mengadopsi lebih banyak instrumen
magqasid shari’ah sebagai respon terhadap kasus-kasus yang terus
berkembang.®

Eksplorasi penerapan sumber paratekstual pada fase ini diterapkan pada
kasus zakat profesi, migat haji, haji berulang kali, hukum rokok, hukum bunga
Bank, kepemimpinan wanita. Pendekatan maqasidi terhadap kasus-kasus
tersebut tidak cukup dilihat dari aspek bayani ( berdasarkan ketetapan teks
saja) Majelis Tarjih berupaya mengklasifikasi perkara yang masuk muamalah
dunyawiyah. Sehingga baginya berlaku ta’lil al-ahkam, contoh Ketetapan
wanita boleh jadi pemimpim karena terjadi perubahan ijtihad hukum
sebagaimana putusan tarjih tahun 1975 tentang Adabul Mar’ah fil Islam.®*
Demikian juga masalah migat makani dapat dipahami secara komprehensif
dengan pendekatan magasidi, yang didasarkan pada dua asas yaitu: (a) shari’ah
Islam diturunkan dalam teks —bahasa dan kondisi sosio geografis Arab.(b)
shari’ah Islam diturunkan dalam masyarakat yang ummi. Sangat terbatas
utamatnya mengenai perkembangan ilmu pengetahuan diluar Arab.

Ketetapan hukum Majelis Tarjih yang tidak berubah yaitu terkait masalah
bunga Bank meski sudah empat kali mengadakan sidang tarjih® tentang bunga

Bank. Motivasi kuat tidak berubah ketetapan hukumnya karena lebih condong

8 Asjmuni Abdurrahman, Manhaj Tarjih Muhammadiyah, 16.

81 MajelisTarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Adabul Mar’ah Fil Islam
(Yogyakarta: Penerbit Muhammadiyah, 2012),74-75.

%2 Himpunan PutusanTarjih 3,202-203.
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ke pendekatan magasid al-lugawi (pemahaman tekstual). Perspektif Majelis
Tarjih illat diharamkan riba adalah penghisapan atau penganiayaan terhadap
pihak peminjam. Berpijak dari pendekatan bayani atau dominasi teks yang
mengesampingkan pendekatan burhani yang bermuara pada analisa teks,
analisa rasional dan konteks untuk membandingkan antara praktek bunga di
bank konvensional sekarang dan praktek riba saat ayat riba turun. Manhaj
istinbat dengan pendekatan burhani tidak menjadi pijakan dalam
menyelesaikan kasus bunga bank.

Seperti kasus-kasus figh muamalah dalam persolan-persoalan tersebut
dalam penyelesaian hukumnya bukan hanya ditinjau dari aspek bayani saja
melainkan juga sumber paratekstual sebagai legitimasi hukum. Yang berfungsi
sebagai perangkat magqasid shari’ah. Instrumen-instrumen yang menjadi poros
inti yang akan mengungkap magasid shari’ah.®®

Perkembangan dan perumusan manhaj tarjih memasuki tahap
komprehensif hingga tahun 1990 secara konsepsional sudah bergeser dari
manhaj dominasi teks untuk mengambil konklusi hukum dari sumber otentik.
Dengan paradigma baru yaitu memasukkan perangkat paratekstual atau
instrumen beberpa teori ijtihad hukum dengan mengadopsi metodologi ijtihad
hukum dari beberapa para mujtahid sebagai pengungkap hukum. Seperti
istihsan, istislah, sadd al-dhara’i, ta’lii al-ahkam® Dalam konteks
penggunaan metode ijtihad hukum Majelis Tarjih telah melangkah lebih jauh

karena tidak terikat oleh satu madhab saja namun mengadopsi metode

% Asjmuni Abdurrahman, ManhajTarjih, 55.
* Ibid, 57.
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penyelesaian hukum dari berbagai madhab untuk mengantisipasi persoalan
hukum.

Amin Abdullah memotret perkembangan pemikiran Islam kontemporer
melalui uraian Abdullah Saeed dan Jasser Audah, menurutnya ada ada 6
kelompok pemikiran keislaman kontemporer, yaitu corak basis ontologi,
epistemologi dan aksiologinya berbeda dari satu dan lainnya, yaitu:®> 1. The
Legalist-traditionalist, 2. The Thelogical Puritans, 3. The Political Islamist, 4.
The Islamist Extremist, 5. The Secular Muslims, 6. The Progressive- ljtihadist.
Pada kategori nomor satu yakni the legalist-traditionalst, nomor dua adalah the
theological puritans dan nomor enam adalah the progressive-ijtihadist. telah
mewarnai dalam perjalanan historitas metode ijtihad dan corak figh
Muhammadiyah. Berpijak pada klasifikasi ragam aliran diatas, menurut hemat
penulis telah diimplementasikan dalam historitas perjalanan manhaj Majelis

Tarjih sejak berdirinya hingga sekarang. Sebagaimana gambar dibawabh ini.

% M. Amin Abdullah, Fresh ljtihad Manhaj Keislaman Muhammadiyah (Yogyakarta: Suara
Muhammadiyah, 2019), 52.
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Gambar 1.1
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3. Fase Perkembangan Metodologi Tarjih Menuju Multi Disiplin sejak Tahun

1995 — Sekarang.

Pada fase ketiga Majelis Tarjih dengan tampilnya Amin Abdullah sebagai
ketua Majelis Tarjih periode (1995-2000) membawa gagasan segar bagi
manhaj Majelis Tarjih. la mengungkapkan ada dua garapan agenda utama
orentasi dari Majelis Tarjih: sebagai lembaga fatwa yang memberi tuntunan

keagamaan praktis dan sebagai tempat pengembangan pemikiran keagamaan
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yang lebih menyentuh nilai-nilai, gagasan, wawasan dan sekaligus melakukan
analisis. Jika wilayah kerja pertama bersifat mengikat (legally binding)
sebagaimana orang terikat dengan ibadah mahdah, maka wilayah kedua tidak
bersifat mengikat.®

Tiada figh tanpa metodologi istinbat hukum (usul figh) kalau figh
dipersepsikan dengan kumpulan ragam corak hukum seperti halal haram,
lentur-kaku, statis-dinamis maka manhaj (usul figh) merupakan dasar atau
manhaj yang memproduk citra figh dengan berbagai coraknya. Perkembagan
citra figh sangat tergantung dengan perkembangan metodologinya, sebuah
manhaj yang statis tidak mengalami perkembangan bisa dipastikan akan
memproduk figh yang statis pula. Implikasinya akan melahirkan ketetapan
hukum yang rigid, tidak fleksibel tidak responsip dan tidak adaptip dengan apa
yang terjadi di sekitarnya. Mengharap citra figh yang moderat terlebih dahulu
harus memposisikan sebuah manhaj yang moderat pula, harus menjangkau
segala sisi dan menyeluruh dan tidak parsial. Memastikan sebuah metode,
manhaj yang holistik adalah proses awal untuk menuju moderasi figh yang
kontekstual sesuai dengan tuntutannya.

Konsiderasi maqasid shari’ah sebagai pendekatan dalam istinbat hukum
yang banyak disambut oleh para praktisi hukum, juris, fakih dari kalangan
intelektual muslim terkemuka. Termasuk proyek besar Hassan Hanafi dan lbn
Bayah yang melakukan kontekstualisasi terhadap pemikiran keislaman

dibidang manhaj ijtihad yang terangkum dalam teori usul figh dan magqasid.

8  Amin Abdullah, “Perkembangan pemikiran Islam dalam Muhammadiyah: Perspektif Tarjih
Pasca Muktamar Muhammadiyahke 43°.
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Merupakan respon terhadap dinamika perkembangan sosial keagamaan dan
sains yang tidak bisa diselesaikan secara tektualis, dari sudut pandang disiplin
ilmu tertentu namun dengan kompleksitas persoalan yang bersifat menyeluruh
karena persoalan yang muncul sering bersinggungan dengan sendi-sendi
kehidupan yang menyeluruh sehingga menuntut pula pendekatan ijtihad
hukum dari kaca mata dan sudut pandang yang menyeluruh pula.

Bertitik tolak dari unsur-unsur magasid tidak hanya magasid kubra saja
tetapi juga mencakup nilai-nilai dasar yang telah dikembangkan oleh ulama
kontemporer seperti Hassan Hanafi dan Ibn Bayah. Bahasan ini ingin
menelusuri  evolusi metode ijtihad Majelis Tarjih pasca tahun 1995 yang
berorientasi menuju ijtihad maqgasidi. Pengembagan instrumen magqasid seperti
gagasan Amin tentang pendekatan multi disiplin dan gagasan Syamsul Anwar
tentang pendekatan magasid yang dijabarkan melalui asumsi integral dan
pertingkatan norma.

a. Konsep-Konsep Yang Merekonstruksi Evolusi Paradigma Manhaj Tarjih

Menuju Pendekatan Magqasidi.

Membincang nalar metodologi manhaj tarjih yang fresh faktor
penting sebagai jantungnya adalah manhaj itu sendiri sebagai titik tolak
basis kerjanya. Setelah sekian lama orang mengkritisi manhaj agwali
karena dituduh membawa produk figh yang jumud akibat metode istinbat
yang atomistik dan tekstual kemudian meninggalkannya dan beralih ke
manhaji. Kini justru sumber masalahnya terletak pada manhajinya itu

sendiri. Karena titik tolak metode manhaji yang digunakan adalah
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monodisiplin bukan multi disiplin. Banyak kasus ijtihad dengan manhaj
tertentu tetapi hasilnya jauh dari nilai magasidi. Dengan kompleksitas
problematika yang terkait sendi-sendi kehidupan sehingga tidak bisa lagi
memadahi dengan cara manhaj mono disiplin tetapi perlu penyelesaian
secara multi disiplin. Signifikansi tajdid manhaj harus bisa merespon tidak
hanya dari sudut shar’i saja melainkan juga harus merespon dari sudut
pandang Islam yang lebih luas.

Dalam perspektif sosiologis, perubahan yang tejadi di masyarakat
setidaknya mencakup tiga dimensi, yaitu dimensi struktural, dimensi
kultural dan dimensi interaksional. Terutama dalam perubahan kultural
mengacu pada perubahan kebudayaan dalam masyarakat,® seperti
penemuan (discovery) pembaharuan hasil (invention) teknologi kontak
dengan kebudayaan yang menyebabkan terjadinya difusi dan peminjaman
kebudayaan.®® Faktor-faktor evolusi tersebut dalam konteks organisasi
kemasyarktan dalam hal ini organisasi Muhammadiyah yang terjadi pada
manhaj majelis tarjihnya adalah bagian dari objek yang dipengaruhi oleh
faktor-faktor evolusi diatas.

Pada fase ketiga, Amin Abdullah sebagai ketua Majelis Tarjih,
melakukan gerakan tajdid dan dinamisasi terhadap manhaj tarjih sebagai

implikasi dari faktor-faktor evolusi diatas. Sehingga sejak eranya manhaj

87 Dalam teori perubahan sosial ada tiga penyebab utama (faktor determinan) terjadinya perubahan
sosial yaitu: (a) faktor biologis (terutama faktor demografi) seperti pertambahan penduduk dan
migrasi, (b) faktor kebudayaan, yang meliputi sestem nilai,kepercayaan, norma, aturan ,kebiasaan
dan pendidikan, (c) faktor teknologi dengan berbagai penemuan dan inovasi baru di bidang
teknologi. Sudharto Ph,”Teori Tentang Perubahan Sosial”, Muhammad Rusli Karim (ed), Seluk
Beluk Perubahan Sosial (Surabaya: Usaha Nasional, 1982),48-50.

8 Soeyono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Raja Grafindo, 1993),363.
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tarjih mengalami perluasan makna dan pengembangan dari definisi tarjih
pada periode sebelumnya.®® Manhaj tarjih diartikan suatu sistem yang
memuat seperangkat wawasan atau semangat pespektif, sumber,
pendekatan dan prosedur-prosedur teknis (metode) tertentu yang menjadi
pegangan dalam bertarjih.*® Manhaj tarjih sebagai gerakan intelektual
untuk merespon berbagai persoalan agama dari sudut pandang agama
dilandasi dengan semangat wawasan.
1) Pergeseran Perspektif Tentang Sumber Hukum Islam
Manhaj tarjih mengandung pengertian  sumber-sumber
pengambilan diktum ajaran agama. Sumber pokok ajaran agama Islam
al-Qur’an dan al-Sunnah yang ditegaskan dalam dokumen resmi
Muhammadiyah.®* Mengenai Hadis (sunnah) yang dapat menjadi
hujjah adalah Sunnah makbulah seperti ditegaskan dalam putusan
tarjih tahun 2000 di Jakarta.”
Selain sumber-sumber diatas yang menjadi sumber pokok ajaran
Islam secara umum. Dalam kaitan dengan sistem normatif Islam
terdapat instrumen yang mendampingi sumber-sumber pokok seperti

metode qiyas, maslahah, istihsan dan lainnya. Dalam kalangan

8 Definisi tarjih yaitu memperbandingkan dalam suatu musyawarah pendapat-pendapat dari
ulama untuk kemudian mengambil mana yang dianggap mempunyai dasar dan alasan yang lebih
kuat. Lihat, Asjmuni Abdurrahman, Manhaj Tarjih Muhammadiyah (Jogjakarta: Suara
Muhammadiyah dan Majelis Pendidikan kader Muhammadiyah, 1433/2012), 20.

% Syamsul Anwar, Manhaj Tarjih Muhammadiyah (Yogyakarta: Panitia Musyawarah Nasional
Tarjih Muhammadiyah XXX ),10.

% Berita resmi Muhammadiyah, edisi khusus, no 1/ 2005 (Rajab 1426 H September 2005 M), 111.
% Keputusan Musyawarah Nasional XXV Tarjih Muhammadiyah di Jakarta tahun 2000,”
(Yogyakarta: Sekretariat Majelis Tarjih danTajdid, 2012),6.
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mayoritas aplikator tarjih mereka menyebutnya sebagai metode untuk
mengungkap hukum yang terkandung dalam al-Qur’an dan al-Sunnah.*?

Pandangan berbeda datang dari Syamsul Anwar yang memiliki
penilaian yang berbeda dengan mayoritas tokoh tarjih. la sependapat
dengan pandangan para fakih yang menganggap metode giyas dan
lainnya sebagai sumber sekunder. Argumentasinya unsur giyas dan
lainnya tidak harus dilihat sebagi proses. Demikian juga Ijma’,
misalnya apabila dilihat sebagai proses, maka kesimpulannya ijma’
menjadi mustahil karena ijma’ memerlukan waktu panjang yang
melampui usia manusia, teramat sulit menentukan klasifikasi siapa
yang harus berkonsensus. Sebaliknya ijma’ apabila dilihat sebagai
produk, maka ia tidak mungkin menjadi metode, justru ia adalah
sumber, dalam putusan tarjih mengenai waqaf, ijma’ sebagai salah satu
sumber.”*

Demikian juga argumentasinya yang tidak sependapat dengan
anggapan qiyas dilihat sebagai proses, yaitu tindakan melakukan
analogi, tetapi giyas dapat diartikan sebagai al-istiwa’ (kesamaan),
giyas diartikan persamaan antara kasus cabang dan kasus pokok. Jadi

hukum shar’i dalam kaitan dengan giyas adalah kesamaan suatu kasus

% Fathurrahman Djamil, Metode Majelis Tarjih Muhammadiyah (Jakarta: Logos Publishing
House, 1995),11.
% Himpunan PutusanTarjih 3, 272.
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dengan kasus yang sudah ditegaskan hukumnya dalam teks. Dengan
makna demikian giyas tidak salah dipandang sebagai sumber.*®
2) Eksplorasi Multi Pendekatan

Magqasid shari’ah merupakan tujuan inti dari seluruh metodologi
ijtihad usul baik bayani maupun burhani linguistik maupun rasional.
Oleh karena itu validitas ijtihad magasidi atau validitas suatu hukum
harus ditentukan oleh metode manhaj ijtihadnya yang mencakup dilalah
al-alfaz dan dilalah al-ma’ani®® Serta berdasarkan tingkatan realisasi
magqasid shariah yang dilakukan beserta instrumren keilmuan lain yang
masih terkait dengan objek ijtihad yang dilakukan.

Pembatasan intrumen magqasid tanpa merespon disiplin ilmu-
ilmu lain untuk dilibatkan dalam proses ijtihad maqgasidi akan
mengurangi  validitas  hasil  ijtihad  magqasidi.  Sebaliknya
mengoptimalkan instrumen dan disiplin ilmu-ilmu lain untuk dilibatkan
dalam proses ijtihad magqasidi berpotensi akan meningkatkan validitas
hasil dari ijtihad magasidi. Dengan demikian dalam proses ijtihad
magqasidi media istigra’ adalah sebuah keniscayaan yang harus dilalui
baik terhadap nusus al-shari’ah maupun istigra’ dengan melibatkan
disiplin ilmu-ilmu lain.%’

Dalam pembacaan penulis terhadap proses evolusi metode

ijtihad manhaj tarjih bisa dilihat dari indikator-indikator berupa

% Syamsul Anwar, Manhaj Tarjih Muhammadiyah (Yogyakarta: Panitia Musyawarah Nasional
Tarjih Muhammadiyah XXV), 64.

% Ibn Bayah, Mashahid min al-Maqasid, 47.

7 Muhammad al-Tahir ibn ‘Ashur, Magqasid al-Shari’ah al-Islamiyah ( Kairo:Dar al-Kitab al-
Misri,2011), 28.
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pendekatan, metode, teknik dalam manhaj tarjih mengarah ke corak
multi, intra atau shumuli. Unsur-unsur magqgasid sebagai titik tolak
ijtihad dalam pandangan ulama kontemporer tidak hanya kulliyah al-
khams saja tetapi selain itu juga memasukkan unsur yang paling asasi
yaitu tauhid, kebebasaan, keadilan dan imarah sebagai fungsi manusia
di bumi ini.”®

Dalam pembacaan penulis pengembangan maqgasid dalam
manhaj tarjih pasca 1995 mengalami peningkatan yang signifikan.
Bahkan bisa dikatakan pada fase ini sebagai eksplorasi pendekatan
multi disiplin seperti pertingkatan norma yang diinovasi oleh Syamsul
Anwar sebagaimana diimplementasikan dalam kasus figh air. Dalam
pertingkatan norma mengkaver seluruh unsur shari’ah, yang menopang
maqasid shari’ah dari berbagai aspeknya. Dalam pengembangan
magqasid di Majelis Tarjih pasca 1995 selain aspek  yuridis juga
didasari aspek moral etik dan teologis. Pada fase ini implementasi
magqasid dilandasi perluasan dilalah al-ma’ani yang mencakup al-giyam
al-asasiyah, al-usul al-kulliyah dan al-ahkam al-far’iyyah.

Implementasi multi pendekatan magasid bisa dilihat dalam figh
air tidak hanya dikaji dari aspek implementatip hukum taklifi saja.
Melainkan dalam kajian Majelis Tarjih dilandasi nilai teologis seperti
tauhid, syukur, keadilan, moderasi dan keseimbangan. Al-usu/ al-

kulliyah (asas-asas umum) merupakan turunan atau konkritisasi dari al-

%|bid,91.
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giyam al-asasiyah. Sekalipun dalam batas-batas tertentu masih abstrak.
Dalam figh air yang termasuk al-usu/ al-kulliyah adalah keterlibatan
publik, penyusunan skala proitas, konservasi air,dan regulasi distribusi
air. Sedangkan al-ahkam al-far iyyah merupakan hukum implementatif
yang mencakup hukum wad’i dan taklifi. Pengejawantahan hukum
taklifi seperti menjaga ekosistem tidak boleh membuang sampah
sembarangan.

Gagasan baru mengenai manhaj tarjih dilihat secara konsep dan
implementasinya bukan saja senafas dengan pendekatan magasidi tetapi
juga memperkaya pengembangkan instrumen magasid. Pada periode
ini Majelis Tarjih telah merumuskan dan menetapkan beberapa
pendekatan seperti pendekatan bayani, burhani dan irfani pada periode
Majelis Tarjih diketuai oleh Amin Abdullah. Pendekatan ini
diiplementasikan dalam menetapkan hukum tentang masalah seni
kebudayaan. Meminjam bahasa Hassan Hanafi, Majelis Tarjih pasca
tahun 1995 mengeskplorasi istidlal al-hurr. Tampak terjadi pergeseran
paradigma dalam metode ijtihad terhadap beberapa kasus. Termasuk
ijtihad hukum terhadap seni telah terjadi evolusi metode ijtihad
terhadap seni kebudayaan. Jika pada fase metode ijtihad konvensional
atau fase mono disiplin, masalah kasus seni kebudayaan cenderung
literalis lebih mengutamakan dilalah al-alfaz seperti hukum haram
memajang photo Kh.Ahmad Dahlan, demikian dalam masalah lain juga

Majelis Tarjih pada tahun 1932 pernah mengeluarkan putusan bahwa
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wanita tidak boleh berpergian sehari atau lebih kecuali jika ditemani
oleh seorang mahram ataupun bila untuk keperluan agama disertai
keadaan yang aman.” karena menggunakan pendekatan bayani semata
yang lebih menekankan dilalah al-alfaz daripada dilalah al-ma’ani yang
menuntut untuk mengkaji setiap teks dari berbagai aspeknya.

Dengan multi pendekatan termasuk analisis burhani, Majelis
Tarjih merubah perspektifnya menjadi lebih ramah dan toleran tentang
seni dan kebudayaan. Peran berbagai pendekatan termasuk burhani
memberikan perluasan makna tidak sebatas makna yang tersurat dalam
teks saja. Pendekatan burhani sebagai titik tolak interpretasi sehingga
dalam masalah umur dunyawiyah atau bab muamalat tidak terlepas
upaya ta’lil al-ahkam untuk memperoleh makna baru yang sesuai
dengan kemaslahatan konteks sekarang.

Evolusi manhaj ijtihad dari dominasi dilalah al-alfaz menuju
dilalah al-ma’ani juga tampak dalam pengembangan pendekatan-
pendekatan di manhaj tarjih Muhammadiyah. Pendekatan irfani yang
menjadi nomenklatur dalam dunia tasawwuf diadopsi menjadi
instrumen atau pendekatan yang dilibatkan dalam menetapkan
keputusan hukum dalam manhaj tarjih Muhammadiyah sejak tahun

2000."%° Jika selama ini secara konseptual pengambilan keputusan tarjih

% Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia, 92-93. Buah Congres Akbar Muhammadiyah 21,

199 yntuk memahami dan memahamkan tentang hukum Islam tentang kesenian dipergunakan
manhaj tarjih yang telah diputuskan dalam Musyawarah Nasional tarjih ke 25 pada Muktamar
Muhammadiyah ke 44 di Jakarta tahun 2000 melalui pendekatan bayani, burhani dan irfani.
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dilandasi oleh bayani berupa teks-teks baik dari al-Qur’an maupun al-
Sunnah dan dalil-dalil rasio melalui kajian —kajian dan menyusun dalil-
dalil secara argumentatif dan ilmiah untuk menetapkam putusan yang
tepat dan kuat. Mencukupkan pada dalil teks dan analisa akal saja dirasa
belum cukup tetapi perlu dilengkapi pendekatan 7rfani yaitu sikap yang
senantiasa memohon bimbimgan dari Allah melalui upaya proses
tazkiyah al-nafs dan tarbiyah al-ruhiyah, dengan kebeningan dan
kejernihan hati yang mengontrol dalam menjatuhkan keputusan
tarjih. '™

Dalam kiprah dakwahnya, Muhammadiyah melalui slogan “al-
ruju’ ila al-Qur’an wa al-Sunnah” terutama setelah terbentuk Majelis
Tarjih pada tahun 1927 yang lebih mengutamakan ijtihad langsung
kepada sumber utama al-Qur’an dan al-Sunah. Keputusan hukum tanpa
melibatkan paratekstual atau gerakan purifikasi ajaran Islam,
Muhammadiyah pernah dituduh sebagai organisasi atau gerakan yang
tidak bersahabat atau ramah dengan seni. Akan tetapi karena perjalanan
waktu dan perubahan zaman  serta kesadaran berseni budaya
merupakan bagian dari kehidupan manusia itu sendiri. Disamping pola
pikir yang didominasi pendekatan bayani yang diinterpretasikan secara
literal dari slogan, “al-ruju’ila al-Qur’an wa al-Sunnah”. Oleh karena
sadar akan manhaj ijtihad yang digunakan pada fase pertama dan kedua

berdampak mempersempit ruang gerak dakwak Muhammadiyah secara

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Himpunan Putusan Tarjih
Muhammadiyah 3 (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018), 159.
198 Nur Zuhdi, Wawancara, 30 Juli 2020.
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kultural terutama yang terkait sikap, pandangan dan wawasan Majelis
Tarjih terhadap budaya dan tradisi lokal.

Semangat tajdid yang menjadi karakter Majelis Tarjih terutama
yang terjadi pada manhaj tarjihnya sebagai jantung pemikiran
keagamaan telah merubah manhaj ijtihad dari mono disiplin menuju
multi disiplin. Sekaligus memberikan corak figh yang sealur dengan
manhaj ijtihad yang telah digunakan. Metode ijtihad yang telah
diimplementasikan sejak terbentuknya Majelis Tarjih hingga sekarang
telah melintasi tiga fase yaitu: fase mono disiplin yang berbasis pada
sumber otentik saja, fase mono disiplin dengan pelengkap paratekstual
dan fase multi disiplin pasca tahun 1995.

Sejak Amin Abdullah terpilih sebagai ketua majelis tarjih tahun
1995 mulai babak baru dalam tajdid terhadap manhaj ijtihadnya. Di
mana mulai eranya dan sesudahmya banyak melakukan eksplorasi
metode, teknik dan pendekatan dalam manhaj tarjihnya. Setiap masing-
masing episodenya telah menentukan dan memiliki karakteristik figh
tersendiri. Dari tiga tipologi manhaj ijtihad yang telah mewarnai
perjalanan Majelis Tarjih sekaligus corak figh yang dihasilkan adalah
fase multi pendekatan yang paling ideal dari ketiga tipologi manhaj
ijtihad terebut. Karena untuk akurasi dan validitas magasid diperlukan
kerangka berfikir dan kinerja yang shumuli. Operasional istiqra’ nusus
al-shari’ah dan eksplorasi berbagai pendekatan, metode, dan instrumen

untuk menggapai magqgasid shari’ah terjadi pada fase ketiga yaitu
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manhaj ijtihad pasca tahun 1995. Telah mampu melahirkan figh yang
kental dengan produk-produk figh maslahat publik.

Kesungguhan Majelis Tarjih yang berorientasi menuju ijtihad
magqasidi pada fase ketiga ini tampak dalam upaya pengembangan dan
pengkayaan manhaj ijtihadnya seperti manhaj yang digagas Syamsul
Anwar tentang pertingkatan norma, sebagaimana ilustrasi dibawah ini:

Gambar 1.2

Al Qiyam Al Assasiyah Moral Etik

Moral Etik Al Ushul Al Kulliyah
Al Ahkam Al Far’iyah

A _4

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwasannya norma berjenjang ini bisa

dibaca dari atas atau dari bawah. Apabila dibaca dari atas ke bawah maka norma
pertama al-giyam al-asasiyah yang meliputi tauhid, keadilan, maslahat dan akhlak
karimah. Norma dasar ini kemudian memayungi norma dibawahnya al-usu/ al-
kulliyah, asas umum ini selanjutnya memayungi norma paling bawah yaitu norma
konkrit atau al-ahkam al-far iyyah. Berupa ketentuan shar’i yang bersifat hukum

cabang.
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Pada fase ketiga yaitu ijtihad dengan multi disiplin adalah nalar manhaj
ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah sebuah paradigma hukum baru menjadi
urgen dalam konteks kompleksitas problem kehidupan di era disrupsi karena
masalah kontemporer yang muncul selalu terkait banyak sendi-sendi kehidupan
yang lain. Dalam konteks kekinian tawaran manhaj yang multi, holistik dan
memadukan semua aspek shari’ah, yaitu teologis, moral-etik dan yuridis adalah

cara yang tepat untuk memotret permasalahan sekaligus untuk menyelesaikannya.

Pada fase ketiga inilah yang dimulai sejak Amin Abdullah sebagai ketua
Majlis Tarjih periode (1995-2000) secara konsep telah memproyeksikan manhaj
Majelis Tarjh Muhammadiyah mengarah kepada corak kelompok pemikiran
muslim yang terakhir yaitu The progerssive ljtihadist yaitu, para pemikir muslim
kontemporer yang mempunyai penguasaan khazanah Islam klasik yang cukup dan
berupaya menafsir ulang pemahaman agama lewat ijtihad dengan menggunakan
perangkat ilmu-ilmu modern agar dapat menjawab tantangan muslim
kontemporer. Hal ini tercermin pada perkembangan manhaj tarjih fase ketiga yang
ditandai dengan multi pendekatan. Indikator lain dalam periode ini adanya sebuah
persepsi bahwa perubahan sosial baik pada ranah intelektual, moral, hukum,

ekonomi atau teknologi ikut direfleksikan dalam kajian hukum Islam.

Bagaimana mengukur pendekatan magasidi berhasil sesuai dengan apa
yang dicita-citakan, dimana langkah-langkah Majelis Tarjih telah dijabarkan
dalam bentuk pengembangan dan perluasan berbagai metode, manhaj dan multi
pendekatan. Serta melibatkan pakar-pakar diluar al-u/um al-shar’iyah dalam

proses penetapan hukum. Salah satu bentuk penerapan takamul al-ulum wa
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izdwaj al-ma’arif atau multi pendekatan adalah halagah yang diadakan di Majelis
tarjih Pimpinan Wilayah Jawa Timur tahun 2000. Kajian dalam halagah tesebut
tentang transplantasi organ tubuh. Sebagai nara sumber dari Fakultas Kedokteran

Unair specialis bedah plastik, saraf dan psikiatri.'%?

Perjalanan panjang historitas manhaj Majelis Tarjih Muhammadiyah
telah melahirkan para tokoh Majelis Tarjih dengan modal religio-intelektual yang
berbeda dan segenap aneka ragam tantangan yang dihadapinya. Sekalipun mereka
satu persepsi berpedoman pada al-Qur’an dan al-Sunnah adalah sebuah fakta
namun jejak-jejak aplikator manhaj tarjih telah meninggalkan manhaj yang
berbeda dari satu fase ke fase lainnya. Sekaligus refleksi dari manhaj tersebut
adalah citra figh yang ditampilkan telah menginformasikan dan membenarkan
karakteristik manhaj yang telah digunakan pada setiap episodenya. Persepsi
tentang suatu masalah (sedikit atau banyaknya) adalah bagian dari cara
menetapkan hukum masalah tersebut.. Demikianlah ungkapan Ibn Bayah bisa
untuk mengilustrasikan perjalanan historitas perjalanan panjang manhaj tarjih.
Evolusi dari satu fase ke fase berikutnya telah terlampui dari manhaj yang statis
menuju manhaj yang dinamis. Indikatornya adalah manhajnya telah
merekonstruksi menuju istid/al al-hurr yaitu dijabarkan dengan multi pendekatan

untuk mengungkap hukum.

Perjalanan panjang historitas Majelis Tarjih Muhammadiyah adalah
sebuah modal pengalaman yang berharga untuk menilai dan evaluasi pada setiap

episodenya. Manhaj tarjih dan produk figh selalu ada korelasi untuk identifikasi

192 syamsuddin , Wawancara, 30 Juli 2020.
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corak figh sekaligus untuk menentukan pilihan figh yang ideal. Figh ketika
sumbernya dibatasi pada al-Qur’an dan Sunnah saja akan mencerminkan figh
yang rigid karena tidak ada pilihan lain kecuali hanya terpaku dalil literal,
Jjuz'iyyah dan dilalah al-alfaz saja. Figh ketika sumbernya selain al-Qur’an dan al-
Sunnah diperluas dengan paratekstual akan mencerminkan figh yang fleksibel
karena bukan satu pendapat saja tetapi banyak pilihan-pilihan pendapat yang
disimpulkan dari sumber sekunder yaitu paratekstual. Figh ketika sumbernya
merujuk al-Qur’an dan al-Sunnah dan mengakomodasi multi pendekatan selain
al-ulum al-shar iyyah juga melibatkan ilmu-ilmu lain seperti sejarah, antropologi
dan kedokteran akan mendekatkan figh yang eksis dengan dinamika zamannya.
Karena produk figh yang berorientasi magasidi dan maslahat telah melalui

prosedur akurat dan valid dengan proses multi pendekatan.

Manhaj tarjih pada fase ketiga telah mencapai manhaj yang ideal untuk
menggali magqasid shari’ah. Karena manhaj ijtihad Majelis Tarjih tidak hanya
bersumber al-Qur’an dan al-Sunnah tetapi juga memperluas metodenya dengan
multi pendekatan. Tentu tidak cukup dengan jaminan konsep manhaj yang telah
mengalami dinamisasi. Faktor penting dan menentukan selanjutnya adalah ada di
tangan aplikator-aplikator manhaj Majelis Tarjih di lapangan karena mereka yang
bersentuhan langsung dengan kasus-kasus baru yang perlu dialektika antara realita
dengan teks-teks agama. Penguasaan modal keilmuan multi disiplin secara
holistik dan perangkat-perangkat yang menjadi prasarat utama dan Kreteria
lainnya menjadi keharusan bagi aplikator manhaj tarjih untuk menuju the

progressive ijtihadist. Serta kemampuan untuk bersikap independen, objektif dan
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ketajaman berfikir (burhani) serta kebeningan hati (irfani) dalam mengeluarkan
keputusan-keputusan tarjih yang terbebas dari kepentingan sesaat dan orientasi

yang sempit.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan kajian yang telah peneliti lakukan maka dapat dikemukakan

beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan Majelis Tarjih mengenai magasid shari’ah memiliki persepsi
yang sama bahwa teks al-Qur’an dan al-Sunnah membawa pesan
kemaslahtan untuk manusia. Perbedaan persepsi mereka dalam Majelis
Tarjih terletak pada cara mengungkap magasid shari’ah, sehingga
berdampak jangkauan wilayah magasid yang berbeda juga. Hal ini
berbeda dari satu fase ke fase yang lain sejalan dengan konteks yang
melatari dan tuntutan yang dihadapinya. Jika sejak berdirinya Majelis
Tarjih memandang magqgasid diukur sangat ketat mengikuti zahir teks
terutama sejak tahun 1927-1964. Maka pada periode ini melakukan
kesimpulan hukum langsung sebagai interpretasi dan pemahaman dari
sumber otentik atau magasid al-lughawi. Cakupan magasid mengikuti
konten magqasid klasik. Sejak tahun 1995 dengan tampilnya Amin
Abdullah sebagai ketua Majelis Tarjih, pandangan magasid mengalami
perluasan baik kualitas dan kuantitas sejalan dengan konten magasid
kontemporer. Cakupan magasid meliputi empat demensi kemaslahtan

yaitu manusia sebagai individu, keluarga, masyarakat dan lingkungan
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ljtihad magqgasidi dalam Majelis Tarjih telah diterapkan pada kasus bab
muamalah terutama figh kontemporer. Bahkan dalam masalah ibadah mahdah
yang terkait hal teknisnya seperti masalah migat makani dalam ibadah haji
juga termasuk ranah objek ijtihad magqgasidi. Praktek ijtihad magasidi dalam
masalah muamalah dilakukan dengan menggunakan metode tekstual dan
kontekstual. Metode ijtihad kontekstual di manhaj tarjih dalam menangani
masalah muamalah kontemporer telah mengalami pengembangan metode
ijtihad dari mono disiplin menuju multi pendekatan seperti metode ijtihad
dalam figh air dan masalah seni budaya.

Evolusi metode ijtihad dalam Majelis Tarjih berjalan sesuai dengan tuntutan
dan tantangan yang sedang dihadapi oleh Majelis Tarjih telah melintasi tiga
fase yaitu: a) metode mono disiplin, sejak tahun 1927-1964 corak ijtihad
dengan interpretasi langsung dari sumber hukum al-Qur’an dan al-Sunnah
tanpa melibatkan instrumen atau metode yang telah dibangun oleh para wusufi,
produk figh seperti keimanan dan ibadah mahdah, b) ijtihad hukum dari al-
Qur’an dan al-Sunnah serta menggunakan metode paratekstual, seperti giyas,
istihsan dan lainnya sebagai alat pengungkap hukum, produk figh tentang
muamalah, ¢) multi disiplin yakni metode ijtihad tidak hanya menggunakan
al-ulum al-shar’iyyah tetapi juga disiplin ilmu-ilmu lain seperti sejarah,
sosiologi, antropologi sebagai respon terhadap kompleksitas problematika

kontemporer yang dihadapi.

Dalam historitas perjalanan evolusi metode ijtihad yang telah melintasi

beberapa fase telah berimplikasi munculnya pergeseran paradigma dalam manhaj
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tarjih Muhammadiyah. Sekaligus memproyeksikan tipologi figh yang berbeda
dari satu fase ke fase lainnya. Sebagai implikasi perbedaan manhaj ijtihad yang
telah digunakan pada setiap episodenya. Antara manhaj ijtihad, metode dan
tipologi figh selalu ada korelasi antara keduanya dalam menentukan karakteristik

figh.

B. Saran
Berdasarkan kajian diatas penting disini dikemukan beberap saran

sebagai berikut:

Pertama, Pimpinan Muhammadiyah dari pusat samapai pada ranting
hendaknya memaksimalkan koneksitas sehingga tidak ada kesenjangan informasi
yang terkait masalah metode manhaj ijtihad hukum antar pusat dan ranting.
Kesalahan komunikasi sering terjadi dan kesenjagan wawasan akibat macetnya
informasi  dari pusat ke daerah. Pemimpin Muhammadiyah hendaknya
mengakomodasi perbedaan pendapat dengan orentasi paham keagamaan selama
masih dalam koridor rambu-rambu shariah. Sehingga tidak ada lagi akibat

perbedaan dalam masalah figh menjadi konflik dan atmosfir yang tidak sehat.

Kedua, kebijakan —kebijakan Muhammadiyah yang terkait hukum dan
berdampak pada masyarakat luas hendaknya selalu dikaji dari berbagai multi
disiplin karena akan ikut menentukan keakuratan dan validitas maslahat sehingga

hasilnya akan mencermikan figh maqasidi.

Ketiga, orentasi ke depan Majelis Tarjih tetap melakukan tajdid dalam

manhaj ijtihadnya sebagai parameter validitas dan akurasi tipologi figh yang
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dihasilkan. Karena figh yang berorentasi kemaslahatan publik bermuara pada

manhaj yang mengalami tajdid.
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